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Pengantar Redaksi

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan
Yang Maha Esa, penyusunan Jurnal Majelis Tahun 2023 dengan tema bahasan “Penguatan
Sistem Demokrasi Indonesia” dapat diselesaikan. Jurnal ini terdiri dari himpunan artikel yang
ditulis oleh beberapa pakar dan akademisi dari berbagai kalangan yang merupakan salah satu
bentuk upaya dalam rangka memasyarakatkan sekaligus pengkajian sistem ketatanegaraan,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya yang
dilakukan oleh Alat Kelengkapan MPR yakni Badan Pengkajian MPR.

Pemuatan artikel dengan tema “Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia” merupakan
salah satu varian tema yang tentunya tidak dapat dilepaskan dalam rangka mengemban amanah
tugas MPR sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, yaitu
(a) memasyarakatkan Ketetapan MPR, (b) memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka
Tunggal lka, (c) mengkaji sistem ketatanegaraan, UndangUndang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaanya, dan (d) menyerap aspirasi masyarakat berkaitan

dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kegiatan Penyusunan Naskah Jurnal Majelis dimaksudkan untuk menggali secara lebih

mendalam mengenai “Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia”, tinjauan dari:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
Memajukan kesejahteraan umum;

Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan

S

Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

keadilan sosial,



Badan Pengkajian MPR RI berharap bahwa melalui penerbitan Jurnal Majelis Tahun 2023
ini yang berisikan 10 (sepuluh) artikel, setidaknya dapat tampil sebagai referensi atau pemantik
gagasan yang inspiratif untuk dikembangkan lebih lanjut.

Atas segala kekurangan yang hadir dalam penyusunan jurnal ini, kami mengucapkan
terima kasih kepada para penulis atas partisipasi dan kesediaanya menyampaikan tulisan.
Harapan kami, semoga buku ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi seluruh lapisan

masyarakat, khususnya Anggota MPR, kalangan akademisi dan kalangan cendekiawan.

Dewan Redaksi

vi



Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Penataan sistem bernegara perlu terus menerus dilakukan agar sistem ketatanegaraan Indonesia
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mampu
menjadi instrumen hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan berbangsa dan bernegara dalam
rangka mewujudkan tujuan nasional. Pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, merupakan suatu kebutuhan dalam
rangka melakukan penataan sistem ketatanegaraan, konsepsi konstitusi dan implementasinya agar

tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara.

Aspirasi masyarakat dan daerah memiliki nilai yang sangat penting bagi MPR sebagai lembaga
demokrasi dan perwakilan yang dituntut responsif terhadap dinamika aspirasi masyarakat dan daerah.
Oleh karena itu, setiap aspirasi masyarakat dan daerah yang diterima oleh MPR perlu dikelola dan
dikaji secara seksama untuk ditindaklanjuti dalam pengambilan kebijakan. Responsivitas MPR dalam
mengelola aspirasi masyarakat adalah bagian daripada upaya untuk menegakan kedaulatan rakyat dan

supremasi konstitusi.

Melihat urgensi tersebut, MPR melalui Badan Pengkajian MPR melaksanakan penerbitan
Jurnal Majelis dengan tema besar “Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia”. Jurnal terbitan ini lebih
banyak menyoroti persoalan substansi terkait kehidupan demokrasi di Indonesia baik secara

konstitusional, aspek prosedural, dan implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menghimpun dan menyusun materi tentang kajian merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh
Badan Pengkajian MPR untuk memberikan ruang pemikiran dan gagasan secara akademis dari para

pakar, penyelenggara negara, dan praktisi dalam bidang tertentu.

Demikianlah, kami Badan Pengkajian MPR mengharapkan dengan terbitnya Jurnal Majelis ini
dapat menginspirasi para pembaca untuk berpikir kritis terhadap permasalahan bangsa dan negara

yang terjadi, serta turut berkontribusi dalam pembenahan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam kesempatan ini, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada para akademisi dan

peneliti yang telah dengan serius berkontribusi menyumbangkan gagasan pemikirannya dan seluruh
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pihak yang terkait. Semoga jurnal ini memberikan manfaat dalam rangka memperkaya khasanah

pengetahuan.

Terima kasih, selamat membaca, selamat berpikir, dan salam konstitusi.

Badan Pengkajian MPR RI

Ketua,

B

Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S.
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ELAN VITAL DEMOKRASI PANCASILA

Cecep Darmawan
Universitas Pendidikan Indonesia
E-mail: cecepdarmawan@upi.edu

Abstract

Pancasila is actually the spirit that underlies democratic life in Indonesia. However, in its
implementation, the democratic system in Indonesia has not yet found an ideal form of practice based
on Pancasila. In fact, there is a tendency that the democratic system in Indonesia is still merely changing
procedural aspects and has not significantly achieved substantial democracy, namely realizing people's
welfare and social justice as mandated by Pancasila. Qualitatively, this study seeks to analyze the elan
vital or vital driving force for strengthening Pancasila democracy. Through the literature study method,
this study attempts to analyze the essence of democracy itself theoretically, then describe the idealization
concept and practice of Pancasila democracy. Apart from that, it will also explain the challenges and
problems of democratic life in Indonesia based on Pancasila. Apart from that, reflection and genuine
democracy based on wisdom will also be explained. The results of the study show that Pancasila
democracy is a people's democracy guided by the values of wisdom and a solid foundation of the values
of divinity, humanity, and unity, for the sake of upholding social justice for all Indonesian people.
However, the practice of democracy in Indonesia still requires in-depth contemplation or reflection to
see whether the practice of direct democracy so far has been in line with the fourth principle of
Pancasila.

Keyword: Democracy, Indonesia, Pancasila, Values of Wisdom.

Abstrak

Pancasila sejatinya merupakan ruh yang melandasi kehidupan demokrasi di Indonesia. Akan tetapi,
dalam implementasinya, sistem demokrasi di Indonesia masih belum menemukan bentuk praktik secara
ideal yang berdasarkan Pancasila. Bahkan ada kencenderungan jika sistem demokrasi di Indonesia
masih sekadar mengubah aspek prosedural semata dan belum secara signifikan mencapai demokrasi
substansial yakni mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial sebagaimana amanat Pancasila.
Secara kualitatif, kajian ini berupaya menganalisis elan vital atau daya pendorong yang vital bagi
penguatan demokrasi Pancasila. Melalui metode studi literatur, kajian ini berupaya menganalisis esensi
demokrasi itu sendiri secara teoretis, lalu mendeskripsikan konsep idealisasi dan praktik demokrasi
Pancasila. Selain itu, akan diuraikan juga terkait tantangan dan problematika kehidupan demokrasi di
Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Di samping itu, akan diuraikan juga refleksi dan genuine
demokrasi berdasarkan hikmah kebijaksanaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa demokrasi Pancasila
merupakan demokrasi kerakyatan yang dipandu dengan nilai hikmah kebijaksanaan dengan landasan
kokoh nilai Ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan, demi tegaknya keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Akan tetapi, praktik demokrasi di Indonesia masih membutuhkan upaya perenungan atau
refleksi yang mendalam guna melihat apakah praktik demokrasi langsung selama ini sudah selaras
dengan sila keempat Pancasila.

Kata Kunci: Demokrasi, Hikmah Kebijaksanaan, Indonesia, Pancasila.
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Pendahuluan

Dalam artikelnya di media massa,
Cecep Darmawan menegaskan bahwa
eksistensi dan ruh Pancasila harus selalu
hidup dalam praktik berdemokrasi.! Upaya
ini penting sebagai bentuk
pengejawantahan Pancasila sebagai /living
ideology yakni ideologi yang hidup dalam
setiap sendi-sendi kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Salah satunya ialah dalam kehidupan
demokrasi.

Sebagaimana diungkapkan oleh Cecep
Darmawan bahwa Pancasila sebagai /iving
ideology merupakan ideologi yang hidup
dalam setiap tekad, sikap, perilaku, dan
tindakan seluruh warga negara Indonesia.
Nilai-nilai luhur bangsa meliputi nilai-nilai
agama dan sosial budaya yang hidup di
masyarakat terkristalisasi dalam Pancasila.
Sejak dahulu kala, nilai-nilai ketuhanan,
kemanusiaan, persatuan, demokrasi hikmah
kebijaksanaan, dan keadilan sosial, pada
dasarnya telah tercermin dalam kehidupan
masyarakat Indonesia.

Berdasarkan perspektif tersebut, maka

dalam kehidupan demokrasi pun, setiap

tekad, sikap, perilaku, dan tindakan dari

! Cecep Darmawan, “Roh Pancasila dalam
Berdemokrasi,” Harian Umum Republika, 2
Juni 2022, hlm. 5.

2 Cecep Darmawan, “Pancasila sebagai Living
Ideology”, 1 Juni 2021,
https://news.republika.co.id/berita/qu08yu282/

setiap warga negara, elit politik, politisi,

para pemimpin, wakil rakyat,
penyelenggara negara, dan seluruh elemen
dalam kehidupan sosial politik lainnya
harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila.
Nilai-nilai kemanusiaan,

hikmah

ketuhanan,
persatuan, demokrasi
kebijaksanaan, dan keadilan sosial harus
menjadi driving values dalam praktik
berdemokrasi.

Akan tetapi, Cecep Darmawan pun
mengungkapkan bahwa Pancasila sebagai
sebuah ideologi, meminjam istilah Plato
bahwa nilai-nilainya yang universal masih
bersarang pada tataran dunia ide atau hanya
dalam pemikiran teoretis semata. Padahal
sebagai ideologi sekaligus paradigma
berpikir, gagasan Pancasila seharusnya
tidak boleh terbatas dan terhenti pada
tataran pemikiran fundamental dan esensial
dari nilai-nilai dasar Pancasila saja. Lebih
jauh dari itu, nilai-nilai dasar tersebut, harus
diderivasikan dan diejawantahkan ke dalam
nilai-nilai instrumental dan nilai praksisnya.
Sebab, bagaimana pun nilai-nilai tersebut
dapat menjadi filter terhadap berbagai
ancaman nilai-nilai luar yang bertentangan

dengan hakikat nilai-nilai Pancasila.’

pancasila-sebagai-living-ideology, diakses pada
28 Oktober 2023.

3 Cecep Darmawan, “Revitalisasi Pancasila,”
Harian Umum Pikiran Rakyat, 3 Juni 2017,
him. 26.
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Untuk  itu, Cecep  Darmawan
menegaskan jika sebagai sistem nilai,
Pancasila belum sepenuhnya
diejawantahkan dalam seluruh aspek
kehidupan, termasuk dalam kehidupan
demokrasi. Persoalan fundamental dari
Pancasila tidak terletak pada persoalan
filosofis dan tataran konseptualnya,
melainkan pada aspek implementasinya.*

Begitu pun dalam konteks kehidupan
demokrasi, konsep ideal demokrasi
Pancasila telah menjadi substansi atau
diskursus kajian yang dibahas, dianalisis,
dan diperdebatkan oleh para pakar dan
akademisi di Indonesia. Akan tetapi, Cecep
Darmawan berpendapat bahwa selama ini
demokrasi yang dijalani oleh negara
Indonesia masih mencari bentuk dan belum
sepenuhnya menemukan praktik yang
diidealisasikan oleh Pancasila.’

Padahal menurut Cecep Darmawan,
selama ini sejak reformasi, negara
Indonesia  sedang menapaki  transisi
demokrasi menuju penguatan kelembagaan
sistem politik dan konsolidasi demokrasi.®
Pandangan tersebut sejalan

dengan

perspektif Samuel P. Huntington bahwa

4 Ibid, Cecep Darmawan, “Revitalisasi

Pancasila,” him. 26.

5 Cecep Darmawan, “Roh Pancasila dalam
Berdemokrasi,” Loc.cit, him. 5.

¢ Cecep Darmawan, “Demokrasi Paling Agung
Adalah Menyejahterakan Rakyat”, 4 Januari
2018,

https://www.bisnisbandung.com/nasional/pr-
3982934764/profdr-cecep-darmawan-

setidaknya terdapat tiga tahapan dalam
proses demokratisasi yakni pertama, the end
of an authoritarian regime, kedua, the
installation of a democratic regime, dan
ketiga, the consolidation of the democratic
regime.”

Pada tahapan pertama dan kedua yakni
berakhirnya rezim otoriter dan terbentuknya
rezim yang demokratis telah bergulir sejak
runtuhnya era Orde Baru dan terbentuknya
era Reformasi. Akan tetapi, untuk tahapan
ketiga yakni konsolidasi rezim demokrasi,
negara Indonesia masih mencari dan
meraba-raba  mana  praktik  sistem
demokrasi yang selaras dengan substansi
demokrasi Pancasila. Untuk itu, Cecep
Darmawan menegaskan bahwa yang terjadi
justru  hanya sekadar mengubah-ubah
casing pelaksanaan demokrasi semata.
Dalam artian, demokrasi di Indonesia saat
ini masih sebatas pada tataran demokrasi
prosedural formal dan belum menyentuh
secara  signifikan pada  demokrasi
substansial yakni kesejahteraan rakyat.?

Sebagai contoh nyata digambarkan
oleh Cecep Darmawan yang menguraikan

adanya diskursus mana sistem pemilu yang

spdsipmsimh-demokrasi-paling-agung-adalah-
menyejahterakan-rakyat, diakses pada 28
Oktober 2023.

7 Samuel P. Huntington, The Third Wave:
Democratization in the Late Twentieth Century,
(London: University of Oklahoma Press, 1991),
hlm. 35.

8 Cecep Darmawan, “Roh Pancasila dalam
Berdemokrasi,”, Loc.cit, hlm. 5.
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selaras dengan nilai-nilai Pancasila yakni
apakah sistem proporsional tertutup atau
terbuka? Kondisi ini menjadi bukti nyata
bahwa demokrasi yang dijalankan di
Indonesia masih cenderung
mengedepankan demokrasi prosedural dan
bukan demokrasi substansial.’

Berbagai  kajian dan  penelitian
terdahulu tentang demokrasi Pancasila telah
relatif banyak dilakukan dengan berbagai
perspektif. Misalnya penelitian Yakob
Noho Nani yang mengkaji perbandingan
konsep civil society antara perspektif
demokrasi Pancasila dengan demokrasi
langsung yang berakar pada demokrasi
liberal.'® Begitu pun dengan penelitian
Abdul Basit juga membandingkan konsep
dan praktik kewarganegaraan antara
perspektif demokrasi Pancasila dengan
demokrasi liberal.!

Sementara itu, David M. Bourchier
meneliti perkembangan kontestasi ideologi
selama dua dekade terakhir dari para
penganut norma demokrasi di Indonesia
dari zaman Orde Baru di era demokrasi

Pancasila sampai era Reformasi.!? Begitu

9 Cecep Darmawan, “Demokrasi Elektoral
Terbuka,” Harian Umum Pikiran Rakyat, 16
Januari 2023, hlm. 11.

10 Yakob Noho Nani, “Pancasila Democracy
versus Direct Democracy: A Review of the
Concept of Civil Society,” European Journal of
Science, Innovation and Technology 2, no. 2
(2022): 1-15, him. 1.

" Abdul Basit, “Comparison of Concepts and
Practices of Citizenship Between Liberal
Democracy and  Pancasila  Democracy,”

pun dengan Saan Mustopa, et.al mengkaji
perkembangan demokrasi Pancasila di
Indonesia yang mengalami progresivitas
dari waktu ke waktu.!®

Akan tetapi, penelitian ini secara
kualitatif dengan metode studi literatur
berupaya mengkaji dan menganalisis elan
vital atau daya pendorong yang vital bagi
penguatan demokrasi Pancasila. Berbagai
literatur yang bersumber dari buku, artikel
jurnal,  dokumen

kajian,  peraturan

perundang-undangan, artikel di media
massa, dan literatur lainnya dikaji dan
dianalisis untuk mengkonstruk fokus kajian
ini yakni terkait elan vital demokrasi
Pancasila.

Perspektif yang diangkat dalam kajian
ini ialah bertujuan untuk mendeskripsikan
idealisasi dan praktik demokrasi Pancasila
di Indonesia serta tantangan dan
problematikanya saat ini. Selain itu, kajian

ini pun bertujuan untuk merefleksikan dan

menggambarkan  genuine  demokrasi
Pancasila berdasarkan hikmah
kebijaksanaan.

Pancasila: Jurnal Keindonesiaan 3, no. 1
(2023): 86-99, him. 86.

12 David M. Bourchier, “Two Decades of
Ideological Contestation in Indonesia: From
Democratic  Cosmopolitanism to Religious
Nationalism,” Journal of Contemporary Asia
49, no. 5 (2019): 713-733, him. 713.

13 Saan Mustopa, et.al, “The Development of
Indonesian Pancasila Democracy,” Journal of
Survey in Fisheries Sciences 10, no. 3S (2023):
533-547, hlm. 533.
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Pembahasan

Esensi Demokrasi Perspektif Teoretis

Pada awal pembahasan ini, akan
diuraikan alam pemikiran demokrasi
perspektif teoretis. Pembahasan ini penting
guna memahami esensi demokrasi itu
sendiri.

Secara etimologis, Bernard Crick
menjelaskan bahwa “the Greek for rule was
kratos, and demos was the people”."*
Berdasarkan pandangan tersebut diartikan
bahwa demokrasi berasal dari bahasa
Yunani yakni kratos berarti pemerintahan
dan demos berarti rakyat. Singkatnya,
demokrasi berarti pemerintahan rakyat.
Definisi ini sejalan dengan pandangan
Georg Serensen bahwa “democracy is a
form of government in which the people
rule.”” Artinya, demokrasi adalah suatu
bentuk pemerintahan di mana rakyat
memerintah.

Secara konseptual, Cecep Darmawan
menjelaskan bahwa semangat demokrasi itu
sendiri  bertujuan untuk mewujudkan
pemerintahan kerakyatan yang berdasarkan
pada “pemerintahan dari rakyat, oleh
rakyat, dan untuk rakyat”, di mana

konteksnya adalah “untuk rakyat”, maka

4 Bernard Crick, Democracy: A Very Short
Introduction, (New York: Oxford University
Press, 2002), him. 1.

15 Georg Serensen, Democracy and
Democratization: Processes and Prospects in a
Changing ~ World,  (Boulder, Colorado:
Westview Press, 2008), hlm. 3.

sebagian besar aspek operasional di
antaranya adalah  akuntabilitas  atau
pertanggung jawaban pemerintah kepada
rakyat.'® Sejalan dengan pandangan Samuel
P. Huntington bahwa sebagai suatu bentuk
pemerintahan, demokrasi didefinisikan
sebagai sumber kewenangan pemerintahan,
tujuan yang dilayani oleh pemerintah, dan
prosedur pembentukan pemerintahan.!’
Berdasarkan pandangan di atas, maka
prinsip kerakyatan merupakan pondasi
utama dari demokrasi. Rakyatlah yang
memegang kendali penuh atas jalannya
pemerintahan. Sumber legitimasi suatu
pemerintahan ialah rakyat itu sendiri.
Bahkan tujuan dari penyelenggaraan
pemerintahan pun harus berdasarkan
kehendak rakyat dan dipertanggung
jawabkan kepada rakyat.
Secara  konseptual, pemaknaan
terhadap demokrasi seringkali dibedakan
antara demokrasi prosedural dengan
demokrasi substantif. Dalam definisinya
yang bersifat prosedural, dapat dilihat dari
pandangan Joseph A. Schumpeter bahwa
demokrasi merupakan pengaturan

kelembagaan untuk mengambil keputusan

politik dalam rangka mewujudkan kebaikan

16 Cecep Darmawan, “Legislative Strengthening
and Empowerment: Efforts to Strengthen Local
Governance and  Accountability  through
Provincial ~ Parliaments in  Indonesia,”
American Journal of Applied Sciences 12, no.
11 (2015): 802-809, him. 807.

17 Samuel P. Huntington, Op.cit, hlm. 6.
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bersama dengan membuat rakyat sendiri
yang memutuskan permasalahan melalui
pemilihan individu yang akan berkumpul
untuk melaksanakan kehendaknya.'®

Jika melihat definisi Joseph A.
Schumpeter di atas, maka pemaknaan
demokrasi berpusat pada proses atau
mekanisme prosedural pemilihan umum.
Oleh  karenanya, Cecep Darmawan
menyebutkan bahwa kehadiran pemilu yang
jujur, bebas, adil, dan bermartabat
merupakan prasyarat utama dalam sistem
demokrasi modern."

Sementara itu, dalam definisinya yang
bersifat substantif, pemaknaan demokrasi
berfokus pada hakikat dan esensi utamanya
yakni kehendak rakyat. Hal ini sebagaimana
ditegaskan oleh Lawrence R. Jacobs dan
Robert Y. Shapiro bahwa substantive
democracy mengacu pada aktivitas
substantif pemerintah yang sesuai dengan

keinginan rakyat.?’

Secara esensial, para ahli telah
mengemukakan substansi utama dari
demokrasi.  Samuel P.  Huntington

mengemukakan bahwa dimensi demokrasi

terdiri dari kontestasi dan partisipasi.’!

18 Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism
and Democracy, (London: Routledge, 1994),
hlm. 250.

19 Cecep Darmawan, “Pemilu Dan Penguatan
Demokrasi,” Jurnal Konstitusi 2, no. 1 (2009):
51-63, him. 52.

20 Lawrence R. Jacobs and Robert Y. Shapiro,
“Studying  Substantive Democracy,” PS:
Political Science and Politics 27, no. 1 (1994):
9-17, him. 11.

Sedangkan Bernard Crick menyebutkan
bahwa dalam pengertiannya yang lebih
luas, demokrasi mencakup aspek kebebasan
dan hak-hak warga negara.”> Sementara itu,
Georg Serensen menyebutkan bahwa
dimensi dari demokrasi politik ialah
kompetisi, partisipasi, dan kebebasan sipil
dan politik.?

Ahli lainnya yakni Philippe C.
Schmitter ~dan  Terry Lynn  Karl
mengemukakan aspek-aspek demokrasi di
antaranya konsensus, partisipasi, kesetaraan
akses, daya tanggap negara, pluralisme atau
keberagaman, dan checks and balances.**
Sedangkan Robert A. Dahl mengemukakan
bahwa secara substansial demokrasi dapat
memberikan konsekuensi yang diinginkan
yakni menghindari kesewenangan atau
tirani, melindungi hak-hak esensial,
menjamin kebebasan umum, menentukan
nasib sendiri, adanya otonomi moral,
adanya pembangunan sumber daya
manusia, melindungi kepentingan pribadi
yang esensial, adanya kesetaraan politik,
upaya pencarian kedamaian, dan menjamin

kemakmuran atau kesejahteraan.

21 Samuel P. Huntington, Op.cit, hlm. 7.

22 Bernard Crick, Op.cit, him. 49-50.

2 Georg Serensen, Op.cit, hlm. 14.

24 Philippe C. Schmitter and Terry Lynn Karl,
“What Democracy Is...and Is Not,” Journal of
Democracy 2, no. 3 (1991): 75-88, hlm. 83-84.
25 Robert A. Dahl, On Democracy, (London:
Yale University Press, 1998), him. 45.
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Secara substantif, demokrasi pun
membawa nilai-nilai utama, sebagaimana
dikemukakan oleh Henry B. Mayo meliputi
penyelesaian konflik atau pertikaian secara
damai dan sukarela, memastikan perubahan
secara damai dalam masyarakat yang selalu
berubah, pergantian penguasa secara
teratur, penggunaan paksaan atau kekerasan
secara minimal, menjamin perbedaan,
menegakkan keadilan, sistem politik yang
paling baik dalam mempromosikan ilmu
pengetahuan, dan kebebasan ditemukan
dalam demokrasi.”®

Prinsip-prinsip demokrasi pun menjadi
substansi utama yang harus ditegakan
dalam demokrasi. Sebagaimana
dikemukakan oleh Lyman Tower Sargent
meliputi keterlibatan warga negara dalam
pengambilan keputusan, adanya sistem
perwakilan, tegaknya supremasi hukum,
terselenggaranya sistem pemilu, adanya
kesetaraan di antara warga negara, adanya
kebebasan yang diberikan kepada atau
dipertahankan oleh warga negara, dan
adanya proses pendidikan, khususnya
pendidikan kewarganegaraan.?’ Begitu pun

dengan International Commission of Jurists

% Henry B. Mayo, 4n Introduction to
Democratic  Theory, (New York: Oxford
University Press, 1960), him. 218-237.

27 Lyman Tower Sargent, Contemporary
Political Ideologies: A Comparative Analysis,
(Canada: Wadsworth, Cengage Learning,
2009), him. 62.

28 International Commission of Jurists, The
Dynamic Aspects of the Rule of Law in the

Modern Age: Report On The Proceedings Of

yang mengemukakan syarat-syarat
fundamental bagi terselenggaranya sebuah
negara demokratis berdasarkan the rule of
law  yaitu  adanya  perlindungan
konstitusional, pengadilan yang independen
dan tidak memihak, pemilihan umum yang
bebas, kebebasan berekspresi, kebebasan
berserikat dan adanya fungsi oposisi, serta
adanya pendidikan kewarganegaraan.?®

Terakhir, Cecep Darmawan
menyebutkan  prinsip-prinsip ~ utama
demokrasi  yakni kedaulatan berada
ditangan rakyat, negara berdasarkan
hukum/konstitusi, jaminan hak asasi
manusia, kebebasan  berserikat  dan
mengeluarkan pendapat dijamin, pemilu
yang demokratis, kebebasan pers dijamin,
persamaan perlakuan dan kedudukan di
depan hukum (equality before the law),
peradilan yang bebas dan tidak memihak,
dan penegakan hukum yang adil.?’

Itulah berbagai pandangan dari para
ahli terkait esensi demokrasi perspektif
teoretis.

Idealisasi dan Praktik Demokrasi

Pancasila

The South-East Asian And Pacific Conference
Of Jurists Bangkok, Thailand. February 15-19,
1965, (Geneva, Switzerland: International
Commission of Jurists, 1965), hlm. 3.

2 Cecep Darmawan, “Pentingnya Wawasan
Kebangsaan Dalam Membangun Demokrasi,”
Bahan Tayang yang disajikan pada Kegiatan
Diklat Kepemimpinan Kader Bangsa di Tingkat
Madya Angkatan 2019 Depidar Soksi Wilayah
IX Jawa Barat Kelas A, 2019, hlm. 21.
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Secara filosofis, idealisasi demokrasi
Pancasila di Indonesia termaktub dalam
Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI
Tahun 1945 bahwa Negara Republik
Indonesia yang berkedaulatan rakyat
dengan berdasarkan kepada sila-sila
Pancasila. Utamanya sila keempat yakni
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan  dalam  permusyawatan/
perwakilan. Prinsip kedaulatan rakyat ini
sejatinya menempatkan Indonesia sebagai
negara yang mempraktikan demokrasi
Pancasila.

Dalam memaknai arti demokrasi
berdasarkan sila keempat Pancasila ini,
Cecep Darmawan mengelaborasikannya
sebagai berikut.

a. Demokrasi ala  Indonesia ialah
demokrasi yang menjunjung tinggi
nilai-nilai Pancasila yakni meliputi nilai
Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan,
musyawarah, dan keadilan.

b. Proses demokrasi secara khidmat
dilandasi oleh nilai hikmah dan
kebijaksanaan.

c. Proses musyawarah mufakat

menghasilkan putusan yang mengikat

bulat seluruh pihak.

30 Cecep Darmawan, “Peraturan Perundang-
Undangan Di Bidang Politik Yang Bersumber
Pada Demokrasi Yang Berdasarkan Pancasila,”
Dalam Prosiding Simposium Nasional tentang

d. Kepentingan publik dengan penuh
kearifan didahulukan atau menjadi
tujuan utama dalam proses demokrasi.*
Sementara itu, Kaelan  juga

mengelaborasikan ~ konsep ~ demokrasi

berdasarkan sila keempat Pancasila sebagai
berikut.

1. Demokrasi yang berdasarkan sila
keempat Pancasila sejatinya
mengandung makna demokrasi politik
dan demokrasi sosial ekonomi. Antara
keduanya saling berkaitan satu sama
lain dalam arti demokrasi politik
menjadi  jalan bagi terwujudnya
demokrasi ekonomi yakni kesejahteraan
sosial-ekonomi.

2. Makna yang terdapat dalam kata
kerakyatan =~ mengandung cita-cita

filosofis yakni negara hadir untuk

keperluan  rakyat.  Untuk  itu,
penyelenggaraan negara harus
mengedepankan kepentingan seluruh
rakyat.

3. Makna yang terkandung dalam kata
permusyawaratan/ perwakilan pada
hakikatnya memiliki cita-cita filosofis
demokrasi yakni berkaitan dengan
proses demokrasi politik sebagai syarat
mutlak bagi tercapainya cita-cita

kerakyatan.

“Institusionalisasi Pancasila Dalam
Pembentukan  Dan  Evaluasi  Peraturan
Perundang-Undangan”, Jakarta, 30 Juli-1
Agustus 2018, hlm. 45.
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4. Makna kerakyatan pun mengandung
cita-cita filosofis demokrasi sosial
ekonomi yakni untuk menjalankan
persamaan dalam lapangan
kemasyarakatan (sosial) dan ekonomi
guna mewujudkan kesejahteraan sosial
ekonomi tersebut harus didasari oleh
syarat demokrasi politik.

5. Dengan demikian, maka dalam sila
keempat senantiasa terkandung dasar
bagi cita-cita  kefilsafatan  yang
terkandung dalam sila kelima yaitu
Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.’!

Secara yuridis konstitusional, idealisasi
konsep demokrasi di Indonesia pun telah
dijamin oleh konstitusi (constitutional
democracy). Dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD
NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa
“kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang
Dasar.” Berdasarkan Kketentuan tersebut,
Cecep Darmawan menjelaskan jika sistem
yang dibangun dalam demokrasi, sejatinya
menempatkan kedaulatan rakyat sebagai
inti dari energi demokrasi.*?

Ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI

Tahun 1945 pun menegaskan bahwa

31 Kaelan, Filsafat Pancasila: Pandangan

Hidup  Bangsa Indonesia, (Yogyakarta:
Penerbit Paradigma, 2009), hlm. 207-208.

32 Cecep Darmawan, “Demokrasi Paling Agung
Adalah Menyejahterakan Rakyat”, Loc.cit.

33 Martin Rhonheimer, The Common Good of
Constitutional Democracy. In William F.
Murphy Jr (Eds). (Washington, D.C: The

demokrasi di  Indonesia = menganut
demokrasi konstitusional (constitutional
democracy). Martin Rhonheimer
menjelaskan bahwa dalam demokrasi
konstitusional atau negara konstitusional
demokratis memiliki karakteristik yakni
kekuasaan tunduk dan dibatasi oleh
konstitusi, terdapat netralitas negara, dan
adanya nilai-nilai konstitusional yakni
jaminan  hak-hak  asasi

Sementara itu, Mark E. Brandon (2010,

manusia.*?

hlm. 219) menyebutkan ciri-ciri paling
penting dari demokrasi konstitusional yakni
adanya lembaga-lembaga yang diberi
wewenang oleh dan bertanggung jawab

kepada rakyat, adanya pembatasan

kekuasaan pemerintah, dan adanya the rule
of law>*

Berdasarkan  pandangan  tersebut,

Cecep Darmawan menyimpulkan bahwa

demokrasi  konstitusional — merupakan

demokrasi yang dibatasi oleh aturan sebagai
wujud kesepakatan warga bangsa. Begitu

pun dengan pelaksanaan  nilai-nilai

Catholic University of America Press, 2013),
him. 15.

34 Mark E. Brandon, “War and Constitutional
Change,” In Jeffrey K. Tulis & Stephen
Macedo. (Eds), The Limits of Constitutional
Democracy, (Princeton, New Jersey: Princeton
University Press, 2010), hlm. 219.
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demokrasi yang telah disepakati tersebut
harus termuat dalam konstitusi.>

Secara konseptual, Cecep Darmawan
menjelaskan bahwa dalam setiap praktik
berdemokrasi, Pancasila senantiasa menjadi
ruh yang harus selalu hadir di dalamnya.
Demokrasi yang menjunjung tinggi nilai
Ketuhanan,  kemanusiaan,  persatuan,
permusyawaratan, untuk keadilan sosial
seluruh Indonesia

hakikat  dari

rakyat merupakan

demokrasi  Pancasila.
Terwujudnya kesejahteraan rakyat yang
berdasarkan penuh rasa keadilan dan
kedamaian menjadi tujuan utama demokrasi
Pancasila. Dalam demokrasi Pancasila,
aspek kedaulatan dan kesejahteraan rakyat
ditempatkan sebagai inti dari energi
demokrasi. Oleh karenanya, pada tataran
demokrasi

tersebut, Pancasila mampu

mensinergikan  antara  prosedur  dan

substansi demokrasi yang partisipatif,
inklusif, dan deliberatif. Sebagai sistem
politik, implementasi demokrasi Pancasila
membutuhkan ~ proses  penghantaran
(delivery process) yang selaras dengan cita-
cita negara dan bangsa Indonesia. Oleh
karena itu, dalam perspektif demokrasi
Pancasila, secara formal segala keputusan
harus

mampu  dipertanggungjawabkan

35 Cecep Darmawan, “Demokrasi Dalam

Persimpangan Makna,” Dalam  Prosiding
Seminar Nasional dengan tema Penguatan
Komitmen — Komunitas — Akademik  dalam
Memperkokoh Jatidiri PKn, di Universitas
Pendidikan Indonesia, 4 April 2015, hlm. 100.

kepada rakyat, sedangkan secara moral

setiap keputusan harus
dipertanggungjawabkan kepada Tuhan
Yang Maha Esa.’

Selaras dengan pandangan tersebut,
Badan  Pengkajian MPR RI  pun

mengemukakan bahwa nilai-nilai

demokrasi yang tercermin dalam sila-sila

Pancasila meliputi prinsip Ketuhanan,

negara berdasar kedaulatan rakyat,

pemerintahan yang konstitusional, republik

atas berdasarkan hukum, dan sistem

perwakilan.” Badan Pengkajian MPR RI

juga  mengemukakan  prinsip-prinsip

demokrasi Pancasila meliputi:

a) Pelaksanaan kebebasan yang

bertanggung jawab secara normal
kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri
sendiri, dan orang lain;

b) Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita
nasional;

c) Persamaan bagi seluruh  rakyat
Indonesia;

d) Mengutamakan persatuan nasional dan
kekeluargaan;

e) Keseimbangan antara hak dan
kewajiban;

f) Pangambilan

keputusan dengan

musyawarah mufakat;

3% Cecep Darmawan, “Roh Pancasila dalam
Berdemokrasi,”, Loc.cit, him. 5.

37 Badan Pengkajian MPR RI, Kajian Akademik
Penegasan Demokrasi Pancasila, (Jakarta:
Badan Pengkajian MPR RI, 2018), him. 30.
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g) Mewujudkan rasa keadilan sosial.*®

Dalam praktiknya, demokrasi
Pancasila mengalami pasang surut seiring
adanya dinamika sosial politik di Indonesia.
Miriam Budiardjo menjelaskan
perkembangan sejarah praktik demokrasi di

Indonesia dari masa ke masa sebagai

berikut.
Tabel 1. Perkembangan Demokrasi di
Indonesia
Masa Masa demokrasi
Republik (konstitusional) yang
Indonesial | menonjolkan peranan
(1945-1959) | parlemen serta partai-partai

dan yang karena itu dapat
dinamakan Demokrasi
Parlementer.

Masa Masa Demokrasi Terpimpin

implementasi demokrasi di Indonesia
sebagai berikut.

Tabel 2. Perkembangan Praktik Demokrasi
di Indonesia

Republik
Indonesia II

yang dalam banyak aspek
telah menyimpang dari

(1959-1965) | demokrasi  konstitusional
yang secara formal
merupakan  landasannya,
dan menunjukkan beberapa
aspek demokrasi rakyat.

Masa Masa Demokrasi Pancasila
Republik | yang merupakan demokrasi

Indonesia III | konstitusional yang

(1965-1998) | menonjolkan sistem
presidensial.

Masa Masa  Reformasi  yang
Republik menginginkan tegaknya
Indonesia IV | demokrasi di  Indonesia

(1998-
sekarang)

sebagai koreksi terhadap
praktik-praktik politik yang
terjadi pada masa Republik
Indonesia I11.

Sumber: Miriam Budiardjo (2008).%°

Sementara itu, Badan Pengkajian MPR
RI juga membagi babak perkembangan

38 Ibid, Badan Pengkajian MPR RI, hlm. 30.

3 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar llmu Politik,
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008),
hlm. 127-128.

Demokrasi | Pada masa ini menonjolkan
Parlementer | peranan parlemen serta
(Masa 1945 | partai-partai.
s/d 1959)
Demokrasi | Banyak aspek yang telah
Terpimpin | menyimpang dari
(Masa 1959 | demokrasi  konstitusional
s/d 1965) yang secara formal
merupakan  landasannya.
Ciri periode ini ialah
dominasi dari  presiden,
terbatasnya peranan partai
politik, berkembangnya
pengaruh  komunis  dan
meluasnya peranan
tentara/TNI sebagai unsur
sosial-politik.
Demokrasi | Landasan  formal  dari
Pancasila Era | periode ini adalah Pancasila
Orde Baru | dan Undang-Undang Dasar
(1966 s/d 1945, dalam usaha
1998) meluruskan kembali
penyelewengan  terhadap
Undang-Undang Dasar
yang terjadi dalam masa
Demokrasi Terpimpin.
Demokrasi | Berdasarkan nilai-nilai
Pancasila Era | Pancasila dan Undang-
Reformasi | Undang Dasar 1945.
(1998 s/d
sekarang)
Sumber: Badan Pengkajian MPR RI

(2018).40

Itulah dinamika pasang surut praktik
demokrasi di Indonesia dari masa ke masa.
Melihat  dinamika  tersebut, Cecep
Darmawan menegaskan bahwa bagi negara
demokrasi  akan

Indonesia, konsepsi

diterima selama konsepsi tersebut sejalan

40 Badan Pengkajian MPR RI, Op.cit, him. 91.
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dan selaras dengan ideologi Pancasila. Ia
meyakini bahwa dinamika demokrasi dan
proses  demokratisasi  akan  terus
berkembang seiring komitmen bangsa kita
melakukan demokratisasi sesuai dengan
falsafah bangsa Pancasila.*!
Tantangan dan Problematika
Kehidupan Demokrasi di Indonesia
Kehidupan demokrasi di Indonesia
masih mengalami berbagai tantangan dan
problematika baik dari segi sosial, ekonomi,
hukum, dan

politik, pemerintahan.

Misalnya, Cecep Darmawan
mengemukakan beberapa problematika
kebangsaan saat ini yang berkaitan dengan
kehidupan demokrasi di antaranya indeks
pembangunan demokrasi negara Indonesia
yang masih relatif rendah, indeks
pembangunan integritas penyelenggaraan
negara Indonesia melalui indeks persepsi
korupsi yang juga masih relatif rendah,

adanya kesenjangan dan ketimpangan sosial

ekonomi, dan penguasaan lahan oleh
segelintir elite oligarki, hukum dan
kebijakan  yang belum sepenuhnya
mencerminkan  nilai-nilai  Pancasila,

terjadinya keterbelahan atau polarisasi di

41 Cecep Darmawan, “Demokrasi Dalam
Persimpangan Makna,” Op.cit, him. 101.

4 Cecep Darmawan, “Merawat Spirit
Kemerdekaan,” 17 Agustus 2023,

https://news.republika.co.id/berita/rzjeh2282/m

erawat-spirit-kemerdekaan, diakses pada 31
Oktober 2023.

masyarakat akibat framing politik yang
mengancam integrasi bangsa dan negara,
maraknya buzzer politik di media sosial,
dan adanya benturan kepentingan elite
menjelang tahun politik.*?

indeks

Terkait dengan demokrasi,

berdasarkan laporan The Economist

Intelligence Unit menunjukkan bahwa
democracy index negara Indonesia pada
tahun 2022 masih diposisi ke-54 dengan
skor 6,71 poin dan dikategorikan sebagai
yang (flawed

democracy).® Begitu pun terkait indeks

demokrasi cacat
persepsi korupsi, berdasarkan data dari
Transparency International menunjukkan
bahwa corruption perceptions index negara
Indonesia pada tahun 2022 masih diposisi
ke-110 dengan skor 34 poin.*
Problematika dan tantangan kehidupan
demokrasi  di  Indonesia  lainnya
dikemukakan oleh Cecep Darmawan yakni
implementasi demokrasi di Indonesia masih
sebatas prosedural-formal semata dan
belum menyentuh substansi demokrasi

secara optimal. Negara Indonesia pun masih

sering mengubah-ubah casing
implementasi ~ demokrasi, dikarenakan
masih mencari bentuk dan belum

43 The Economist Intelligence Unit, Democracy
Index 2022: Frontline democracy and the battle
for Ukraine, (New York: The Economist
Intelligence Unit, 2023), him. 8.

4 Transparency  International,  “2022
Corruption  Perceptions  Index”, 2023,
https://www.transparency.org/en/cpi/2022,
diakses pada 31 Oktober 2023.
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menemukan pelaksanaan demokrasi secara
ideal berdasarkan Pancasila. Selain itu,
demokrasi di Indonesia pun masih berfokus
pada praktik demokrasi langsung yang
mahal, boros, inefisien, dan membebani
keuangan negara.®’

Di samping itu, Cecep Darmawan pun
menjelaskan tantangan dan problematika
praktik demokrasi lainnya yang seringkali
terjadi di berbagai negara yakni kerap
muncul benalu demokrasi yakni hadirnya
para kaum pemburu rente politik alias
golongan shadow government atau shadow
state yang melalui remote kontrol
politiknya mereka mampu mengendalikan
arah kebijakan pemerintah. Para kaum
pemburu rente tersebut seringkali menanam
modal atau saham politik ketika terjadi
kontestasi politik melalui pemilu atau
pilkada. 4

Kondisi ~ demikian  oleh  Desi
Rahmawati dalam bukunya disebut dengan
kondisi demokrasi dalam genggaman para
pemburu rente.*” Begitu pun dengan kondisi
ketika para pemburu rente tersebut
menanam modal atau saham politik, oleh
Edward Aspinall dan Ward Berenschot

disebut  sebagai  praktik  “political

45 Cecep Darmawan, “Roh Pancasila dalam
Berdemokrasi,”, Loc.cit, hlm. 5.

4 Jbid, Cecep Darmawan, “Roh Pancasila
dalam Berdemokrasi,” hlm. 5.

47 Desi Rahmawati, Demokrasi dalam
Genggaman Para Pemburu Rente,
(Yogyakarta: Penerbit PolGov, 2018), him. 1.

clientelism” yakni ketika pemilih, pekerja
kampanye, atau aktor lain memberikan
dukungan elektoral kepada politisi dengan
imbalan bantuan pribadi atau keuntungan
materi.*®

Cecep Darmawan menegaskan bahwa
dengan praktik demokrasi seperti itu maka
pada hakikatnya demokrasi sedang
dikendalikan oleh kaum oligarki. Praktik
demokrasi menjadi semu alias hanya
menggambarkan demokrasi salon yang
tampak bagus di panggung depan, namun
banyak prinsip-prinsip demokrasi yang
ditentang  atau  dilanggar.  Alih-alih
demokrasi, yang terjadi justru penguatan
institusi oligarki.*

Dengan kondisi tersebut, maka tak
mengherankan jika Jeffrey A. Winters
menyebutkan bahwa antara demokrasi
dengan oligarki tidak saling meniadakan.
Sebaliknya, demokrasi dan oligarki bisa
saja saling cocok, asalkan ranah kekuasaan
keduanya tidak saling bertabrakan. Bahkan
demokrasi dan oligarki bisa hidup bersama
terus menerus selama kelas bawah yang tak
berharta tidak menggunakan partisipasi

politiknya secara lebih luas guna merebut

4 Edward Aspinall and Ward Berenschot,
Democracy for Sale: Elections, Clientelism,
and The State in Indonesia, (New Y ork: Cornell
University Press, 2019), hlm. 2.
4 Cecep Darmawan, “Roh Pancasila dalam
Berdemokrasi,”, Loc.cit, hlm. 5.
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kekuasaan material dan merebut hak
istimewa dari para kelas terkaya.>
Dalam konteks demokrasi elektoral,

Cecep Darmawan menguraikan

juga

beberapa problematika di  antaranya

terjadinya  liberalisasi  politik  dalam

demokrasi prosedural yakni kontestasi
pemilihan umum yang membawa ekses
seperti adanya politik uang ataupun vote
buying. Problematika lainnya ialah budaya
demokrasi dan pendidikan politik yang
belum memadai, sistem tata kelola partai
politik yang belum akuntabel dan

berintegritas, fungsi rekrutmen dan
representasi partai politik yang belum
mampu menghasilkan para kader pemimpin
negarawan, bahkan terjadi oligarki partai
politik.>!
Kondisi

politik disebut oleh Edward Aspinall dan

terjadinya oligarki partai
Ward Berenschot sebagai “a “dictatorship”
oran “oligarchy” of parties” yakni diktator
atau oligarki partai politik,”> yang
membawa dampak terjadinya apa yang
Robert Michels sebut sebagai “the iron law

of oligarchy” atau hukum besi oligarki.”

30 Jeffrey A. Winters, Oligarki, (Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 16.

S Cecep Darmawan, “Demokrasi Elektoral
Terbuka,” Loc.cit, him. 11.

2 Edward Aspinall and Ward Berenschot,
Op.cit, hlm. 64.

3 Robert Michels, Political Parties: A
Sociological ~Study of the Oligarchical
Tendencies of Modern Democracy (Translated
by Eden and Cedar Paul), (Kitchener: Batoche
Books, 2001), him. 224.

Sementara itu, terkait kondisi belum
optimalnya fungsi representasi partai politik
yang belum menghasilkan kader negarawan
yang mengedepankan kepentingan rakyat,
bangsa, dan negara. Belum mencapai apa
yang Hanna Pitkin (1967, him. 209) sebut
sebagai “substantive representation” yakni
representasi yang dimaknai bertindak untuk
kepentingan yang diwakili, dengan cara

yang responsif terhadap mereka.>*

Selain  itu, Cecep  Darmawan
mengemukakan bahwa dalam
perkembangan  saat ini, kehidupan
demokrasi pun mengalami tantangan

berupa munculnya konsep baru seperti
netizen dan perkembangan demokrasi

digital (digital democracy). Dengan

demikian instistusi politik juga berkembang
dari state ke market. Muncullah apa yang
disebut dengan global governance dan
nonstate agency seperti Multinational
Corporation. Begitu juga telah terjadi
pergeseran dari konsep negara penjaga
malam ke negara kesejahteraan (welfare
state). Kemudian dari negara kesejahteraan

ke negara kebahagiaan (happiness state).>

34 Hanna Pitkin, The Concept of Representation,
(Berkeley: University of California Press,
1967), him. 209.

35 Cecep Darmawan, “Optimalisasi Fungsi-
Peran DPR RI: Perspektif Ilmu Politik”, Naskah
Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang llmu
Politik  yang  disajikan  di ~ Universitas
Pendidikan Indonesia, Bandung, 17 Oktober
2017, him. 10.
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Itulah  berbagai tantangan dan
problematika kehidupan demokrasi di
Indonesia. Jika dibiarkan dan tak ada
alternatif penyelesaian permasalahan, maka
jangan sampai berbagai kondisi di atas
menjadi gejala apa yang disebut Steven
Levitsky dan Daniel Ziblatt sebagai “how
democracies  die?®  Atau  bahkan
menimbulkan sebuah pertanyaan
sebagaimana diutarakan oleh Thomas
Power dan Eve Warburton yakni

“democracy in Indonesia: from stagnation

to regression?”.5’ Semoga tidak terjadi.

Refleksi  dan
Hikmah Kebijaksanaan

Genuine Demokrasi

Kelebihan demokrasi Pancasila pada
dasarnya terletak pada prinsip musyawarah
mufakat dan prinsip hikmah kebijaksanaan.
Cecep Darmawan menjelaskan bahwa
demokrasi Pancasila merupakan demokrasi
kerakyatan yang dipandu dengan nilai
hikmah kebijaksanaan dengan landasan
kokoh nilai Ketuhanan, kemanusiaan, dan
persatuan, demi tegaknya keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi
yang dicita-citakan itu, demokrasi yang

tidak menabrak nilai-nilai Ketuhanan Yang

% Steven Levitsky and Daniel Ziblatt, How
democracies  die, (New York: Crown
Publishing, 2018), him. 1.

57 Thomas Power dan Eve Warburton (Eds.),
Demokrasi di Indonesia: Dari Stagnasi ke
Regresi?, (Jakarta: Kepustakaan Populer
Gramedia, Public Virtue dan Kurawal
Foundation, 2021), hlm. 1.

Maha Esa. Meskipun konsep demokrasi
yang kita anut bukanlah  konsep
theodemocracy, namun tidak boleh proses
dan produk demokrasi bertentangan dan
bertabrakan dengan nilai-nilai Ketuhanan
Yang Maha Esa. Karena demokrasi kita
adalah demokrasi yang bersumber dari
nilai-nilai ~ Pancasila dan  bukanlah
demokrasi barat yang liberal dan sekuler.*®

Lebih lanjut Cecep Darmawan
menjelaskan bahwa intinya demokrasi yang
kita bangun adalah demokrasi yang penuh
dengan keberkahan sebagaimana amanat
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni
berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.
Demokrasi yang segala keputusannya harus
dapat dipertangungjawabkan secara formal
kepada rakyat. Bahkan yang terberat adalah
pertangungjawaban moral atas keputusan-
keputusan di lembaga DPR kepada Allah
Yang Maha Kuasa, baik selama di dunia
maupun di akhirat kelak.>’

Dalam konteks pengambilan
keputusan, Cecep Darmawan menjelaskan
bahwa inti demokrasi Pancasila terletak
pada kedaulatan rakyat berdasarkan

musyawarah mufakat yang penuh dengan

hikmah kebijaksanaan dalam proses

8 Cecep Darmawan, “Optimalisasi Fungsi-

Peran DPR RI: Perspektif Ilmu Politik”, Op.cit,
hlm. 17.
%9 Ibid, Cecep Darmawan, “Optimalisasi
Fungsi-Peran DPR RI: Perspektif [lmu Politik”,
him. 17.
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pengambilan keputusannya. Proses
musyawarah mufakat dalam demokrasi
Pancasila menghasilkan keputusan yang
sarat dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang
Maha  Esa, memperhatikan  dasar
kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan
menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,
dalam

suasana yang penuh hikmah

kebijaksanaan, untuk keadilan sosial yang

seluas-luasnya  bagi  seluruh  rakyat
Indonesia.
Selain  itu, Cecep Darmawan

menjelaskan bahwa pengambilan keputusan
dalam konteks demokrasi Pancasila, baik
dalam proses dan hasilnya harus didasari
oleh nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai itu
menjadi panduan dalam proses
pengambilan keputusan sekaligus tercermin
bentuk

dalam keputusannya

yang
bermuatan hikmat kebijaksanaan, Hikmat
kebijaksanaan ini adalah cermin dari nilai
Tidak boleh terjadi

pengambilan  keputusan

Pancasila. proses
dengan pola
diktator ~mayoritas atau pun tirani
minorotas. Namun, pengambilan keputusan
harus dilaksanakan dengan suasana yang
penuh dengan kekeluargaan dan gotong
royong, saling percaya dan menghormati,
sekaligus

mengingatkan  kekurangan,

adanya kebebasan yang selaras dan serasi

6 Cecep Darmawan, “Diskursus Demokrasi
Hikmah Kebijaksanaan,” 18 April 2020,
https://beritadisdik.com/news/kaji/diskursus-

demokrasi----hikmah-kebijaksanaan---, diakses
pada 31 Oktober 2023.

dengan tanggung jawab sosial, saling
memperkuat rasa persatuan dan mengakui
kelebihan orang lain dengan lapang dada.
Jika terjadi konflik, diselesaikan dengan
cara musyawarah yang berkeadaban mulia
dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
dan kekeluargaan demi menjaga persatuan
Indonesia.  Begitu  keputusan  telah
ditetapkan maka sejatinya kita semua
menerima dan melaksanakannya dengan
penuh keikhlasan.®!

Lebih lanjut, Cecep Darmawan juga
menjelaskan bahwa segala hasil putusannya
harus dapat dipertangungjawabkan kepada
Tuhan Yang Maha Esa, kepada bangsa dan
negara, dan kepada seluruh rakyat
Indonesia. Artinya seluruh keputusan itu
tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai
Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demi
menegakkan nilai keadilan sosial bagi
Indonesia. ~ Hakikat

seluruh  rakyat

kebenaran dalam demokrasi Pancasila,
tidak bisa asal voting dengan kalkulasi
kuantitatif, sebab suara mayoritas pun
belum tentu “benar” sebelum diuji oleh nilai
Persatuan,

Ketuhanan, Kemanusiaan,

Hikmah kebijaksanaan, dan Keadilan

sosial.®2
Pada akhirnya, Cecep Darmawan

merefleksikan bahwa seluruh komponen

o Jbid, Cecep Darmawan, “Diskursus
Demokrasi Hikmah Kebijaksanaan.”
02 Ibid, Cecep Darmawan, “Diskursus

Demokrasi Hikmah Kebijaksanaan.”
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warga bangsa perlu merenungkan apakah
praktik demokrasi langsung selama ini
sudah selaras dengan sila keempat
Pancasila? Ataukah dibutuhkan upaya
redefinisi konsep dan implementasi terkait
demokrasi Pancasila demi terwujudnya
keberkahan bagi segenap bangsa Indonesia
sebagaimana amanat konstitusi dalam
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni
berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.®

Kesimpulan

Untuk menutup kajian ini, Cecep
Darmawan menjelaskan bahwa demokrasi
dan demokratisasi di negara kita akan
berkembang seiring komitmen bangsa kita
melakukan demokratisasi sesuai dengan
falsafah bangsa, Pancasila. Konsepsi
demokrasi sejatinya tidak sekedar dipahami
secara akademik atau tekstual semata
(knowing democracy) dan juga bukan
semata-mata

prosedur  legal-formal,

melainkan ~ harus  dimaknai  secara
substanstif dan implementasikan dalam
konteks  kehidupan  nyata  (doing
democracy).*

Ia juga menjelaskan bahwa demokrasi
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
bukanlah tujuan tetapi ia adalah alat

mencapai tujuan. Tujuan demokrasi yang

% Cecep Darmawan, “Roh Pancasila dalam
Berdemokrasi,”, Loc.cit, hlm. 5.

¢ Cecep Darmawan, “Optimalisasi Fungsi-
Peran DPR RI: Perspektif Ilmu Politik”, Op.cit,
him. 14.

paling agung adalah menyejahterakan
rakyat dengan cara-cara yang berkeadaban
mulia. Dengan demikan antara prosedur dan
substansi demokrasi haruslah satu kesatuan
atau rangkaian yang tidak boleh putus
dalam suatu proses panjang sistem politik
yang deliberatif dan partisipatif. Bahkan
sistem yang dibangun dalam demokrasi
sejatinya menempatkan kedaulatan rakyat
sebagai inti dari energi demokrasi.®
Terakhir, Cecep Darmawan
menegaskan bahwa demokrasi dalam
konteks “kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan”,  sejatinya
didasarkan atas moralitas yang bersumber
pada nilai-nilai Ketuhanan, moralitas atas
dasar nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan
beradab, moralitas atas dasar nilai-nilai
persatuan, dan moralitas atas dasar nilai-
nilai keadilan sosial. Itulah esensi hikmat
kebijaksaan dalam pengambilan keputusan.
Dengan kata lain, dengan demokrasi
Pancasila akan terlahir kebijakan yang
penuh dengan hikmat bagi semua. Bukan
demokrasi liberalis dengan kekuatan
pemodal yang memainkan demokrasi demi
meraup

keuntungan diri dan

kelompoknya.®®

65 Ibid, Cecep Darmawan, “Optimalisasi

Fungsi-Peran DPR RI: Perspektif [lmu Politik”,
him. 14.

% Cecep Darmawan, “Diskursus Demokrasi
Hikmah Kebijaksanaan,” Op.cit.
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PoLITICAL PLATFORM, CIVIC LITERACY, DAN VOLUNTEERISM:
INSTRUMEN PENGUATAN SISTEM DEMOKRASI BERDASARKAN IDEOLOGI
PANCASILA

Karim Suryadi
Universitas Pendidikan Indonesia
E-mail: karimsuryadi@upi.edu

Abstract
Strengthening civic literacy, affirming and implementing political platforms, and modernizing political
party communication management are important instruments for strengthening the democratic system.
For a party cadre, civic literacy and volunteerism in handling public affairs are basic capital, as well
as political deposits for entering the political arena. These two elements will become the "placenta" that
connects him to the public, as well as the nutrition that gives him energy to drive party performance and
political mechanisms as instruments of the democratic system.

Keywords: citizen volunteerism; civic literacy; political communication management; political
platform.

Abstrak
Penguatan civic literacy, penegasan dan implemantasi political platform partai politik, dan modernisasi
manajemen komunikasi partai politik merupakan instrumen penting penguatan sistem demokrasi. Bagi
seorang kader partai, civic literacy dan kesukarelaan (volunteerism) dalam menangani urusan publik
merupakan modal dasar, sekaligus deposit politik memasuki arena politik. Kedua elemen ini akan
menjadi “placenta” yang menghubungkan dirinya dengan publik, sekaligus nutrisi yang memberinya
tenaga dalam menggerakkan kinerja partai dan mekanisme politik sebagai instrumen sistem demokrasi.

Kata kunci: ideologi partai politik, kesukarelaan warga, literasi kewargaan, manajemen komunikasi
politik.
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Pendahuluan

Partai politk menjadi instrumen
demokrasi yang penting (Levy 2004). Partai
politik didirikan sebagai mesin yang
menampung dan menyalurkan aspirasi
warga, dan mentransformasikannya
menjadi kebijakan yang absah. Namun
kemenonjolan peran partai politik belum
diikuti peningkatan kompetensi kadernya,
sehingga kehadiran partai politik belum
sesuai dengan fungsinya, bahkan sering
“menciptakan badai frustrasi yang hebat di
banyak masyarakat Indonesia” (Tan 2012).

Fungsi partai politik dalam menjaga
saluran komunikasi agar tetap terbuka kerap
gagal, sehingga kemacetan komunikasi
sering terjadi. Fungsi partai politik dalam
rekrutmen pemimpin nasional
dipertanyakan efektivitasnya. Fungsi partai
sebagai kanalisasi konflik pun kerap tidak
berjalan.  Alih-alilh menjadi  sarana
penyelesaian konflik, partai politik malah
sering dilanda konflik internal yang
berujung pada perpecahan partai (Ufen
2008). Demikian pula fungsi partai dalam
melakukan pendidikan (sosialisasi) politik
masih menyisakan banyak pekerjaan
rumah. Interaksi jajaran partai dengan
warga  tidak  diikuti  peningkatan
kemelekwacanaan warga tentang masalah-
masalah politik (civic literacy).

Betapa pun masih banyak masalah
melilit kehidupan partai politik di tanah air,

namun sulit mengganti perannya dalam

sistem demokrasi (Johnston 2005). Dari
semua alat yang pernah didesain manusia
untuk mencapai tujuan-tujuan politisnya,
partai politik merupakan instrumen paling
ampuh dan abash (Muller 2000).
Keniscayaan partai politik dalam sistem
politik demokratis mudah dipahami karena
memanuver adalah jiwa atau nyawa partai
politik yang paling lentur. Ketika mesin
politik tengah mencari bentuk yang sesuai
dengan postur masyarakatnya, maka partai
politik mau tidak mau harus menyesuaikan
dirinya dengan budaya politik (political
culture) masyarakatnya.

Runtuhnya Orde Baru menjadi titik
kebangkitan pluralisme ideologi partai
politik. Agama dijadikan asas partai.
Perkembangan ini dapat dipandang sebagai
antithesis kehidupan partai politik pada
masa Orde Baru karena dua alasan. Kesatu,
dilihat dari jumlahnya, terdapat puluhan
partai yang lolos verifikasi menjelang
Pemilu 1999 (pemilu pertama pasca Orde
Baru). Tercatat 48 partai politik menjadi
peserta Pemilu 1999 dan 24 partai politik
bersaing dalam Pemilu 2004. Terdapat
banyak partai yang memiliki filogeni
(sejarah kekerabatan) baik yang berlatar
agama maupun klaim ideologi tertentu.
Proliferasi terjadi karena Undang-undang
Nomor 2 Tahun 1999 sebagai pengganti
Undang-undang No. 3 Tahun 1985 tentang
Parta Politik dan Golongan Karya tidak

membatasi jumlah partai. Selain itu,
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keragaman asas atau ciri  partai
dimungkinkan sejauh tidak bertentangan
dengan Pancasila.

Kedua, terdapat beberapa partai yang
memiliki kesamaan nama dan lambang
dengan partai politik yang hidup pada
dekade  1945-1965.  Fenomena ini
memunculkan anggapan bahwa partai
politik yang lahir pada 1998 sebagian
merupakan reinkarnasi partai politik yang
bertarung  pada  masa  demokrasi
parlementer. Suatu masa yang diwarnai
pertarungan ideologis antara lima aliran
pemikiran  politik  Indonesia,  yakni
“komunisme, tradisionalisme Jawa,
nasionalisme radikal, sosialisme radikal,
dan aliran pemikiran Islam” (Feith &
Castles 1970). Namun hasil Pemilu 1999
menunjukkan dukungan terhadap partai
“baru” amat rendah. Partai-partai yang
dianggap bereinkarnasi tersebut gagal
mengukuhkan dirinya sebagai satu-satunya
pewaris ideologis paling absah dari salah
satu aliran pemikiran politik tadi.

Selain menguatnya isu primordial,
kemunculan partai politik menjelang
Pemilu 1999 ditandai pula absennya
political plarform yang dapat menggugah
partisipasi ~ publik. =~ Fenomena  ini
memunculkan dugaan bahwa keputusan
yang diambil pemilih saat memberikan
suara dan loyalitas yang terbangun di

kalangan para anggota tidak didasarkan atas

pemahaman tentang platform (nilai dasar

yang melandasai cita-cita) partai. Demikian
pula pola koalisi yang dibangun, pernyataan
resmi, dan sikap yang diambil partai politik
atas kebijakan pemerintah tidak didasarkan
atas political platform partai. Tanpa
disadari, tanpa political platform, partai
mengalami pengeroposan tulang-belulang
(partireporosis) bangunan politiknya.
Dikaji dari perspektif komunikasi
politik,  fenomena yang menandai
kehidupan partai politik pasca Orde Baru
terkait dengan tiga masalah. Kesatu,
kaburnya makna nilai-nilai dasar yang
(political

plarform). Kedua, pola kepemimpinan

melandasi  cita-cita  partai
partai yang tidak kondusif bagi tumbuhnya
demokrasi  internal  partai.  Ketiga,
kebanyakan kader muncul tiba-tiba,
memiliki civic literacy yang rendah, dan

minim keterlibatan dalam menangani

urusan-urusan warga (volunteerism).

Political Platform dan Implementasinya

Partai politik didirikan di atas nilai
dasar yang melandasi cita-cita mewujudkan
masyarakat terbaik. Nilai-nilai dasar inilah
yang disebut political platform (Paulson
2000), atau political party ideology (Natter
et al. 2020; Butler et al. 1981).

Perbedaan  pandangan  ideologi
(political platform) yang dianut merupakan
ciri partai politik (Levy 2004). Karena itu,
tugas pertama partai adalah memfasilitasi

kompromi diantara kelompok-kelompok
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yang beragam pandangan politiknya.

Diletakkan ~ dalam  kerangka sistem
demokrasi, partai politik adalah alat untuk
mewujudkan, atau kendaraan yang akan
mengantarkan ~ penumpangnya  pada,
preferensi tentang masyarakat dan negara
yang dicita-citakan.

Bila partai politik diibaratkan tubuh,
maka plarform politik adalah jiwanya.
Secara teori, pemahaman para fungsionaris,
anggota, simpatisan, dan masyarakat
tentang platform partai amat penting
(Paulson 2000). Platform partai merupakan
landasan dan motivasi pelembagaan fungsi
partai  politik, spirit yang melandasi
hubungan partai dengan kelompok populis
tertentu dan hubungan pemimpin-pengikut
di dalam organisasi. Selain itu, platform
berperan  sebagai  kerangka  dasar
pengambilan keputusan, sekaligus sebagai
dasar untuk membina derajat otonomi partai
terhadap organisasi politik lain. Lebih dari
itu, platform memainkan fungsi dalam
mengembangkan imajinasi publik tentang
eksistensi partai dan cita-cita yang hendak
diperjuangkannya.

Sejumlah  penelitian ~ menegaskan
signifikansi  political plarform sebagai
penentu corak hubungan warga dan partai
politik. Political  platform (atau
sederhananya ideologi politik) membentuk
dasar yang kuat bagi identitas politik warga
negara, sekaligus rujukan ketika mercka

harus memilih kandidat, atau menyikapi

kebijakan yang dikeluarkan pemerintah
(Nelson & Garst 2005). Lebih dari itu, nilai-
nilai ideologi politik pun dipandang sebagai
mata air bagi tumbuh suburnya sikap politik
(Feldman 1988). Hasil penelitian penulis
pun mengkonfirmasi nilai dan orientasi
beroleh berkah (tabaruk politik) ketika
pemilih “manut” pada kiyai sebagai jalan
keluar dari kebingungan dalam menentukan
pilihan politiknya (Suryadi 2006).
Sayangnya, ideologi partai sering kali
ditanggapi dengan sinisme, sebagai
dokumen tidak bermakna yang sarat dengan

retorika rhetoric).

agung  (lofiy
Rumusannya sering dituding hanya
didesain untuk mendapatkan dukungan
pemilih (Pomper 1967).

Meskipun demikian, ideologi partai
telah ada sepanjang partai politik ada
dengan fungsinya yang nyata dalam
mengarahkan pandangan pemilih. Paulson
(2000),

sebagai alat (devices) sekaligus doktrin

memaknai political platform

khusus (special pledge); alat dengan mana
partai politik menonjolkan keberhasilannya
dan mengambil sikap kritis atas oposisi;
mengandung doktrin khusus tentang tujuan
kebijakan yang diharapkan dicapai partai
pada masa mendatang, selain membantu
partai dalam memperluas dukungan politis
bagi kemenangan di hari pemilihan.

Kedua fungsi platform tadi hanya
mungkin  terwujud

apabila  rumusan

platform mampu menawarkan sejumlah
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informasi penting kepada publik. Sekurang-
kurangnya membantu pemilih dalam
merangkum dan mengkristalisasi
pandangan mereka tentang partai politik
dan kandidat yang bertarung di bawah
bendera partai. Platform memberi isyarat
ketika partai melanjutkan alur tradisi
panjangnya, dan memberi peringatan dini
ketika partai merusak landasan
ideologisnya sendiri.

Platform politik menjadi pembeda
partai yang satu dengan lainnya.
Keberbedaan nilai-nilai yang dianut dan
preferensi tentang masyarakat dan negara
yang dicita-citakan menjadi rujukan bagi
warga ketika mereka harus
mengidentifikasi kepartaiannya (Franklin &
Jackson 1983). Identifikasi kepartaian
merupakan variabel penting yang akan
menentukan mekanisme sistem politik yang
sehat.  Identifikasi  kepartaian  akan
mempengaruhi bagaimana cara orang
mendefinisikan isu dan menanggapi
kehadiran seorang kandidat pejabat publik
(Bonneau & Cann 2015). Dalam jangka
panjang, identifikasi kepartaian memupuk
partisanship, yakni ikatan emosional warga
terhadap partai politik.

Identifikasi  kepartaian tak akan
terbentuk, dan karenanya tak ada alasan
untuk berharap terbangunnya partisanship
bila politisi dan partai politik tidak
menunjukkan keberpihakan pada nilai-nilai

tertentu (Gomberg et al. 2004). Bahkan

warga akan makin tidak peduli terhadap
keberadaan sebuah partai, bila politisi
dengan mudah berpindah-pindah partai
layaknya kutu loncat.

Sebagai organisasi yang didasarkan
atas sistem nilai, aktivitas partai politik
diarahkan  untuk  mencapai  tujuan
(teleologis). Saat perumusan tujuan inilah
para pendiri partai menoleh kepada nilai-
nilai sosial budaya dan agama. Interaksi
antara partai politik dengan sistem sosial
dan sistem politik — termasuk lingkugan
luar — dalam masyarakat (intra-extra
societal environment) — sudah terjadi sejak
perumusan platform (Carr et al. 2016).

Secara sosiologis, kemunculan partai
politik modern didorong oleh beberapa
kecenderungan sejarah yang amat luas,
khususnya dalam hal “secularization, the
rise of voluntary association, and
development of a communication network”
(LaPalombara & Weiner 1966 dalam
Sherman & Kolker 1997, 216). Keberadaan
partai politik dikukuhkan oleh
perkembangan

lembaga-lembaga

perwakilan,  meningkatnya  frekuensi
pemilihan umum secara teratur, dan
perluasan hak untuk memilih.

Keyakinan bahwa tindakan individu
dapat mempengaruhi hasil pekerjaan dalam
cara-cara yang sesuai dengan minatnya
telah mengukuhkan eksistensi partai
modern (Creppell 2010). Keyakinan tadi

menempatkan partai politik sebagai alat
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untuk mewujudkan apa yang diusahakan
manusia. Kemunculan partai politik modern
dimungkinkan pula oleh kebiasaan untuk
bekerja sama di dalam organisasi sukarela
sebagai saluran untuk memperjuangkan
kepentingan (Abushouk 2010). Oleh karena
itu, secara teori tidak ada tempat bagi
kandidat atau aktivis yang muncul tiba-tiba.
Kemandirian dan kesukarelaan warga
dalam mengatasi persoalan yang mereka
hadapi (volunteerism) merupakan prasyarat
dalam

keterlibatan

(Budimansyah &

proses  politik

Karim 2008).

Pertumbuhan partai  polittk modermn
dipercepat oleh perkembangan jaringan
komunikasi dan transportasi yang ekstensif
untuk memelihara kontak antara pemimpin
dan pengikutnya.

Partai politik bukan satu-satunya aktor
politik. Terdapat beragam organisasi politik
yang bertindak sebagai saluran komunikasi
antara masyarakat dan negara maupun
antarwarga negara. Relasi antara partai
politik dengan organisasi politik lain
tercermin di dalam bentuk-bentuk kerja
sama, kompetisi, serta pilihan bentuk dan
derajat partisipasi dalam mempengaruhi
jalannya pemerintahan. Idealnya relasi tadi

bukan hanya digerakkan oleh kepentingan

fragmatis, tetapi juga berlandaskan kepada

kesamaan preferensi ideologi politik
(political platform).
Walaupun  saat  diproklamasikan

Indonesia tidak mengenal partai politik

(dalam pengertian modern), peran partai
politik dalam kehidupan nasional segera
tampak dalam beberapa bulan setelah
Indonesia merdeka. Maklumat Pemerintah
3 November 1945 telah membuka jalan
bagi didirikannya partai politik guna
memperkuat perjuangan mempertahankan
kemerdekaan dan menjamin keamanan
masyarakat. Maklumat itu pun menegaskan
pandangan pemerintah yang menempatkan
partai politik sebagai wadah bagi semua
paham yang ada di dalam masyarakat
sehingga dapat dipimpin ke jalan yang
teratur.

Oleh karena itu, meskipun mengalami
pasang surut dalam perkembangannya,
bersama-sama dengan kaum cendekiawan
yang tidak terikat (unattached
intellectuals), partai politik telah menjadi
sumber pemikiran politik. Hal ini
dimungkinkan karena sebagai systems of
ideas, partai politik dalam kurun 1945-1965
telah mampu memberikan jawaban
ideologis atas pertanyaan-pertanyaan yang
muncul menyertai cepatnya perubahan
masyarakat dan sistem nilainya (Feith &
Castles 1970), selain telah menjadi sarana
bagi alternation of power atau pergeseran
kekuasaan antarpartai politik (Dhakidae
1995, 212).

Kejelasan  platform  partai  dan
kemampuan mengomunikasikannya sama
dengan  komitmen

pentingnya partai

terhadap cara-cara konstitusional dalam
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mewujudkan  tujuan-tujuan  politiknya.
Komitmen tadi melandasi usaha partai
dalam meyakinkan masyarakat tentang
kebenaran cita-citanya, dan menguji
kebijakan-kebijakan yang dirumuskan
dalam pemilihan umum secara periodik.

Ideologi bangsa menjadi kerangka
umum  perumusan platform. Dalam
prosesnya, peran para pendiri partai amat
dominan. Merekalah yang merangkum
pandangan umum tersebut ke dalam
seperangkat perspektif yang kemudian
diklaim sebagai ideologi partai. Ideologi
menjadi pandangan hidup warga partai,
yang meski bernada stereotype namun
berguna dalam membangun identifikasi
kepartaian.

Dalam praktiknya, ideologi tidak
selalu menjadi rujukan utama ketika partai
politik menentukan posisinya terhadap
sebuah isu. Di samping mempertimbangkan
aspek-aspek ideologis, partai politik
memperhitungkan ~ pula  kepentingan
ekonomi atau tuntutan khusus kekuatan
sosial tertentu.

Paulson (2000, 1043) merangkum tiga
pandangan dominan yang lazim dianut
partai politik dalam merumuskan posisinya
terhadap sebuah isu. Kesatu, the
responsible parties model, menegaskan
bahwa partai mengembangkan kebijakan
publik berlandaskan kepada ideologi.
Pandangan kedua, the economic rationality

model, menyatakan bahwa partai harus

lebih mempertimbangkan opini publik
dalam memformulasi kebijakan dan
posisinya. Masing-masing partai politik
akan memaksimalkan dukungannya dengan
memperhitungkan opini publik dengan
tujuan mengadopsi posisi yang
mencerminkan ~ pandangan  dominan.
Pandangan  ketiga, cleavage theory,
menegaskan bahwa meskipun partai politik
dipengaruhi opini publik dalam usahanya
memaksimalkan dukungan pemilih, faktor
lain harus dipertimbangkan pula. Faktor-
faktor tersebut adalah pandangan aktivis,
kelompok kepentingan, dan pemimpin
partai politik.

Variasi sikap politik atas sebuah isu
sebagaimana tercermin dari ketiga model di
atas menyiratkan hal-hal berikut. Kesatu,
posisi yang diambil partai politik atas
sebuah isu tidak selalu mencerminkan
ideologi yang menjadi nilai dasarnya. Sikap
ini akan mengundang kritik bahwa partai
politik tersebut telah terjebak ke dalam
fragmatisme  sampai  pada  derajat
mengabaikan tuntutan ideologisnya dan
hanya menjadikan platform  sebagai
aksesoris politik.

Kedua, terlepas  dari  tarikan
kepentingan ideologis versus ekonomis,
partai akan selalu mencitrakan dirinya
bersahabat dengan opini publik (public
opinion friendly). Langkah ini diambil
bukan semata-mata untuk merangkum dan

merepresentasikan pandangan dominan,



28 | Jurnal Majelis, Edisi 02, Desember 2023

tetapi juga merupakan langkah generik
yang ditempuh partai politik dalam
mempertahankan posisi yang dekat dengan
pusat politik. Langkah ini memunculkan
kecenderungan partai politik mengambil
sikap yang sama terhadap sebuah isu.
Kecenderungan ini akan memunculkan
kritik partai hanya mementingkan segelintir
elit yang mendominasi partai, dan
mengabaikan kepentingan massa. Selain
akan dikesankan tidak memiliki preferensi
ideologis yang jelas, sikap ini akan
memperlemah kepercayaan publik terhadap
partai.

Kemunculan kedua varian sikap partai
di atas tidak mengingkari keberadaan
political  platform. Kemampuan partai
politik dalam menawarkan alternatif pilihan
yang jelas dan berbeda bagi pemilihnya
telah menjadi moral politik bagi masyarakat
demokratis yang sehat. Kejelasan sikap
partai politik berkontribusi besar dalam
menumbuhkan

preferensi politik

masyarakat, yang pada gilirannya
mendorong tumbuhnya partisipasi yang
otonom (autonomous participation). Aspek

terakhir merupakan wurat saraf sistem

demokrasi.

Manajemen Komunikasi dan Demokrasi
Internal Partai Politik

Kepemimpinan partai dan manajemen
komunikasi telah diidentifikasi sebagai

faktor penting dalam proses komunikasi

tentang platform dan kebijakan partai
(Heffernan & Stanyer 1997). Untuk kasus
partai politik di Indonesia, signifikansi
faktor kepemimpinan tampak dalam
vitalitas partai-partai kecil pada masa
demokrasi  parlementer.  Keunggulan
pemimpin-pemimpin kharismatik partai
politik lebih menonjol atau identik dengan
kekuatan partainya sendiri. Faktor ini pula
yang menjelaskan mengapa Syahrir terpilih
sebagai Ketua Badan Pekerja, dan
selanjutnya terpilih pula sebagai Perdana
Menteri walaupun partainya kalah dalam
pemilu (Dhakidae 1995, 208).

Selain kepemimpinan, iklim

komunikasi adalah faktor lain yang
mempengaruhi sosialisasi kebijakan. Hal

ini mudah dipahami karena kebijakan hanya

akan mendatangkan implikasi setelah
dipahami  substansinya. =~ Komunikasi
menjadi  keniscayaan karena  “fakta,

gagasan, tidak akan berpengaruh sebelum ia
diketahui” (Graber 1981, 197).

Studi tentang kepemimpinan di
Indonesia mengungkapkan bahwa kekuatan
politik pada masa revolusi berada di tangan
pemimpin terkemuka (primus interpares).
Mereka umumnya adalah tokoh-tokoh yang
ikut berjuang merebut kemerdekaan.
Namun dalam analisis Feith & Castles
(1970, 100), tidak semua pemimpin
terkemuka berpengaruh pada periode 1949-
1957, “hanya sedikit dari mereka yang

terlibat dalam perjuangan revolusi berada
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pada kedudukan politis yang kuat pada
tahun-tahun berikutnya.”

Keberadaan sekelompok orang yang
memainkan peran politik lebih menonjol
dan menentukan adalah realitas politik yang
tak terbantahkan. Kelompok ini lazim
disebut elit politik. Di dalam literatur
tentang teori elit, kelompok ini disebut
dalam istilah yang berbeda. Pareto
menyebutnya sebagai elit yang memerintah
(the ruling elites), Mosca menyebutnya
kelas yang memerintah (the ruling class),
dan Gasset menyebutnya sebagai orang-
orang terpilih (the chosen people) (Delican
2000).

Dalam masyarakat politik, kemunculan
elit politik sudah menjadi keniscayaan.
Dalam pandangan Pareto (1955, dalam
Heywood 2002, 79) ‘“kebutuhan akan
sirkulasi elit berlangsung dari waktu ke
waktu untuk mempertahankan
keseimbangan sosial”. Seperti halnya
Pareto, Mosca setuju bahwa kemunculan
elit disebabkan perbedaan dalam kecakapan
untuk  memerintah dan  melakukan
pengawasan politik. Namun menurut
Mosca (dalam Gandhi 1985, 119) hal
terpenting yang dapat menjelaskan
eksistensi kelompok elit adalah sebab-sebab
sosiologis, yakni keinginan dan cita-cita
baru di masyarakat yang muncul sebagai
akibat sirkulasi elit yang dipercepat. Dalam
pemunculan  keinginan dan cita-cita

tersebut, kelompok minoritas mendominasi

mayoritas massa. Hal ini terkait fakta
bahwa minoritas terorganisir, sedangkan
individu dalam mayoritas berjalan sendiri-
sendiri. Minoritas biasanya terdiri atas
individu-individu superior. Kesemua ini
berlandaskan “political formula”, bahwa
pada setiap masyarakat elit yang
memerintah berusaha mencari sebuah dasar
legal dan moral bagi tindakan mereka
sebagai pemelihara kekuatan.

Gasset (dalam Gandhi 1985, 120) yang
mengeksplorasi pandangan para peletak
dasar teori elit menandaskan bahwa
kebesaran masyarakat bergantung kepada
kapasitas “orang-orang terpilih” (the chosen
people). Orang-orang terpilih adalah
mereka yang terkemuka dan pemimpin
massa, meski dalam kenyataannya mereka
tidak benar-benar terpilih. Kebesaran
masyarakat bergantung kepada orang-
orang, publik (the public), sekelompok
orang yang tak terorganisir (the crowds),
dan massa (the mass) untuk menemukan
orang-orang terpilih.

Elit politik merupakan satu dari tiga
dimensi vertikal politik Indonesia. Dua
lainnya adalah publik dan massa. Studi
empiris tentang masalah ini telah dilakukan
Feith & Castles (1970, 100), yang
mengelompokkan komunitas politik ke
dalam tiga tipe, yakni: 1) elit politik (the
political elite) berada di pusat lingkaran; 2)
publik (the political public) berada di

lingkaran tengah, yang mencakup orang-
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orang yang memiliki pengaruh yang
kurang, yang melihat dirinya mampu
mengambil peran yang akan berpengaruh
terhadap politik dan pemerintah, dan 3)
massa (the mass), mereka yang menempati
lingkaran terluar adalah kelompok yang
memiliki pengaruh paling kecil, yang
disebut massa.

Dengan demikian, elit politik adalah
bagian terkecil komunitas politik namun
dengan besar.

pengaruh paling

Keberadaannya menjadi nucleus (inti)

komunitas  politik. Pengaruh mereka
bertambah besar dalam masyarakat dengan
budaya ketimuran (oriental culture) yang
menempatkan agama dan kesukuan sebagai
basis orientasi politik.

Preferensi agama dan kesukuan dapat
menjadi  landasan  fundamental  bagi
kohesivitas masyarakat. Namun bila tidak
dikelola  dengan  baik, ia  dapat
memunculkan kultus pribadi. Kultur inilah
yang oleh Wittfogel (1962, 336) dinilai
berbahaya bagi tatanan masyarakat
demokratis, karena dapat menjadi jalan
menuju “despotism ala ketimuran” (oriental
despotism), yakni lahirnya pemimpin lalim
“total

yang mempraktikkan power”.

Despotisme ~ semacam  ini  ditandai
hilangnya pengawasan konstitusional dan
sosial yang efektif.

Elit, publik, dan massa adalah dimensi-
vertikal Indonesia.

dimensi politik

Sedangkan “administrator” dan “solidarity

makers” adalah dimensi horizontalnya.
Karakter tadi akan menentukan kekuasaan
dan pengaruh masing-masing segmen
dalam dimensi vertikal. Kedua kelompok
inilah yang mendominasi konflik yang
terjadi pada masa revolusi, sebagaimana
diungkapkan Feith & Castles (1970, 113),

bahwa situasi Indonesia pada masa revolusi

telah  menciptakan  konflik  antara
“administrator” (pemimpin dengan
kemampuan teknis, administratif,

penguasaan masalah hukum dan bahasa
asing kemudian beralih menjadi aparatur
negara modern) dan “solidarity makers”
(pemimpin dengan keterampilan sebagai
mediator antara kelompok yang berbeda
derajat kemodernan dan keefektivan
berpolitiknya). Pemimpin dengan karakter
solidarity makers adalah pengorganisir
massa dan manipulator simbol yang
tangguh.

Studi empiris tentang elit politik
Indonesia dilakukan pula oleh Emmerson
(1976). Dalam studi Emmerson (1976, 24),
elit dibatasi pada pejabat tinggi birokrasi
pusat dan anggota parlemen nasional. Lebih
jauh Emmerson mengungkapkan, selain
tokoh,

politik Indonesia digerakkan oleh para elit

menampilkan  beberapa sistem

yang lahir karena status keluarga, etnisitas,

agama, sekolah, asosiasi, pekerjaan,

keterlibatan dalam revolusi, dan status
kelembagaan.

Kelompok inilah yang

kemudian melahirkan budaya politik elit
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(elite political culture), yakni seperangkat
pandangan yang relevan secara politik yang
tumbuh dari interplay yang konstan antara
pola-pola kepemilikan dan pemaknaan —
yang dipahami dalam konteks etnik dan
agama, serta kelembagaan dan
keorganisasian, sebagaimana telah memberi
warga — dan ditafsickan melalui -
pengalaman.

Meskipun tidak secara tegas muncul
sebagai bentuk ketegangan baru antara
pemimpin bercorak ‘“administrator” dan
“solidarity makers”, pemikiran yang
melekatkan kapabilitas politisi pada hal-hal
yang bersifat primordial di satu sisi, dan
kompetensi di sisi lain sering mencuat ke
permukaan. Primordialisme mewarnai (atau
menyusupi) modernisasi politik di tanah air.
Meski sebagian cara modern telah diadopsi
partai politik, namun belum sepenuhnya
menanggalkan cara lama. Proses politik
yang didasarkan atas asal-usul, silsilah, dan
faktor-faktor yang dibawa sejak lahir masih
kuat hingga memunculkan tudingan telah
terbangun “political dynasty”
(Purwaningsih & Widodo 2020), atau
mekanisme “from spouses to candidates”
(Anderson 2002).

Penempatan figur sebagai strategi
untuk mengikat konstituen menjadikan
keluarga-penguasa sebagai kekuatan yang
mengendalikan pendulum politik partai.
Sedemikian pentingnya peran figur dan

politik  keluarga-penguasa, = membuat

kompetisi internal lumpuh, dan partai
mengidap myopia (Henneberg 2004).
Klaim kader memiliki hak yang sama
sekedar basa-basi, dan perhatian mereka
yang bersaing merebut jabatan publik
tertuju pada pola kekuasaan keluarga
sebagai miniatur rezim partai. Praktik ini
kontradiktif dengan semangat demokrasi
sebagai “satu-satunya rezim politik yang
meletakkan aturan persaingan
antarkandidat bertumpu pada akuntabilitas
dan responsivitas terhadap preferensi
politik warga negara yang kompeten”
(Kitschelt 2000).

Sebagian partai tampak kesulitan
memainkan perannya sebagai representasi
kepentingan pengikut, melainkan hanya
mengukuhkan dominasi kaukus yang
dibentuk  tokoh-tokoh  senior  partai
(gerontocracy). Kecenderungan ini
mengukuhkan keberlakuan hukum besi
oligarkhi, dimana aristokrat tradisional —
termasuk para sesepuh — berperan sebagai
oligoi-oligoi yang mengendalikan partai.

Primordialisme versi baru muncul
dalam konteks pemilihan umum kepala
daerah (pemilukada), atau pemilu legislatif
(pileg). Penempatan calon legislatif (caleg)
yang berlindung di balik kebesaran nama
orang tua, suami, atau leluhur bisa menjadi
bumerang terhadap tokoh yang menjadi
kapstoknya. Bila sang anak tidak bisa
menunjukkan performance yang diminta, ia

bukan hanya melakukan hara kiri politik
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hingga menutup jalan karier politiknya,
tetapi juga mengikis kredibilitas tokoh yang
menjadi patronnya.

Penempatan caleg yang dikenal dekat
dengan keluarga-penguasa yang terkesan
tiba-tiba, minus track record, dan hanya
mengandalkan

pertalian keluarga,

kemunculannya  tetap  dipertanyakan.
Bahkan dalam banyak kasus terkesan
mencederai  rasa  keadilan  karena
kemunculan mereka menutup jenjang karier
kader yang bekerja menghidupi partai dan
meniti karier dari bawah.

Penempatan figur sebagai strategi
untuk  mengikat  konstituen  telah
menyebabkan tidak terbangunnya wacana
kritis di kalangan fungsionaris dan
simpatisan partai. Strategi ini berujung pada
kultus figur secara berlebihan, sambil
membiarkan massa tetap terbenam dalam
kebodohan. Inilah “tirani kebisuan” yang
berbahaya, melindungi kebodohan dengan
dalih politisi hadir untuk memberi apa yang
diminta publik.
Penguatan Civic Literacy dan
Kesukarelaan (Volunteerism) Warga

Literasi kewargaan (civic literacy)
sebagai  “kapasitas pengetahuan dan
kemampuan warga untuk memahami dunia
politiknya” (Milner 2002) merupakan
modal dasar keterlibatan politik. Sedangkan
kesukarelaan (volunteerism) warga dalam
mengambil peran dan tanggung jawab

mengatasi masalah-masalah sosial

merupakan deposit politik yang penting.
Dalam studinya tentang partisipasi politik
generasi muda Kanada, Tossutti (2003)

menemukan bahwa meskipun bukan satu-

satunya obat mujarab  peningkatan
partisipasi  politik  generasi  muda,
kesukarelaan (volunteerism) dapat

membantu membalikkan trend penurunan
partisipasi politik generasi muda.

Civic literacy penting bagi peningkatan
kualitas partisipasi politik, dan
pelembagaan budaya politik demokratis.
Partisipasi warga negara yang dilandasi
pengetahuan yang memadai diyakini akan
menambah

efikasinya. Dengan begitu

masyarakat bukan saja memperoleh
kepuasan atas keterlibatannya, tetapi juga
makin membuka akses warga kepada
sumber-sumber pendapatan sosial dan
ekonomi. Keterbukaan semacam ini akan
mendorong warga negara mengikuti
informasi tentang pemerintah dan berbagai
keputusan yang diambilnya. Kebutuhan
semacam inilah yang memungkinkan warga
memiliki ikatan emosional untuk turut
memikirkan apa yang dipertimbangkan
pemerintah bagi perwujudan kebaikan
bersama.

Sayangnya, pendidikan politik sebagai
bagian dari upaya membangun civic
literacy menjadi proses penting yang
dilupakan partai politik di Indonesia. Tidak
ada desain khusus pendidikan politik yang

dijalankan partai hingga membuatnya
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tersambung secara ideologis dengan
pemilih. Preferensi pemilih tidak dibangun
di atas kesadaran tentang pentingnya
platform dan program kerja partai politik
dan kandidat, melainkan lebih karena
transformasi loyalitas primordial ke dalam
wilayah politik.

Kandidat memilih jalan pintas untuk
populer, memilih menjadi “bintang iklan”
ketimbang memulai karier dalam asosiasi
sukarela. Penyederhanaan komunikasi
politik  sebagai  pemasaran  politik
menyebabkan pola hubungan kandidat dan
calon pemilih tidak menyentuh aspek
substantif.

Civic literacy sebagai alat sekaligus
tujuan dapat diperkuat oleh pilihan
kebijakan. Kebijakan untuk mendorong
perluasan akses membaca dan peningkatan
kontak dengan berbagai lembaga politik
dapat meningkatkan kualitas civic literacy.
Di sisi lain, kualitas civic literacy yang baik
diyakini menjadi pendorong munculnya
kebijakan publik yang efisien. Data
menunjukkan terdapat hubungan nyata
antara pilihan kebijakan, lembaga politik,
dan hasil yang dicapai sistem politik
(Sartori 2001). Di Amerika, pendidikan
menyumbang 40% perbedaan dalam tingkat
partisipasi pemilih pada level individual,
meskipun  terdapat beberapa negara
memiliki rata-rata turnout lebih tinggi
dengan rata-rata tingkat pendidikan lebih
rendah (Franklin 1996 218-219). Selain

pendidikan, tingkat konsumsi media adalah
variabel lain yang berpengaruh terhadap
peningkatan partisipasi  politik warga,
sebagaimana ditunjukkan oleh tingginya
angka turnout di kalangan warga pembaca
koran (Milner 2002).

Terkait disparitas orientasi yang dapat
mengikis orientasi kebangsaan di tengah-
tengah kuatnya arus globalisasi yang
dihadirkan media massa di satu sisi, dan
ancaman bangkitnya primordialisme di sisi
lain, usaha-usaha berikut perlu mendapat
perhatian semua pihak. Usaha dimaksud
bukan hanya perang urat syaraf melawan
pengaruh buruk media global, tetapi
merupakan usaha nyata penguatan civic
literacy untuk mendorong transformasi
budaya politik (political culture) bagi
penguatan system demokrasi.

Kesatu, pembentukan kompetensi
partisipatif sebagai dasar keterlibatan
individu dalam perumusan agenda dan
pembuatan kebijakan publik. Kompetensi
tersebut meliputi hal-hal berikut: (1)
kemampuan melihat masalah global dari
perspektif dan kepentingan nasional, (2)
mengembangkan sikap kooperatif dan
tanggung jawab; (3) toleran terhadap
keragaman budaya; (4) berpikir kritis; (5)
menyelesaikan konflik secara damai; (6)
hidup hemat dan efisien dalam
lingkungan; (7)

komitmen

memanfaatkan
menunjukkan terhadap

penegakkan hukum dan hak asasi manusia,
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(8) kemampuan memahami mekanisme
sistem  politik, dan (9) menguasai
keterampilan politik.

Kedua, terdapat tiga agenda mendesak
penataan kepartaian untuk mengoptimalkan
fungsi komunikasi partai politik dalam
meningkatkan kualitas civic literacy dan
tanggung jawab sosial kewargaan. Ketiga
agenda tersebut adalah perampingan dan
penguatan sistem kepartaian, pelembagaan
perwakilan  politik, serta regenerasi
kepemimpinan dan penguatan kelompok-
kelompok pro demokrasi.

Sekolah dan keluarga adalah lembaga
yang secara konvensional ditugasi untuk
menanamkan nilai-nilai yang dipandang
sebagai kebaikan oleh masyarakatnya.
Namun demikian, bukan berarti elemen
masyarakat lain bisa terlepas dari tanggung
jawab sosial tadi. Partai politik dan politisi
pun harus terlibat dalam usaha membentuk
kompetensi dimaksud. Bahkan pemerintah
dan lain-lain penyelenggara negara secara
konstitusional mengemban misi
memelihara budi pekerti kemanusiaan yang
luhur dan memegang teguh cita-cita moral
rakyat yang luhur.

Pilihan kebijakan di atas menjadi
taruhan, bukan saja bagi kepentingan
mempertahankan ~ pemerintahan ~ dalam
jangka pendek, tetapi juga bagi nasib
bangsa dalam jangka panjang. Tekanan
hidup yang bertubi-tubi akan merusak

komitmen sebagai warga bangsa, yang pada

akhirnya menafikan arti pentingnya hidup
bernegara.

Peran nyata partai politik sebagai
mesin yang menjalankan roda pemerintahan
dalam mengurangi penderitaan kolektif
warga bangsa akibat himpitan krisis
ekonomi, konflik politik, ancaman
kekerasan, dan masalah-masalah sosial
lainnya amat mendesak. Posisi yang
diambil partai politik terhadap sebuah isu
bukan saja akan memperjelas positioning
partai, tetapi juga memberikan pendidikan
politik. Pada gilirannya, positioning partai
akan menjadi landasan preferensi politik
warga, sehingga hubungan warga dengan
partai bukan didasarkan atas faktor-faktor

primordial atau emosional semata, tetapi

juga pertimbangan rasional.

Penutup

Penguatan civic literacy, penegasan
dan implemantasi political platform partai
modernisasi

politik, dan manajemen

komunikasi partai politik merupakan

instrumen penting penguatan  sistem
demokrasi. Tali-temali ketiganya amat kuat.
Komunikasi politik yang baik akan
mendongkrak  kualitas civic literacy.
Demikian pula sebaliknya, masyarakat
yang melek politik akan menempatkan
komunikasi politik sebagai instrumen
transformasi demokratis, sekaligus deposit

(modal) politik yang penting.
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Bagi seorang kader partai, civic
literacy dan kesukarelaan (volunteerism)
dalam menangani urusan publik merupakan
modal dasar, sekaligus deposit politik
memasuki arena politik. Kedua elemen ini
akan menjadi “placenta” yang
menghubungkan dirinya dengan publik,
sekaligus nutrisi yang memberinya tenaga
dalam menggerakkan kinerja partai dan
mekanisme politik sebagai instrumen
sistem demokrasi berdasarkan ideologi

Pancasila.
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Abstract

Democratization that takes place in Indonesia has opened up a political space that can be said to be
broad and free. The indicators are the emergence of civil society groups, the opening of press freedom,
and the active participation of citizens to sue the government if they feel dissatisfied with what the
government is doing. The democratization that occurred in Indonesia after there formation that
developed well, should be grateful by always striving to organize the constitutional system based on the
philosophical values of the Indonesian nation. The reality is that the current reform tends to lead to
[freedom that does not have a clear direction, and the on going democratization does not lead to achieve
the welfare of society fairly. Democratic society will develop and strengthen in a society that has
characteristics of multicultural society and democratic values, such as: tolerance, respect for
differences of opinion, understanding and realizing the diversity of society, open communication,
upholding human values and dignity, being able to restrain one self so as not to disturb others,
togetheness and balance of humanity, confidence in not depending on others, and mutual respect.
Instruments that can be applied as a strategy and vehicle for strengthening democracy in Indonesia
through Pancasila Education and Civic Education in a planned, systematic and systemic manner.

Keywords: Democratization, Instruments of democracy; Pancasila ideology; Citizens.

Abstrak

Demokratisasi yang berlangsung di Indonesia, telah membuka ruang politik yang dapat dikatakan luas
dan bebas. Indikatornya adalah muncul kelompok masyarakat sipil, terbukanya kebebasan pers, dan
partisipasi aktif warganegara untuk menuntut pemerintah jika ada pihak yang merasakan ketidakpuasan
dari apa yang dilakukan oleh pemerintah. Adanya demokratisasi yang terjadi di Indonesia pasca
reformasi yang berkembang dengan baik, selayaknya disyukuri dengan senantiasa berikhtiar untuk
menata sistem ketatanegaraan dengan dasar nilai-nilai filosofi bangsa Indonesia. Realita yang terjadi,
reformasi yang berlangsung saat ini cenderung mengarah pada kebebasan yang tidak memiliki arah yang
jelas, demokratisasi yang berjalan justru tidak mengarah pada pencapaian kesejahteraan masyarakat
secara adil. Bentuk masyarakat demokratis akan berkembang dan kokoh dalam masyarakat yang
memiliki karakteristik multikultural dan nilai-nilai demokrasi, seperti: toleransi, menghormati
perbedaan pendapat, memahami dan menyadari keanekaragaman masyarakat, terbuka dalam
komunikasi, menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia, mampu mengekang diri sehingga tidak
mengganggu orang lain, kebersamaan dan keseimbangan kemanusiaan, percaya diri tidak bergantung
kepada orang lain, serta saling menghargai. Instrumen yang dapat diterapkan sebagai strategi dan
wahana penguatan demokrasi di Indonesia melalui Pendidikan Pancasila dan Pendidikan
Kewarganegaraan secara terencana, sistematis, dan sistemik.

Kata Kunci : Demokratisasi; Instrumen demokrasi; Ideologi Pancasila; Warganegara.
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Pendahuluan

Satu peristiwa yang fenomenal, yang
dialami oleh Indonesia sebagai satu negara
adalah terjadinya percepatan demokratisasi
sosial

dalam kehidupan dan politik.

Demokratisasi yang berlangsung  di
Indonesia, telah membuka ruang politik
yang dapat dikatakan luas dan bebas.
Indikatornya adalah munculnya kelompok
masyarakat sipil, terbukanya kebebasan
pers, dan partisipasi aktif warganegara
untuk menuntut pemerintah jika merasakan
ketidakpuasan dari apa yang dilakukan oleh
pemerintah.  Kedudukan  warganegara
cenderung lebih partisipatif.!

Upaya mewujudkan kesejahteraan
masyarakat Indonesia, semakin jelas
dengan menerapkan instrumen demokrasi
didalamnya. Sistem demokrasi diterapkan
dalam segenap dimensi pembangunan yang
dilakukan pemerintah bersama masyarakat.
Aspek penguatan semangat kebangsaan
secara utuh dan tanggung jawab dari
seluruh  komponen bangsa senantiasa
diikhtiarkan untuk meningkatkan kesadaran
dalam memajukan Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI).

Negara

International IDEA, “Democratization in
Indonesia An Assessment,” International IDEA,
2000, 1-293,
https://www.idea.int/sites/default/files/publicati
ons/democratization-in-indonesia-an-
assessment.pdf.

2Adi Nuswantoro, “Masa Depan Demokrasi
Indonesia,” Jurnal Independence 5, no. 3

Jika disimak secara seksama, proses
demokratisasi di Indonesia sangat berbeda
dengan demokratisasi di negara lain. Namun,
hal ini tidak berarti bahwa demokratisasi di
Indonesia mengarah kearah yang negatif.
Indonesia sebagai negara merdeka dan
berdaulat, sejak awal kemerdekaan telah
menerapkan dasar sistem politik Indonesia
yang Dberlandaskan pada empat pilar
kebangsaan, yakni; ideologi Pancasila, NKRI,
UUD NRI 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.?
Di Negara modern, prinsip persamaan
kedudukan warganegara dalam sistem
demokrasi menjadi landasan bagi kedudukan
warganegara untuk ikut serta berpartisipasi
didalam pemerintahan.3 Sejak reformasi pada
Mei 1998, demokratisasi di Indonesia terus
berlangsung sampai saat sekarang. Salah satu
demokratisasi yang dapat dianggap sebagai
sangat mendasar adalah amandemen terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesial945. Selain itu,
diselenggarakannya pemilihan umum secara
langsung, untuk memilih presiden dan wakil
presiden, kepala daerah dan wakil kepala
daerah, anggota legislatif di tingkat pusat dan

daerah.

(2017): 124-36, http://e-
journals.unmul.ac.id/index.php/JHI/article/down
load/1355/1033.

3Agape RD Zacharia, Lukman Yudho Prakoso,
and Helda Risman, “Mewujudkan Demokrasi
Indonesia Sesuai Kepribadian Bangsa Dari
Prespektif Strategi Perang Semesta,” Strategi
Perang Semesta 7, no. 2 (2021): 99-122.
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Proses yang terjadi sejak awal
Reformasi 1998, sampai sekarang, yang
dapat

dirasakan penting dan sebagai

keberhasilan ~ dari  demokratisasi  di
Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara adalah kebebasan berpendapat.
Pasca Reformasi 1998, masyarakat banyak
menuntut untuk bebas mengemukakan
pendapat, berkumpul dan berserikat, serta
menuntut penegakan Hak Asasi Manusia
(HAM). Banyaknya tuntutan masyarakat ini
dapat dipahami, karena pada masa Orde
Baru, dianggap masalah kebebasan
berpendapat dibungkam dan masalah HAM
sangat dibatasi oleh pemerintahan orde
baru. Tuntutan ini dianggap sebagai sebuah
hak warganegara yang layak ditegakkan
dan diperjuangkan.*

Indonesia sebagai negara yang
menganut demokrasi, maka mekanisme dan
sistem pemerintahan yang dijalankan
adalah untuk mewujudkan kedaulatan
rakyat atas negara yang dilaksanakan oleh
pemerintahan negara. Secara konseptual,
Indonesia menganut sistem demokrasi

Pancasila,  yakni  demokrasi

yang
mendasarkan pada kepribadian Indonesia,
berdasarkan pada asas kekeluargaan dan
gotong royong, yang berisi nilai religius,
luhur  untuk

kebenaran, budi pekerti

“Ernes Gabriel Sihotang, “Politik Hukum
Kaitannya Dengan Perkembangan Demokrasi,
Hak Asasi Manusia Dalam Perkembangan
Hukum Di Indonesia,” Online Administrative

mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan

demikian, sangat disadari bahwa
demokratisasi yang dilaksanakan senantiasa
terus dikembangkan, disempurnakan dan
diselaraskan dengan tuntutan masyarakat
yang berkembang.

Adanya demokratisasi yang terjadi di
Indonesia pasca reformasi yang berkembang
dengan baik, selayaknya disyukuri dengan
senantiasa berikhtiar untuk menata sistem
ketatanegaraan dengan dasar nilai-nilai
filosofi bangsa Indonesia. Realita yang
terjadi, reformasi yang berlangsung saat ini
cenderung mengarah pada kebebasan yang
tidak memiliki arah yang jelas, demokratisasi
yang berjalan justru tidak mengarah kepada
kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan
semakin tumbuh, isu HAM semakin mencuat,
politik lebih mengarah ke oligarki, korupsi
dalam lingkaran kekuasaan semakin masif.

Dalam perspektif global, telah terjadi
globalisasi di semua aspek kehidupan,

pergeseran kekuatan geopolitik,

berkembangnya teknologi informasi dan

komputasi, fenomena perubahan iklim telah

mengubah konstelasi perkembangan

demokrasi di dunia. Secara nasional,

demokrasi pun mengalami pasang surut. Hal

ini  menjadi tantangan untuk terus

diselesaikan secara baik. Terjadinya sengketa

Law & Governance Journal 4,n0. 1 (2021): 2621—
2781,
https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/
download/11248/5682.
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dalam pemilihan umum yang dilaksanakan, program modernisasi oleh pemerintahan
konflik masyarakat yang berkepanjangan dilakukan dengan baik di berbagai aspek
sebagai akibat dari ketidakpuasan pemilu, kehidupan  sosial.®Penulis  berkeyakinan
sikap apatis dari pemilih, menurunnya bahwa, Indonesia dapat menjadi negara
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga demokrasi yang maju, jika masyarakatnya
lembaga politik (politisi dan partai politik). memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh,
Negara  menjadi  rentan  terhadap serta pemerintahan yang menerapkan sistem
perkembangan demokrasi yang terjadi. demokrasi yang konsisten disertai adanya
Akibatnya, sangat sulit dalam membangun perubahan kesadaran politik masyarakat yang
masyarakat demokratis yang stabil.5 semakin berkembang dengan baik pula.
Tulisan  ini  bertujuan  untuk
mendeskripsikan tentang mekanisme dan Pembahasan
instrumen yang dapat dikembangkan untuk

Kajian Instrumen Penguatan Negara

terus menumbuhkembangkan demokrasi .
Demokrasi

agar menjadi instrumen untuk mencapai Sadzali (2023), dengan mengutip

kescjahteraan masyarakat secara Encyclopaedia  Britannica ~ Micropaedia

berkelanjutan. Kajian ~dilakukan - dengan mengemukakan bahwa ada beberapa definisi

pendekatan  studi -~ kepustakaan  dengan yang biasa digunakan untuk mengartikan

memfokuskan pada aspek mekanisme dan demokrasi. Pertama, definisi demokrasi

instrumen untuk mewujudkan: penguatan dimaknai sebagai bentuk pemerintahan yang

sistem demokrasi berdasarkan ideologi memiliki hak membuat keputusan politik

Pancasila. dilakukan secara langsung oleh semua rakyat

Secara  konseptual - dan  empiris, dalam kekuasaan mayoritas, dikenal dengan

sistem - demokrasi  akan  tumbuh  dan istilah demokrasi langsung. Kedua, demokrasi

berkembang dengan baik, jika didukung dimaknai sebagai bentuk pemerintahan, yang

oleh masyarakat yang beradab, dan rakyatnya memiliki hak yang sama tidak

masyarakat  yang  terbuka,  bersikap secara langsung, namun melalui wakilnya

demokratis. Peradaban masyarakat ini dapat yang dipilih oleh rakyat dan bertanggung

terjadi  jika proses interaksi didalam jawab kepada rakyat, dikenal dengan istilah

masyarakat berkembang dengan baik dan

STiti Anggraini and Antony Lee, eds., Global ®Hyronimus Rowa, Demokrasi Dan Kebangsaan
State of Democracy: Mengkaji Ketahanan Indonesia (Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Demokrasi  (International IDEA, 2018), Kementrian Dalam negeri, 2015).
https://doi.org/10.31752/idea.2018.55.
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demokrasi perwakilan. Ketiga, demokrasi
dimaknai

dilakukan

sebagai bentuk pemerintahan

melalui  demokrasi

yang
perwakilan, kekuatan mayoritas diterapkan
di dalam kerangka konstitusional yang
dirancang untuk menjamin semua rakyat
supaya dapat menikmati hak-hak individu
atau kolektif, seperti kebebasan berbicara
dan beragama. Demokrasi model ini dikenal
liberal atau

dengan istilah demokrasi

demokrasi konstitusional. Keempat,
demokrasi adalah setiap sistem politik
ataupun sistem sosial yang cenderung untuk
meminimalkan perbedaan sosial dan
ekonomi, terutama yang timbul akibat dari
ketidakmerataan kepemilikan pribadi.”
Dengan memahami makna
demokrasi tersebut, maka jika dikaji terkait
dengan bidang politik, dengan adanya
proses  globalisasi nampak  bahwa
demokratisasi yang muncul akan terkait
dengan HAM. Gerakan demokratisasi dan
HAM semakin meningkat dan
diperjuangkan di hampir semua negara
berkembang. Beberapa instrumen dalam
konteks ini, misalnya digunakan oleh PBB
melalui Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia, Kovenan Hak Sipil dan Politik,

Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan

’Ahmad Sadzali, “Hukum Progresif Sebagai
Sarana Menuju Demokrasi Substantif,” in
Prosiding Seminar Nasional Hukum Tata
Negara Tema: “Menyongsong Pemilu Serentak
2024,” ed. Idul Rishan and Dian kus Pratiwi
(Yogyakarta: FH UII Press, 2023), 1-371.

Budaya. Meskipun demikian, berdasarkan

hasil kajian menunjukkan ~ bahwa
implementasi perjanjian antar negara harus
disesuaikan dengan adat istiadat dan budaya
masing-masing negara.®

Bagi Indonesia, ide negara demokrasi
tidaklah baru. Hal ini karena sejak Indonesia
memerdekakan diri sebagai negara berdaulat,
pemerintahan yang diselenggarakan telah
menerapkan konsep demokrasi. Bahkan
Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1955
membuktikan bahwa dalam usia Negara 10
tahun telah mampu melaksanakan pemilihan
umum yang demokratis. Pemilihan umum,
instrumen

sampai saat ini menjadi

kelembagaan demokrasi sah dan

yang
menjadi ukuran berjalannya sistem politik
Pemilihan

demokratis. umum

yang
dilaksanakan sebagai mekanisme berkala
dalam waktu tertentu untuk memilih
pemimpin atau anggota parlemen. Dalam
sistem demokrasi, rakyat adalah pemegang
kedaulatan. Demokrasi merupakan sistem
politik yang berlandaskan pada kekuasaan
rakyat atau kedaulatan rakyat.

Pada perkembangan dan dinamika
kemasyarakatan di era modern saat ini, di
berbagai negara, sistem demokrasi langsung

tidak mampu mengakomodasikan beragam

8Elyah Musarovah, “Reinforcing Pancasila Values
To Young Generation As a True National
Identity,” Public Communication Center of MoD,
2017.
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kepentingan rakyat yang jumlahnya banyak
dan beragam kepentingan. Oleh karena itu,
demokrasi di era modern memerlukan
perancangan baru yang dapat menampung
dan memproses serta mengakomodasikan
kondisi masyarakat yang kompleks. Selain
itu, demokrasi yang baru dibangun untuk
menghasilkan keputusan politik  yang
berorientasi kepentingan rakyat. Banyak
negara modern telah beralih kepada sistem
demokrasi tidak langsung atau sistem

demokrasi  perwakilan  (representative
democracy). Pada era modern seperti saat
ini, demokrasi perwakilan diselenggarakan
melalui prosedural dan empirik untuk
membawakan aspirasi masyarakat yang
diwakilinya. Partai politik, pemilu, dan
parlemen menjadi sangat penting perannya
dalam terselenggaranya sistem demokrasi
perwakilan.’

Saat ini ada pengukuran indeks
demokrasi yang dikeluarkan oleh sebuah
Economist

lembaga bernama

yang
Intelligence Unit (EIU). Tujuannya adalah
mengukur kondisi demokrasi di negara-
negara dunia dan 2 wilayah berdasarkan 5
variabel dan 60 indikator. Penilaian indeks

demokrasi ini berdasarkan pada hasil

Valina Singka Subekti, “Demokrasi Dalam
Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia,” in
Memperkuat ~ Peradaban ~ Hukum  Dan
Ketatanegaraan Indonesia, ed. Imran and Festy
Rahma Hidayati (Jakarta: Sekretariat Jenderal
Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019), 37—
60.

observasi atas lima indikator demokrasi, yakni
proses pemilihan umum dan pluralisme,
kebebasan sipil, berfungsinya pemerintahan

dan partisipasi politik, serta budaya politik'°

Tabel 1.Variabel dan Indikator Negara

Demokrasi'!

Variabel Indikator

1. proses pemilihan Pemilu jurdil;

umum dan kesetaraan hak

pluralisme politik;  kesetaraan
kesempatan
kampanye;
transparansi
keuangan parpol;
mekanisme peralihan
jabatan;  kebebasan
membentuk parpol;
kesetaraan
kesempatan
menempati  jabatan
pemerintahan

2. kebebasan Kebebasan  media

sipil elektronik dan cetak;
kebebasan
berekspresi; batasan
akses internet;
kebebasan
berorganisasi;
penggunaan
kekerasan oleh
pemerintah;
peradilan yang
independen;
kebebasan beragama;
toleransi  beragama;
kesetaraan di mata
hukum; hak milik
pribadi; perlindungan
HAM; diskriminasi
berdasarkan SARA.

3. Fungsi Pembagian

pemerintahan kekuasaan lembaga
pemerintah; sistem
“check and

YAndi Widjajanto, “Konsolidasi Demokrasi,”
Konsolidasi Demokrasi, 2023.

"Economist Intelligence, “Democracy Index 2022
Frontline Democracy and the Battle for Ukraine,”
2023, 1-82, www.eiu.com.
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balances”;
pemerintah  bebas
dari pengaruh
militer;  pengaruh
asing terhadap
kebijakan;
akuntabilitas ~ dan
transparansi
pemerintah; korupsi;
kapabilitas dan
kinerja PNS;
kepercayaan publik
terhadap pemerintah.

4. partisipasi Partisipasi  pemilu;

politik hak politik
kelompok minoritas;
perempuan di
parlemen;
keanggotaan parpol
dan LSM;
demonstrasi;
partisipasi ~ warga
dewasa dalam politik

5. budaya Konsensus dan

politik kohesi sosial;

persepsi publik
terhadap pemimpin
ideal, militer, dan
teknokrat;  persepsi
terhadap demokrasi,
stabilitas umum, dan
kesejahteraan;
dukungan publik
terhadap demokrasi;
pemisahan  antara
negara dan agama

Mendasarkan pada beberapa indikator
tersebut, jelas menunjukkan bahwa partai
politik (Parpol) menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari sistem demokrasi modern.
Saat ini yang menjadi tantangan, adalah
tentang cara mengatur parpol agar berfungsi
secara demokratis. Partai politik dianggap
sebagai satu-satunya unsur yang dapat

mewujudkan kepentingan dan nilai yang ada

2Thomas Meyer, Peran Partai Politik Dalam
Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis,
Friedrich-Ebert-Stiftung, 2012.

di masyarakat kedalam legislasi dan kebijakan
publik yang mengikat. Posisi parpol demikian,
dapat diperoleh setelah memiliki kekuatan di

1.2 Dalam

parlemen daerah maupun nasiona
pandangan Meyer (2012), partai politik ini
menjalankan  fungsi untuk demokratisasi
setidaknya memiliki lima fungsi, yaitu: (1)
Mengagregasikan kepentingan-kepentingan dan
nilai-nilai dan berbagai kalangan
masyarakat.(2) Menjajaki, membuat, dan
memperkenalkan kepada masyarakat platform
pemilihan umum parpol mereka. (3) Mengatur
proses pembentukan kehendak politis (political
will) dengan menawarkan alternatif-alternatif
kebijakan yang lebih terstruktur. (4) Merekrut,
mendidik, dan mengawasi staf yang kompeten
untuk kantor publik mereka dan untuk
menduduki  kursi  di  parlemen.  (5)
Memasyarakatkan, mendidik, serta
menawarkan  kepada  anggota-anggotanya
saluran mana yang efektif bagi partisipasi
politik mereka sepanjang masa antar pemilu.'?

Bagi  Indonesia, sebagai negara
demokrasi mendasarkan pada nilai-nilai
Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi
bangsa. Sanusi (2006), mengenalkan 10 prinsip
pilar demokrasi Indonesia menurut Pancasila
dan UUD NRI 1945. Sepuluh pilar demokrasi
Indonesia sebagai berikut;

1) Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha

BMeyer.
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2)

3)

4)

5)

Esa, yaitu seluk beluk sistem perilaku
dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan
Republik Indonesia harus sesuai dengan
prinsip-prinsip, konsistensi, atau nilai-
nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan
Yang Maha Esa.

Demokrasi yang Berkecerdasan, yaitu
penyelenggaraan ~ dan  pelaksanaan
demokrasi sesuai dengan UUD 1945 yang
tidak semata-mata karena naluri, kekuatan
otot atau kekuatan massa semata.
Demokrasi lebih menuntut kecerdasan
spiritual, aqliyah, rasional dan emosional.
Demokrasi Kedaulatan Rakyat, yaitu
kekuasaan tertinggi berada di tangan
rakyat dengan prinsip bahwa rakyatlah
yang memiliki dan memegang kekuasaan
itu. Kedaulatan rakyat dipercayakan
kepada wakil-wakil rakyat.

Demokrasi dengan Supremasi Hukum,
kekuasaan Republik

yaitu Negara

Indonesia harus mengandung,

melindungi, dan  mengembangkan
kebenaran hukum, bukan demokrasi ugal-
ugalan, demokrasi sandiwara, atau
demokrasi manipulatif.

Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan
Negara, yaitu pembagian kekuasaan
negara harus diserahkan kepada lembaga-
lembaga negara yang bertanggungjawab

untuk memisahkan kekuasaan dengan

1“Romli Arsad, “Realizing Good Governance in
Governance Through Law Enforcement and

6)

7)

8)

9)

system checks and balances.
Demokrasi dengan Hak Asasi Manusia,
bertujuan untuk meningkatkan harkat dan
martabat manusia seutuhnya.

Peradilan

Demokrasi  dengan

yang
Merdeka, menghendaki terselenggaranya
sistem peradilan yang merdeka, yaitu
memberikan kesempatan yang seluas-
luasnya kepada semua pihak yang

berkepentingan untuk mencari dan
menemukan hukum yang seadil-adilnya.

Demokrasi dengan otonomi daerah, yaitu
melakukan pembatasan terhadap
kekuasaan negara, terutama legislatif dan
UuD 1945,

eksekutif. Dalam

memerintahkan  pembentukan  daerah
otonom di kabupaten/kota dan provinsi.

Demokrasi yang berkemakmuran, yaitu
bertujuan untuk membangun negara yang
makmur bagi rakyat Indonesia. Hal ini
bertujuan untuk membangun negara yang
sejahtera dalam segala aspek mulai dari
hak dan kewajiban, kedaulatan rakyat,
pembagian kekuasaan, otonomi daerah

atau keadilan hukum.

10) Demokrasi yang berkeadilan sosial, yaitu

menggariskan  keadilan  sosial  dari
berbagai golongan, kelas, dan lapisan
masyarakat.14

Dengan mendasarkan hal tersebut,

secara umum dapat dikemukakan bahwa

Democracy,” Central European Management
Journal 31, no. 2 (2023): 1249-53.
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demokrasi Pancasila memiliki ciri-ciri
antara lain:
1) Kedaulatan berada di tangan rakyat.

2) Selalu berlandaskan kekeluargaan dan

kegotongroyongan.

3) Pengambilan  keputusan = melalui
musyawarah untuk mufakat.

4) Tidak mengenal adanya partai

pemerintah dan partai oposisi.

5) Pengakuan terhadap keselarasan antara
hak dan kewajiban.

6) Menghormati hak asasi manusia.

7) Ketidak setujuan terhadap kebijakan
pemerintah dinyatakan dan disalurkan
melalui wakil-wakil rakyat.
Demonstrasi dan pemogokan tidak
dianjurkan karena dapat menimbulkan
kerugian bagi para pihak.

8) Tidak menganut sistem satu partai.

9) Pemilihan umum dilaksanakan secara
langsung, umum, bebas, dan rahasia.

10) Penolakan terhadap kediktatoran dan
tirani, dan

11) Mengutamakan kepentingan umum.15

Dapat dikatakan bahwa prinsip
yang membentuk demokrasi Pancasila

adalah prinsip kerakyatan dan prinsip

SAndi Kasmawati, “Creating a Conducive
Environment for The General Election,” in
Advances in Social Science, Education and
Humanities ~ Research (ASSEHR) Ist
International ~ Conference on  Advanced
Multidisciplinary  Research (ICAMR 2018)
Creating,  vol. 227, 2019, 496-99,
https://doi.org/10.2991/icamr-18.2019.119.

permusyawaratan. Prinsip kerakyatan, yaitu
kesadaran untuk mengabdi kepada rakyat,
persatuan dengan nasib dan cita-cita rakyat,
dan memiliki jiwa kerakyatan atau hidup

dalam kesadaran dan cita-cita yang sama.

Prinsip musyawarah  mufakat, yaitu
memperhatikan dan menghargai semua
aspirasi rakyat dalam suatu forum

musyawarah untuk menyampaikan pendapat
yang berbeda dan mencapai mufakat yang

ditaati bersama dengan penuh kasih sayang

dan  pengorbanan demi tercapainya
perdamaian dan kerukunan.'®
Demokrasi  Pancasila merupakan

konsep yang digali dari nilai-nilai yang
dimiliki oleh masyarakat asli Indonesia.
Nilai yang ada di

masyarakat Indonesia, seperti desa adat,

demokratis telah

pertemuan yang mengutamakan
musyawarah, mufakat, gotong royong, di
desa. Hal ini telah memberikan landasan
sosiologis dan empiris untuk pengembangan
sistem demokrasi Indonesia yang selaras
dengan alam  kehidupan  masyarakat
Indonesia, bukan sesuatu yang dipaksakan
oleh pihak asing terhadap realitas bangsa

Indonesia'’Demokrasi di Indonesia memiliki

16K asmawati.

"Lusiana Rahmadani Putri, Wang Joshua, and
Kailie Maharjan, “Democracy in the Indonesian
Perspective: Government System,” International
Journal of Educational Narratives 1, no. 6 (2023):
314-19, https://doi.org/10.55849/ijen.v1i6.302.
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nilai-nilai, seperti kebebasan, hak-hak
individu, tujuan bersama, keadilan, dan
patriotisme.

sistem

Dalam demokrasi,

diasumsikan bahwa seorang warganegara

Pendidikan Pancasila dan Pendidikan

Kewarganegaraan dapat  dikembangkan

menjadi wahana strategis bagi penguatan
demokrasi

nilai-nilai dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara.

yang cerdas dan baik, mampu menjalani

kehidupan bersama berdasarkan realitas, Mekanisme Penguatan Demokrasi di

Indonesia Berdasarkan Ideologi
Pancasila

Saat ini, telah terjadi pergeseran

memahami beragam perbedaan yang ada di
masyarakat, mampu menghargai, toleran

terhadap. perbedaan, mampu mengambil paradigma ketatanegaraan pasca reformasi di

keputusan dan bekerjasama dengan segala Indonesia. Pergeseran paradigma ini terjadi
Nilai-nilai

perbedaan yang dimiliki.

pula pada berbagai aspek kehidupan
demokratis ini secara individu maupun

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

kolektif merupakan cerminan dari perilaku Penguatan prinsip negara hukum, nilai-nilai

warga dalam kehidupan sehari hari. demokrasi, penguatan hak asasi manusia, hak
bahwa

Dapat dikemukakan

dan  kewajiban  warganegara  semakin

landasan pelaksanaan Demokrasi Pancasila

mengemuka di  khalayak  masyarakat,

di Indonesia terdapat di dalam Pembukaan

UUD NRI 1945 dan sila

termasuk aspek kewarganegaraan.'®

keempat

Dalam  konteks  ke-Indonesiaan,
Pancasila. Dengan demikian, pelaksanaan

masyarakat demokratis dapat dimaknai

Demokrasi  Pancasila di  Indonesia

sebagai ikhtiar untuk menjalani kehidupan
memiliki

kepastian hukum. Dengan

bersama, diantara warga tanpa melihat
berkembangnya demokrasi pada masa kini, perbedaan yang dimiliki baik aspek sosiologis
diharapkan  pula

masyarakat  dapat

maupun antropologis. Dengan ini, maka

menerapkan demokrasi yang berdasarkan berimplikasi pada pemerintahan demokratis,

nilai-nilai Pancasila. Menjadikan bangsa yang menckankan pada kekuasaan yang

ang religius, manusiawi, bersatu, adil dan
yang religius, ’ ’ bersumber pada kemampuan dan pengetahuan
untuk

sejahtera  merupakan

upaya

menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai

masyarakat dan memberikan keleluasaan bagi

warganegara untuk memperoleh pendidikan.

cita-cita yang harus diwujudkan bersama. Asumsinya bahwa masyarakat yang terdidik

KONSTITUSI 20, no. 2 (2023): 216-37,
https://doi.org/10.1017/als.2020.49.Rajab.

Bagus Hermanto, “Dinamika  Putusan
Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengaturan
Kewarganegaraan Indonesia,”  JURNAL
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akan memudahkan munculnya kesadaran
dan dukungan terhadap pemerintahan
demokratis. Selain itu, akan menumbuhkan
kesadaran bahwa kewenangan dan tugas
pemerintahan akan dijalankan dengan baik
sesuai

kemampuan  yang  dimiliki.

Masyarakat mempercayai pemerintahan

demokratis, selama pemerintahan tidak
mengganggu kebebasan, dan martabat
warganegara.

Dalam  perspektif  sosiologis,
demokrasi merupakan bentuk kehidupan
bersama dalam bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara. Kehidupan bersama yang
berdasarkan demokrasi tersebut
memerlukan: (1) visi dan kode etik yang
dikembangkan kedalam hukum formal, dan
undang-undang yang senantiasa dipatuhi
oleh warganegara; (2) memiliki sistem
hukum yang bersifat mandiri, adil, dan
objektif; (3) sistem pemerintahan yang
menghargai hak-hak setiap masyarakat; (4)
tidak membedakan masyarakat dalam

struktur sosial, politik, ekonomi, dan
kebudayaan, selain itu juga memberikan
kesempatan yang adil kepada semua warga
untuk melakukan mobilitas sosial; (5)
adanya kebebasan  berpendapat dan
berserikat yang dijamin dan dilindungi oleh
bangsa dan negara; (6) kebebasan untuk
menentukan pilihan secara bebas dan adil
tanpa ada paksaan dan intervensi dari pihak

manapun.

Jika dikaji lebih jauh, bentuk
masyarakat demokratis akan berkembang dan
kokoh dalam masyarakat yang memiliki
multikultural dan nilai-nilai  demokrasi,
seperti: toleransi, menghormati perbedaan
pendapat, memahami dan menyadari
keanekaragaman masyarakat, terbuka dalam
komunikasi, menjunjung tinggi nilai-nilai dan
martabat manusia, mampu mengekang diri
sehingga tidak mengganggu orang lain,
kebersamaan dan keseimbangan
kemanusiaan, percaya diri tidak bergantung
pada orang lain, serta saling menghargai.

Dalam perspektif  pendidikan,
demokrasi dapat dipahami sebagai suatu
proses yang dilakukan warga masyarakat
dalam masa waktu panjang, dijiwai oleh
semangat kehidupan yang berkeadilan,
persaudaraan, serta bermartabat. Demokrasi
merupakan suatu learning process bagi
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara didalam sebuah pluralitas.

Banyak perdebatan tentang
perkembangan dan dinamika demokrasi
Indonesia. Kajian dan perdebatan berkisar
tentang reformasi kelembagaan dalam kaitan
dengan perimbangan kekuasaan, antara
kekuatan dan kepentingan sosial. Selama era
reformasi telah banyak terjadi perubahan
kelembagaan maupun orientasi kepentingan
daerah, nasional, dan bahkan internasional.
Meskipun sudah lebih 25 tahun sejak jatuhnya

orde baru, sampai saat ini masih terus
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membentuk konstelasi hubungan antara

negara dan masyarakat di Indonesia untuk

mewujudkan sistem demokrasi yang
stabil.”?
Sistem demokrasi Indonesia

selayaknya dapat dibangun dan diperkuat

sesuai dengan kondisi sosial budaya,
ekonomi, dan politik. Indonesia memiliki
penciri dalam membangun demokrasi, yaitu
demokrasi Pancasila. Prinsip dari demokrasi
Pancasila secara konseptual yaitu: 1)
Demokrasi Pancasila bersifat kekeluargaan
dan gotong royong yang berlandaskan pada
Ketuhanan Yang Maha Esa. 2) Demokrasi
Pancasila harus menghormati hak asasi
manusia dan menjamin hak-hak minoritas.
3) Demokrasi Pancasila harus didasarkan
pada musyawarah mufakat. dan 4)
Demokrasi Pancasila harus disertai dengan
hukum. Demokrasi tidak bisa dipaksakan
dari luar, terutama dari pihak-pihak yang
suka mencela. Demokrasi harus lahir,
tumbuh, dan berkembang secara sehat dari
dalam masyarakat yang menerapkannya.
Konsep kewarganegaraan
Pancasila

adalah

demokratis layak

lebih

yang
yang

nilai-nilai

dikembangkan

berorientasi  pada individu

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

YRachael Diprose, Dave McRae, and Vedi R.
Hadiz, “Two Decades of Reformasi in
Indonesia: Its Iliberal Turn,” Journal of
Contemporary Asia 49, no. 5 (2019): 691-712,
https://doi.org/10.1080/00472336.2019.163792

2.

sumber moral pribadi dan komunitas, agama,

kearifan lokal yang saling memberikan
manfaat.?’ Pancasila bagi Indonesia, tidak
hanya sebagai dasar Negara Indonesia, tetapi
juga sebagai ideologi bangsa dan negara.
Sebagai ideologi, terkandung nilai-nilai baik,
dan adiluhung yang dapat menjadi fondasi
nilai dalam berkehidupan berbangsa dan
bernegara. Nilai yang terkandung dalam
adalah nilai

Pancasila ketuhanan,

kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan
keadilan. Kelima nilai ini merupakan suatu
kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan
karena saling berkaitan satu sama lain dan
mengacu pada satu tujuan.

Dalam konteks ini, maka setiap
warganegara perlu memiliki sikap demokrasi
didalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian,
maka segala kepentingan, keinginan, dan
pendapat yang berbeda dapat diselesaikan
dengan baik. Demokrasi yang baik dan benar
perlu ditanamkan dan diinternalisasikan sejak
dini bagi warganegara. Cara yang paling
efektif dan efisien untuk menguatkan nilai-
nilai demokrasi pada masyarakat dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara adalah melalui pendidikan. Nilai-

nilai demokrasi dapat disosialisasikan kepada

20Abdul Basit, “Comparison of Concepts and
Practices of Citizenship Between Liberal
Democracy and  Pancasila ~ Democracy,”
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan 3, no. 1 (2023):

86-99, hitps://doi.org/10.52738/pjk.v3il.135.
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warganegara muda melalui penguatan
Pendidikan Pancasila dan Pendidikan
Kewarganegaraan.

Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan merupakan satu upaya
dalam rangka membentuk masyarakat
Indonesia untuk mewujudkan kepribadian
bangsa Indonesia sebagai negara demokrasi,
yang mewujudkan dan

melaksanakan pembangunan masyarakat

mampu

demokrasi. Selama ini, bagi Indonesia
melalui pemerintahan saat ini semakin
menguatkan nilai-nilai demokrasi melalui
pendidikan persekolahan dan pendidikan
tinggi. Nilai-nilai demokrasi digunakan
sebagai tonggak berdirinya negara yang
menerapkan demokrasi Pancasila.?!

Hasil kajian yang dilakukan oleh
dkk. (2022),

enam langkah strategis yang perlu dijadikan

Pamungkas dikemukakan

prioritas  utama  untuk  memperkuat

demokrasi di Indonesia, yakni: (1)

pembenahan di ranah elektoral, terutama
politik uang; (2) penguatan penegakan
hukum,;

(3) penguatan skema negara

kesejahteraan  (welfare  state)  untuk

menjamin setiap warga negara dapat hidup

21S Sa’idaturrohmah and S Sunarso, “Penerapan
Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila Melalui
Pembelajaran  Pendidikan  Pancasila  Dan
Kewarganegaraan Di SMA Negeri 1 Seyegan,”
E-Civies 10, mno. 04 (2021): 432-44,
https://journal.student.uny.ac.id/index.php/civic
s/article/view/17385%0Ahttps://journal.student
.uny.ac.id/index.php/civics/article/viewFile/173
85/16768.

layak; (4) penguatan kelembagaan oposisi
demi terwujudnya kontrol kekuasaan (checks
and balances); (5) penguatan masyarakat sipil
yang demokratis; dan (6) pengembangan
sekolah kaderisasi pemimpin bangsa yang
diinisiasi oleh negara maupun masyarakat
sipil. 22
Demokrasi memposisikan
warganegara sebagai aktor yang melakukan
kontrol terhadap isu publik. Fungsi kontrol ini
dapat dilakukan jika warganegara memiliki
pengetahuan dan kemampuan untuk berperan,
dan memahami hak dan kewajiban sebagai
warganegara. Wujud konkret partisipasi aktif
warganegara  akan  terlihat  didalam
pelaksanaan pemilihan umum. Kajian antara
sistem pemilu dengan posisi warganegara
sebagai pemilih menghasilkan dua jenis
sistem, yakni; mekanik dan organik. Sistem
mekanis memberikan hak pilih kepada setiap
individu. sistem

Sebaliknya, organik

mengelompokkan  individu  berdasarkan

kriteria seperti silsilah, strata sosial, atau
organisasi kelembagaan, dan memberikan hak
suara kepada kelompok-kelompok ini.?

Demokrasi yang berkembang di

Indonesia, selama ini  menempatkan

22Sigit Pamungkas et al., “Memperkuat Demokrasi
Di Indonesia,” 2022.

2Syafruddin  Muhtamar and Fahri Bachmid,
“Constitutionality and Ideology in the Electoral
System: Pancasila’s Moral Interpretation on the
Proportional ~Representation System,” SIGn
Jurnal Hukum 3, mno. 2 (2022): 201-20,
https://doi.org/10.37276/sjh.v3i2.227.
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kemajemukan yang dimiliki menjadi bagian
dari upaya kolaborasi yang apik dalam
mengembangkan sistem demokrasi.
Masyarakat dari berbagai suku, agama, ras,
adat istiadat, budaya dan golongan dapat
hidup berdampingan dan memiliki ruang
negosiasi yang sangat tinggi dalam
kehidupan sehari-hari yang kita kenal
dengan istilah toleransi.**

Di dalam implementasi demokrasi
Pancasila di Indonesia, terbangun ruang-
ruang individu dan publik yang dilindungi
dan dikembangkan oleh pemerintah
Indonesia. Selain itu, tradisi budaya dan
kearifan lokal yang dimiliki senantiasa
dijaga dan dilindungi oleh negara. Oleh
karena itu, individu,

setiap keluarga,

komunitas etnis dan agama dapat
mengembangkan ideologi masing-masing di
bawah naungan ideologi Pancasila.”

Di era modern, istilah ideologi
berkaitan erat dengan moral dalam
hubungan antara warga negara dan negara.
Ideologi dapat dimaknai sebagai suatu
keyakinan sistematis yang terangkum dalam

konstitusi yang mengatur perilaku timbal

24 Azhar Moeloek Akbar et al., “Moral Education
and Pancasila in Encouraging the Prevention of
Intolerance in the Era of Globalization:
Experiences of Indonesia and Malaysia,” Jurnal
Panjar: Pengabdian Bidang Pembelajaran 4,
no. 2 (2022): 223-82,
https://doi.org/10.15294/panjar.v4i2.55050.
25Basit, “Comparison of Concepts and Practices
of Citizenship Between Liberal Democracy and
Pancasila Democracy.”

balik antara warga negara dan negara. Oleh
karena itu, kebijakan pemerintah, seperti
pemilihan umum, harus dapat mencerminkan
system nilai yang dianut dan tertuang dalam
konstitusi. Dalam kasus ideologi Pancasila,
struktur nilainya mengkristalisasi nilai-nilai
yang ada di dalam masyarakat sepanjang
sejarah  nasional,

dengan  pluralitas

eksistensial.?’Demokrasi  Pancasila adalah

demokrasi konstitusional yang memiliki
beberapa prinsip, yaitu: (a) Persamaan bagi
seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa hak
dan kewajiban rakyat Indonesia adalah sama
dan sederajat.(b) Prinsip keseimbangan antara
hak dan kewajiban artinya negara menerima
hak-hak tetapi juga harus diimbangi dengan
kewajibannya  kepada  warganegara.(c)
Mewujudkan rasa keadilan sosial bagi seluruh
warganegara.  (d).Pelaksanaan kebebasan
bertanggung jawab secara moral kepada
Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang

lain.”’

Kesimpulan
Sistem demokrasi di Indonesia masih

berada dalam proses transisional. Akibatnya

2Muhtamar and Bachmid, “Constitutionality and
Ideology in the Electoral System: Pancasila’s
Moral Interpretation on the Proportional
Representation System.”

2"Ria Wierma Putri et al., “Indonesia’s Democracy
and Constitution: Reflecting Human Rights Based
on Pancasila,” Journal of Law and Policy
Transformation 7, mno. 2 (2023): 100,
https://doi.org/10.37253/jlpt.v7i2.7235.
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beragam masalah dan tantangan senantiasa
dihadapi sampai saat ini. Diperlukan
mekanisme dan instrumen yang jelas agar
proses transisi ini dapat dilalui sampai pada
terselenggaranya sistem demokrasi yang
dicita-citakan. Oleh karena itu, instrumen
yang dapat diterapkan sebagai strategi
adalah melalui penguatan Pendidikan
Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan
secara terencana, sistemik dan sistematik.

Demokrasi yang baik dan benar
dapat diinternalisasikan sejak dini bagi
warganegara muda. Cara yang paling efektif
dan efisien untuk menguatkan nilai-nilai
demokrasi pada masyarakat dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara adalah melalui pendidikan.

Revitalisasi dan reaktualisasi nilai-
nilai Pancasila yang dilanjutkan dengan
implementasi dan kontekstualisasi dalam
berbagai bidang kehidupan menjadi strategi
yang dapat dilakukan untuk menguatkan
sistem demokrasi di Indonesia. Hal ini
diakui tidak akan mudah dan memerlukan
prasyarat adanya komitmen dan kondisi
sosial politik negara dan bangsa Indonesia
yang didukung oleh partisipasi aktif
warganegara.

Sikap demokrasi yang dimiliki oleh
setiap warganegara didalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,

menjadi prasyarat bagi penyelesaian adanya

perbedaan  kepentingan, keinginan, dan
pendapat yang berbeda.
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Endang Danial
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Abstrak

Terdapatnya tiga dimensi dalam gerakan moral komunitas yang dapat menjamin terciptanya mekanisme
dan instrumen sosial dalam penguatan dan pengembangan sistem demokrasi dalam kehidupan
berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Penguatan nilai yang berbasis dari nilai-nilai keluarga yang
selama ini terdapat pergeseran-pergeseran seiring dengan masifnya perkembangan teknologi digital
kedalam seluruh aspek kehidupan. Akibatnya nilai edukasi di lembaga pendidikan, kontelasi interaksi
ekonomi, mekanisme sosial politik kemasyarakatan, banyak berubah yang amat mengagumkan dalam
berbagai sisi. Karakteristik instrumen value digital citizenship menggiring nilai sistem kepemimpinan
dan pengambilan keputusan dalam komunitas dengan serba cepat, tepat, mudah, murah, terutama bagi
warga negara yang gemar belajar, membaca, berdiskusi dengan siapa saja, kapan, dan dimana saja. Dia
yang memiliki kompetensi unggul; kreatif, kompetitif, visioner, yang mampu menggairahkan kehidupan
politik, ekonomi, dan moral komunitas. Studi yang banyak dilakukan para ahli menunjukkan peran
generasi milenial, generasi Z, mendominasi dinamika dan rekayasa politik, e-commerce, sosial budaya
serta keagamaan di berbagai belahan dunia. Di Indonesia tokoh-tokoh star-up, dan tokoh politik
menjelang pemilu 2024 sungguh mencengangkan di luar dugaan para pengamat. Bagaimanakah spirit
komunitas keluarga sebagai basis Reraise our moral voice untuk membangkitkan kembali nilai-nilai
kedekatan dan kreativitas unggul dalam menciptakan masyarakat yang aspiratif demokratis, disiplin,
tanggung jawab, taqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, berdasarkan kepada Idiologi Pancasila dan UUD
1945.

Keywords: kuminitas sosial, digital citizenship, instrument sosial
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Pendahuluan
Komunikasi sosial, mekanisme dan
insturmen sosial yang diwarnai dengan
komunikasi digital, mesin-mesin pintar
sejak abad 21 merubah banyak terhadap
gaya dan perilaku masyarakat sekarang.
Interaksi  ekonomi, layanan publik,
komunikasi sosio politik, yang cepat,
mudah, murah, dan menarik melanda

seluruh  aspek  kehidupan.  Perilaku
psikososial yang menonjol terutama pada
generasi muda sekarang yang dianggap
kurang memiliki kepedulian sosial, terlalu
asik dengan kesibukan sendiri, kurang
toleran, dan nilai kebangsaan, patriotism
yang bergeser. Padahal menurut pandangan
mereka tidak demikian, sebab aktualisasi
nilai-nilai Pancasila dan spirit UUD 1945
anak muda milenial lebih pada perbedaan
pandangan, dan konteksnya. Mekanisme
dan instrumen sosial yang mereka gunakan
lebih dinamik, progresif, dan lebih aspiratif
demokratis. Generasi milenial dan generasi
z sekarang ini lebih berani, menyampaikan
aspirasi dan kritik sosial terahdap berbagai
kebijakan publik. Namun dalam spirit dan
semangat masih kuat dalam nilai-nilai
kebersamaan, semangat integritas
komunitas yang terlihat dari hasil studi para
ahli di berbagai negara demikian juga di
Indonesia. Oleh karena itu semangat dan
moral komunitas menurut para ahli sebagai

basis perlu Reraise our moral voice

(Etzioni, 1994; 20)1 untuk membangun dan

mengembangkan mekanisme dan instrumen
sosial dalam penguatan dan pengembangan
sistem  demokrasi  berbasis  idiologi
Pancasila. Kehidupan gaya milenial yang
khas futuristic, visioner, inovatif banyak
memunculkan perilaku berbeda yang
dianggap kurang santun tidak bernilai.
Padahal

nilai-nilai  kesantunan anak

milenial berbeda dengan gaya dan
perwujudan orang tua pada zaman sekarang
walaupun nilai dan spiritnya sama, seperti
ketika bertegur sapa. Berbagai data
menunjukkan adanya jawaban berbagai
prasangka, stereotive kepedulian anak
muda terhadap comunitasnya, toleransi, dan
nilai-nilai kebersamaan mereka yang khas
berbeda dengan gaya colonial, feodal.

Mereka lebih pada nilai keyakinan,
kepercayaan diri, rasionalitas yang kritis,
demokratis dan bertanggung jawab. Itulah
sebabnya  diperlukan adanya saling
menghargai, memahami dan menyadari

adanya perbedaan persepsi, spirit comunitas

yang berbeda  zamannya  schingga
menghasilkan  aktualisasi yang khas.
Membangun mekanisme relasi kesatuan

persatuan dalam keragaman budaya, sosial,
politik dengan instrumen spirit nilai-nilai

komunitas harmonis dan demokratis.

Pembahasan
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Posisi Generasi Milenial dan Pasca
Milenial pada peta Kependudukan
Indonesia

Generasi milenial dan pasca milanial
dalam peta kependudukan menurut para
ahli kependudukan merupakan bonus
demografi Indonesia yang potensial
menjelang Indonesia emas. Mereka lahir
tahun 1981- 1996 perkiraan umur mereka
antara 24 - 39 tahun (Sensus Penduduk
2020)2 yang ditaksir umur produktif dan
strategis dalam berbagai aspek. Seperti
terlihat hasil sensus 2020 menunjukkan
kelompok umur milenial (25,87%) dan
generasi setelah itu yaitu generasi Z
(27,94%) dan post Generasi Z (10,88%)
amat dominan dan berperan memasuki

Indonesia emas 2045.

HASIL SENSUS PENDUDUK 2020

0. 07/01/Th, XXIV. 21 J

Jumiah Penduduk Indonesia
Hasi

ey (720l (composisi Penduduk Indonesia

Bertambah 32.56 juts Jwa
ndingkan SP2010

Merekalah yang mengisi berbagai

posisi strategis yang menentukan di
Indonesia dan belahan dunia lainnya. Jika
dilihat dari studi Litbang Kompas tahun

2017(3) menunjukkan cukup

menggembirakan misalnya identitas yang

mereka banggakan adalah identitas
kebangsaan Indonesia lebih menonjol
(59%) mengalahkan identias kedaerahan
yang hanya (16,40%) dan lebih bangga

dengan identitas usaha sebesar ( 24, 60%).

IDENTITAS YANG DISENANGI GENERASI
MILENIAL

16,40% \J

= Orang Indonesia = Daerah Asal

= |dentitas Usaha Sendiri

Demikian juga keunikan mereka
dalam cita-cita hidupnya memperlihatkan
keinginan yang mulia yaitu untuk bisa
menolong orang lain (73,80%), menjadi
pemimpin (16,40%) dan menjadi orang
kaya (6,60%). Sungguh ini luar biasa yang
jauh dari prediksi semula bagi generasi
milenial ini.

CITA-CITA GENERASI MILENIAL

6,60%__3,20%
16,40%

= Menolog orang lain = menjadi pemimpin

= menjadi orang kaya » lainnya

Keunikan dan kemandirian yang
menjadi ciri khas generasi milenial adalah
bekerja  menjadi  sebagai  pengusaha
(68,90%) disusul menjadi pegawai negeri

(12,50) pegawai swasta (10,90%) menjadi
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pegawai lepas (6,90%) dan

(0,80%). Hal ini memperlihatkan terjadi

lainnya

perubahan harapan memperoleh pekerjaan,
dari beberapa hasil studi terdahulu yang
sejak lama masyarakat Indonesia untuk
menjadi pegawai negeri beralih untuk

menjadi pengusaha, atau pegawai swasta.

PEKERJAAN YANG DIINGINKAN
GENERASI MILENIAL

6,90% 0,60%
), o

10,90% i
12,50% ‘
= Pengusaha = PNS
= Pegawai Swasta = Pagawai Lepas
= Lainnya

Kepedulian generasi milenial terhadap
keluarga amat dominan dan tinggi mereka
amat mendambakan keluarga yang bahagia
(63%), baru kemudian karier kerja mereka
(25%) pendidikan (8,70%) dan yang lainny
(3,30%). Artinya peran dan fungsi keluarga
untuk generasi ini masih kuat, begitu juga
kepedulian mereka terhadap orang tua, anak

dan sanak keluarga masih tinggi.

PRIORITAS DALAM HIDUP GENERASI

MILENIAL
8,70% 3,30%

= Keluarga = Karir kerja = Pendidikan = Lainnya

Membangun kepedulian sosial dan
merefleksikannya dalam interaksi sosial
generasi  milinial  dengan  menjalin
instrumen sosial dalam berbagai kuminitas
sosial, budaya, bisnis, edukasi, politik,
sesuai dengan aspirasi aktualisasi masing-
masing. Menurut mereka yang lebih aman
dan aspiratif mereka lebih tertarik pada
organisasi LSM (53%) dan organisasi
(50,80%)  dibandingkan
dengan ormas (43,9%) dan Orpol (11,8%).

Jika diperhatikan data deskripsi

kepemudaan

walaupun sedikit ada gambaran bahwa
kelompok milenial masih memperlihatkan
nilai-nilai kepedulian mereka terhadap,
keluarga, masyarakat dan negaranya.
Demikian juga sikap kemandirian, dan
kepedulian untuk saling mambantu dan
menolong orang lain cukup
menggembirakan, walaupun dengan gaya
yang berbeda antara interaksi gaya orang
tua dan gaya anak muda dengan nilai dan
moral yang sama dalam berkomunikasi.
Menurut hasil penelitian ini yang amat berat
adalah tantangan kehidupan pemuda,
remaja seperti terlihat dari gambar di bawah
ini ; narkoba yang melanda dunia di
berbagai belahan dunia termasuk Indonesia
(59,20%), kemiskinan dan pengangguran
(15,30%) toleransi yang memudar ( 6,90%)
korupsi  (6,20%) berita bohong dan

kebencian (5,60%).
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TANTANGAN TERBERAT

GENERASI MILENIAL
6,20%
5,60%

6,20%

e

= narkoba

= Kemiskinan &Pengangguran
= Toleransi memudar

m Korupsi

Nilai toleransi yang memudar
diartikan nilai-nilai dan sikap bergesernya
perilaku akibat dari interaksi digital yang
begitu masif sehingga munculnya berbagai
kecemburuan sosial yang mengandung
sikap intoleran dalam berbagai interaksi
sosial.  Pergeseran dalam kehidupan
keyakinan beragama, sosial budaya, politik,

ekonomi dan yang lainnya.

Deskripsi Mekanisme dan Instrumen

Sosial dalam membangun Demokrasi
Mematangkan  demokrasi  dengan

semangat dan jiwa komunitas mesti

memiliki fondasi yang kuat. Beberapa studi

menunjukkan ~ bahwa  pengembangan
semangat  nilai  moral  ketaqwaan,
keyakinan, kebersamaan, kepedulian,

kedisiplinan, rasa tanggung jawab beranjak
dari nilai-nilai dalam keluarga, kelompok,

lingkungan masyarakat dan bangsanya.

Menurut pandangan Cogan (1998;11)4, ada
empat dimensi yang dibangun dalam
membina warga negara yang baik, yaitu
dimensi personal, social, temporal dan
spacial.  Dimensi  personal  dalam
pengembangan diri secara utuh ( Kobow,

Grossman, Ninomiya ;Cogan; 1988).

DIMENSI 1
Dimensi 3;

the The spatial

personal dimension
dimensio

Dimension
4; the
temporal
dimension

Dimensi 2;

the social
dimension

Kapasitas personal dan komitmen
seseorang mesti memiliki karakteristik
tanggung jawab,berfikir, kebiasaan, yang
kuat untuk meningkatkan ;

e our capacity to think critically and
systematically

o our understanding of and sensitivity to
issues of cultural differences

e our repertoire or  responsible,

cooperative and non-violent conflict

resolution and problem-solving and our

willingness to protect the environment,

to defend human rights, and to engage
in public life (Cogan;1998,118)

Dalam dimensi sosial .. able to work

and interact with other people in a variety
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of setting and contexts.must be able to
engage in public debate and discussion, to
participate in public life, to deal with the
problems and issues that face them in ways
that, at the same time, equip them to deal
respectfully with people whose ideas and
values  differ  from  their  own
(Cogan;1998,120) .

Kebersamaan bekerja dan berinteraksi
sosial dalam berbagai kontek,
pengembaikan keputusan bersama, sampai
partisipasi dalam kehidupan masyarakat,
cara memecahan masalah bersama, isu dan
kepedulian poltitik, aspirasi, dan nilai-nilai
kebersamaan yang kuat.

Dimensi spasial lebih menyorot
beberapa hal yang selalu overlapping
keruangan /komunitas yakni pemahaman
tentang ; komunitas -lokal, regional,
national dan multinasional. Beberapa hal
yang amat berpengaruh terhadap keruangan
ini adalah perkembangan teknologi dan
komunikasi dalam ekonomi modern,
imigrasi dan ketenagakerjaan antar bangsa
yang selalu menarik dan menantang.
Tantangan tradisi, budaya yang melekat
pada diri warga masyarakat berpengaruh
terhadap interaksi kesaharian dalam
konteks local, regional dan internasional.

Dimensi temporal, -time prespective —
‘tempocentrism’ ... to deal across cultural
can be hindered by ethnocentrism, our

ability to deal with time dimensions can be

limited by what some have called
‘tempocentrism’.

Instrumen yang amat berpengaruh
terhadap perkembangan nilai dan moral
adalah pendidikan persekolahan, walaupun
basisnya dari keluarga. Jika sekolah mampu
membina nilai-nilai moral dengan spritit
keluarga ; kasih sayang, demokratis,
terbuka, dan objektif, maka perkembangan
kompetensi anak akan menjadi matang, dan
sebaliknya, dalam berbagai jenjang mulai
dari pendidikan dasar sampai perguruan
tinggi. Mari kita perhatikan pendidikan
dalam berbagai jenjang dan jalur di
Indonesia  melalui  berbagai  media
komunikasi sosial. Instrumen komunikasi
sosial politik yang populer dan lebih mudah
diditeksi adalah komunikasi digital.

Kelompok generasi Z setelah generasi
milenial mereka umumnya potensial dan
keseharian mereka amat dekat dengan
komunikasi digital, baik dalam belajar di
sekolah, maupun komunikasi dalam
keluarga dan teman-temannya. Di sekolah
para siswa menggunakan internet dan
media sosial untuk kepentingan belajar
berdasarkan bimbingan dari guru dan orng
tua mereka, seperti hasil studi tentang
literasi media sosial tentang alat
komunikasi yang banyak digunakan siswa
SMA di Bandung (Danial.2022) yang lebih
menonjol adalah Whatapp (98,30%) dengan
instagram (26,40%) telegram (11,60) dan

face book (6,30%) dan sms (4,10%).
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ALAT KOMUNIKASI YANG DIGUNAKAN SISWA
SMA
DI BANDUNG 2022

11,60% ©30% 4,10%

26,40% \“
o

= telegram

= whats app = instragram
= face book =sms

Ketika para siswa berkomunikasi
dengan keluarga, guru, teman, dan yang
lainnya dalam kehidupan keseharian
mereka. Menurut mereka alat ini lebih
mudah, murah digunakan oleh anak,
keluarga, guru, dan sekolah, dibandingkan
dengan aplikasi lainnya secara digital.
Walaupun demikian komunikasi yang lebih
memberikan keleluasaan secara aspiratif
individual lebih bebas para siswa lebih
senang menggunakan instagram (64,50%)
dibandingkan dengan twitter (14,90%) face
book (11,60%) dan yang lainnya (38%).

MEDIA SOSIAL SISWA SMA
BANDUNG UNTUK MENYAMPAIKAN
GAGASAN, PERASAAN

I 33%

other

Il 11,60%

face book

I 64,50%

instragram

I 14,90%

twitter

0 0,2 0,4 0,6 0,8

Ketika siswa memperoleh informasi
dan ajakan-ajak negatif, hoax, ejekan,
bullyng, mereka lebih mengecek dulu
(87,60%) tidak mempercainya (11,60%)
menghapus (9.90%) dan membiarkannya
(5%).

negative info response
5% 9,90%

11,60% I ‘

‘ 87,60% ’

= don't believe it

= check info
= let info = delete info

Ketika siswa diberikan tugas oleh
guru di sekolah, informasi yang dapat
menunjang penyelesaian tugas mereka
mencari dari beberapa sumber media sosial
sekaligus sumber belajarnya. Para siswa
mencari sumber belajar untuk
menyelesaikan tugas di sekolah para siswa
SMA di Bandung 2022 (Danial;2022) lebih
banyak dari youtube (75,20%) wikipedia
(61,20%) blog (36,40%) dan yang lainnya.
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information resources for learning
pupils assignments

.

= youtube = wikipedia = Blogs

= e-book = jurnal = other

Deskripsi ini sejalan dengan hasil
secara makro menurut penelitian dari
Kemendikbud tahun 2020 menunjukkan
bahwa media sosial yang banyak digunakan
untuk belajar siswa SD, SMP, SMA dan
SMK di Indonesia banyak berasal dari
youtube dan google seperti terlihat di bagan

di bawah ini ;

SISWA BELAJAR DARI YOUTUBE
DAN GOOGLE (KEMENDIKBUD 2020)6

59,7
E
sD SMP SMA SMK
Selanjutnya bagaimanakah sikap
siswa ketika ditanya tentang nilai-nilai dan
interaksi keseharian di

moral dalam

sekolah, keluarga dan komunitasnya.

Umumnya memperlihatkankan nilai yang
baik seperti terlihat dari hasil studi di bawah
ini :

STUDENT RESPONSES (Danial;2022)

. 28,20%
hoax, bullying, heatspeech - 28,20%
L ] 17.90%
digital security guarantees ” 38,50%

participation and 12 .80%
collaboration 46,20%

li 2,607
onfine games % 48,70%
—6 40%
crowds 7,70% 1
: 7.70%
against the lov | 46,20%

eid homecoming L2S0% 43,60%

- 12,809
consiution | 55 50%

0,0020,00%;,08%,0a%,00%,06%,00%
Eno Myes

Mekanisme edukasi yang membina
sikap dan moral warga negara yang baik
Pancasila  dan

melalui  pendidikan

Kewarganegaraan yang secara formal
melalui peraturan dan perundang-undangan
yang ada. Respon siswa memperlihatkan
bahwa  keberadaan  hoax, bullying,
heatspeech .. ada dalam kehidupan mereka
dan sama-sama menolaknya. Menyetujui
jaminan hukum pemerintah terhadap

komunikasi  digital, kerjasama  dan

partisipasi ~ dalam  semua  kegiatan,

bimbingan orang tua, dan lembaga sosial
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poltik yang lebih baik, menolak tawuran

walaupun masih tetap ada di masyarakat.

SPIRIT KOMUNITAS — untuk
pengejawantahan Nilai Pancasila
Gerakan yang terjadi sejak beberapa
tahun untuk merubah perilaku sikap
pemahaman warga negara yang merosot,
tergerus, erosi, nilai-nilai  ideal,
nasionalisme dan kepedulian sosial,...
tanpa merasa takut dan canggung untuk
merubah dan merostorasi nilai-nilai
berbasis pada spirit/semangat lingkungan
mereka, kembali pada kesepahaman
Kemerosotan  nilai  moral

bersama.

kekeluargaan, tingginya  kriminalitas,
korupsi, kekerasan, ancaman, ras antar
keturuan, suku, bangsa, negara mewarnai
dalam berbagai konteks. Terjadi di berbagai
daerah, kawasan dan belahan dunia untuk
segera diakhiri. Gerakan komunitarian
berbasis nilai lingkungan untuk merostorasi
bersama, nilai-moral sosial, nilai politik.
Komunitas yang dibangun untuk membawa
suatu perubahan, mengawal gerakan
perubahan ke arah yang lebih baik.

Etzioni (1994; 20) seorang ahli
sosiologi/antropologi USA, menyebutkan
ada tiga gerakan moral komunitas yang
menarik untuk dikaji secara ilmiah,
diantaranya :

(1) Reraise our moral voice — implant it in

renewed families, cultivate it in school

and shore it up in community.

Communities themselves need some
major fixing if they are to provide the
social foundation for a life that is more
cognizant of the values we all share

(2) We examine how we can save the moral
and civil order of community from those
who would mint ever more rights but
who shy away from assuming
responsibility. Specifically we discuss
where to redraw the line between saying
“Gave me’ and asking what you can do
Sfor your community.

(3) We look critically at the political
system. That is, how did it happen that
interest groups captured so much of the
national and local  systems of
governance and what we need to do to
reenergize the public interest- the one
one that represents the community at

large.

Ajakan diskusi Etzioni tiga poin pokok
yaitu meriview/merestorasi
nilai/karakter keluarga yang hakiki,
dicangkok dan diolah sedemikian rupa
untuk pembelajaran di sekolah dan
menopangnya karakter kekeluargaan di
masyarakat. Pengunggahan kembali nilai
peran ibu dalam keluarga yang hakiki dalam
konteks sekarang untuk anak-anak, remaja
dan dewasa. Konteks jaman milenial yang
dibantu dengan media sosial perwujudan
nilai Pancasila memang berbeda antar

zaman abad 20 dan abad 21 sekarang ini,
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walau intinya sama seperti kasih sayang
ibu. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
dan keadilan dalam

berbeda

nilai demokrasi
kehidupan  sekarang, akan
konteksnya dijabarkan ketika tahun zaman
Presiden Soeharto dan zaman Presiden Joko
Widodo sekarang.

Kedua menguji dan bagaimanakah nilai
moral tatanan karakter komunitas lebih
pada tuntutan hak seseorang, dari pada
tanggung jawab dan malah menghindar
dari tanggung jawab. Penyadaran nilai-
nilai sosial masyarakat yang lebih pada hak
dari pada kewajiban. Lembaga-lembaga
sosial keluarga, lembaga agama, dan
pendidikan dapat menyuarakan
ajakan/bimbingan pada; tanggung jawab
bersama keamanan lingkungan, nilai
spontanitas ketika ada musibah kebakaran,
kecelakaan di jalanan. Nilai kebersamaan
dalam bekerja, pada pemerintah atau
lembaga, dan perusahaan swasta tidak
terlalu menuntut, lebih pada kepentingan
bersama. Nilai gotong royong yang masih
ada digerakan kembali yang partisipasinya
terus digemakan baik di kota maupun di
desa dalam berbagai kesempatan.

Ketiga melihat secara kritis ‘political
system’, apakah aspirasi, individu dan
kelompok masyarakat, saluran komunikasi
dan akomodasi sampai pada lembaga terkait
lembaga sosial, ekonomi, dan lembaga
politik. Masih ada kebebasan berpendapat
individu

maupun berkelompok,

menyuarakan haknya tidak disumbat atau
malah ditangkap yang menyuarakan hak
politiknya. ~ Adakah lembaga-lembaga
determinan atau kelompok - kelompok
kepentingan/presser group, di daerah atau
pusat pemerintahan. Apa yang diinginkan
dan  bagaimanakah  menghidupkan

kembali kepentingan public. Dan ini

merupakan salah satu  representasi
komunitas secara luas, kepentingan
umum, keamanan dan  kesehatan

masyarakat. Tempat untuk berkumpul
bersama, mengadukan nasib dan keinginan,
menyampaikan harapan dan ditanggapi
dengan sehat oleh semua pihak. Negara
menata kembali nilai yang sudah pudar
tentang ide aspirasi yang saluran, dan
lembaga-lembag komunikasi, dan

akomodasinya dari pusat sampai ke daerah,

atau sebaliknya.

Kesimpulan

Pengembangan dan pengamalan sila-
sila Pancasila dalam kehidupan dapat
dilakukan dengan baik berbasis dalam
kehidupan keluarga yang menjadi basis
utama. Ukuran keberhasilan nilan dan
moral akan teruji dalam kehidupan di
masyarakat yang amat beragam di
komunitas sosial, budaya, ekonomi, politik
dalam kancah negara dan kehidupan global.
dalam keluarga, sekolah, lembaga agama,
dan atau lembaga sosial intim lainnya.

Lembaga komunitas akan hadir biasanya
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datang dalam pemahaman dan sikap
kepeduli satu dengan yang lainnya, for one
another. Mereka saling, mulai dari tegur
sapa, hangat dengan cara dan tradisi
masing-masing kelompok.

Bagaimanakah memfungsikan
komunitas sebagai suara hati ‘ moral voise’
, moral sebagai urusan bersama, dan
masyarakat merasa takut dan berwibawa
terhadap nilai-nilai kebersamaan
komunitas. Kehadiran seseorang dalam
komunitas senantiasa memberikan warna,
menggugah kembali nilai-nilai yang hilang
atau  lupa.  Keakraban, kedekatan,
keberanian, dan pengambilan keputusan,
hak dan kewajiban sebagai warga
komunitas mengikat diri seseorang dalam
komunitas, dan seringkali dibangun dari
nilai dan moral keluarga atau sebaliknya.
Demikian juga terhadap adanya ancaman
atau paksaan sosial yang mengikat, seperti
keamanan bersama, kesepakatan bersama
dilingkungan dan kelompoknya.
Perubahan hati nurani amat esensial. Tanpa
suara moral yang lebih kuat otoritas public
terlalu terbebani dan pasar tidak berfungsi.
Tanpa pertimbangan moral, seseorang
bertindak tanpa pertimbangan satu sama

lain.
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Abstract

Pancasila Democracy in the Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
NRI 1945) describes Indonesia's unique approach to democracy. In the context of the 1945 Constitution,

Pancasila Democracy reflects the concept of democracy which is integrated with the basic values of
Pancasila, which is the ideology of the Indonesian state. The 1945 Constitution of the Republic of
Indonesia contains the democratic values of Pancasila, such as representative democracy through the
MPR, DPR and DPD, general elections, respect for human rights, freedom of association and assembly,

as well as the division of power between the executive, legislative and judiciary. Judging from its spirit
and values, the democratic system regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is
largely in accordance with Pancasila democracy. However, there is partial criticism of the democratic
system in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which is considered not in accordance with
the fourth principle of Pancasila, namely direct general elections.

Keywords: Democracy, Pancasila, Constitution, Election.

Abstrak

Demokrasi Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI
1945) menggambarkan pendekatan unik Indonesia terhadap demokrasi. Dalam konteks UUD 1945,
Demokrasi Pancasila mencerminkan konsep demokrasi yang diintegrasikan dengan nilai-nilai dasar
Pancasila, yang merupakan ideologi negara Indonesia. Dalam UUD NRI 1945 terkandung nilai-nilai
demokrasi Pancasila, seperti adanya demokrasi perwakilan melalui MPR, DPR dan DPD, adanya
Pemilihan Umum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, Kebebasan Berserikat dan berkumpul,
serta adanya pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dilihat dari semangat dan
nilai-nilainya, sistem demokrasi yang diatur dalam UUD NRI 1945 tersebut sebagian besar telah sesuai
dengan demokrasi Pancasila. Meskipun demikian, terdapat kritik parsial terhadap sistem demokrasi
dalam UUD NRI 1945 yang dinilai tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila, yakni Pemilihan Umum
yang diselenggarakan secara langsung.

Kata kunci: Demokrasi, Pancasila, UUD, Pemilu.
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Pendahuluan

Demokrasi Pancasila adalah bentuk
demokrasi yang unik dan khas bagi
Republik  Indonesia. Diakui sebagai
ideologi negara, Pancasila mengandung
nilai-nilai dasar yang mencakup Ketuhanan
Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil
dan  Beradab, Persatuan Indonesia,
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan, dan
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat
Indonesia. Sistem demokrasi ini tidak hanya
mencerminkan aspek-aspek politik, tetapi
juga merangkum keberagaman budaya,
agama, dan suku bangsa yang kaya di
Indonesia.

Pengenalan Demokrasi Pancasila di
Indonesia tidak dapat dipisahkan dari

perjalanan panjang bangsa ini menuju

kemerdekaan. Setelah melalui periode
perjuangan melawan kolonialisme,
Indonesia memproklamasikan

kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.
Sejak saat itu, negara ini telah berkomitmen
untuk membangun sistem demokrasi yang
mencerminkan nilai-nilai nasional dan
menjaga persatuan dalam keragaman.
Dalam era modern, Demokrasi
Pancasila terus mengalami transformasi dan
adaptasi menghadapi tantangan zaman.
sosial  telah

Reformasi  politik dan

memperkuat nilai-nilai demokrasi,

memberikan ruang lebih besar bagi

partisipasi masyarakat dalam pengambilan

keputusan politik dan memperkuat hak-hak

warga negara.

Sejak awal kemerdekaan sampai
dengan era reformasi demokrasi mengalami
perubahan dan corak yang berbeda. Praktek
demokrasi berdasar UUD mengalami
perkembangan demokrasi dalam tiga masa
yakni (Harjono, 2009):

1. Masa Republik Indonesia I, yaitu masa
demokrasi yang menonjol peran

parlemen serta partai-partai yang pada

masa  itu  dinamai  demokrasi
parlementer.

2. Masa Republik Indonesia II, yaitu
demokrasi terpimpin yang dalam
banyak aspek telah menyimpang dari
demokrasi konstitusional yang secara
formil merupakan landasannya dan
menunjukkan aspek demokrasi rakyat.

3. Masa Republik Indonesia III, yaitu
masa demokrasi Pancasila yang

merupakan demokrasi konstitusional

menonjolkan demokrasi presidensiil,
masa ini berakhir bersamaan dengan
jatuhnya rezim Orde Baru yang

kemudian demokrasi Indonesia
memasuki era baru yang di sebut era
reformasi, yang di awali dengan adanya
perubahan UUD 1945  dengan
menonjolkan kebebasan berpolitik yang
lebih nyata dan penguatan sistem

presidensiil
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Hari ini kita masih berada di fase
ketiga, yakni masa demokrasi Pancasila
yang dimulai sejak Era Reformasi tahun
1998. Sejarah demokrasi Pancasila di era
Reformasi  mencerminkan  perjalanan
panjang menuju penguatan demokrasi, hak
asasi manusia, dan pemberdayaan
masyarakat.

Lahirnya demokrasi Pancasila di era
Reformasi dilatarbelakangi oleh beberapa
peristiwa penting, antara lain terjadinya
krisis ekonomi dan reformasi politik (1997-
1998). Ketika itu, krisis ekonomi yang
melanda Asia pada akhir 1990-an menjadi
pemicu utama terjadinya Reformasi di
Indonesia. Protes massa dan demonstrasi
anti-pemerintah mencapai puncaknya pada
tahun 1998, mengakibatkan Soeharto
mengundurkan diri setelah 32 tahun
berkuasa.

Kemudian, amandemen Undang-
Undang Dasar dilakukan dari tahun 1999
dan mencapai puncaknya pada tahun 2002.
Amandemen  ini  bertujuan  untuk
memperkuat prinsip-prinsip demokrasi,
pemisahan kekuasaan, dan perlindungan
hak asasi manusia.

Pada  tahun 2004,

menggelar pemilihan presiden secara

Indonesia

langsung untuk pertama kalinya. Proses
pemilihan umum ini menjadi salah satu
tonggak penting dalam  menetapkan

demokrasi yang lebih matang di Indonesia.

Selain itu, sejak tahun 2004 Indonesia
juga mulai menerapkan otonomi daerah.
Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah,
pemerintah memberikan kewenangan yang
lebih besar kepada pemerintah daerah untuk
mengelola sumber daya dan urusan lokal.
Ini  bertujuan untuk  meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam pengambilan
keputusan.

Di era Reformasi juga, Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan
pada tahun 2003. KPK menjadi lembaga
kunci dalam upaya memberantas korupsi di
Indonesia. Peran KPK menunjukkan
komitmen pemerintah untuk memperkuat
tata kelola yang baik.

Di waktu yang sama, partisipasi
politik masyarakat dan kebebasan media
semakin diberi ruang. Masyarakat menjadi
lebih aktif dalam menyuarakan pendapat,
dan media memiliki peran kunci dalam
memberikan informasi dan menjalankan
fungsi pengawasan terhadap pemerintahan.

Meskipun  Indonesia  mengalami
perkembangan signifikan dalam hal sistem
demokrasi. Namun, seperti banyak negara
demokratis  lainnya, Indonesia  juga
menghadapi beberapa permasalahan yang
berkaitan dengan demokrasi. Beberapa
permasalahan yang sering menjadi sorotan
publik antara lain:

Pertama, masih ada masalah korupsi

yang signifikan di berbagai tingkatan
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pemerintahan dan sektor-sektor
masyarakat. Hal ini dapat menghambat
pembangunan dan mengurangi kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga-lembaga
demokratis. Korupsi merupakan tantangan
serius bagi demokrasi di Indonesia. Korupsi
merusak  integritas  sistem  politik,
menghambat perkembangan ekonomi, dan
menciptakan ketidaksetaraan sosial. Perlu

upaya serius untuk memberantas korupsi

dan  memperkuat integritas  dalam
kepemimpinan.
Kedua, kesenjangan sosial dan

ekonomi antara kota dan desa, serta antara
kelompok etnis, masih menjadi masalah
serius.  Ketidaksetaraan  ini  dapat
menghambat akses terhadap pendidikan,
kesehatan, dan peluang ekonomi, yang
semuanya adalah hak dasar yang penting
dalam demokrasi. Ketidaksetaraan ekonomi
dan sosial yang tinggi dapat mengancam
stabilitas sosial dan politik. Meskipun
kemajuan telah dicapai dalam mengurangi
kemiskinan, masih ada ketimpangan yang
signifikan dalam distribusi kekayaan dan
kesempatan. Upaya untuk mencapai
keadilan sosial yang diamanatkan oleh
Pancasila harus diperkuat.

Ketiga, pelanggaran Hak Asasi
Manusia (HAM). Meskipun situasinya telah
membaik, masih terdapat pelanggaran hak
asasi manusia di beberapa daerah dan
termasuk

kasus-kasus  tertentu. Ini

pelanggaran terhadap kebebasan beragama,
berpendapat, dan berserikat.

Keempat, tata kelola pemerintahan
yang buruk. Kekurangan dalam tata kelola
pemerintahan, termasuk birokrasi yang
lambat dan korupsi di berbagai tingkat
pemerintahan, dapat menghambat
kemajuan demokrasi dan pertumbuhan
ekonomi.

Kelima, radikalisme dan intoleransi.
Munculnya kelompok-kelompok radikal
dan intoleransi agama juga telah menjadi
perhatian. Ini dapat ~mempengaruhi
keberagaman dan toleransi yang merupakan
nilai penting dalam demokrasi.

Meskipun berbagai upaya terus
dilakukan oleh pemerintah, organisasi
masyarakat sipil, dan masyarakat luas untuk
mengatasi permasalahan-permasalahan
tersebut, namun implementasi demokrasi di
negeri ini masih memiliki cukup banyak
Padahal,

Indonesia saat ini

persoalan. secara  normatif

menganut  sistem
demokrasi yang tertuang dalam UUD NRI
Tahun  1945. Persoalannya  apakah
permasalahan demokrasi tersebut hanya ada
di tataran implementasi saja, ataukah juga di
tataran sistem yang diatur dalam konstitusi
Indonesia? Pertanyaan yang lebih pokok
adalah apakah sistem demokrasi yang diatur
dalam UUD NRI Tahun 1945 sudah sesuai
dengan sistem demokrasi Pancasila?
Pertanyaan ini menarik untuk dikaji secara

komprehensif.
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Pembahasan

Secara etimologi, demokrasi berasal
dari bahasa Yunani yaitu "Demos" yang
berarti rakyat dan “kratos” yang berarti
kekuasaan. Demokrasi adalah kekuasaan
yang berada ditangan rakyat. Dalam
demokrasi, pemegang kekuasaan tertinggi
berada pada rakyat. Demokrasi merujuk
kepada konsep kehidupan negara atau
masyarakat yang mana warga negara
dewasa  ikut  berpartisipasi  dalam
pemerintahan  melalui

dipilih.

wakilnya yang
Selain itu, pemerintahannya
mendorong dan menjamin kemerdekaan
berbicara, beragama, berpendapat,
berserikat, menegakkan “rule of law”,
adanya pemerintahan mayoritas yang
menghormati hak-hak kelompok minoritas,
dan masyarakat yang saling memberi
perlakuan yang sama. (Ridhuan, 2019).
Demokrasi

merupakan  konsep

pemerintahan  yang  identik  dengan
kedaulatan rakyat. Dimana dalam konsep
pemerintahan yang demokratis
menempatkan rakyat sebagai pemegang
kekuasan tertinggi dalam melaksanakan
pemerintahan suatu negara. Oleh karena itu,
rakyatlah yang menentukan dan memberi
arah dalam menyelenggarakan kehidupan
kenegaraan (Asshiddiqie, 2012).

Sebuah negara demokratis harus

memiliki empat prinsip yang menjadi

parameter,

antara lain (Wijayanti &

Prasetyoningsih, 2009):

1.

Prasetyoningsih, 2009),

Lembaga legislatif/parlemen sebagai

wakil rakyat.

Lembaga eksekutif sebagi

penyelenggara pemerintahan dalam arti

sempit.

Lembaga yudikatif sebagai tempat

pemberi putusan hukum dan keadilan

dalam pelaksanaan undangundang

Pers sebagai alat kontrol masyarakat.
Sklar

(dalam  Wijayanti &

mengemukakan

lima corak atau model demokrasi yaitu:

1.

Demokrasi liberal yaitu pemerintahan
dibatasi oleh Undang-Undang dan

pemilihan  umum  bebas  yang

diselenggarakan dalam waktu yang

ajeg.

. Demokrasi terpimpin. Para pemimpin

percaya bahwa semua tindakan mereka

di percaya rakyat tetapi menolak

pemilihan umum yang bersaing sebagai

kendaraan untuk menduduki kekuasaan.

. Demokrasi sosial adalah demokrasi

yang meletakkan pada kepedulian
keadilan soasial dan egalitarianisme
bagi persyaratan untuk memperoleh
kepercayaan politik.

Demokrasi partisipasi yang
menekankan hubungan timbal balik
antara penguasa dan yang dikuasai.
Demokrasi konstitusional menekankan
proteksi

khusus bagi kelompok-
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kelompok budaya yang menekankan
kerja sama yang erat di antara elit yang
mewakilinya bagian budaya masyarakat
utama.

Prinsip-prinsip demokrasi yang ideal

tercermin pada (Dwiyatmi, 2012):

1.

Prinsip Kedaulatan Rakyat. Dalam hal
ini rakyat adalah sumber kekuasaan
tertinggi. Hak memerintah yang
dimiliki pemerintah itu berasal dari
rakyat. Jadi dalam negara demokrasi,
rakyat  mendelegasikan  sebagian
kekuasaannya kepada para anggota
badan legislatif, pejabat eksekutif, para
hakim pelaksana kekuasaan yudikatif
untuk mengatur kehidupan bernegara.
Walaupun rakyat mendelegasikan
kekuasaannya kepada para pejabat
pemerintah namun rakyat tetap
berdaulat, karena rakyat tetap berkuasa
menentukan persoalan apa saja yang
pengambilan  keputusannya  akan
didelegasikan, kepada siapa delegasi
akan diberikan, syarat-syarat dan
mekanisme pertanggungiawaban seperti
apa yang harus dilakukan wakil rakyat,
serta berapa lama delegasi kekuasaan
itu diberikan.

Persamaan Politik. Dalam negara
demokrasi  Setiap warga negara
mempunyai kesempatan yang sama
untuk berpartisipasi dalam proses
pembuatan

keputusan politik.

Persamaan politik berarti persamaan

kesempatan  berpartisipasi,  bukan
persamaan partisipasi nyata warga
masyarakat. Tidak ada kesamaan
tingkat partisipasi warga negara dalam
kehidupan demokrasi. Karena
kemampuan dan kemauan warga negara
dalam  memanfaatkan  kesempatan
berpartisipasi politik itu berbeda satu
dengan yang lainnya. Asalkan setiap
warga negara memiliki kesempatan
sama berpatisipasi sesuai dengan
kehendak dan kemampuannya maka
prinsip  persamaan  politikk telah

terpenuhi.

. Konsultasi Kepada Rakyat. Prinsip ini

juga merupakan konsekuensi logis dari
prinsip kedulatan rakyat. Jika pejabat
pemerintah hanya mengikuti
kehendaknya sendiri bukan kehendak
rakyat, atau jika mereka dapat
melakukan hal semacam itu tanpa
merasa takut kehilangan jabatannya,
maka sesungguhnya yang berdaulat
adalah para pejabat itu sendiri bukan
rakyat. Agar prinsip ini berjalan maka
harus ada mekanisme kelembagaan agar
para  pejabat  pemerintah  dapat
mengetahui kebijakan-kebijakan apa

yang diharapkan oleh rakyat. Setelah
kebijakan yang sesuai kehendak rakyat

ditetapkan pemerintah wajib
melaksanakannya secara
bertanggungjawab.
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4. Majority Rule dan Minority Right.
Dalam demokrasi berlaku prinsip
Majority Rule, artinya bahwa keputusan
pemerintah tidak boleh bertentangan
dengan kehendak mayoritas rakyat. Jika
rakyat tidak sependapat mengenai
masalah tertentu maka pemerintah harus
bertindak sesuai dengan kehendak
terbesar, bukan yang terkecil dari
rakyat. Walaupun dalam demokrasi
kemampuan mayoritas akhirnya harus
menang, tetapi demokrasi tidak sama
dengan pemerintahan menurut

kehendak  mayoritas.  Keputusan

mayoritas hanya diambil setelah kaum

minoritas didengar dan

dipertimbangkan aspirasinya. Dengan

demikian keputusan yang diambil tidak

boleh  mengabaikan  kepentingan
minoritas. Hal inilah dimaksud dengan
Prinsip Minority Right. Mayoritas
berhak mengambil keputusan, namun
wajib mengingat bahwa minoritas
adalah juga bagian dari rakyat, yang
harus  dipertimbangkan hak dan
aspirasinya.

Adapun prinsip-prinsip dalam negara
demokrasi antara lain sebagai berikut
(Andana dkk, 2018):

1. Pemerintahan berdasarkan konstitusi.

2. Adanya Pemilu yang bebas, jujur, dan
adil.

3. Adanya jaminan Hak Asasi Manusia

(HAM).

4. Adanya persamaan kedudukan di depan
hukum.

5. Adanya peradilan yang bebas dan tidak

memihak.

6. Adanya kebebasan
berserikat/berorganisasi dan
berpendapat.

7. Adanya kebebasan pers atau media
massa.

Sejak merdeka, Indonesia pernah
mengalami beberapa ragam demokrasi,
seperti Demokrasi Parlementer (1945-
1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1965),
Demokrasi Pancasila Era Orde Baru (1966-
1998), hingga Demokrasi Pancasila sejak
Era Reformasi hingga hari ini (Andana dkk,
2018).

Sebagai  sistem  pemerintahan,
demokrasi mengembangkan transparansi,
toleransi, kedamaian, keteraturan dan
sebagai way of life. Demokrasi menjunjung
nilai-nilai persamaan, kebebasan,
partisipasi dalam menentukan kebijakan
negara. Demokrasi adalah nuansanya
budaya, oleh karenanya budaya Barat yang
berintikan, pada  basis  kesadaran
identitasnya adalah monism (individualis),
sekuler, antroposentris, yang pada
gilirannya melahirkan sistem demokrasi
liberal tentu akan berbeda dengan Indonesia
(demokrasi Pancasila), dimana budayanya
berbasiskan pada kesadaran identitas

monopluralisme.
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Oleh karena itu, demokrasi Pancasila
adalah demokrasi yang merujuk kepada
basis kesadaran identitas bangsa Indonesia,
yang tidak semata-mata rational tetapi juga
religious, yang tidak hanya mementingkan
kepentingan individu melainkan juga
social, yang tidak hanya bersifat kuatitatif
melainkan juga kualitatif. (Tjarsono, 2013).

Demokrasi Pancasila adalah
demokrasi yang pelaksanaannya
mengutamakan asas musyawarah
mufakat untuk kepentingan bersama

(seluruh rakyat). Bangsa Indonesia adalah
bangsa berideologi Pancasila, oleh karena
itu setiap nilai-nilai sila harus dapat
diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara (baik negara dan
warganegara). Pengertian-pengertian

demokrasi Pancasila ~ antara  lain

(Yusdiyanto, 2016):

1. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi
yang  berdasarkan  pada  asas
kekeluargaan ~ dan  gotong-royong

yang ditujukan demi kesejahteraan

rakyat, yang mengandung unsur-

unsur berkesadaran religius, yang
berdasarkan kebenaran, kecintaan dan
budi pekerti luhur, berkepribadian
Indonesia dan berkesinambungan.

2. Dalam demokrasi Pancasila, sistem

dilakukan

pengorganisasian  negara

oleh rakyat sendiri atau dengan

persetujuan rakyat.

3. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan
individu tidaklah bersifat mutlak, tetapi
harus diselaraskan atau disesuaikan

dengan tanggung jawab sosial.

4. Dalam demokrasi Pancasila,
keuniversalan  cita-cita ~ demokrasi
dipadukan dengan cita-cita  hidup

bangsa Indonesia yang dijiwai oleh
semangat kekeluargaan, sehingga tidak
ada dominasi mayoritas atau minoritas.
Sistem demokrasi Pancasila dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
mencerminkan pendekatan unik Indonesia
terhadap demokrasi. Di bawah UUD NRI
1945, demokrasi

Pancasila

diimplementasikan ~ melalui  sejumlah

prinsip dan ketentuan yang mencakup nilai-

nilai Pancasila, yakni:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa: Prinsip ini
mencerminkan keberagaman agama di
Indonesia dan menjamin kebebasan
beragama bagi seluruh warga negara.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab:
Sistem hukum dan kebijakan didasarkan
pada nilai-nilai kemanusiaan yang adil
dan beradab, melindungi hak-hak dasar
setiap individu.

3. Persatuan Indonesia: Mempromosikan
persatuan dan kesatuan nasional di
tengah-tengah  keberagaman  suku,
budaya, dan bahasa di Indonesia.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat

Kebijaksanaan dalam



Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia | 75

Permusyawaratan/Perwakilan: ~ Sistem

demokrasi  Pancasila  menerapkan

prinsip musyawarah dan perwakilan.

Rakyat memiliki hak suara dalam

pemilihan umum untuk memilih wakil-

wakilnya di  berbagai tingkatan
pemerintahan.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat
Indonesia: ~ Demokrasi  Pancasila
menekankan  pentingnya mencapai
keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Prinsip ini mencakup  distribusi
kekayaan dan kesempatan yang adil,
serta perlindungan terhadap masyarakat
yang kurang beruntung.

Selain itu, UUD NRI 1945 mengatur
sistem pemerintahan Indonesia  yang
melibatkan  eksekutif, legislatif, dan
yudikatif. Presiden sebagai kepala negara
dan pemerintahan adalah pemimpin
tertinggi yang dipilih melalui pemilihan
umum. UUD NRI 1945 juga mengakui
partai politik sebagai pilar demokrasi.
Partai-partai politik memiliki peran penting
dalam sistem perwakilan rakyat dan
pembentukan pemerintahan. UUD NRI
1945 juga memberikan perlindungan
terhadap Hak Asasi Manusia. Hak-hak
dasar dan kebebasan individu dijamin dan
dilindungi oleh UUD NRI 1945, mencakup
hak berpendapat, berorganisasi, beragama,
dan hak-hak lainnya.

UUD NRI 1945 yang merupakan

konstitusi tertulis di Indonesia dan juga

merupakan refleksi dari cita-cita hukum
bangsa Indonesia, secara eksplisit telah
menggariskan beberapa prinsip dasar, di
antaranya prinsip demokrasi. Prinsip
tersebut, termaktup dalam Pasal 1 ayat
(2) UUD 1945, dijelaskan  bahwa:
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang
Dasar”. Dengan demikian, maka dapat
dikatakan, dalam UUD1945 tersebut secara
tegas mendasar pada pemerintahan
demokrasi karena pemerintahan tersebut
dalam pelaksanaannya bersandar pada
kedaulatan rakyat (Iswari, 2020).

Sejatinya, demokrasi  Pancasila
merupakan konsep demokrasi yang unik
dan khas bagi negara Indonesia. Sebagai
negara kepulauan dengan beragam suku,
budaya, dan agama, Indonesia memandang
demokrasi sebagai sistem pemerintahan
yang harus sejalan dengan nilai-nilai
Pancasila, dasar negara yang

mencerminkan keberagaman dan keadilan.

Demokrasi  Pancasila merupakan
sistem pemerintahan di Indonesia yang
menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi
dengan nilai-nilai  Pancasila, yaitu
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan
yang Adil dan Beradab, Persatuan
Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh
Hikmat Kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/Perwakilan, dan
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Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat
Indonesia.

Dalam konteks ini, sistem demokrasi
di Indonesia diatur sedemikian rupa
sehingga selaras dengan nilai-nilai dasar
tersebut. Sistem ini menekankan pada
penghormatan

terhadap  keberagaman

agama, budaya, suku, dan pandangan

politik ~ dalam  proses  pengambilan
keputusan yang melibatkan partisipasi aktif
rakyat.

Demokrasi  Pancasila merupakan

demokrasi yang didasarkan pada asas
kekeluargaan dan kegotongroyongan yang
ditujukan kepada kesejahteraan rakyat,
yang mengandung unsur-unsur
berkesadaran religius, kebenaran, kecintaan
dan budi pekerti luhur, berkepribadian
Indonesia dan berkesinambungan. Dalam
demokrasi Pancasila, sistem
pengorganisasian negara dilakukan oleh
rakyat sendiri atau dengan persetujuan
rakyat. Kebebasan individu dalam
demokrasi pancasila tidak bersifat mutlak,
tetapi harus diselaraskan dengan tanggung
jawab sosial.

Demokrasi Pancasila pada hakikatnya
merupakan  norma  yang  mengatur
penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan
penyelenggaraan pemerintahan negara,
dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial
budaya, dan pertahanan keamanan, bagi
setiap warga negara Republik Indonesia,
kekuatan  sosial

organisasi politik,

organisasi kemasyarakatan, dan lembaga

kemasyarakatan lainnya serta lembaga-

lembaga negara baik di pusat maupun di

daerah.

Menurut Mohammad Hatta (1998),
demokrasi Pancasila memiliki beberapa
pengertian sebagai berikut:

1. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi
yang berdasarkan kekeluargaan dan
gotong-royong yang ditujukan kepada
kesejahteraan rakyat, yang mengandung
unsur-unsur  berkesadaran  religius,
berdasarkan kebenaran, kecintaan dan
budi pekerti luhur, berkepribadian
Indonesia dan berkesinambungan.

2. Dalam demokrasi Pancasila, sistem
pengorganisasian negara dilakukan oleh
rakyat sendiri atau dengan persetujuan
rakyat.

3. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan

individu tidak bersifat mutlak, tetapi

harus diselaraskan dengan tanggung

jawab sosial.

4. Dalam demokrasi Pancasila,
keuniversalan  cita-cita ~ demokrasi
dipadukan dengan cita-cita hidup

bangsa Indonesia yang dijiwai oleh
semangat kekeluargaan, sehingga tidak
ada dominasi mayoritas atau minoritas.
Demokasi Pancasila juga memiliki
prinsip-prinsip yang berlaku, antara lain
(Asshiddigie, 2011):
1. Kebebasan atau

persamaan

(Freedom/Equality).
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Kebebasan/persamaan adalah  dasar
demokrasi.  Kebebasan  dianggap
sebagai sarana mencapai kemajuan dan
memberikan hasil maksimal dari usaha
orang tanpa pembatasan dari penguasa.
Dengan prinsip persamaan semua orang
dianggap sama, tanpa dibedabedakan
dan memperoleh akses dan kesempatan
bersama untuk mengembangkan diri
sesuai dengan potensinya. Kebebasan
yang dikandung dalam demokrasi
Pancasila ini tidak berarti Free Fight
Liberalism yang tumbuh di Barat, tapi
kebebasan yang tidak mengganggu hak
dan kebebasan orang lain.

. Kedaulatan Rakyat (people’s
Sovereignty). Dengan konsep
kedaulatan rakyat, hakikat kebijakan
yang dibuat adalah kehendak rakyat dan
untuk kepentingan rakyat. Mekanisme
semacam ini akan mencapai dua hal;
yaitu, kemungkinan terjadinya
penyalahgunaan kekuasaan sangatlah
kecil, dan kepentingan rakyat dalam
tugas-tugas pemerintahan lebih
terjamin. Perwujudan lain dari konsep
kedaulatan adalah adanya pengawasan
oleh rakyat. Pengawasan dilakukan
karena demokrasi tidak mempercayai
kebaikan hati penguasa.

. Pemerintahan yang terbuka dan
bertanggung jawab yang memiliki
prinsip-prinsip: a) Dewan Perwakilan

Rakyat yang representatif. b) Badan

kehakiman/peradilan yang bebas dan
merdeka. c) Pers yang bebas, d) Prinsip
Negara hukum, e) Sistem dwi partai
atau multi partai. f) Pemilihan umum
yang demokratis. g) Prinsip mayoritas.
h) Jaminan akan hak-hak dasar dan hak-
hak minoritas.

Akan tetapi, Demokrasi Pancasila
bukanlah sekadar ideologi atau sistem
pemerintahan formal, melainkan juga
sebuah  landasan  bagi  kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di
Indonesia. Demokrasi Pancasila tercermin
dalam praktek kehidupan sehari-hari di
berbagai bidang, antara lain sebagai berikut:
1. Bidang Pendidikan

Demokrasi Pancasila diterapkan dalam
sistem pendidikan yang inklusif dan
merata. Setiap warga negara memiliki
hak untuk mendapatkan pendidikan
yang berkualitas tanpa diskriminasi.
Kebebasan berpendapat dan
mendapatkan pengetahuan dari
berbagai perspektif dihargai,
menciptakan masyarakat yang terdidik

dan berpikiran terbuka.

2. Bidang Ekonomi
Prinsip keadilan sosial dalam demokrasi
Pancasila tercermin dalam kebijakan
ekonomi yang berorientasi pada
kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk
mengurangi  kesenjangan  ekonomi,

memberdayakan sektor ekonomi mikro
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dan kecil, serta melibatkan masyarakat
dalam proses pembangunan ekonomi
adalah

implementasi dari  prinsip-

prinsip Pancasila.

. Pemerintahan Lokal dan Otonomi

Daerah

Konsep persatuan Indonesia dalam
bhinneka tunggal ika (berbeda-beda
tetapi satu) tercermin dalam kebijakan
otonomi daerah. Setiap daerah memiliki
kebebasan untuk mengelola sumber
daya dan mengambil keputusan yang

sesuai dengan kebutuhan lokal, sambil

tetap  mempertahankan  kesatuan
nasional.

. Partisipasi Politik

Demokrasi  Pancasila ~ mendorong

partisipasi aktif warga negara dalam
proses politik. Pemilihan umum dan
kebebasan berorganisasi memberikan
warga negara kesempatan untuk turut
serta dalam menentukan arah negara.
Partisipasi ini merupakan salah satu
pilar  utama

dalam  membangun

demokrasi yang kuat.

. Hak Asasi Manusia

Prinsip kemanusiaan yang adil dan
beradab menuntut perlindungan hak
asasi manusia (HAM). Melalui lembaga
seperti Komisi Nasional Hak Asasi

Manusia (Komnas HAM), demokrasi

Pancasila bekerja untuk memastikan
setiap individu memiliki hak yang sama
di mata hukum dan kehidupan sehari-

hari.

6. Media dan Kebebasan Berekspresi
Kebebasan berpendapat dan berbicara
dijamin oleh demokrasi Pancasila.
Media yang independen memegang
peran penting dalam menyuarakan
berbagai pandangan dan mengawasi
pemerintah, menciptakan lingkungan

informasi yang sehat dan beragam.

7. Kebudayaan dan Agama
Keanekaragaman budaya dan agama di
Indonesia tercermin dalam pengakuan
Pancasila terhadap hak setiap warga
negara untuk menjalankan keyakinan

Pancasila

agamanya.  Demokrasi

mempromosikan toleransi dan

menghormati perbedaan dalam

kehidupan beragama.
demokrasi

Selain  implementasi

Pancasila di bidang-bidang tersebut,
pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana
implementasi demokrasi Pancasila dalam
praktek ketatanegaraan? Dalam hal ini,
praktek ketatanegaraan Indonesia dapat
dilihat melalui berbagai aspek dalam sistem
pemerintahan dan kebijakan publik. Berikut

adalah beberapa hal yang mencerminkan
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implementasi demokrasi Pancasila dalam

ketatanegaraan Indonesia:

1.

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD
1945)

UUD 1945 sebagai dasar hukum negara
Indonesia menegaskan komitmen pada
nilai-nilai Pancasila. Amandemen UUD
1945 telah memasukkan prinsip-prinsip
demokrasi, hak asasi manusia, dan
keadilan sosial, mencerminkan

semangat demokrasi Pancasila dalam

konstitusi negara.

Pemilihan Umum

Sistem pemilihan umum (Pemilu)
adalah  salah satu  implementasi
demokrasi Pancasila di tingkat nasional.
Rakyat memiliki hak untuk memilih
perwakilan mereka di DPR (Dewan
Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan
Perwakilan Daerah), dan presiden
secara langsung. Pemilu secara teratur
diselenggarakan ~ sebagai  bentuk
partisipasi langsung warga negara

dalam menentukan arah negara.

Kedaulatan Rakyat dan Perwakilan
Prinsip demokrasi Pancasila
menekankan pada kedaulatan rakyat. Ini
tercermin dalam konsep perwakilan di
parlemen, di mana anggota parlemen
yang dipilih oleh rakyat diharapkan
untuk  mewakili  aspirasi  dan

kepentingan masyarakat.

4. Pemerintahan Lokal dan Otonomi

Daerah

Sistem otonomi daerah memberikan
kesempatan kepada daerah untuk
mengelola pemerintahannya sendiri
sesuai  dengan  kebutuhan  dan
karakteristik lokal, sambil tetap dalam
kerangka ideologi Pancasila. Hal ini
mendukung prinsip persatuan dalam

keberagaman.

. Trias Politika

Demokrasi ~ Pancasila  diterapkan
melalui pemisahan kekuasaan antara
eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang
dikenal sebagai trias politika. Masing-
masing lembaga memiliki peran dan
fungsi  yang  jelas, = mencegah

penyalahgunaan kekuasaan.

. Kebebasan Pers dan Media

Kebebasan pers dan media merupakan
aspek penting dalam  demokrasi
Pancasila. Media yang bebas dan
independen memainkan peran kunci
dalam memberikan informasi,
memantau pemerintah, dan membentuk

opini publik.

. Partisipasi Masyarakat Sipil

Demokrasi  Pancasila ~ mendorong
partisipasi aktif masyarakat sipil dalam

pembuatan kebijakan dan pengawasan
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pemerintah. Berbagai organisasi non-
pemerintah (NGO) dan lembaga
masyarakat berperan dalam memastikan
suara masyarakat didengar.

Melalui implementasi demokrasi
Pancasila dalam praktek ketatanegaraan,
Indonesia berusaha membangun sistem
yang inklusif, adil, dan mampu memenuhi
kebutuhan serta hak-hak setiap warganya.
Terus Dberlangsungnya reformasi dan
perbaikan sistem menjadi bagian integral
dari upaya menuju masyarakat yang lebih
demokratis dan berkeadilan.

Meskipun  nilai-nilai ~ Pancasila
menjadi landasan utama sistem demokrasi
di Indonesia, aplikasinya dapat bervariasi
dan berkembang seiring waktu melalui
berbagai undang-undang, peraturan, dan
kebijakan yang disusun oleh pemerintah
dan lembaga-lembaga terkait.

Keselarasan Demokrasi dengan Nilai-
Nilai Pancasila antara lain sebagai berikut:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa: Demokrasi

Pancasila menghormati keberagaman
agama dan keyakinan di Indonesia.
Kebebasan beragama dan berkeyakinan
dijamin, yang mencerminkan prinsip
ini.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab:
Pemerintah  Indonesia  bertanggung
jawab untuk memastikan keadilan
sosial, mengurangi kesenjangan sosial,
hidup

dan meningkatkan kualitas

rakyat. Program-program sosial dan

ekonomi dijalankan untuk mencapai

tujuan ini.
3. Persatuan  Indonesia: ~ Demokrasi
Pancasila mengutamakan persatuan dan
kesatuan bangsa. Praktik demokrasi di
Indonesia mendukung kerjasama antar
suku, agama, dan budaya untuk
membangun negara yang kokoh dan

bersatu.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat

Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan: ~ Sistem
perwakilan  dalam  pemerintahan

menggambarkan prinsip ini. Rakyat
memiliki hak untuk memilih wakil-
wakil mereka dalam lembaga legislatif
dan eksekutif, yang bertugas mewakili
kepentingan rakyat.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat
Indonesia: Prinsip ini tercermin dalam
upaya pemerintah untuk memberantas
kemiskinan, meningkatkan pendidikan,
dan  memastikan akses layanan
kesehatan yang merata bagi seluruh
rakyat Indonesia.

Ada beberapa sendi-sendi pokok dari
sistem politik demokrasi di Indonesia, yaitu
sebagai berikut (Andana dkk, 2018):

1. Ide kedaulatan rakyat Bahwa yang
berdaulat di Negara demokrasi adalah
rakyat. Ide ini menjadi gagasan pokok
dari demokrasi. Tercermin pada Pasal 1
ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

yang berbunyi “Kedaulatan di tangan
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rakyat dan dilakukan menurut ketentuan
UUD”. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang
Dasar 1945 yang berbunyi “Negara
Indonesia adalah Negara kesatuan yang
berbentuk Republik”.

. Negara berdasar atas hukum. Negara
demokrasi adalah Negara hukum.
Negara hukum Indonesia menganut
hukum dalam arti materil (luas) untuk
mencapai tujuan nasional. Tercermin
pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang
Dasar 1945 yang berbunyi “Negara
Indonesia adalah Negara hukum”.

. Bentuk republik. Negara di bentuk
untuk  memmperjuangkan realisasi
kepentingan umum (Republika). Negara
Indonesia berbentuk Republik yang
nemperjuangkan kepentingan umum.
Tercermin pada pasal 1 ayat (1)
Undang-Undang Dasar 1945 yang
berbunyi “Negara Indonesia adalah
Negara kesatuan yang berbentuk

Republik”

. Pemerintahan berdasarkan konstitusi.

Penyelenggaraan pemerintahan

menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan dan berlandaskan
konsitususi atau Undang-Undang Dasar
1945 yang demokratis. Tercermin
dalam 4 ayat (1) UndangUndang Dasar
1945, bahwa “presiden Republik
Indonesia  memegang  kekuasaan
pemerintahan menurut Undang-Undang

Dasar 1945”

5. Pemerintahan yang bertanggung jawab
Pemerintah  selaku  penyelenggara
Negara merupakan pemerintah yang
bertanggung jawab segala tindakanya.
Berdasarkan  demokrasi  Pancasila,
pemerintah  kebawah  bertanggung
jawab kepada rakyat dan keatas
bertanggung jawab secara moral kepada
Tuhan Yang Maha Esa.

6. Sistem perwakilan. Pada dasarnya,
pemerintah menjalankan amanat rakyat
untuk menyelenggarakan pemerintahan.
Demokrasi yang dijalankan adalah
demokrasi  perwakilan atau tidak
langsung. Para wakil rakyat dipilih
melalui pemilu.

7. Sistem  pemerintahan  presidensil.
Presiden adalah penyelenggara Negara
tertinggi, presiden adalah kepala Negara
sekaligus kepala pemerintahan.

Sistem ketatanegaraan yang dianut
oleh Undang-Undang Dasar 1945 adalah
negara demokrasi konstitusional, dengan
menganut asas demokrasi Pancasila. Dalam
aktualisasinya, =~ Demokrasi ~ Pancasila
didasarkan pada Pembukaan Undang
Undang Dasar 45 alinea ke 4, yaitu
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan, yang mengandung semangat
ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan
yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,

dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia.
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Sila ke-4 Pancasila mengandung
makna bahwa yang dikedapankan adalah

prinsip bermusyawarah untuk mufakat

melalui  wakil-wakilnya dan  badan-
badan perwakilan dalam
memperjuangkan ~ mandat rakyat. Bila

dicermati, arti dan makna Sila ke-4 sebagai

berikut (Yusdiyanto, 2016):

1. Hakikat sila ini adalah demokrasi,
yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh
rakyat, dan untuk rakyat.

2. Pemusyawaratan, yaitumembuat

putusan secara bulat, dengan dilakukan

secara bersamamelalui jalan
kebikjasanaan.

3. Melaksanakan keputusan berdasarkan
kejujuran.Keputusan ~ secara  bulat

sehingga  membawa  konsekuensi

kejujuran  bersama. Nilai identitas
adalah permusyawaratan.
4. Terkandung asas  kerakyatan, yaitu

rasa  kecintaan terhadap rakyat,
memperjuangkan cita-cita rakyat, dan
memiliki  jiwa  kerakyatan. Asas
musyawarah untuk mufakat, yaitu
yang memperhatikan dan menghargai
aspirasi seluruh rakyat melalui forum
permusyawaratan, menghargai
perbedaan, mengedepankan
kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Pernyataan yang

hikmat

dipimpin  oleh
kebijaksanaan adalah pemimpin
rasional, cerdas,

yang berakal schat,

terampil, berhati-nurani, arif, bijaksana,

jujur, adil, dan seterusnya.Jadi, pemimpin
yang hikmat-kebijaksanaan itu mengarah
pada pemimpin yang profesional
(hikmat) melalui tatanan dan tuntunan
permusyawaratan/perwakilan.  Tegasnya,

sila ~ keempat  merupakan sistem
demokrasi-perwakilan yang dipimpin oleh
orang-orang yang profesional-
berintergritas melalui sistem musyawarah
(government by discussion).

Demokrasi Pancasila juga diartikan
sebagai demokrasi yang dihayati oleh
bangsa dan negara Indonesia yang dijiwai
dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur
Pancasila. Dalam menganut asas demokrasi
Pancasila, sistem pengorganisasian negara
dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan
persetujuan rakyat, dimana keluhuran
manusia sebagai makhluk Tuhan dalam
bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan
pertahanan keamanan diakui, ditaati dan
dijamin atas dasar kenegaraan Pancasila.

Pemerintah berdasarkan atas
demokrasi konstitusional tidak bersifat
absolutisme  (kekuasaan yang tidak
terbatas). Konstitusi di sini diartikan dalam
arti luas, sebagai living constitution, baik
yang tertulis yang disebut Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, maupun hukum dasar yang tidak
tertulis (konvensi), seperti aturanaturan
dasar yang timbul dan terpelihara dalam
praktek penyelenggaraan negara meskipun

tidak tertulis (Yunus, 2015).
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Sistem demokrasi yang diatur dalam
UUD NRI Tahun 1945 Republik Indonesia
menggambarkan negara demokratis yang
diatur oleh azas-azas demokrasi yang
umumnya diakui. UUD NRI Tahun 1945
mengatur  sistem  pemerintahan  yang
berdasarkan  prinsip-prinsip demokrasi
perwakilan, dengan ketentuan-ketentuan
mengenai pemilihan umum, hak asasi
manusia, dan kebebasan berserikat serta
berpendapat.

Berikut adalah beberapa poin penting
dalam sistem demokrasi yang diatur dalam
UUD NRI Tahun 1945:

1. Demokrasi Perwakilan

UUD NRI Tahun 1945 menyatakan
bahwa kekuasaan negara dijalankan
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR) sebagai lembaga tertinggi
negara yang mewakili rakyat Indonesia.
MPR terdiri dari Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan
Daerah (DPD). Anggota DPR dipilih
melalui pemilihan umum, sementara
anggota DPD merupakan perwakilan
dari setiap provinsi di Indonesia.

MPR adalah lembaga tertinggi negara
yang menjalankan fungsi legislatif dan
pemilihan presiden. MPR terdiri dari
dua kamar, yaitu Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan
Daerah (DPD). Anggota DPR dipilih
melalui pemilihan umum dan mewakili

rakyat. Mereka bertugas membuat

undang-undang dan mengawasi kinerja
pemerintah. Adapun anggota DPD
berasal dari setiap provinsi dan mereka
memiliki tugas-tugas yang berkaitan
dengan  otonomi daerah dan
pengawasan  terhadap  kebijakan
pemerintah pusat yang berkaitan dengan

otonomi daerah.

2. Pemilihan Umum
Pemilihan umum diatur dalam UUD
NRI Tahun 1945 sebagai mekanisme
untuk memilih anggota DPR dan
presiden. Hak pilih dijamin untuk setiap
warga negara Indonesia yang telah

memenuhi syarat usia.

3. Hak Asasi Manusia
UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak
asasi manusia bagi setiap warga negara,
termasuk hak atas kebebasan beragama,

berpendapat, berserikat, dan berkumpul.

4. Kebebasan Berserikat dan Berkumpul
Warga negara dijamin kebebasan untuk
membentuk organisasi, termasuk partai
politik, serikat buruh, dan organisasi
kemasyarakatan lainnya. Mereka juga
memiliki hak untuk mengadakan

pertemuan dan unjuk rasa secara damai.

5. Pembagian Kekuasaan
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UUD NRI Tahun 1945 mengatur
pembagian kekuasaan antara eksekutif,
legislatif, dan yudikatif, menciptakan
sistem pemerintahan yang berdasarkan
prinsip checks and balances.

Jika dilihat dari semangat dan nilai-
nilainya, sistem demokrasi yang diatur
dalam UUD NRI Tahun 1945 di Indonesia
sesuai

sebagian Dbesar telah

demokrasi Pancasila. Meskipun UUD NRI

dengan

1945 telah mengalami beberapa perubahan,
tetapi  prinsip-prinsip dasarnya yang
mencakup demokrasi, supremasi hukum,
dan pengakuan terhadap keberagaman
masih tetap berlaku. Sistem demokrasi yang
diatur dalam UUD 1945 sejalan dengan
nilai-nilai  Pancasila, yang mencakup
persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial.
Berikut ini adalah beberapa poin
penting yang menunjukkan kesesuaian
antara sistem demokrasi dalam UUD NRI
Tahun 1945 dengan nilai-nilai Pancasila:
1. Demokrasi dan Keadilan: UUD 1945
memberikan  dasar  bagi  sistem
pemerintahan demokratis di Indonesia.
Hal ini sejalan dengan prinsip
"Kerakyatan yang Dipimpin oleh
Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan"
Pancasila. Rakyat memiliki hak untuk
memilih wakil-wakil mereka dalam
lembaga-lembaga pemerintahan,
termasuk  presiden dan anggota

legislatif.

2. Persatuan dan Kesatuan: UUD 1945
menggarisbawahi ~ persatuan  dan

kesatuan  Indonesia.  Prinsip  ini

mencerminkan nilai "Persatuan
Indonesia" dalam Pancasila, yang

menekankan  pentingnya  menjaga
persatuan dalam keberagaman.

3. Keadilan Sosial: UUD 1945 juga
mengandung prinsip-prinsip keadilan
sosial. Meskipun tidak secara rinci
menjelaskan
sosial, UUD 1945 memberikan dasar

untuk

aspek-aspek  keadilan

kebijakan-kebijakan  yang
mendukung keadilan sosial, termasuk
dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan
kesehatan.

4. Ketuhanan Yang Maha Esa: Meskipun
tidak secara langsung diatur dalam
UUD 1945, prinsip ini tercermin dalam
hak  kebebasan  beragama  dan

berkeyakinan yang dijamin oleh

konstitusi, menunjukkan pengakuan
terhadap  keberagaman  keyakinan
agama di Indonesia.

Meskipun sistem demokrasi yang
diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 di
Indonesia sebagian besar telah sesuai
dengan demokrasi Pancasila, namun ada
beberapa kritik dan masukan khusus terkait
dengan Pemilihan Umum (Pemilu) yang
diselenggarakan

(2018) menyebutkan

secara langsung. Al

Hidayat bahwa
pemilihan umum presiden dan wakil

presdien di Indonesia sebagaimana dalam
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Pasal 6A UUD 1945 tidak sesuai dengan
nilai-nilai yang terdapat dalam demokrasi
pancasila yang mengedepankan
musyawarah mufakat. Hal  ini  dapat
diinterpretasikan bahwa, ada
ketidaksesuaian ~ antara  aturan-aturan
normatif  terkait  pemilihan  umum
presiden dan wakil presiden baik yang
terdapat dalam UUD 1945 maupun
peraturan perundang-undangan yang lebih
rendah dengan tataran filosofisnya yaitu
pancasila sebagai dasar negara, berdasarkan
kondisi tersebut dapat disimpulkan pada
saat ini, keberadaan pancasila sebagai
dasar negara Indonesia sudah bergeser
fungsi dan kedudukannya.

Dalam konteks Demokrasi Pancasila,
Pemilu langsung memang seringkali dilihat
sebagai kurang sesuai dengan Sila
Keempat. Hal ini karena dalam pemilihan
umum langsung, warga negara memilih
pemimpin atau wakil langsung, tanpa
melalui  proses  musyawarah  atau
perwakilan  yang  lebih  mendalam,
sebagaimana diamanatkan oleh Sila
Keempat Pancasila.

Sila Keempat menekankan pada
konsep "musyawarah" atau "perwakilan"
dalam pengambilan keputusan. Artinya,
kebijakan dan keputusan sebaiknya diambil
melalui proses perundingan yang mendalam
dan musyawarah antara para pemimpin dan

rakyat, mencakup berbagai elemen

masyarakat. Namun, pemilihan umum

langsung lebih menekankan pada hak suara
langsung warga negara tanpa proses
musyawarah yang mendalam.

Meskipun demikian, bukan berarti
sistem demokrasi tidak langsung tidak
memiliki kekurangan, pada rezim orde baru
periode 1965-1998 Indonesia pernah
menerapkan  sistem demokrasi tidak
langsung yang mana pada masa itu
merupakan demokrasi konstitusional yang
mengedepankan  sistem  presidensial.
Dalam pelaksanaannya, presiden memiliki
kekuatan yang sangat besar bahkan
legislatif dapat dikuasai oeh presiden,
legislatif hanya menjadi stempel dari
kebijakan presiden, di samping itu adanya
politik  transaksional antara pemerintah
dengan legislatif sehingga melahirkan
kebijakan yang tidak partisipatif.

Selain Pemilu langsung, masih ada
beberapa isu yang dapat dijadikan sebagai
catatan dan masukan terhadap UUD NRI
1945. Pertama adamya Keterbatasan
Keterwakilan dalam Perwakilan Rakyat.
Dalam hal ini, jumlah wakil rakyat dalam
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) relatif
kecil jika dibandingkan dengan jumlah
penduduk Indonesia yang besar. Sehingga,
beberapa kritikus berpendapat bahwa
representasi rakyat dalam DPR mungkin
tidak cukup mendalam atau mencerminkan
keragaman dan keberagaman masyarakat

Indonesia dengan benar.
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Kedua, sistem pemilihan umum di
Indonesia cenderung memperkuat posisi
partai politik daripada calon individu.
Sistem ini dapat mengarah pada kurangnya
keterwakilan ~ bagi  individu-individu
independen dan kelompok minoritas, yang
dapat merugikan prinsip keberagaman
dalam konteks Pancasila.

Demokrasi di Indonesia terus
berkembang sesuai dengan tuntutan zaman
Perubahan

dan aspirasi masyarakat.

konstitusi dan peraturan perundang-
undangan lainnya juga dapat terjadi untuk
memperkuat dan menyempurnakan sistem
demokrasi yang telah ada, tetapi tetap
dengan menjunjung tinggi nilai-nilai
Pancasila sebagai landasan utamanya.
Menurut Bolo (2018), Demokrasi

Pancasila tidak berisi petunjuk praktis

operasional  pengelolaan hidup bersama
atau pengelolaan negara. Demokrasi
Pancasila merupakan  prinsip  dasar,
falsafah,  weltanschauung  bagaimana
bangunan demokrasi  ditata dalam
keseharian.  Pada titik ini demokrasi
Pancasila bukanlah sebuah diskursus

tertutup, melainkan adalah suatu wacana
terbuka yang perlu diterjemahkan ke dalam
praksis. Demokrasi Pancasila, sebagaimana
demokrasi  pada  umumnya, tetap
berpegang pada ciri-ciri pokok demokrasi
seperti pembagian kekuasaan, kebebasan,

pers yang independen, persamaan hukum

bagi semua orang, dan pemilihan umum.

Demokrasi Pancasila merupakan identitas
kita sebagai bangsa. Di dalamnya ada
pengakuan (thymos) sebagai bangsa dan

pribadi merdeka. Kontradiksi

priyayi-
abangan/rakyat, tuan-budak, raja-hamba
sahaya dan segala dikotomi lain harus
diakhiri secara  rasional. Pancasila
menjadikan warga sebagai bangsa yang
sederajat, dan juga menjadi fondasi dasar
untuk membangun kesejahteraan bersama.
Pancasila menjadikan warga semakin
rasional sebagai manusia ciptaan Tuhan

dan dalam bakti kepada semua insan.

Kesimpulan

Dalam UUD NRI 1945, Demokrasi
Pancasila mencerminkan sistem demokrasi
yang diintegrasikan dengan nilai-nilai dasar
Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha
Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,
Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang
Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat
Indonesia.

Demokrasi Pancasila dalam UUD
NRI 1945

mencerminkan  komitmen

Indonesia untuk membangun  sistem
demokrasi yang unik, yang senantiasa
memperjuangkan keadilan, keberagaman,
dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat
Indonesia, nilai-nilai

sejalan  dengan

Pancasila sebagai dasar negara.
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Demokrasi Pancasila dalam UUD
NRI 1945 mengandung Penggabungan
Nilai-Nilai Pancasila dengan Demokrasi,
dimana Demokrasi Pancasila
menggabungkan  prinsip-prinsip ~ dasar
demokrasi, seperti pemilihan umum,
kebebasan berpendapat, dan partisipasi
politik, dengan nilai-nilai luhur Pancasila.
Ini menciptakan sistem demokrasi yang
menghormati keberagaman agama, budaya,
dan pandangan politik, sejalan dengan Sila-
Sila Pancasila.

Selain itu, UUD NRI 1945
mengandung sistem Musyawarah dan
Perwakilan.  Sistem ini menekankan
musyawarah dan perwakilan dalam
pengambilan keputusan politik. Akan
tetapi, kritik dari berbagai kalangan
dialamatkan pada Pemilihan Umum yang
diselenggarakan secara langsung, karena
dinilai tidak selaras dengan sistem

musyawarah dalam sila keempat Pancasila.
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Abstract

The open proportional system is an electoral system that represents the current face of Indonesian
democracy. The system has been used since the 2004 elections until 2019 and has become an issue that
is often debated because of the consequences that follow in its implementation in the field. One of them
is related to the issue of the system's relevance to the mandate of the Indonesian constitution with the
ideological basis of Pancasila. The research method used to analyse the discussion is qualitative with
literature studies derived from domestic and foreign journal article sources, relevant legislation
documents and implementation descriptions based on the historical, sociological and philosophical
sides of elections in Indonesia. Based on the results of the study, it can be seen that fundamentally, the
adaptation and implementation of the open proportional system is in accordance with the mandate of
the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in several main articles and is able to represent four
main perspectives, namely the perspective of the form of state, Indonesian sovereignty, national unity
and Democracy Led by Wisdom in Consultation / Representation.

Keywords: Relevance, Open proportional system, UUD NRI Tahun 1945

Abstrak

Sitem proporsional terbuka merupakan system pemilu yang merepresentasikan wajah demokrasi
Indonesia saat ini. Sistem tersebut digunakan semenjak pemilu tahun 2004 hingga 2019 serta menjadi
isu yang sering diperdebatkan karena konsekuensi yang diikuti dalam implementasinya dilapangan.
Salah satunya terkait permasalahan relevansi system dengan amanat konstitusi Indoensia dengan dasar
ideologi Pancasila. Metode penelitian yang digunakan untuk melalukan analisis pembahasan adalah
kualitatif dengan studi literatur yang berasal dari sumber artikel jurnal dalam maupun luar negeri,
dokumen peraturan perundang-undangan yang relevan serta gambaran implementasi yang disandarkan
pada sisi historis, sosiologis dan filosifis pemilu di Indonesia. Berdasarkan hasil kajian dapat diketahui
bahwa secara mendasar, adaptasi serta implementasi system proporsional terbuka sesuai dengan amanat
UUD NRI Tahun 1945 dalam beberapa pasal utama serta mampu merepresentasikan empat perspektif,
yaitu bentuk negara, kedaulatan Indonesia, persatuan bangsa serta Kerakyatan yang Dipimpin oleh
Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Kata kunci: Relevansi, Sistem proporsional terbuka, UUD NRI Tahun 1945
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Pendahuluan

Sistem pemilihan umum (pemilu)
merupakan salah satu unsur penting dalam
penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.
Sistem pemilu menentukan bagaimana
rakyat dapat menggunakan hak politiknya
untuk memilih wakil-wakilnya di lembaga
legislatif dan eksekutif. Sistem pemilu juga
berpengaruh terhadap kualitas representasi,
akuntabilitas, dan stabilitas politik di negara
ini (Aspinall & Sukmajati, 2015). Indonesia
telah mengalami beberapa perubahan
sistem pemilu sejak kemerdekaannya pada
tahun 1945. Pada masa Orde Lama dan
Orde Baru, sistem pemilu yang diterapkan
adalah sistem proporsional tertutup, di
mana pemilih hanya memilih partai politik,
bukan calon anggota legislatif (caleg)
secara langsung. Sistem ini dinilai kurang
demokratis karena tidak memberikan
kebebasan dan kekuasaan kepada pemilih
untuk menentukan siapa yang akan
mewakili mereka di parlemen. Selain itu,
sistem ini juga rentan terhadap manipulasi
dan kecurangan oleh penguasa dan partai
politik yang berkuasa (Effendi, &
Nurwahid, 2010).

Pada era reformasi, sistem pemilu
mengalami perubahan signifikan dengan
diterapkannya sistem proporsional terbuka
pada pemilu tahun 2004, 2009, 2014 dan
2019. Sistem ini memberikan kesempatan

kepada pemilih untuk memilih partai politik

atau caleg secara langsung. Sistem ini

diharapkan dapat meningkatkan partisipasi,
representasi, dan akuntabilitas politik di
Indonesia. Namun, sistem ini juga
menimbulkan beberapa masalah, seperti
meningkatnya biaya politik, personalisasi
politik, fragmentasi parlemen, dan konflik
internal partai (Haris, 2014).

Salah satu isu yang menjadi
perdebatan Panjang dalam ketentuan
Pemilu adalah perubahan mendasar dalam
UUD NRI Tahun 1945. Tepatnya pada
pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945,
diawal menyebutkan bahwa ‘“Kedaulatan
berada di tangan rakyat, dan dilakukan
sepenuhnya oleh MPR”. Bunyi tersebut
dirubah menjadi “Kedaulatan berada
ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar”. Dengan demikian,
MPR tidak lagi menjadi pemegang
kedaulatan tertinggi negara, tapi kedaulatan
tersebut diimplementasikan menurut UUD
NRI Tahun 1945. Dari hal tersebut dapat
dilihat adanya pergeseran “ruh” terkait
pemegang kekuatan tertinggi kedaulatan
dari MPR menjadi rakyat yang dijalankan
dilakukan sesuai dengan UUD NRI 1945
(Yuridika, 2018).

Berdasarkan ketentuan tersebut,
akan mempengaruhi terhadap cara rakyat
memberikan mandat bagi penyelenggara
negara. Dimana setiap perwakilan anggota
MPR, DPR, dan DPD dilakukan melalui

sebuah mekanisme pemilu. Serta tidak ada
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lagi anggota wakil rakyat melalui
mekanisme penunjukan di waktu lalu.
Berdasarkan hal tersebut, pada
tulisan ini difokuskan pada sebuah
pertanyaan mendasar yaitu: apakah sistem
proporsional  terbuka sesuai  dengan
kehendak UUD NRI Tahun 1945? Untuk
menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut,
maka perlu dilakukan kajian ilmiah yang
mendalam dan komprehensif tentang
relevansi sistem proporsional terbuka
terhadap UUD NRI Tahun 1945. Kajian ini
bertujuan untuk menguji sejauh mana
sistem  proporsional  terbuka  dapat
memenuhi prinsip-prinsip konstitusional
yang menjadi landasan hukum dan politik
negara Indonesia. Kajian ini juga
bermaksud untuk memberikan
rekomendasi-rekomendasi  yang  dapat
meningkatkan kualitas demokrasi dan tata

kelola pemerintahan di Indonesia melalui

penyempurnaan sistem pemilu.

Pembahasan

Hakikat Pemilu dengan  Sistem
Proporsional Terbuka

Pemilihan umum (pemilu) menjadi
sebuah mekanisme demokrasi yang
memungkinkan rakyat untuk memilih
wakil-wakilnya di lembaga legislatif dan
eksekutif. Selain itu, Pemilu menjadi sarana
untuk mengontrol kinerja pemerintah dan
mengekspresikan aspirasi politik rakyat.

Dalam rangka pencapaian tersebut,

implementasi pemilu seharusnya bukan saja
berkaitan dengan kuantitas  (jumlah
partisipan), lebih dari pada itu terkait
kualitas penyelenggaraan pemilu yang
harus dipastikan berada dalam keadaan
jujur, adil, bebas, transparan, inklusif,
rahasia, serta menghormati hak asasi
manusia dan prinsip-prinsip konstitusional,
sehingga ~mampu  melahirkan  para
pemimpin bangsa yang loyal serta
berintegritas tinggi.

Dalam perspektif filosofis, Pemilu
merepresentasikan kehendak sila ke empat
Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin
oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam
permusyawaratan”.  Berdasarkan  hal
tersebut, sistem demokrasi Indonesia harus
mencerminkan setidaknya tiga hal utama,
yaitu “kerakyatan”, “hikmah-
kebijaksanaan” dan “permusyawaratan/
perwakilan”. Kerakyatan beririsan makna
dengan kedaulatan berada di tangan rakyat,
hikmah-kebijaksanaan mengarahkan pada
orientasi etis dan permusyawaratan
menarasikan kehendak kekeluargaan dalam
proses setiap pengambilan keputusan
(Naskah Akademik RUU Penyelenggaraan
Pemilu, 2016, him.118). Untuk
merealisasikan  hal  tersebut, sistem
demokrasi yang paling memungkinkan
untuk dipilih sebagai sebuah sistem atau
cara dalam mencapai goals awal yang telah

ditetapkan.
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Sistem ini menghendaki hadirnya

Lembaga  perwakilan rakyat yang
mencerminkan kemajemukan, gambaran
partisipasi dan aspirasi rakyat, yang dipilih
melalui sebuah pemilihan umum atau
Pemilu

yang demokratis.  Sehingga

diharapkan dapat memunculkan para
pemimpin  bangsa  yang

kehendak

mampu
menampilkan rakyat serta
menmiliki integritas tinggi terhadap bangsa
dan negara Indonesia.
Sedangkan

sosiologis, implementasi Pemilu setidaknya

dalam pandangan

merepresentasikan  keterwakilan  dan
membangun integrasi nasional. Untuk
memastikan keterwakilan, dalam
Handbook Disain Sitem Pemilu ( Arif,
M.S., 2019) dikemukakan bahwa terdapat
empat tipe perwakilan atau representasi,
yaitu 1) representasi geografis, yang
memfokuskan pada Anggota Badan
legislatif yang terpilih untuk kemudian
bertanggunjawab terhadap daerah yang
memilihnya; 2) perwakilan ideologis, yang
memfokuskan pada partai politik atau wakil
independent ataupun adanya kombinasi
keduanya yang merepresentasikan satu
komunitas/masyarakat ~ dalam  badan
legislatif; 3) pada sebuah negara terdapat
partai politik yang tidak memiliki ideologis
yang direpresentasikan oleh sebuah badan
legislatif; 4) representasi deskriptif, yang
menyatakan bahwa legislatif harus melihat,

merasakan, berfikir serta bertindak yang

mencerminkan kehendak rakyat

keseluruhan (Reynolds, 2016).

secara
Penentuan atas sistem pemilu
merupakan sebuah keputusan strategis
Lembaga dalam memastikan dan menjamin
terlaksananya demokrasi. Setiap bentuk
demokrasi harus menentukan system
pemilu dalam memastikan keterwakilan
para wakil rakyat yang diduduk di legislatif
serta eksekutif. Penentuan
mempertahankan atau merubah sebuah
system pemilu pada dasarnya adalah sebuah
dinamika bangsa dan negara untuk
memastikan representasi kehendak serta
kedaulatan  rakyat dalam  konteks
zamannya. Sistem pemilu adalah aturan-
aturan yang menentukan bagaimana suara-
suara pemilih diubah menjadi kursi-kursi di
parlemen  atau  jabatan-jabatan  di

pemerintahan. ~ Sistem  pemilu  juga
berpengaruh terhadap kualitas dan stabilitas
demokrasi, partisipasi politik, representasi
politik,  akuntabilitas  politik,  dan
rekonsiliasi nasional (Norris, 2004).
Terdapat berbagai varian system
pemilu yang tersebar di banyak negara di
dunia, tapi setidaknya terdapat dua belas
system pemilu utama. Dari keduabelas
tersebut dibagi menjadi tiga bagian besar,
yaitu Proporsional Representatif,
Mayoritarian, dan Campuran (Reynold,
2016). System proporsional representative
pada pemilu secara garis besar dibagi

kedalam dua bentuk, yaitu proporsional
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dengan daftar calon tertutup (close list) dan
terbuka (open list) (Reynolds, 2016). Dalam
bentuk tertutup, pemilih hanya dapat
mencoblos pada gambar partai saja,
sedangkan pada system terbuka pemilih
dapat menentukan pilihannya berdasarkan
gambar calon beserta partai politik
pengusung.

Sistem pemilu proporsional terbuka
dipilih sebagai system pemilu saat ini di
Indonesia. Sistem ini dipilih sebagai bentuk
reaksi atas hasil evaluasi kegagalan
pemberlakuan sistem proporsional tertutup
yang mengandung banyak kelemahan.
Lebih dari pada itu, sistem ini menjadi
jawaban atas kehendak transisi reformasi
pada tahun 1998. Kelemahan sistem
proporsional tertutup menjauhkan
hubungan antara rakyat sebagai pemilih dan
calon wakil rakyat. Serta mengurangi
tingkat legitimasi politik dari setiap calon
terpilih. Dalam sistem ini, pemilih dapat
langsung memilih calon legislatif yang
dikehendaki untuk dapat duduk menjadi
anggota dewan. Sistem proporsional
(proportionate  representative) menjadi
sebuah system dalam mentransferkan suara
ke kursi parlemen berdasarkan perolehan
suara rakyat.

Sistem Pemilu Proporsional Terbuka
memiliki beberapa karakteristik yang
membedakannya dari sistem pemilu
lainnya.  Berikut  adalah  beberapa

karakteristik tersebut:

a. Sistem pemilu proporsional terbuka
menggunakan daerah pemilihan (dapil)
yang dibagi berdasarkan jumlah
penduduk. Setiap dapil memiliki
jumlah kursi yang berbeda-beda sesuai
dengan alokasi kursi yang ditetapkan
oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)
(KPU,2018).

b. Rakyat dapat memilih secara langsung
calong legislatif

c. Rakyat berdaulat dalam menentukan
calon yang mewakili kehendak serta
aspirasi mereka di parlemen.

d. Sistem ini meminimalisir suara yang
terbuang dalam pemilu. Proporsi kursi
yang dimenangkan sebuah partai akan
berbanding lurus dengan proporsi suara
yang diperoleh partai tersebut.

e. Kekuatan dan popularitas calon
anggota legislative sangat berpengaruh
terdapan perolehan suara

f. Sistem pemilu proporsional terbuka
menggunakan urutan perolehan suara
calon legislatif sebagai penentu calon
yang lolos menjadi anggota dewan.
Calon legislatif yang mendapatkan
suara terbanyak di setiap partai politik
akan menduduki kursi yang diperoleh
oleh partai politik tersebut di setiap
dapil. Jika ada dua calon legislatif atau
lebih yang mendapatkan suara sama,
maka penentuannya adalah nomor urut

terkecil (KPU,2018).
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Melihat Keunggulan serta Kelemahan
Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

Sistem pemilu proporsional terbuka
pada dasarnya memiliki banyak keunggulan
serta diakui memiliki kelemahan yang
menyertainya. Beberapa keunggulan dari
representasi  pemilu  dengan  system
proporsional terbuka mampu meningkatkan
kualitas demokrasi di Indonesia. Secara
spesifik, beberapa keunggulan tersebut
adalah sebagai berikut: pertama, Sistem
pemilu proporsional terbuka memberikan
kesempatan yang sama bagi seluruh calon
legislatif untuk bersaing mendapatkan kursi
di parlemen. Tidak ada diskriminasi atau
favoritisme dari partai politik terhadap
calon legislatif tertentu, karena pemilih
yang menentukan siapa yang akan mewakili
mereka. Hal ini dapat meningkatkan
keterwakilan rakyat dan kredibilitas calon
legislatif (Halim, 2014).

kedua,

proporsional terbuka mendorong partai

bahwa  Sistem pemilu
politik untuk lebih responsif terhadap
aspirasi dan kebutuhan rakyat. Partai politik
harus  memperhatikan  kualitas  dan
popularitas  calon legislatif  yang
diusungnya, karena hal ini akan
mempengaruhi perolehan suara dan kursi
partai tersebut. Partai politik juga harus
menjaga komunikasi dan koordinasi dengan
calon legislatif dan pemilih, karena hal ini
akan  mempengaruhi loyalitas  dan

dukungan mereka (Suharto, 2010).

Ketiga, Sistem pemilu proporsional
dianggap memiliki derajat keterwakilan
tinggi serta mampu memberikan rasa
keadilan bagi rakyat serta calon legislatif
yang mengikuti kontestasi pemilu.

Sistem

Keempat, pemilu ini

memberikan  keleluasaan akses bagi

masyarakat untuk bisa memilih sendiri

calon anggota legislatif yang dianggap
merepresentasikan penyalur aspirasinya
saat terpilih

Saat system tersebut telah diadopsi
dalam Undang-Undang maka memiliki
konskuensi pada implementasi teknis
pelaksanaan setiap tahapan pemilu, dimulai
dari  penetapan  setiap  persyaratan
administrasi pasangan calon atau partai
politik, pembatasan waktu pelaksanaan,
prosedur yang harus ditempuh, tim panitia
pelaksana  pemilu, sarana prasarana,
anggaran dana hingga dukungan yang harus
hadir dari berbagai Lembaga lainnya.

Beberapa kelemahan dalam Sistem
pemilu proporsional terbuka juga dapat
menimbulkan masalah dalam
penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.

Berikut adalah beberapa kekurangan

tersebut:

a. Sistem pemilu proporsional terbuka
menimbulkan persaingan internal di
antara calon legislatif dari partai politik
yang sama. Karena setiap calon
legislatif berusaha untuk mendapatkan

suara  sebanyak-banyaknya  dari
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pemilih, maka ada kemungkinan
bahwa mereka akan saling
menjatuhkan atau mengorbankan rekan
satu  partainya. Hal ini dapat
mengganggu solidaritas dan
konsolidasi partai politik (Halim,
2014).

b. Sistem pemilu proporsional terbuka
menyulitkan koordinasi dan kerjasama
antara partai politk dan calon
legislatif. Hal ini dapat mengurangi
kohesivitas dan efektivitas partai
politik dalam menjalankan fungsi-
fungsi  politik, seperti legislasi,
anggaran, dan pengawasan (Suharto,
2010).

c. Sistem pemilu proporsional terbuka
meningkatkan biaya politik dalam
pemilu. Hal ini dapat menimbulkan
ketimpangan dan ketidakadilan sosial
dalam proses pemilu (Nurhasim,
2012).

d. Memiliki teknis penyelenggaraan yang
rumit serta proses penghitungan suara

yang rumit.

Sistem pemilu proporsional terbuka
juga menghadapi beberapa tantangan yang
dapat mengancam keberlangsungan dan
kualitasnya. Berikut adalah beberapa
tantangan tersebut:

a. Tantangan pertama adalah rendahnya
partisipasi politik dari rakyat. Menurut
data KPU, tingkat partisipasi pemilih

dalam Pemilu 2019 adalah sebesar
81,93  persen, yang  menurun
dibandingkan dengan Pemilu 2014
yang mencapai 84,72 persen (KPU,
2018). Rendahnya partisipasi politik
dapat disebabkan oleh beberapa faktor,
seperti apatisme politik,
ketidakpercayaan terhadap sistem
politik, kesulitan akses informasi, atau
faktor-faktor lainnya. Rendahnya
partisipasi politik dapat mengurangi
legitimasi dan representasi hasil pemilu

(Santoso, 2016).

. Tantangan lainnya adalah rendahnya

kualitas calon legislatif yang diusung
oleh partai politik. Menurut data KPU,
dari 7.985 calon legislatif yang lolos
menjadi anggota DPR Rl periode 2019-
2024, hanya sekitar 15 persen yang
memiliki latar belakang pendidikan
sarjana atau lebih tinggi (KPU, 2018).
Rendahnya kualitas calon legislatif
dapat disebabkan oleh beberapa faktor,
seperti  kurangnya  seleksi  dan
rekrutmen yang ketat oleh partai
politik, kurangnya pendidikan politik
bagi calon legislatif, atau faktor-faktor
lainnya. Rendahnya kualitas calon
legislatif dapat mengurangi kapasitas
dan integritas lembaga legislatif
(Halim, 2014).

Relevansi sistem proporsional terbuka

dengan konstitusi
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Perubahan mendasar  terkait
perspektif kedaulatan rakyat dalam pasal 1
ayat 2 UUD NRI Tahun 1945, menjadi awal
dalam perubahan pemilihan varian system
pemilu Indonesia. Perubahan terkait
pemegang kedaulatan dari MPR menjadi
oleh rakyat dan pelaksanaanya diatur dalam
UUD NRI 1945. Perubahan tersebut
mengarahkan terjadinya pergeseran varian
dimana

sistem pemilu di Indonesia,

sebelum perubahan konstitusi
menggunakan varian daftar tertutup (closed
list), dan setelah perubahan berganti
menjadi

Opend  list atau  system

proporsional terbuka, walaupun tidak
sepenuhnya terbuka (Tanjung, T., 2023).
Perubahan yang terjadi terkait varian
system pemilu pada dasarnya dilaksanakan
untuk mengakomodir prinsip kedaulatan
rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia.
Sistem pemilu ialah suatu metode
yang di dalamnya terdapat peraturan-
peraturan yang sangat jelas dalam
menentukan bagaimana suara pilihan rakyat
diubah menjadi pemangaku kursi di
parlemen atau jabatan di pemerintahan.
Sistem pemilu berpengaruh terhadap
kualitas dan stabilitas demokrasi, partisipasi
politik, representasi politik, akuntabilitas
politik, dan rekonsiliasi nasional (Norris,
2004). Di Indonesia, sistem pemilu yang
diterapkan pada saat ini adalah sistem
pemilu proporsional terbuka. Sistem ini

mulai berlaku sejak Pemilu 2004, setelah

mengalami beberapa perubahan dari sistem

pemilu  proporsional  tertutup  yang
digunakan sebelumnya.

Sistem pemilu proporsional terbuka
sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945,
yang menyatakan bahwa kedaulatan berada
di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar. Melalui sistem ini
setiap warga negara memiliki kesetaraan
dan jaminan hukum suara dalam pemilu
melalui pencoblosan partai politik disetai
calon legislatif yang bersangkutan. Dalam
sistem ini, pemilih dapat langsung memilih
calon legislatif dan eksekutif yang
diinginkan untuk dapat duduk menjadi
anggota dewan. Sistem ini berbeda dengan
sistem pemilu proporsional tertutup yang
hanya memungkinkan pemilih untuk
memilih partai, tanpa mengetahui siapa
calon legislatifnya (Bawaslu, 2019).

Selain itu, sistem ini sesuai dengan
kehendak Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, yang
bahwa

menyatakan Majelis

Permusyawaratan Rakyat terdiri atas
anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan
anggota Dewan Perwakilan Daerah yang

dipilih melalui pemilihan umum. Dengan

sistem  ini, anggota MPR  dapat
merepresentasikan  kepentingan  rakyat
secara lebih  baik, karena dipilih

berdasarkan preferensi pemilih terhadap
calon legislatif tertentu (Rahman et al.,

2019).
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Melalui sistem ini, calon legislatif
yang memiliki suara terbanyak pada
pemilihan, maka calon tersebut yang akan
menjadi pemangku kursi di parlemen, tanpa
harus melihat partai politiknya menang atau
tidak. Hal ini dikarenakan setiap suara yang
ada di daerah dalam pemilihan legislatif
dapat digabungkan perolehan suara dari
daerah lain, sehingga besar kemungkinan
setiap partai politik dapat duduk di
parlemen pusat (Sinarsih, 2020)

Selain  itu, sistem  pemilu
proporsional terbuka sesuai dengan amanat
Pasal 22E ayat 93 UUD NRI Tahun 1945
yang berbunyi “Peserta pemilihan umum
untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah adalah partai politik”. Hal
ini sejatinya menjelaskan bahwa terdapat
pembatasan pada pengusungan calon dalam
pemilu anggota DPR dan DPRD yang dapat
dilakukan hanya oleh partai politik terdaftar
saja. Diluar dari itu bai kormas atau
perorangan tidak dapat melakukan hal
tersebut. Serta menegaskan bawah melalui
sitem ini, kepesertaan dalam pemilu
menjadi hak partai politik.

Sistem pemilu proporsional terbuka
memiliki relevansi yang tinggi terhadap
konstitusi sebagai hukum tertinggi negara.
Menurut Jimly Asshidigie menyebutkan
bahwa Indonesia sebagai negara hukum
yang secara gamblang tertulis pada pasal 1

ayat 3 UUD 1945 mengartikan bahwa

kekuasaan negara Indonesia sepenuhnya
diatur oleh konstitusi dan setiap konstitusi
mengontrol kekuasaan yang ada pada
pemimpin negara (Habiburohman, 2021).
Konstitusi adalah norma sistem politik dan
hukum bentukan pada pemerintahan
negara—biasanya dikodifikasi sebagai
dokumen tertulis. Hukum ini tidak
mengatur  hal-hal  yang terperinci,
melainkan hanya menjabarkan prinsip-
prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-
peraturan lainnya. Konstitusi juga berfungsi
dalam mempertahankan stabilitas dan
keberlangsungan struktur politik dan
hukum serta prinsip dasar yang menjadi
pedoman serta diformulasikan dalam
bentuk tertulis .

Untuk melihat relevansi system
proporsional terbuka terhadap konstitusi,
setidaknya terdapat empat perspektif utama
yang penulis gunakan, yaitu perspektif
bentuk negara, kedaulatan Indonesia,
persatuan bangsa serta Kerakyatan yang
Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
Secara spesifik keempat hal tersebut
dijelaskan sebagai berikut:

a. Perspektif Bentuk Negara

Bagian pertama dalam analisis
relevansi sistem proporsional terbuka
dengan konstitusi dilihat dari perspektif
bentuk negara. Definisi bentuk negara
adalah cara penyelenggaraan kekuasaan

negara dalam suatu wilayah tertentu.
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Bentuk negara dapat dibedakan menjadi
dua macam, yaitu negara kesatuan dan
negara serikat (Budiardjo, 2003). Negara
kesatuan merupakan bentuk negara yang
memiliki satu pusat pemerintahan yang
berdaulat atas seluruh wilayah negara
tersebut, sedangkan negara serikat menjadi
representasi bentuk negara yang terdiri dari
beberapa negara bagian di dalamnya serta
memiliki kedaulatan sendiri-sendiri dan
bersatu dalam satu ikatan federal.

Indonesia merupakan negara
kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini
dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 1
yang menyebutkan bahwa “Negara
Indonesia ialah negara kesatuan yang
berbentuk republik”. Definisi dari republik
adalah suatu bentuk pemerintahan yang
dipimpin oleh seorang kepala negara yang
diambil dari hasil pilihan rakyat untuk masa
jabatan tertentu . Dalam sistem republik,
rakyat memiliki hak untuk menentukan
siapa yang akan memimpin dan mewakili
mereka di lembaga-lembaga negara. Sistem
proporsional terbuka sangat relevan dengan
bentuk negara kesatuan republik, karena
sistem ini mengakomodasi keberagaman
dan kepentingan daerah dalam proses
pemilihan wakil-wakil rakyat sehingga
mampu menjaga integritas bangsa dalam
kontek masyarakat plural.

Hadirnya sistem proporsional terbuka

memberikan jalan baru untuk mengatasi

perosalan-persoalan pemilu sebelumnya

seperti memutus mata rantai hegemoni
partai politik yang menentukan calon
kandidat dan nomor urut yang dipegang
oleh partai politik. Padahal setiap daerah
memiliki hak untuk mengajukan dan
memilih nomor urutnya sendiri sebagai
antusiasnya dalam pemilihan umum. (Al-
Hamdi, 2021). Melalui system ini, rakyat
dapat memilih calon legislatif yang berasal
dari daerahnya sendiri atau yang memiliki
afiliasi dengan daerahnya. Hal ini dapat
meningkatkan keterwakilan dan
responsivitas calon legislatif terhadap
aspirasi dan kebutuhan daerah. Sistem ini
juga dapat mengurangi kesenjangan dan
ketimpangan antara pusat dan daerah,
karena setiap daerah memiliki peluang yang
sama untuk mendapatkan kursi di parlemen
sesuai dengan jumlah penduduknya. Sistem
ini juga dapat memperkuat persatuan dan
kesatuan nasional, karena setiap daerah
diakui dan dihargai sebagai bagian dari

negara kesatuan Indonesia (Suharto, 2010).

b. Perspektif Kedaulatan Rakyat
Aspek relevansi lainnya antara sistem
proporsional terbuka dengan konstitusi
adalah dari perspektif kedaulatan rakyat.
Kedaulatan rakyat adalah prinsip dasar
demokrasi yang menyatakan bahwa sumber
kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

Rakyat berhak untuk menentukan nasib dan
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kebijakan negara melalui mekanisme
pemilihan umum atau referendum

Indonesia merupakan negara yang
menganut prinsip kedaulatan rakyat sesuai
dengan amanat UUD 1945 pasal 1 ayat 2
yang menyebutkan bahwa ‘“Kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam
pasal 6A ayat 1 juga disebutkan bahwa
“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam
satu pasangan secara langsung oleh rakyat”.
Dalam pasal 22E ayat 1 juga disebutkan
bahwa ‘Pemilihan umum dilaksanakan
secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.

Sistem proporsional terbuka mampu
merepresentasikan  dan  mengokohkan
prinsip kedaulatan rakyat, karena sistem ini
memberikan ruang bagi partisipasi politik
yang luas, inklusif dan efektif dari rakyat.
Sistem ini memberikan pilihan kepada
pemilih untuk mencoblos partai politik atau
calon legislatif yang diinginkan. Jika
pemilih mencoblos partai politik, maka
suaranya akan masuk ke perolehan suara
partai tersebut secara keseluruhan. Jika
pemilih mencoblos calon legislatif, maka
suaranya akan masuk ke perolehan suara
partai tersebut sekaligus ~menambah
perolehan suara calon legislatif tersebut
secara individu (KPU,2018).

Oleh karena itu, melalui sistem ini,
Rakyat dapat mengekspresikan preferensi

dan dukungan mereka terhadap calon

legislatif atau partai politik tertentu. Sistem
ini juga dapat meningkatkan akuntabilitas
dan transparansi calon legislatif dan partai
politik, karena mereka harus bertanggung
jawab kepada pemilih yang telah memilih
mereka. Sistem ini juga dapat menstimulasi
adanya kompetisi dan kerjasama antara
calon legislatif dan partai politik, karena
mereka harus bersaing secara sehat dan adil

dengan pesaingnya (Nurhasim, 2012).

c. Perspektif Persatuan Indonesia
Persatuan Indonesia ialah prinsip dasar
negara yang menyatakan bahwa Indonesia
adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak
terpisah-pisah. Persatuan Indonesia juga
mencerminkan semangat dan cita-cita
bangsa Indonesia untuk bersatu dalam
kebhinekaan, yaitu keragaman suku,
agama, ras, dan budaya yang ada di dalam
masyarakat Indonesia (Budiardjo, 2003).
Indonesia merupakan negara yang
menganut prinsip persatuan. Hal ini
tertuang dalam Pembukaan UUD 1945
alinea keempat yang menyebutkan bahwa
“Kemudian dari pada itu untuk membentuk
suatu pemerintah negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah
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kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu
dalam suatu Undang-Undang Dasar negara
Indonesia, yang terbentuk dalam suatu
susunan negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasar
kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa,
kemanusiaan yang adil dan beradab,
persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan
mewujudkan suatu keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia”. Dalam pasal
36A juga disebutkan bahwa “Lambang
Negara ialah Garuda Pancasila dengan
semboyan Bhinneka Tunggal Ika”.

Sistem proporsional mengarahkan
pada esensi pemenuhan jaminan atas hak
setiap individu serta keterwakilan yang
mengarahkan pada integrasi bangsa sebagai
bentuk  kehendak prinsip  persatuan

Indonesia. ~ Sistem ini  memberikan
kesempatan bagi calon legislatif dan partai
politik yang berasal dari berbagai latar
belakang dan pandangan politik untuk
berpartisipasi dalam pemilu. Memberikan
kesempatan bagi pemilih untuk memilih
calon legislatif dan partai politik yang
sesuai dengan preferensi dan identitas
mereka serta menumbuhkan toleransi dan
saling menghormati antara pemilih dan
calon legislatif yang berbeda-beda.
Sehingga dapat menciptakan harmoni dan

sinergi antara pusat dan daerah, antara

mayoritas dan minoritas, antara elit dan

rakyat (Mardani, 2014).

d. Perspektif Kerakyatan yang Dipimpin
oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan

Relevansi terakhir dari implementasi
sistem  proporsional  terbuka  dengan
konstitusi adalah perspektif kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

dalam

adalah

kebijaksanaan
permusyawaratan/perwakilan
prinsip dasar negara yang menyatakan
bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan
harus dilibatkan dalam proses pengambilan
keputusan politik melalui mekanisme
musyawarah atau perwakilan. Hikmat
kebijaksanaan adalah kemampuan untuk
menggunakan pengetahuan, pengalaman,
dan akal sehat dalam menghadapi masalah
atau situasi tertentu. Permusyawaratan
adalah proses berdialog atau berdiskusi
secara  demokratis untuk  mencapai
kesepakatan atau konsensus. Perwakilan
adalah proses menunjuk atau memilih
seseorang atau kelompok untuk bertindak
atas nama orang atau kelompok lain
(Budiardjo, 2003).

Adanya  permusyawaratan  dan
perwakilan membuktikan bahwa demokrasi
sistem

Indonesia tidak menggunakan

oligarki yang dikuasai dan dikendalikan
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oleh bangsawan yang sebagaian besar dapat
menyebabkan democracy retrogression.
Menurut Aziz Huq dan Tom Ginsburg
(2012) mengatakan bahwa terdapat tiga
aspek yang dapat menyebabkan democracy
retrogression yaitu: 1) Rekayasa hukum
pemilu; 2) mengancam  kebebasan
berkumpul; 3) mengancam integritas
Lembaga negara/ check and balance.
Ketiga aspek tersebut menjadi alat oligarki
dalam melemahkan sistem demokrasi yang
sesungguhnya. Hadirnya Pancasila sebagai
sumber dari segala sumber hukum
memberikan ruang agar sistem demokrasi
tidak dikuasi oleh oligarki dan memgang
teguh terhadap kepentingan rakyat (Satria
Buana et al., 2020).

Oleh karena itu, sistem proporsional
terbuka  merepresentasikan  kehendak
prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, karena
sistem ini mendorong adanya partisipasi
dan keterlibatan rakyat dalam proses
politik. Sistem ini memungkinkan rakyat
untuk memilih calon legislatif dan partai
politik yang memiliki visi, misi, dan
program yang sesuai dengan kepentingan
dan aspirasi rakyat. Sistem ini juga
memungkinkan calon legislatif dan partai
politik  untuk  berkomunikasi  dan
berinteraksi dengan rakyat, baik sebelum,

selama, maupun sesudah pemilu. Serta

memungkinkan calon legislatif dan partai

politik  untuk  menggunakan  hikmat
kebijaksanaan ~ dalam  menyelesaikan
permasalahan atau konflik yang muncul di
tengah masyarakat (Santoso, 2016).

Dari pembahasan di atas, dapat
disimpulkan bahwa sistem proporsional
terbuka memiliki relevansi terhadap
konstitusi sebagai hukum tertinggi negara.
Sistem ini sesuai dengan bentuk negara
kesatuan republik, prinsip kedaulatan
rakyat, prinsip persatuan Indonesia, dan
prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan yang menjadi
dasar negara Republik Indonesia. Sistem
ini juga memiliki dampak positif terhadap
kualitas dan stabilitas demokrasi, partisipasi
politik, representasi politik, akuntabilitas
politik, dan rekonsiliasi nasional di
Indonesia disamping memiliki kelemahan
yang harus diperbaiki demi pencapaian

tujuan hidup bersama yang lebih baik.

Dampak Penerapan Sistem Proporsional
Terbuka terhadap Demokrasi
Demokrasi adalah bentuk
pemerintahan yang menyandarkan pada
kedaulatan rakyat dalam melaksanakan
kontrol politik. Demokrasi menganut
penghargaan terhadap setiap pandangan,
pendapat yang berasal dari pemikiran yang
berbeda (ideologi) sebagai sebuah hal yang
lumrah. Salah satu mekanisme demokrasi

yang penting adalah pemilu. Pemilu
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menjadi sarana kedaulatan rakyat untuk
memilih  wakil-wakilnya di lembaga
legislatif dan eksekutif. Pemilu juga
merupakan cara untuk mengukur kinerja
dan  kepercayaan  rakyat terhadap
pemerintah dan partai politik. Pemilu harus
dilaksanakan secara langsung,
bebas, rahasia, jujur, dan adil (UUD 1945

pasal 22E ayat 1).

umum,

Sistem pemilu proporsional terbuka
memiliki dampak yang signifikan terhadap
demokrasi di Indonesia. Dampak tersebut
dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti
kualitas demokrasi, partisipasi politik,
representasi politik, akuntabilitas politik,
dan stabilitas politik. Penjabaran atas

dampak tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kualitas Demokrasi

Kualitas demokrasi adalah tingkat
kesesuaian antara prinsip-prinsip demokrasi
dengan  praktik-praktik  politik  yang
berlangsung di suatu negara. Kualitas
demokrasi dapat  diukur  dengan
menggunakan beberapa indikator, seperti
kebebasan sipil, hak politik, tata kelola
pemerintahan, supremasi hukum, dan
konsolidasi demokrasi.
terbuka

Sistem proporsional

berdampak positif terhadap kualitas

demokrasi di Indonesia. Sistem ini
memberikan ruang bagi kebebasan sipil dan

hak politik rakyat untuk mengekspresikan

preferensi dan dukungan mereka terhadap
calon legislatif atau partai politik tertentu.
Sistem ini juga meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang lebih transparan dan
akuntabel, karena calon legislatif dan partai
politik harus bertanggung jawab kepada
pemilih yang telah memilih mereka. Sistem
ini juga mendukung supremasi hukum yang
lebih adil dan efektif, karena calon legislatif
dan partai politik harus menghormati
aturan-aturan yang ditetapkan oleh Komisi
Pemilihan Umum (KPU) dan Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sistem ini
juga memperkuat konsolidasi demokrasi
yang lebih matang dan stabil, karena calon
legislatif dan partai politik harus bersaing
secara sehat dan adil dengan pesaingnya
(Nurhasim, 2012).
b. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah aktivitas-
aktivitas yang dilakukan oleh rakyat untuk
terlibat dalam proses politik, baik secara
langsung  maupun  tidak  langsung.
Partisipasi politik dapat berupa pemilihan
umum, referendum, demonstrasi, petisi,
lobi, kampanye, diskusi, dan sebagainya.
Partisipasi politik merupakan salah satu
indikator penting untuk mengukur tingkat
demokratisasi suatu negara (Verba dan Nie,
1972).

Sistem ini memberikan kesempatan
bagi rakyat untuk memilih calon legislatif
dan partai politik yang sesuai dengan

preferensi dan identitas mereka. Sistem ini
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juga memberikan motivasi bagi rakyat
untuk menggunakan hak suaranya secara
optimal, karena suara mercka dapat
menentukan siapa yang akan mewakili
mereka di lembaga legislatif. Sistem ini
juga memberikan insentif bagi calon
legislatif dan partai politik untuk
melakukan sosialisasi dan mobilisasi
kepada pemilih potensial, karena mereka
harus mendapatkan suara sebanyak-
banyaknya untuk dapat lolos ke parlemen.
Sistem ini juga memberikan peluang bagi
rakyat untuk terlibat dalam pengawasan dan
kritik terhadap kinerja calon legislatif dan
partai politik yang telah terpilih (Santoso,
2016).
c. Representasi Politik

Representasi politik adalah proses di
mana wakil-wakil rakyat menyampaikan
aspirasi dan kepentingan rakyat kepada
lembaga-lembaga negara. Representasi
politik dapat dibedakan menjadi dua jenis,
yaitu  representasi  deskriptif  dan

representasi  substantif. ~ Representasi
deskriptif adalah tingkat kesamaan antara
karakteristik sosial wakil-wakil rakyat
dengan karakteristik sosial rakyat yang
diwakili, seperti gender, etnis, agama,
kelas, dan sebagainya. Representasi
substantif adalah tingkat kesesuaian antara
kebijakan-kebijakan yang diusulkan atau
disahkan oleh wakil-wakil rakyat dengan
kebutuhan dan harapan rakyat yang

diwakili (Pitkin, 1967).

Sistem proporsional terbuka juga
meningkatkan representasi substantif yang
lebih sesuai dan akuntabel, karena sistem
ini memberikan pilihan kepada pemilih
untuk mencoblos partai politik atau calon
legislatif yang diinginkan. Jika pemilih
mencoblos partai politik, maka suaranya
akan masuk ke perolehan suara partai
tersebut secara keseluruhan. Jika pemilih
mencoblos calon legislatif, maka suaranya
akan masuk ke perolehan suara partai
tersebut sekaligus menambah perolehan
suara calon legislatif tersebut secara
individu (KPU, 2018). Dengan sistem ini,
rakyat dapat menentukan siapa yang akan
mewakili mereka di lembaga legislatif
sesuai dengan visi, misi, program, dan
ideologi mereka. Sistem ini juga dapat
meningkatkan akuntabilitas dan
transparansi calon legislatif dan partai
politik, karena mereka harus bertanggung
jawab kepada pemilih yang telah memilih
mereka (Nurhasim, 2012).

d. Akuntabilitas Politik

Akuntabilitas politik adalah
kewajiban dan tanggung jawab dari
pemerintah dan wakil-wakil rakyat untuk
menjelaskan dan
mempertanggungjawabkan tindakan-
tindakan ~ mereka  kepada  rakyat.
Akuntabilitas politik dapat dibedakan
menjadi dua jenis, yaitu akuntabilitas
vertikal dan akuntabilitas horizontal.

Akuntabilitas vertikal adalah akuntabilitas
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yang dilakukan oleh rakyat kepada
pemerintah dan wakil-wakil rakyat melalui
mekanisme pemilihan umum, referendum,
demonstrasi, petisi, media massa, dan
sebagainya. Akuntabilitas horizontal adalah
akuntabilitas yang dilakukan oleh lembaga-
lembaga negara yang sejajar kepada
pemerintah dan wakil-wakil rakyat melalui
mekanisme pengawasan, pengadilan, audit,
investigasi, dan sebagainya (O’Donnell,
1998).

Sistem ini memfasilitasi adanya
akuntabilitas vertikal yang lebih efektif dan
responsif, karena sistem ini memberikan
pilihan kepada pemilih untuk mencoblos
partai politik atau calon legislatif yang
diinginkan. Sistem ini juga memberikan
dampak langsung dari pilihan pemilih
terhadap hasil pemilu, karena sistem ini
menggunakan metode sainte-lague untuk
menghitung  alokasi  kursi  parlemen
berdasarkan perolehan suara partai politik
dan calon legislatif (KPU, 2018). Dengan
sistem ini, rakyat dapat mengawasi dan
mengkritisi kinerja calon legislatif dan
partai politik yang telah terpilih melalui
media massa, organisasi masyarakat sipil,
atau  mekanisme pemilihan  umum
berikutnya. Sistem ini juga memfasilitasi
adanya akuntabilitas horizontal yang lebih
independen dan profesional, karena sistem
ini memberikan kesempatan bagi lembaga-
lembaga negara seperti KPU, Bawaslu,

Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial,

Komisi Pemberantasan Korupsi, dan
sebagainya untuk melakukan pengawasan
dan  penegakan  hukum terhadap
pelaksanaan pemilu (Santoso, 2016).
e. Stabilitas Politik

Stabilitas politik adalah kondisi di
mana terdapat ketertiban dan keamanan
dalam sistem politik suatu negara. Stabilitas
politik dapat dipengaruhi oleh beberapa
faktor, seperti konflik sosial, polarisasi
politik, kohesi sosial, kredibilitas institusi
politik, legitimasi  pemerintah, dan
konsensus nasional (Alesina et al., 1996).

Sistem proporsional terbuka
berdampak positif terhadap stabilitas politik
di Indonesia. Sistem ini mengurangi potensi
konflik sosial dan polarisasi politik yang
dapat timbul akibat ketidakpuasan atau
diskriminasi terhadap kelompok-kelompok
tertentu dalam masyarakat. Sistem ini
memberikan kesempatan bagi kelompok-
kelompok minoritas atau marginal untuk
mendapatkan representasi politik yang
proporsional dan adil. Sistem ini juga
memberikan kesempatan bagi kelompok-
kelompok mayoritas atau dominan untuk
mendapatkan kompetisi politik yang sehat
dan adil. Sistem ini juga meningkatkan
kohesi sosial dan toleransi antara
kelompok-kelompok yang berbeda dalam
masyarakat, karena sistem ini menghargai
dan mengakui keragaman yang ada di
dalam masyarakat Indonesia (Mardani,

2014).
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Sistem proporsional terbuka juga
meningkatkan kredibilitas institusi politik
dan legitimasi pemerintah yang dapat
mempengaruhi kepercayaan dan dukungan
rakyat terhadap pemerintah. Sistem ini
memberikan kesempatan bagi institusi
politik seperti KPU, Bawaslu, Mahkamah
Konstitusi, dan  sebagainya  untuk
menunjukkan kinerja dan integritas mereka
dalam menyelenggarakan pemilu yang jujur
dan adil. Sistem ini juga memberikan
kesempatan bagi pemerintah dan wakil-
wakil rakyat untuk menunjukkan kinerja
dan  akuntabilitas  mereka  dalam
menjalankan tugas dan tanggung jawab
mereka sebagai pelayan rakyat. Sistem ini
juga memberikan kesempatan bagi rakyat
untuk mengevaluasi dan memberikan
feedback terhadap kinerja dan akuntabilitas
pemerintah dan wakil-wakil rakyat melalui
mekanisme pemilihan umum berikutnya
(Santoso, 2016).

Sistem proporsional terbuka juga
mendukung adanya konsensus nasional
yang dapat memperkuat persatuan dan
kesatuan bangsa. Sistem ini memberikan
kesempatan bagi partai politik untuk
melakukan koalisi dan kerjasama dalam
membentuk pemerintahan atau oposisi.
Sistem ini juga memberikan kesempatan
bagi partai politik untuk melakukan dialog
dan negosiasi dalam menyusun agenda dan
program nasional. Sistem ini juga

memberikan kesempatan bagi partai politik

untuk melakukan kolaborasi dan konsensus
dalam menyelesaikan masalah-masalah
nasional yang bersifat lintas partai atau
lintas sektoral (Nurhasim, 2012).

Dari pembahasan di atas, dapat
disimpulkan bahwa sistem proporsional
terbuka memiliki dampak yang positif
terhadap demokrasi di Indonesia. Sistem ini
sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi
seperti kedaulatan rakyat, persamaan hak,
partisipasi politik, transparansi,
akuntabilitas, dan representasi. Sistem ini
juga dapat mendukung tujuan dan nilai-nilai
demokrasi seperti kualitas demokrasi,
stabilitas politik, persatuan nasional, dan

keadilan sosial.

Kesimpulan

Sistem pemilu proporsional terbuka
adalah sistem pemilihan umum di mana
pemilih dapat memilih langsung calon
legislatif yang diusung oleh partai politik
peserta pemilu. Sistem pemilu proporsional
terbuka  dianggap lebih  demokratis,
transparan, dan  akuntabel, karena
memberikan kesempatan kepada pemilih
untuk mengetahui dan memilih calon
legislatif yang sesuai dengan aspirasi dan
kepentingan mereka. Namun, sistem pemilu
proporsional  terbuka juga memiliki
beberapa kelemahan serta permasalahan
baik dalam tataran teknis, politik, maupun

konstitusional.
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Relevansi system pemilu dengan
proporsional terbuka terhadap konstitusi

Indonesia dapat dijelaksan dalam sinergi

berikut:

1. Sistem pemilu proporsional terbuka
menjawab kehendak rakyat Indoensia
atas kekecewaan pada sistem pemilu
tertutup. Sistem ini

kehendak Pasal 1 ayat (2) UUD 1945,

sesuai dengan

yang menyatakan bahwa kedaulatan

berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang
Dasar.

2. Sistem pemilu proporsional terbuka
sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUD
1945, yang menyatakan bahwa Majelis
Permusyawaratan Rakyat terdiri atas
anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan
anggota Dewan Perwakilan Daerah
yang dipilih melalui pemilihan umum.
Dengan sistem ini, anggota MPR dapat
merepresentasikan kepentingan rakyat
secara lebih baik, karena dipilih
berdasarkan  preferensi  pemilih
terhadap calon legislatif tertentu .

3. Sistem pemilu proporsional terbuka
sesuai dengan Pasal 22F ayat 93) UUD
NRI Tahun 1945 yang berbunyi

“Peserta pemilihan umum untuk

memilih anggota Dewan Perwakilan

Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah adalah partai politik”.

Hal ini sejatinya menjelaskan bahwa

terdapat pembatasan pada

pengusungan calon dalam pemilu
anggota DPR dan DPRD yang dapat
dilakukan hanya oleh partai politik
terdaftar saja. Serta menegaskan bawah
melalui site mini, kepesertaan dalam
pemilu menjadi hak partai politik.

4. Sistem pemilu proporsional terbuka
sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) UUD
1945, yang menyatakan bahwa

pemilihan umum dilaksanakan secara

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil setiap lima tahun sekali.

Dengan sistem ini, pemilihan umum

dapat lebih demokratis dan transparan,

karena memberikan kesempatan yang
sama kepada setiap pemilih untuk
memilih  calon legislatif yang
diinginkan tanpa adanya tekanan atau
manipulasi dari pihak manapun

5. Sistem ini pun mampu

merepresentasikan setidaknya empat

bentuk

perspektif, yaitu negara,

kedaulatan  Indonesia,  persatuan

bangsa serta  Kerakyatan yang
Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Berdasarkan analisis di atas, dapat
disimpulkan ~ bahwa  sistem  pemilu
proporsional terbuka memiliki relevansi
dengan UUD NRI Tahun 1945, namun juga
memiliki beberapa ketidaksesuaian yang
perlu ditinjau dan diperbaiki. Oleh karena
itu, setidaknya terdapat tiga hal yang
penulis solusi atas

ajukan  sebagai
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kelemahan  yang  terdapat  dalam
implementasi sistem terbuka, yaitu 1) perlu
adanya evaluasi dan perbaikan regulasi
sistem pemilu proporsional terbuka agar
mampu meminimalisir celah kecurangan
serta dapat memperkokoh nilai-nilai dan
prinsip-prinsip demokrasi konstitusional
Pancasila; 2) penguatan serta peningkatan
kesadaran politik warga negara; 3)
pengawasan serta komitmen dari bawaslu
serta seluruh elemen masyarakat dalam
penyelenggaraan

pemilu dan

menindaklanjuti setiap tindak pelanggaran

pemilu.
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Abstract

Ethnicity and politics have a significant relationship in the phenomenon of political movements in a
country. This research aims to see how ethnicity influenced political dynamics in Indonesia during the
early days of the Revolution. The political dynamics that occurred in the early days of the Revolution
were that there was a tug of war and even tended to conflict between colonialist and nationalist powers.
The colonialist powers attempted to restore their colonial policies carried out by the Dutch. The
nationalist forces spearheaded by the freedom fighters attempted to maintain independence as a country
that was only proclaimed on August 17 1945. Efforts made by the Dutch to restore their colonial rule
were by establishing states by approaching local elites with an ethnic or tribal approach. which was
carried out, among others, by a Sundanese figure named R.M.M.Soeria Kartalegawa. Soeria
Kartalegawa's stance on ethnicity was by founding the Pasundan People's Party which then proclaimed
the Pasundan State in 1947.

Abstrak

Etnisitas dan politik memiliki hubungan yang signifikan dalam fenomena gerakan politik pada suatu
negara. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana etnisitas memberikan pengaruh terhadap
dinamika politik di Indonesia pada masa awal Revolusi. Dinamika politik yang terjadi pada masa awal
Revolusi yaitu adanya Tarik menarik bahkan cenderung konflik antara kekuatan kolonialis dengan
nasionalis. Kekuatan kolonialis berupaya melakukan untuk mengembalikan politik penjajahannya yang
dilakukan oleh Belanda. Kekuatan nasionalis yang dipelopori oleh para pejuang kemerdekaan berupaya
untuk mempertahankan kemerdekaan sebagai negara yang baru diproklamairkan pada tanggal 17
Agustus 1945. Upaya yang dilakukan oleh Belanda untuk mengembalikan penjajahannya yaitu dengan
mendirikan negara-negara bagian dengan cara melakukan pendekatan kepada elite local dengan
pendekatan etnis atau kesukuan yang dilakukan diantaranya kepada tokoh Sunda yang bernama
R.M.M.Soeria Kartalegawa. Sikap etnisitas yang dilakukan Soeria Kartalegawa yaitu dengan
mendirikan Partai Rakyat Pasundan yang kemudian mengproklamirkan Negara Pasundan 1947.

Kata Kunci: Etnisitas, Politik, dan Negara Pasundan
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Pendahuluan

Etnisitas memiliki hubungan yang
signifikan dengan politik dalam pengertian
politik baik sebagai gerakan ataupun

sebagai lembaga. Secara terminologi

etnisitas didefinisikan sebagai suatu
bagian dari identitas individu atau pribadi
(personal’s identity) yang dihubungkan
dengan atribut ras, sejarah, agama, simbol
sosial, bahasa dan wilayah'. Etnisitas dalam
suatu gerakan dan kelembagaan politik bisa
berfungsi sebagai pemersatu dan juga
penyebab terjadinya konflik.

realitas  sosial

Secara budaya

masyarakat Indonesia merupakan
masyarakat yang plural atau beragam.
Keragaman dengan latar belakang suku,
agama dan budaya tidak menjadi
penghambatan dalam pembentukan negara.
Pembentukan bangsa Indonesia melalaui
proses perjalanan sejarah menjadi kekuatan
atas dasar keragaman yang dipersatukan
melalaui peristiwa Sumpah Pemuda.

Pada masa Orde Baru terjadi tekanan
besar

politik yang begitu kepada

! Haba, John, “Etnisitas, Hubungan Sosial Dan
Konflik Di Kalimantan Barat” dalam, Jurnal
Masyarakat & Budaya, Volume 14, No. I,
Tahun 2012.

2 Sofyan Sjaf, Lala M. Kolopaking, Nurmala K.
Pandjaitan, Didin S. Damanhuri, “Pembentukan
Identitas Etnik di Arena Ekonomi Politik
Lokal”, dalam, Sodality: Jurnal Sosiologi
Pedesaan Vol. 6, No.2 2012| September 2012,
him. 170-178.

3 Syuhudi, Muhammad Irfan, “Geliat Politik
Identitas di  Kota  Manado”  dalam,

masyarakat dengan sistem politik yang
sentral dan negara melakukan pengendalian
yang begitu kuat. Semangat -etnisitas
muncul seiring dengan iklim demokratisasi
pada saat reformasi. Identitas etnisitas
muncul dalam dinamika politik terutama
ketika masa reformasi. Undang-undang
otonomi daerah telah mengantarkan adanya
pemilihan kepala daerah mulai dari tingkat
kabupaten/kota dan provinsi®. Isyu tentang
kesukuan atau yang implementasinya selalu
muncul dalam pemilihan kepala daerah baik
pada tingkat kabupaten/kota’, provinsi*
bahkan sampai pada pemilihan kepala
desa’.

Rasa etnisitas sesungguhnya sudah
muncul sejak masa penjajahan Belanda
khususnya ketika lahirnya organisasi-
organisasi pergerakan kebangsaan yang
digerakan oleh para pemuda kaum
terpelajar seperti Jong Java, Jong Ambon,
Jong Celebes, dan sebagainya. Di Jawa
Barat muncul organisasi kebangsaan yang
bernama Paguyuban Pasundan sebagai

reaksi atas terbentuknya Budi Utomo yang

Harmoni  urnal Multikultural & Multireligius
Vol. 15 No. 2

4 Parangu, Kaukabilla Alya,” The Political
Correlation Of Ethnic Identity In The

Election Of The 2018 Lampung Governor”,
dalam, Seminar Series in Humanities and Social
Sciences : International Seminar: Conflict and
Violences, ISSN : 2714-7355

5 Bartoven  Vivit  Nurdin, Shela
Febriyanti,” Kontestasi Elit Desa Pada Pilkades
Di Desa Transmigrasi Jawa Lampung Tengah”,
dalam, Konferensi Nasional Sosiologi X APSSI
Kupang, 7-9 Juni 2023.
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kepengurusannya didominasi oleh orang-
orang Jawa®. Para pemuda yang aktif dalam
pergerakan kebangsaan ini lah yang
kemudian ~ memiliki  peran  dalam
menggerakan Revolusi di Indonesia pada
awal kemerdekaan’.

Periode awal kemerdekaan atau
sering disebut dengan periode revolusi
dalam sejarah Indonesia merupakan suatu
kajian yang menarik dengan kajian sejarah
politik Indonesia. Berbagai kajian pada
periode ini dengan tema utama revolusi
seperti Kahin®, Robert Graib’, Anton
Lucas'?, dan Ben Anderson'!. Fokus utama
dalam penelitian para ilmuwan tersebut
ialah bagaimana dinamika politik yang
terjadi pada masa awal kemerdekaan.
Dinamika politik itu berupa perang dan
diplomasi yang disebabkan oleh kedatangan
Belanda melalui NICA, yang ingin
menjajah kembali Indonesia. Kedatangan
Belanda disikapi oleh bangsa Indonesia
dengan sikap perang dan diplomasi. Salah

satu upaya yang dilakukan oleh Belanda

6 Suharto, Dari Lokal ke Nasional :
Perkembangan Wawasan Paguyuban
Pasundan, 1913-1942, Makalah Seminar
Nasional Tinjauan Kritikal Tentang Integrasi
Bangsa, Fakultas Sastra Indonesia, Depok, 16-
17 Januari 1996.
7 Frederick, William H., (1989), Pandangan
dan Gejolak Masyarakat Kota dan Lahirnya
Revolusi  Indonesia (Surabaya 1926-1946),
terjemahan Hermawan Sulistyo, Jakarta
Gramedia.
8 Kahin, George Mc. Turnan. (1961),
Nationalism and Revolution In Indonesia,
Ithaca, New York : Cornell University Press.

untuk menguasai Indonesia yaitu melalaui
pembentukan negara-negara bagian atau
yang dikenal dengan politik federalis yang
saat itu Gubernur Jenderal NICA bernama
Van Mook. Upaya yang dilakukan oleh van
Mook dalam rangka menjalankan politik
federalisme yaitu dengan menggunakan
pendekatan etnik kepada para elite lokal.
Tulisan ini mencoba mengkaji
bagaimana dinamika politik di Indonesia
pada masa awal kemerdekaan diwarnai
dengan rasa etnisitas pada kasus berdirinya
negara Pasundan di Jawa Barat pada tahun
1947. Pada masa awal kemerdekaan
terdapat kelompok dan tokoh-tokoh yang
berpengaruh terhadap tarik menarik antara
kepentingan Belanda dan  Republik
Indonesia. Belanda tetap ingin
mengembalikan kekuasaannya di Indonesia
sedangkan pihak Republik Indonesia ingin
tetap menjadi negara yang merdeka yang
telah diproklamirkan pada tanggal 17
Agustus 1945.Di Jawa Barat terdapat

seorang tokoh elite lokal yang bernama

°Cribb, Robert Bridson, (1990), Gejolak

Revolusi di Jakarta 1945-1949 Pergulatan

Antara Otonomi dan Hegemoni, terjemahan

Hasan Basari, Jakarta : Grafiti.

10 Lucas, Anton, (2019), Peristiwa Tiga Daerah

Revolusi  Dalam  Revolusi, Jakarta

Mediapressindo

" Anderson, Benedict R.0.G. (1988), Revolusi
Pemuda Pendudukan Jepang dan Perlawanan
di Jawa 1944-1946, Jakarta : Sinar Harapan.
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R.M.M. Soeria Kartalegawa melalui Partai

Rakyat Pasundan yang ia dirikan

memproklamirkan ~ Negara  Pasundan.
Etnisitas akan dilihat pada hal apa yang
menjadi latar belakang Suryakartelagawa
mendirikan Partai Rakyat Pasundan dan
Negara Pasundan.

Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu metode historis atau
sejarah. Peneliti menggunakan dokumen-
dokumen atau arsip sejarah yang berkaitan
dengan masalah yang dibahas dalam
penelitian ini. Selain menggunakan arsip-
arsip sebagaimana lazimnya pada penelitian
sejarah menggunakan koran-koran sejaman
yang memberitakan atau memberikan
peristiwa pada kajian penelitian ini yaitu
peristiwa berdirinya Negara Pasundan
Soeria Kartalegawa pada tahun 1947. Arsip
dan koran merupakan sumber primer dalam
penelitian sejarah. Disamping itu digunakan
pula sumber-sumber sekunder berupa
artikel

maupun  buku-buku  yang

memberikan data pada penelitian ini.

Pembahasan
Arus Utama Revolusi
Pada awal kemerdekaan

memperlihatkan sutu  situasi revolusi.
Situasi ini merupakan proses politik yang

timbul dalam situasi kritis pada waktu

12 Kartodirdjo, Sartono , (1982), Pemikiran dan
Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu
Alternatif, Jakarta : Gramedia, hlm. 80.

golongan-golongan konflik mengusahakan
perubahan politik dengan cara-cara radikal.
Periode revolusi adalah masa krisis sosial
dan politik dengan intensitas tinggi. Krisis
ini disebabkan karena ada perasaan tidak
aman dan penuh kegelisahan yang langsung
menyangkut kelangsungan hidup.'?

Satu kecenderungan arus utama
revolusi-revolusi sosial terjadi di Jawa
Barat, adalah adanya kekuasaan yang
menghendaki  tumbangunnya elemen-
elemen yang dianggap sebagai representasi
kekuatan penjajah. Sudah barang tentu yang
menjadi sasaran adalah sisa-sisa pangreh
praja yang dinilai sebagai alat kepentingan
kolonial.

Arus utama revolusi ini bermula
dikuatkan dengan tampilnya para pemimpin
nasionalis yang dinilai sebagai representasi
dari kekuatan anti penjajah. Pemimpin
nasionalis tampil memimpin negeri ini,
seperti terpilihnya Sukarno dan Hatta
sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Kedua orang tersebut pada masa kolonial
Belanda dikenal sebagai aktivis pergerakan
nasional. Sedangkan  pada  masa
pendudukan Jepang menempati  pos

terdepan dalam organisasi mobilisasi
massa.
Tampilnya pemimpin nasionalis

yang dapat dikatagorikan sebagai kelompok
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intelegensia pada masa awal kemerdekaan,
merupakan gambaran umum pada negara-
negara di dunia ketiga pada saat itu.
Sebagaimana dikatakan Harry J. Benda
mereka sering bertindak sebagai perintis
atau pelopor dalam berbagai gerakan dan
revolusi serta sebagai elite politik berdiri
sendiri. Kaum intelegensia di dunia ketiga
mempunyai  kedudukan yang sangat
berwibawa, terpisah dan dibedakan dari
elite tradisional.'®
Kelompok intelegensia ini
merupakan golongan berpendidikan Barat
dan beroposisi terhadap penguasa kolonial.
Sesudah perang dunia kedua mereka
merupakan satu-satunya golongan yang
mempunyai pengalaman dalam bidang
politik dan ideologi, sehingga setelah
kemerdekaan tercapai, mereka dapat
menduduki posisi kekuasaan.'

Pada awal kemerdekaan pangreh
praja sebagai alat birokrasi dituntut untuk
memberikan loyalitas pada kekuasaan yang
baru, yaitu Republik Indonesia. Akan tetapi
di kalangan nasionalis sendiri masih
tersimpan rasa curiga terhadap
keloyalitasan pangreh praja. Hal ini
didasarkan pada pengalaman kerja mereka

pada masa pendudukan Jepang yang tidak
bisa melindungi rakyat.'> Bahkan pada

13 Benda, Harry J., “Kaum Intelegensia Timur
sebagai Golongan Elit Politik”, dalam Sartono

Kartodirdjo, (1981), Elite dalam Perspektif

Sejarah, Jakarta : LP3S, hlm.156
14 Ibid, him. 156-157.

masa kolonial Belanda pun pangreh praja
menjadi alat kepentingan kolonial. Walupun
demikian terdapat pula pangreh praja yang
meyakinkan kelompok nasionalis tentang
dukungannya kelompok pangreh praja
terhadap kemerdekaan Indonesia. Mereka
ini adalah Sutardjo Kartohadikoesoemo dan
Wiranatakoesoemah. Kedua pangreh praja
ini pada masa pergerakan nasional memang
sangat dekat pemikiran-pemikirannya
dengan kelompok nasionalis.

Sukarno dan Sutardjo mengusulkan
diadakannya konferensi pangreh praja se-
Jawa dan Madura yang dibuka di Jakarta.
Pada tanggal 2 September 1945 Sukarno
memberikan sambutan pada konferensi ini
dengan menyatakan :

...Dalam pada itoe pihak pangreh
praja djangan mengira, bahwa
politik  beleid pimpinan republik
Indonesia  menganggap pangreh
praja sekedar Djoeroe Toelis, klerk,
atau mandoer ketjil sadja. Pangreh
Praja tidak kami dergradeer, kami
rendahkan, tapi kami beri tempat
yang selajaknya.’®

Wiranatakoesoemah mantan Bupati
Bandung yang kemudian diangkat menjadi
Menteri Dalam Negeri dalam kabinet
pertama Republik Indonesia, juga berbicara
mendesak pengreh praja supaya mendekati

rakyat dan komite-komite nasional, dan

15 Sutherland, Heather, (1983), Terbentuknya
Sebuah Elite Birokrasi, terjemahan Sunarto,
Jakarta : Sinar Harapan, hlm. 260.

16 4sia Raya, 3 September 1945
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untuk menghindarkan diri dari anggapan
bahwa mereka sendiri tidak akan tuduh
menuduh mengenai masa lampau, atau
campur kedudukan-

tangan  dengan

kedudukan mereka. Situasi menuntut
persatuan dan kesatuan.!”

Terjadi tawar menawar dalam hal
kepemimpinan pangreh praja pada saat
pertemuan antara Sutardjo dengan Sukarno
dan Hatta. Pangreh praja agar diberikan
kedudukan-kedudukan tertinggi di daerah-
daerah  sebagai tanda  kepercayaan
pemerintah baru terhadap mereka. Sutardjo
meyakinkan Sukarno dan Hatta tentang
dukungan dari pangreh praja, asalkan
statusnya dijamin. Pada saat pembentukan
provinsi di Jawa diangkatlah tiga orang
pangreh praja menjadi Gubernur, yaitu
Sutardjo sendiri sebagai Gubernur Jawa
Barat, R.P. Soeroso Gubernur Jawa Tengah
dan R.M.T.A. Soerjo sebagai Gubernur
Jawa timur.'®

Sementara itu di mata rakyat,
pangreh praja dipandang sebagai alat
kolonial yang mengeksploitasi rakyat.
Pandangan rakyat seperti ini menimbulkan
sikap kebencian terhadap pangreh praja. Di
beberapa daerah di Jawa Barat meletus

revolusi sosial melawan kekuasaan lama,

7 Ibid

18 Anderson, Benedict R.O’G., (1988),
Revolusi Pemuda Pendudukan Jepang dan
Perlawanan di Jawa 1944-1946, terjemahan
Jiman Rumbo, Jakarta Sinar Harapan,
hlm.137.

seperti terjadi di Tanggerang, Keresidenan
Banten yaitu di Pandeglang, Lebak dan
Serang.

Tanggerang merupakan daerah
perkebunan yang terletak sebelah barat
Jakarta. Di daerah ini dalam minggu-
minggu pertama setelah proklamasi gejolak
sosial timbul dengan terjadinya banyak
kepala  desa, polisi ~dan  pejabat
pemerintahan setempat dicopot oleh rakyat.
Di Sepatan sisi barat laut Tanggerang,
seorang Asisten Wedana dibunuh. "

Pemberontakan kemudian
dikoordinasikan oleh seorang haji dan ahli
kebatinan yaitu Achmad Chaerun. Pada
tanggal 18 Oktober 1945 di Curug sisi barat
daya Tanggerang, Achmad Chaerun
mengkoordinasikan pemberontakan rakyat
dan berhasil menumbangkan aparat
pemerintahan formal. Bupati mengaku sakit
dan dibawa ke Jakarta.  Dalam
pemberontakannya ini, H. Achmad Chaerun
bekerjasama dengan seorang Arab setempat
yang bernama Syekh Abdullah yang
memimpin Lasykar Hitam. H. Achmad
Chaerun membubarkan KNI (Komite
Nasional Indonesia) setempat dan ia

mendirikan  pemerintahan-pemerintahan

19 Cribb, Robert , (1990), Gejolak Revolusi di
Jakarta 1945-1949 Pergulatan antara Otonomi
dan Hegemoni, terjemahan Hasan Basari,
Jakarta : Grafiti, hlm. 44.
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“yang dipilih rakyat” pada semua tingkatan
pada lingkungan kabupaten®

Di Keresidenan Banten daerah
Serang dan Pandeglang terjadi gejolak
sosial. Dipimpin oleh seorang jawara
bernama Tje’ Mamat mengkoordinir
pemuda membentuk polisi sendiri dan
mengganti polisi tetap, yang dianggap alat
romusha. Tje’ Mamat dan gerombolannya
melakukan serangan terhadap penguasa-
penguasa  setempat, dan puncaknya
menangkap Bupati Serang yaitu R. Hilman
Djadjadiningrat, seorang bupati dari
keluarga terkemuka. Hilman kemudian
dilepas dan melarikan diri ke Priangan.?'

Di daerah Lebak dengan dipimpin
seorang Kyai beserta santri-santrinya
bergerak menyerang para penguasa. Bupati
Lebak R. Hardiwinangun dibunuh dan
jabatannya diganti oleh Kyai Haji Hasan.
Bupati Pandeglang Djoehana dipaksa
melarikan diri demi keselamatan jiwanya,
dan kedudukannya diambil alih oleh Kyai
Tubagus Abdulhalim. Wedana-wedana di
bawah bupati juga dibunuh atau melarikan
diri dari daerah itu.??

Revolusi sosial yang terjadi di
beberapa daerah tersebut dengan sasaran
serangannya  para  pangreh  praja,

mencerminkan bahwa kedudukan mereka

X 4nderson, op. cit., hlm. 197.

211bid, him. 369.

2 Ibid

23 Heater Sutherland, op. cit., him.261.

sangat terjepit. Persepsi rakyat terhadap
mereka sebagai alat kolonial yang hanya
mengeksploitasi  rakyat, begitu kuat.
Dengan demikian fungsi pangreh praja
bukan melindungi rakyat.

Untuk menghilangkan kecurigaan
terhadap pangreh prja, maka pada bulan
Februari 1946 istilah “pangreh praja” yang
berarti “penguasa  kerajaan”  diubah
namanya menjadi “pamong praja” yang
berarti “abdi” atau “pengasuh kerajaan”.
Tugas kewajiban para pejabat ini tidaklah
untuk memerintah, tetapi bagaikan orang
tua yang memimpin dan mempengaruhi

dari belakang (tut wuri handayani).*

Proklamasi Negara Pasundan
Kartalegawa

Secara teoritis gerakan Kertalegawa
dapat dikatagorikan sebagai suatu kontra-
revolusi. Hal ini dapat dijelaskan oleh teori
dari Charles Tilly.>*  Gejolak terjadi
menurut Tilly dilator belakangi oleh adanya
transformasi, salah satu bentuknya adalah
terbentuknya  negara  (Statemaking).
Transformasi ini berakibat pada terjadinya
perkembangan perubahan struktur dalam
jangka yang cukup lama. Perubahan
struktur itu seperti pengorganisasian politik

dan nasionalisasi politik. Sentralisasi dan

2% Hunt, Lynn, “Charles Tilly’s Collective
Action”, dalam Theda Skocpol, ed. (1989),
Vision and Method in Historical Sociology,
New York : Cambridge University Press, , him.
245-246
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nasionalisasi politik bisa menimbulkan
konflik tingkat nasional.”> Akan timbul
suatu gejolak yang apabila ada masyarakat
yang merasa “hak-hak yang mapan atau hak
tradisional telah dilanggar”.?®

Dalam kasus di Jawa Barat,
transformasi sosial sebagaimana  telah
berlangsung cukup lama, sejak

ditanamkannya  westernisasi ~ melalui
institusi pendidikan. Westernisasi juga
dilakukan dalam struktur pemerintahan
pribumi dari yang bersifat tradisional ke
yang modern. Dalam perubahan ini terdapat
ikut sertanya rakyat dalam pemerintahan
melalui institusi Dewan Lokal, yang
melibatkan elite nasionalis. Sehingga arus
utama revolusi yang terjadi pada awal
kemerdekaan adalah munculnya kekuatan
nasionalis yang menghendaki terbentuknya
Republik Indonesia yang merdeka.

Suasana Revolusi dipicu pula oleh
Belanda

kembali dengan

Untuk

kedatangan
membonceng kepada  Sekutu.
membangun  kembali

Belanda

kekuasaannya,
melihat kondisi etnis yang
heterogen di Indonesia, yang
memungkinkan untuk membangun negara

federal.  Heterogenitas  etnis  yang

% Ibid, hlm. 264.

26 Dalam studi Charles Tilly tentang Vendee
Variable Independent yang digunakan adalah
“Statemaking” & “Urbanisasi”, akan tetapi
dalam  studi  mengenai  perkembangan
indutrialisasi di Eropa pada awal abad ke-20
sebagaimana dikatakan oleh Lyn Hunt,
Variable Independent yang digunakan adalah

merupakan kondisi objektif masyarakat
Indonesia dijadikan peluang oleh Van
Mook sebagai Letnan Gubernur Jenderal
Belanda dan Kepala NICA untuk
membentuk federasi negara-negara bagian.
Pendekatan ini dilakukannya dengan amat
hati-hati, karena heterogenitas etnis tidak
memperlihatkan realitas federalis dan
sparatis dengan adanya dominasi Jawa.?’
Pembentukan negara-negara bagian dengan
mendekati aristokrat lokal yang dinilai pro-
Belanda.

Di Jawa Barat tidak ada penguasa
bangsawan Indonesia yang otonom, tidak
ada orang yang merasa perlu bergantung
pada  pemerintah  Belanda untuk
mempertahankan kekuasaan dan tanah
milik mereka, seperti di Indonesia Timur.
Jadi Jawa Barat tidak punya penyangga
bangsawan yang merupakan ciri kesatuan-
kesatuan federal semacam itu seperti di
Indonesia  Timur, Sumatera Timur,
Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.
Di Jawa Barat Belanda hanya boleh
mengharapkan dukungan kaum oprtunis
politik, terutama yang merasakan bahwa
kedudukan mereka itu di bawah republik

tidak memadai, dan sedikit orang Sunda

kapitalisme. Dalam stud ini saya gunakan
variable “Statemaking” sebagaimana dilakukan
oleh R. Z Leirissa, Masyarakat Halmahera dan
Raja  Jailolo : Studi tentang  Sejarah
Masyarakat Maluku Utara, Disertasi, Jakarta :
Fakultas Pascasarjana Uniersitas Indonesia,
1990, hal. 13.

27 Cribb, op. cit., hlm. 139.
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yang merasa bahwa tujuan republik itu
terkutuk dan dengan tegas ingin agar
kepentingan orang-orang Sunda dilindungi
oleh suatu negara bagian dalam
pemerintahan federal yang akan datang?®

Sentimen entis sebagai gerakan
federalis di Jawa Barat muncul dengan
berdirinya Partai Rakyat Pasundan (PRP).
Organisasi ini didirikan atas prakarsa
R.A.AM.M. Soeria Kartalegawa, seorang
menak Sunda bekas bupati Garut. PRP
didirikan pada tanggal 18 November 1946,

dengan pengurusnya :

Ketua : Raden Sadikin

Wakil Ketua : Mas Soepenah

Sekretaris : Mas Machmoed

Bendahara  : R. Wiradimadja

Komisaris : M. Soemeng Karwidjadja
Mas Adimihardja
Djoseof
Djadjadisastra
Soekarsa.?”)

Menurut laporan Residen Priangan
yaitu Laasen, gerakan PRP merupakan
respon sekelompok masyarakat Sunda
setelah adanya konferensi Malino dan
Pangkal Pinang. Kedua pertemuan itu
merupakan awal strategi Van Mook untuk

membangun  negara-negara federal.

28 Kahin, George Mc Turnan, (1961),
Nationalism and Revolution in Indonesia, New
York : Cornell University Press, hlm. 368.

2 Laporan Singkat Residen Priangan
(Klaassen) mengenai Partai Rakyat Pasundan,
27 Des. 1946, dalam, S. L. Van Der Wall, ed.

Menjelang konferensi di Pangkal Pinang,

terdapat sekelompok di masyarakat Sunda

yang terkemuka, memohon secara tertulis
kepada Mayor Soebroto (seorang Jawa
yang menjadi anggota Badan Penasehat

Indonesia) agar masayrakat Sunda ada yang

mewakili dalam konferensi tersebut. Akan

tetapi permohonan tertulis PRP tidak
disampaikan oleh Soebroto, sehingga
membuat curiga sekelompok masyarakat

Sunda tersebut kepada Soebroto sebagai

orang Jawa. Maka tanpa ada perwakilan

masyarakat Sunda terhadap konferensi di

Pangkal Pinang, didirikanlah Partai Rakyat

Pasundan.*

Karena tidak mengikuti pertemuan

di Pangkal Pinang, PRP kemudian

mengirim surat yang ditujukan kepada Ratu

Belanda, yang isi pokok-pokok pikiran

surat tersebut adalah :

1. Rakyat Sunda sampai sekarang belum
memperoleh kesempatan memberikan
suaranya dalam konferensi yang
diadakan pemerintah (Belanda).

2. Bangsa Sunda sudah berabad-abad,
secara militer, ekonomis maupun politik
terkalahkan oleh tetangga-tetangganya
(yang terutama dimaksud adalah bangsa

Jawa).

Officiele ~ Bescheigen  Betreffende  De
Nederlands-Indonesische Betrkkingen 1945-
1950, Jilid 6, s-Gravenhage, Martinus Nijhoff,
hlm. 676.

3 Laporan Klaassen.......... , ibid.
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3. Bangsa Sunda berkeinginan melihat
bahasanya, adat dan kebudayaannya
terlindungi sebagai bagian darah yang
otonom, yang dimaksud adalah sebagai
negara Sunda, dimasukan dalam
federasi negara-negara Indonesia.

4. Rakyat Sunda takut akan diambil
keputusan mengenai nasibnya tanpa
melupakan  dasar-dasar ~ demokrasi
dalam keadaan bebas sepenuhnya (satu
sama lain oleh karena sampai sekarang
kebebasan  untuk  mengemukakan
pendapat di daerah-daerah yang sudah
dibebaskan, masih terhalang-halangi
oleh adanya teror, sensor dan halangan-
halangan lainnya).’!

Bendera yang dipakai oleh PRP
yaitu Hijau-Putih yang berarti Hijau adalah
warna keagamaan yang memberikan arti
harapan agar mendapat dorongan yang
bersifat keagamaan untuk mengubah usaha-
usaha terpenuhinya cita-cita nasional.
Sedangkan putih berarti kesucian.*?

PRP sangat anti terhadap warna
Merah-Putih yang dipakai oleh Republik
Indonesia. Warna ini mengingatkan warna
kerajaan Mataram. Kerajaan ini di mata
orang-orang Sunda yang kolot dipandang
sebagai penjajah terhadap orang-orang

Sunda. Sebagaimana cerita kerajaan

3! Laporan Klaassen.......... , hal. 677.
32 Laporan Klaassen.......... , hal 678.

Majapahit menjajah kerajaan kuno Sunda

Padjadjaran.*

Pada tanggal 4 Mei 1947 Parta Rakyat
Pasundan dengan dipimpin oleh Soeria
Kartalegawa bertempat di lapangan Alun-
alun Bandung memproklamirkan berdirinya
Negara Pasundan. Isi dari proklamasi
tersebut ialah :

1. PRP dengan ini memproklamirkan
kemerdekaan Negara Pasundan dengan
kemauan rakyat Sunda, dalam
hubungan federatif, karena jalan ini
adalah satu-satunya untuk politik
“negara” ini di kemudian hari.

2. PRP akan menentang usaha-usaha
untuk memasukan daerah-daerah yang
telah dimerdekakannya ke dalam
Republik.

3. PRP mendorong supaya di daerah-
daerah yang telah dimerdekakan
maupun di daerah Republik diadakan
plebisit (pemungutan suara).

4. PRP menjadikan Bandung sebagai ibu
negeri “negara” Pasundan.

5. PRP akan mengurus pengembalian
pabrik-pabrik  dan  onderneming-

onderneming kepunyaan bangsa asing

kepada yang punya.
6. PRP minta pengakuan pemerintahan
sementara di daerah yang
3 Laporan Klaassen.......... , hal 675.
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dimerdekakan, jika pemungutan suara
berhasil.

7. PRP minta pemerintahan sementara ini
statusnya ~ yang sama  dengan
pemerintahan Indonesia Timur.

8. PRP  memilih sebagai anggota
pemerintahan sementara dari Negara
Pasundan Raden Moch.  Soeria
Kartalegawa Presiden dan Dr. (Mr)
Koestomo sebagai pembentuk kabinet
(kabinet formatueur).>®

Dalam pelaksanaan proklamasi ini,
Kartalegawa mendapat bantuan dari
Belanda.  Orang-orang  yang  ikut
menghadiri acara ini, diangkut dengan truk-
truk Belanda. Mereka ditarik dari daerah
Kiara Condong dan Ujung Berung. Untuk
menyiarkan berita ini Belanda menyediakan
fasilitas seperti pers dan radio. Surat kabar
yang dikeluarkan oleh Dinas Penerangan
Belanda  yaitu = RVD  (Regeerings
Voorlichtingdienst) ~ turut ~ membantu
menyebarkan pamflet-pamflet propaganda
Partai Kartalegawa.*

Kartalegawa mendapat bantuan dari
Belanda karena menurut dia bahwa
Pasundan dalam waktu 100 tahun belum
bisa merdeka, sehingga membutuhkan
bantuan Belanda. Bantuan ini bukan berarti

belas kasihan Belanda terhadap orang

Sunda, karena orang Sunda telah “diper-

34 Berita Indonesia, 5 Mei 1957.
35 Berita Indonesia, 3 Mei 1947.

Yahudi-kan” oleh Republik, sehingga perlu
berdiri sendiri. Kemudian Kartalegawa
berjanji akan segera mengembalikan
onderneming-onderneming di Jawa Barat
kepada yang memilikinya, kebanyakan
orang Belanda.*

Raden Adipati Ario Muhammad
Moesa Soeria Kartalegawa adalah bupati
yang berasal dari keturunan menak tinggi.
Dia cucu dari R.H. Muhammad Moesa
seorang penghulu Garut yang intelektual
dan dekat dengan Belanda. Dia anak dari
R.T. Kartalegawa, seorang bupati Garut
yang pada masa pergerakan nasional aktif di
PEB (Politeik Economie Bond), sebuah
organisasi yang anti terhadap pergerakan
kabangsaan Indonesia. Orang tua Soeria
Kartalegawa, semasa menjadi Bupati Garut
ikut menumpas gerakan SI Afdeling B di
Cimareme. Bahkan dia sangat anti terhadap
SLY7

R.AAMM. Soeria Kartalegawa
dilahirkan di Garut pada tanggal 26 Oktober
1897. Pendidikannya yaitu ELS (1913),
HBS (1918), Bestuur School (1925).
Pekerjaannya dimulai manjadi kandidat
Ambtenar kabupaten Cianjur (1918),
Ajudan Jaksa, Asisten Residen Garut;
Asisten Wedana Langkaplancar dan Ciamis
(1919), Asisten Wedana Kls. I Sukabumi
(1925), Asisten Wedana Soreang Bandung

36 Berita Indonesia, 24 Mei 1947.
37 Siliwangi, 21 Juli 1921.
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(1926), Wedana Patih dan Wedana

Bandung (1927), Bupati Garut (1928-1943)

dan Anggota Dewan Rakyat (1939).38
Soeria Kartalegawa

memproklamirkan ~ Negara  Pasundan
memiliki latar belakang etnisitas. Pada awal
kemerdekaan, Jawa Barat ditetapkan
sebagai salah satu propinsi di Jawa.
Sukarno mengangkat Sutardjo sebagai
Gubernur Jawa Barat. Pengangkatan
Sutardjo sebagai orang Jawa, dinilai oleh
sentimen.

Kartalegawa dengan sikap

Sampai-sampai Kartalegawa
mempertanyakan apakah tidak ada satupun
orang Sunda yang pintar di Jawa Barat.
Mengapa mesti orang Jawa ?. Dengan
demikian pendirian Negara Pasundan
merupakan sikap pertentangan Kartalegawa
terhadap pemerintah pusat atas
pengangkatan Gubernur Jawa Barat bukan
orang Sunda (Sutardjo orang Jawa dan
Datuk Jamin orang Sumatera).>®
Ketidaksenangan Kartalegawa
terhadap orang bukan Sunda yang berkuasa
di Jawa Barat, sebenarnya merupakan
kekecewaan atas sikap perbuatan orang-
orang di luar Sunda terhadap dirinya.

Kartalegawa menjadi anggota pimpinan

3 Gunseikanbu, (1986), Orang Indonesia yang
Terkemuka di Jawa, Jogyakarta : Gadjah Mada
University Press, him. 93.

3 Rekaman Kaset Wawancara Team Sejarah
Lisan Arsip Nasional (ARNAS) dengan
R.A.AM.M. Soeria Kartalegawa.

4 Nota dari Abdulkadir Widjojoatmojo
(Penasehat Dinas Kabinet Letnan Gub. Jend.)

yang mengorganisasikan “pembangunan”
oleh “Badan Penasehat Indonesia”, Ia
diminta oleh teman-temannya (terdiri dari
orang Belanda, Belanda Indo, Menado dan
Jawa) untuk berhenti menjadi anggota
pimpinan. Pemberhentian ini dikarenakan
tindakan-tindakan Kartalegawa yang tidak
menyenangkan pada masa pendudukan
Jepang 40

Dengan perasaan kecewa yang
kemudian Kartalegawa melihat
pengangkatan Gubernur Jawa Barat yang
pertama dan kedua bukan orang Sunda yaitu
Sutardjo (Jawa) dan Muhamad Djamin
(Sumatera), Kartalegawa melihat semakin
tajamnya permusuhan antara Sunda dengan
Jawa. la nilai pengangkatan kedua
Gubernur tersebut sebagai penjajahan
terhadap orang Sunda.*!

PRP menyebarluaskan
proklamasinya

dengan  mengadakan

pertemuan-pertemuan  umum  sambil

membuka cabang-cabangnya. Pada tanggal
11 Mei 1947 diadakan rapat umum di
Jakarta dan membentuk cabang-cabang
PRP di Jakarta dan sekitarnya, juga
membentuk 20 cabang di Krawang.*?

kepada Direktur Kabinet Let. Jend. (Koets),
dalam, Wall, op. cit. Jilid 7, hlm. 511. Penulis
belum menemukan data apa Dosa Kartalegawa
pada masa Jepang.

41 Nota Abdul, ibid.

4 Cribb, op. cit., hal. 139.
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Di Jakarta keluar selebaran yang
berisi bahwa proklamasi Negara Pasundan
dicabut kembali, sebagaimana termuat

dalam Harian Berita Indonesia:

Kami seluruh anggota Partai Rakyat
Pasundan dengan ini menerangkan setia
kepada cita-cita kebangsaan Indonesia:
Kesatuan Republik Indonesia.

PRP dengan ini kami bubarkan. Proklamasi
ditarik kembali.
Bandung, 6 Mei 1947
A.n. PRP seluruhnya
R.A.A. Soeria Kartalegawa +*
Selebaran tersebut ditolak oleh
anggota PRP, bahkan dikatakan bahwa
selebaran itu sengaja disebarkan oleh pihak
Republik.*  Kartalegawa dalam pidato
radionya mengatakan bahwa selebaran yang
menyatakan proklamasi dan pembubaran
PRP adalah dusta belaka. Dikatakan pula
bahwa Pasundan ingin tetap mendirikan
negara yang “merdeka” sebagai anggota

Negara Indonesia Serikat yang sederajat

dengan Republik Indonesia.*

Kudeta di Bogor

Untuk memperluas kekuasaannya,
PRP melakukan kudeta terhadap kekuasan
Republik di Bogor. Pada tanggal 23 Mei
1947 dinihari sekitar pukul 00.30 WIB,
anggota ~ PRP  dipimpin = Kustomo
mendatangi rumah Residen Bogor Mr.

Supangkat, Bupati Bogor dan Ajun

4 Berita Indonesia, 7 Mei 1947.
4 Berita Indonesia, 8 Mei 1947.
45 Berita Indonesia, 10 Mei 1947.

Sekretaris Bupati Hariri Djajadiningrat.
Residen tidak berhasil diculik, hanya empat
orang penjaganya yang diculik. Sedangkan
bupati dan Ajun Sekretaris berhasil diculik.
Tetapi kemudian mereka dilepas kembali.*®

Kepada Bupati Bogor Kustomo
menawarkan kerja sama dengan PRP, akan
tetapi ajakan Kustomo ditolak. Besok
harinya pagi-pagi sekali PRP menduduki
kantor pemerintahan di Bogor. Kantor-
kantor yang diduduki adalah kantor
kabupaten, Bank Rakyat, Kantor Pos,
Kantor Pambagian makanan, Kantro
Sarekat Luas, Gaspi, Pajajaran dan Stasiun
Bogor. Kantor tersebut dikuncinya
sehingga para pegawai tidak bisa masuk.*’

Dalam melaksanakan aksinya ini,
PRP didukung dan dibantu oleh Kolonel
Thomson seorang pejabat militer Belanda.
Kunci-kunci ~ kantor  oleh  Kustomo
diserahkan kepada Thomson dan kantor-
kantor tersebut dijaga oleh tentara Belanda.
Kemudian bendera Merah-Putih
diturunkan,*®

Untuk menjalankan pemerintahan,
Thomson menawarkan kepada Mr.
Supangkat agar para pegawai Republik mau
bekerja kembali seperti biasa. Hanya
Thomson mengajukan syarat yaitu setiap

kantor diawasi oleh militer Belanda.

46 Berita Indonesia, 27 Mei 1947.
47 Berita Indonesia, 28 Mei 1947.
4 Berita Indonesia, ibid.



122 | Jurnal Majelis, Edisi 02, Desember 2023

Tawaran Thomson ditolak oleh Mr.
Supangkat.*’
Dengan  didudukinya  kantor
pemerintahan RI, para pegawai RI tidak
mau kembali bekerja di kantor. Bahkan Mr.
Supangkat mau menyuruh bekerja asalkan
Bogor diserahkan kepada RI. Thomson
sendiri memblokir keuangan yang ada di
kantor. Karena pada saat itu akhir bulan dan
akan memasuki tanggal bulan muda,
Thomson berharap akan ada pegawai RI
yang mau datang ke kantor untuk
mengambil gaji yang kemudian mau
kembali.

bekerja Tetapi apa yang

diperkirakan =~ Thomson tidak terjadi.
Bahkan pemerintah pusat RI berjanji akan
memberikan gaji kepada para pegawai RI di
Bogor yang kantornya diduduki PRP
bersama Belanda. Dengan penolakan dari
para pegawai ini Thomson marah dan
mengancam.”

Setelah  beberapa hari  kudeta
dilaksanakan di Bogor, menurut Supangkat,
Soeria Kartalegawa berada di Bogor untuk
melihat bagaimana hasil yang telah
dilakukan oleh anak buahnya di Bogor.’!
Penguasaan pemerintah di Bogor ini,
dinyatakan oleh Belanda yaitu Bogor dalam
keadaan status-quo. Keadaan di kota Bogor

sangat sepi. Bahkan terdapat beberapa

4 Berita Indonesia, 28 Mei 1947.
50 Berita Indonesia, 30 Mei 1947.
U Ibid
52 ibid.

tukang Andong menolak mangangkut orang
Belanda atau penumpang yang menjadi
anggota  PRP.>? Mereka  kurang
menyenangi terhadap kudeta tersebut.
Mudahnya kantor pemerintahan dikuasai
karena menurut Kepala Polisi Negara di
Bogor bahwa pada saat itu kepolisian tidak

mempunyai banyak anak buah.

Reaksi Terhadap Negara Pasundan
Kartalegawa
Walaupun mengatasnamakan

perjuangan rakyat Sunda, ternyata PRP
kurang mendapat dukungan baik dari
kalangan elite Sunda maupun rakyat di
Jawa Barat. Karena PRP ini ketergantungan
pada figur Kartalegawa sangat tinggi. PRP
adalah Kartalegawa dan Kartalegawa
adalah PRP. Kartalegawa mengaku bahwa
dirinya sangat berpengaruh, dia selalu
dihormati oleh orang Sunda kemanapun ia
pergi. Karena menurut dia orang Sunda
masih menginginkan sistem feodalis. Orang
Sunda masih menyenangi dalem-dalem
(bupati).>®

Faktor lain dari kelemahan PRP
yaitu tidak mampu manrik kelompok
terpelajar dan politik yang berpengaruh di
Jawa Barat. Sedangkan Kartalegawa

kenyataannya merupakan figur yang kurang

berpengaruh.* Bahkan orang-orang yang

53 Nota  Abdulkadir  Widjojoatmodjo
................ hal. 512.
4 Nota  Abdulkadir  Widjojoatmodjo
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pro-Republik menilai Kartalegawa sebagai
seorang oportunis politik.

Seorang wartawan Surat Kabar
Niewsgier melaporkan bagaimana suasana
sepinya  ketika  “Proklamasi  Negara
Pasundan” di alun-alun Bandung, sebagai

berikut :

Rapat seharusnya dimulai jam 8.00
tapi ketika itu perhatian masih
kurang sekali. Jam 8.30 barangkali
baru hanya ada 1.500 orang, itupun
diantaranya banyak militer Belanda
yang  kemudian  pergi  atas
permintaan  M.P.  “Kunjungan”
mengharuskan saya meninggalkan
lapangan itu, dan berjalan-jalan di
tepi alun-alun, saya lihat banyak
orang Sunda dengan tenang dekat
tukang gunting rambut dekat pohon
beringin pada saat yang bersejarah
bagi  Pasundan itu. Alat-alat
pembesar  suara di  restoran-
restoran yang tak terhitung itu
meletuskan kata-kata yang
diucapkan Mr. Kustomo beberapa
puluh meter di sebelah sana itu ke
seluruh Bandung, tapi di jalan tak
ada orang yang berhenti.”

Proklamasi  Negara  Pasundan

menimbulkan reaksi protes dari kalangan
masyarakat di Jawa Barat maupun di luar.
Wiranatakusumah seorang menak Sunda
yang sangat berpengaruh mengatakan
bahwa cita-cita “Negara Sunda” tak
mempunyai  dasar  sejarah  seperti
Indonesia,

perjuangan  kemerdekaan

ditinjau dari sudut politik aksi Kartalegawa

55 Berita Indonesia, 6 Mei 1947.
56 Berita Indonesia, 5 Mei 1947

bertentangan dengan demokrasi dan
Linggarjati dan dari sudut ekonomi
mustahil “Negara Sunda” dapat berdiri.*®
Bahkan atas nama keluarga
Wiranatakoesoemah sebanyak 12 orang,
yang saat itu mereka menduduki jabatan
penting  dalam  pemerintahan  RI,
mengirimkan surat kepada Sukarno yang
menyatakan bahwa keluarga tersebut
menolak sekeras-kerasnya adanya “Negara
Pasundan”, berdiri di bawah Pemerintahan
Republik Indonesia.>’
Anaknya  Soeria  Kartalegawa
bernama Juhana Kartalegawa yang
bertempat  tinggal di = Tasikmalaya

menyatakan  keheranannya  terhadap
tindakan ayahnya. Mengapa ayahnya
berpihak kepada NICA?. Padahal menurut
anaknya ini, sejak penjajahan Belanda,
Kartalegawa selalu berselisih paham
dengan  pembesar-pembesar  Belanda.
Misalnya dengan Asisten Residen, pada
saat kekuasaan Belanda akan berakhir,
Kartalegawa diperintah oleh  Asisten
Residen tersebut untuk menyembunyikan
uang Belanda, tetapi  Kartalegawa
menolaknya. Ketika Indonesia merdeka
Kartalegawa mengatakan bahwa kita telah
lepas dari penjajahan Belanda, penjajah
berjanji akan memberikan kemerdekaan

tetapi bohong belaka.*®

5T Berita Indonesia, 8 Mei 1947
8 Berita Indonesia, 5 Mei 1947
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Ibunya sendiri pun memberikan
reaksi terhadap aksi Kartalegawa, dan
berbicara di muka corong Radio Indonesia

di Garut yang ditujukan kepada anaknya :

“Uca (mama panggilan Suria
Kartalegawa), Ibu tidak mengerti
kau berbuat yang bukan-bukan. Tak
ingatkah Kau kepada Ibu dan
saudara-saudaramu, sehingga kau
memisahkan diri dari keluarga, Ibu
dan saudara-saudaramu bahkan
Mang Abas (bekas bupati Cianjur
dan tinggal di Tasikmalaya) tidak
menyetujui kau mendirikan negara

Pasundan”.*°

R. Moch. Enoch mantan Pengurus
Paguyuban Pasundan dan saat itu menjadi
wali kota Jogjakarta menyatakan bahwa
Negara Pasundan Kartalegawa merupakan
dan  akan

pelanggaran  Linggarjati

merugikan  Belanda  sendiri.  Orang

Pasundan menurutnya hanya mengenal satu
negara yaitu Negara Republik Indonesia.®’
Ir. Juanda mantan Pengurus Besar
Paguyuban Pasundan menanggapi gerakan
Kartalegawa menyatakan bahwa sejak
jaman penjajahan Belanda, pegawai seluruh
Jawa Barat menghendaki pemerintahan dan
jawatan  serta  perusahaan-perusahaan
dipimpin oleh bangsa Indonesia. Baik orang
Sunda, Jawa atau suku bangsa lainnya.®)
Dengan demikian Juanda menolak sikap

primordialisme.

% Edi Ekadjati, 1980/1981, Sejarah Revolusi
Kemerdekaan Daerah Jawa Barat, Jakarta :
Depdikbud, , him.150-151.

9 Berita Indonesia, 5 Mei 1947

Aruji Kartawinata seorang
pemimpin PSII di Jawa Barat menyatakan
bahwa dilihat dari

sudut keagamaan

berdirinya ~ Negara  Pasundan  ala
Kartalegawa itu adalah nafsu Syaitan
belaka.  Teori  Kartalegawa  untuk
menegakkan kembali “Kedaulatan Orange”
di Hindia Belanda.®?

Otto Subrata, seorang pemimpin
Paguyuban Pasundan menyatakan bahwa
Kartalegawa baik dulu maupun sekarang
tak berpengaruh. Rakyat Pasundan yang
pernah  menjadi  anggota Paguyuban
Pasundan akan tetap taat pada pemerintah
Republik Indonesia.®®

Di samping mantan-mantan

pemimpin Paguyuban Pasundan secara

pribadi menyampaikan protesnya atas
berdirinya “Negara Pasundan”
Kartalegawa, secara organisatoris
memberikan pula reaksi Paguyuban

Pasundan mulai tanggal 3 Mei 1947 berdiri
kembali, karena organisasi ini sebagai
organisasi politik pada masa pendudukan
Jepang dibubarkan. Anggaran Dasar dan
Rumah Tangga organisasi ini akan
disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia. Untuk pendirian
kembali, dibentuk panitia yang terdiri dari

Ir, Kuanda, R. Moch. Eoch, Achmad

81 Ibid.
62 Ibid.
83 Ibid.
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Natanegara dan Icing Natawijaya. Sebagai
penasehat adalah Mr. Dr.
Koesoemaatmadja.®*

Dalam sebuah tajuknya, harian
Berita  Indonesia memberikan ulasan
tentang berdirinya kembali Paguyuban
Pasundan

dalam  kaitannya  dengan

berdirinya “Negara Pasundan”
Kartalegawa. Harian ini menyebutkan
bahwa berdirinya Paguyuban Pasundan ini
membuktikan bahwa orang-orang Sunda di
Jawa Barat memiliki kebebasan untuk
mengeluarkan pikiran dan pendapatnya.
Bertentangan dengan pandangan
Kartalegawa, yang menyatakan bahwa
orang Sunda tidak bebas mengeluarkan
pikiran dan pendapatnya, oleh sebab itu

Negara Pasundan didirikan.

Kesimpulan

Etnisitas nampak muncul dalam
dinamika politik di Indonesia pada masa
awal Revolusi dengan berdirinya Negara
Pasundan yang diproklamasikan oleh Partai
Rakyat Pasundan dan dipimpin oleh Soeria
Kartelagawa pada tahun 1947. Awal rasa
etnisitas di kalangan elite Sunda terbentuk
ketika tidak dilibatkannya tokoh-tokoh
Sunda dalam Konferensi Malino yaitu
konferensi yang berlangsung 15 Juli hingga
25 Juli 1946 di Kota Malino, Sulawesi

Selatan membahas tentang pembentukan

4 Ibid.

negara-negara bagian dalam bentuk federasi
di Indonesia. Etnisitas dimulai dengan
didirikannya Partai Rakyat Pasundan yang
dipimpin oleh Soeria Kartalegawa yang
kemudian disusul dengan proklamasi
berdirinya Negara Pasundan tahun 1947.
Alasan  etnisitas  sebagaimana  yang
diungkapkan oleh Soeria Kartelagawa yaitu
adanya ketersinggungan sebagai orang
Sunda ketika Gubernur yang diangkat oleh
Sukarno bukan orang Sunda tetapi dari
Jawa dan kemudian dari Sumatera Barat.
Sebagai seorang elite lokal dan bangsawan
Sunda Soeria Kartalegawa  melakukan
semacam perlawanan kepada pemerintah
pusat  Republik  Indonesia  dengan
mengproklamirkan Negara
Pasundan.Walaupun memiliki latar
belakang etnisitas ternyata berdirinya
Negara Pasundan Kartelagawa,  tidak
didukung sepenuhnya oleh elit lokal Sunda
hal ini dikarenakan berdirinya Negara
Pasundan Kartelagawa disponsori oleh
Belanda yang bersifat federalis dan
kolonialis. Sikap seperti ditentang oleh elit-
elit Sunda yang nasionalis sehingga Negara

Pasundan Kartelagawa tidak berjalan lama

bahkan bubar dengan sendirinya.
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Abstract

The Indonesian democratic system must be strengthened through various systematic and comprehensive
efforts, so that it can support the realization of the national development of the Indonesian nation in
order to achieve a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution of the
Republic of Indonesia. This success is determined, among other things, by the factors of democratic
education, namely efforts to instill democratic values in all citizens which are carried out in a systematic
and planned manner, so that the attitudes and behavior of citizens always reflect democratic values.
Democratic education is applied not only in the formal education environment but must also be
implemented in the family and community environment. It is no exaggeration to say that democratic
education in the family environment greatly determines the success of democratic education in the
school and community environment. Democratic education in the family environment can be reflected
in several examples, including the example of parents towards their children, mutual respect and
appreciation for fellow family members, deliberation to resolve a problem, and various other examples.
Sustainable democratic education requires the application of democratic values by all elements of
society as citizens which is carried out continuously by making various improvements in its
implementation, both at the planning, implementation and evaluation stages as a comprehensive unit.
Therefore, support or contribution from all interested parties (stake holders) is needed in implementing
sustainable democratic education.

Keywords: Strengthening, Democratic System, Democratic Education, Values

Abstrak
Sistem demokrasi Indonesia harus diperkuat melalui berbagai upaya secara sistematis dan menyeluruh,
sehingga dapat mendukung terwujudnya pembangunan nasional bangsa Indonesia dalam rangka
mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Keberhasilan tersebut diantaranya ditentukan oleh faktor pendidikan
demokrasi, yakni upaya menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada seluruh warga masyarakat yang
diselenggarakan secara sistematis dan terencana, sehingga sikap dan perilaku warga negara senantiasa
merefleksikan nilai-nilai demokrasi.
Pendidikan demokrasi diterapkan tidak hanya di lingkunga pendidikan formal melainkan harus
diimplementasikan juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa
pendidikan demokrasi di lingkungan keluarga sangat menentukan keberhasilan pendidikan demokrasi
di lingkungan sekolah dan masyarakat. Pendidikan demokrasi di lingkungan keluarga antara dapat
direfleksikan dalam beberapa contoh antara lain keteladanan orang tua terhadap anak, sikap saling
menghormati dan menghargai sesama anggota keluarga, bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu
masalah, dan berbagai contoh lainnya.
Pendidikan demokrasi mensyaratkan adanya penerapan nilai-nilai demokrasi oleh semua elemen
masyarakat sebagai warga negara yang dilaksanakan secara terus menerus dengan melakukan berbagai
perbaikan dalam penerapannya, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam tahap
evaluasi sebagai satu kesatuan menyeluruh. Karenanya perlu dukungan atau kontribusi dari semua pihak
berkepentingan (stake holders) dalam mengimplementasikan pendidikan demokrasi tersebut.

Kata Kunci: Penguatan, Sistem Demokrasi, Pendidikan Demokrasi, Nilai.
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Pendahuluan

Dalam sila ke empat Pancasila
berbunyi Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmah kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan. Salah nilai
yang terkandung dalam sila tersebut adalah
nilai musyawarah yang sangat penting
dalam menyelesaikan berbagai masalah
yang dihadapi bersama dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Dengan nilai dan semanagat musyawarah
tersebut, berbagai persoalan dapat diatasi
dengan  mengedepankan  kepentingan
bersama daripada kepentingan pihak atau
kelompok tertentu. Nilai musyawarah
tersebut merupakan salah satu unsur
penting dalam demokrasi Pancasila, yakni
sistem demokrasi yang saat ini diterapkan di
Indonesia.

Mesti diakui secara jujur, meskipun
bangsa Indonesia sudah lama menerapkan
sistem demokrasi Pancasila, namun dalam
pelaksanaannya masih terdapat hal-hal yang
perlu dievaluasi dan diperbaiki secara
bertahap, agar pelaksanaan demokrasi dari
waktu ke waktu mengalami perbaikan
Mekanisme  sistem

secara  signifikan.

pemerintahan berdasarkan sistem
demokrasi yang diterapkan di Indonesia
tentu saja berdasarkan kepada Pancasila,
sebagai dasar negara dan ideologi nasional,
antara lain dilakukan melalui pemilihan

umum untuk memilih wakil rakyat yang

akan duduk di lembaga legislatif, maupun
pemilihan umum presiden dan wakil
presiden untuk memiliki presiden dan wakil
presiden yang sesuai dengan keinginan atau
aspirasi  rakyat sebagai  pemegang
kedaulatan.

Seiring dengan dinamika kehidupan
nasional dan global yang berjalan dalam
eskalasi yang tinggi, tentu berimplikasi
terhadap sistem demokrasi yang berlaku
saat ini, baik implikasi positif maupun
implikasi negatif. Tentu saja, implikasi
negatif harus diantisipasi atau dideteksi
sedini mungkin agar tidak mengganngu
tatanan demokrasi yang sudah berlangsung
dengan baik dan mapan. Salah satu caranya
adalah melakukan

dengan proses

pendidikan demokrasi kepada semua

elemen masyarakat, sehingga mereka
memiliki kemampuan atau kapasitas untuk
memahami demokrasi dan
mengaktualisasikan nilai-nilai demokrasi
(doing  democarcy) dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Untuk membahas masalah tersebut,
maka dalam tulisan ini akan menganalisis
beberapa permasalahan yang sangat penting
dan mendesak dalam penguatan sistem
demokrasi melalui pendidikan demokrasi,
yakni berkenaan dengan hal-hal sebagai
berikut: (1) urgensi penguatan sistem
demokrasi Indonesia, (2) faktor-faktor yang
yang mendukung penguatan  sistem

demokrasi Indonesia, (3) konstruksi model
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pendidikan demokrasi dalam upaya

penguatan sistem demokrasi di Indonesia.

Kajian Literatur
1. Demokrasi: Pengertian, Nilai, dan
Prinsip

Konsep  demokrasi  lazimnya
dipahami sebagai sistem pemerintahan
dimana rakyat memegang kekuasaan yang
tertinggi. Hal ini tidak lepas dari pengertian
demokrasi dalam perspektif historis, yakni
praktek kehidupan pada jaman Yunani kuno
dimana negara kota atau yang dikenal saat
itu dengan istilah polis melakukan praktek
demokrasi  secara  langsung  (direct
democracy) dalam kehidupan bersama, baik
dalam memilih pemimpin maupun dalam
pengambilan keputusan-keputusan lainnya.
Praktek demokrasi secara langsung itu
sangat memungkinkan karena karakteristik
dari negara kota (polis) itu ditandai dengan
jumlah penduduk yang relatif masih sedikit,
wilayah teritorialnya tidak terlalu luas,
sehingga memungkinkan semua penduduk
dapat berkumpul dalam waktu dan tempat
yang sama untuk pengambilan keputusan
tertentu. Bertolak dari perspektif historis
itulah kemudian berkembang bahwa
demokrasi merupakan suatu  sistem
pemerintahan dimana rakyat memegang
kedaulatan tertinggi. Tidak salah jika
seorang Abraham Linclon mengungkapkan
demokrasi itu

pengertian sebagai

pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan

untuk rakyat (the goverment from the
people, by the peoplen, and for the people.

Di dalam berbagai literatur,
ditemukan ragam pengertian demokrasi,
yang ditinjau dari berbagai perpektif atau
sudut pandang. Sudah barang tentu terdapat
perbedaan dari segi rumusan konseptual
demokrasi itu. Hal ini terjadi karena sudut
pandang (point of view) yang digunakan
dalam merumuskan makna atau arti
demokrasi itu berbeda-beda. Berikut
dikemukakan beberapa rumusan pengertian
demokrasi menurut para ahli, untuk kita
pahami  betapa luasnya  pengertian
demokrasi tersebut.

Todd Ladman (2007) sebagaimana
dikutip Warjiyo (2022) mengemukakan
bahwa gagasan demokrasi adalah suatu
bentuk pemerintahan yang didasarkan pada
beberapa  derajat  kedaulatan  dan
pengambilan keputusan kolektif. Jika
dicermati, definis tersebut lebih
menekankan dua hal esensial dari
demokrasi  yakni  kedaulatan  dan
pengambilan keputusan kolektif, yakni
pengambilan keputusan secara bersama.

Sementara itu, dalam Ulaanbaatar
Declaration (2003) dalam The Fifth
International ~Conference of New or
Restored ~ Democarcies,  Ulaanbaatar,
Mongolia, menyatakan bahwa demokrasi
memberikan legitimasi kepada pemerintah
dengan  me-rooting  tindakan-tindakan

mereka dalam kehendak yang diperintah,
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membangun kesuksesan yang lebih besar
untuk program-program nasional dengan
melibatkan

energi yang diperintah,

meningkatkan  potensi ~ pembangunan
ekonomi berkelanjutan jangka panjang, dan
menumbuhkan keamanan manusia dengan
menyediakan  jalan untuk perbedaan
pendapat untuk diekspresikan dalam bentuk
dalam bentuk yang sah, tanpa kekerasan.
Sedangkan menurut Oxford English
adalah

bentuk

Dictionary, Demokrasi

pemerintahan  oleh  rakyat;
pemerintahannya terletak pada kedaulatan
rakyat secara menyeluruh, dijalankan oleh
pejabat yang dipilih oleh rakyat. Dalam
pengertian tersebut, cukup jelas bahwa
dalam demokrasi, pemerintahan dijalankan
atas dasar kedaulatan rakyat secara
komprehensif oleh pejabat yang dipilih oleh
rakyat.

Untuk  melengkapi  pengertian
demokrasi, layak kita cermati pengertian
demokrasi yang dikemukakan oleh
Democracy Barometer (2018) sebagaimana
dikutip  Warjio  (2022),  demokrasi
merupakan sistem politik yang secara terus
menerus mengubah dan mengubah dirinya,
tergantung pada musyawarah politik dan
sosial yang sedang berlangsung. Akibatnya,
masing-masing demokrasi diberikan bobot
prinsip dan fungsi berbeda.

Setelah memahami arti atau makna
dikemukakan

demokrasi  sebagaimana

menurut para ahli di atas, selanjutnya

penting untuk dipahami tentang nilai-nilai
yang terkandung di dalam demokrasi. Nilai-
nilai demokrasi inilah yang sejatinya harus
direfleksikan dalam sikap dan perilaku
setiap elemen masyarakat dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Menurut penulis, sekurang-kurangnya ada
empat nilai-nilai demokrasi yang sejatinya
diaktualisasikan dalam berbagai aspek
kehidupan, yakni: (1) Tolerani, (2)
Menerima keberagamaan, (3) Kesetaraan,
dan (4) Kebebasan. Toleransi berkenaan
dengan kemampuan dan kemauan untuk
saling menghargai atau saling menghormati
perbedaan, terutama perbedaan keyakinan
maupun perbedaan lainnya. Sedangkan
menerima keberagaman berkenaan dengan
kemampuan dan kemauan setiap elemen
masyarakat untuk secara sadar dan terbuka
dalam menjalin kerjasama dengan setiap
elemen masyarakat tanpa membeda-
bedakan status atau kedudukan masing-
masing. Sementara itu, kebebasan berkaitan
kemampuan untuk melakukan apa yang
diinginkan yang dibatasi oleh peraturan dan
hak serta kewajiban orang lain.

Di  samping memiliki nilai,
demokrasi juga memiliki prinsip yang
sejatinya dipahami secara komprehensif.
Merujuk berbagai literatur, sekurang-
kurangnya terdapat tujuh prinsip demokrasi
yang layak untuk dicermati dan
diimplementasikan dengan baik, yakni: (1)

kedaulatan masyarakat, (2) pemerintahan
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berdasarkan  persetujuan  dari  yang
diperintah, (3) hak-hak minoritas, (4)
jaminan Hak Asasi Manusia (HAM), (5)
persamaan di depan hukum, (6) proses
hukum yang wajar, dan (7) pemilihan

umum yang bebas, adil, dan jujur.

2. Makna dan Tujuan Penguatan
Penguatan menurut KBBI berarti
proses, cara, perbuatan menguati atau
menguatkan.  Berdasarkan = pengertian
tersebut, maka makna penguatan sistem
demokrasi Indonesia adalah proses, cara,
perbuatan yang dilakukan dalam rangka
menguatkan sistem demokrasi Indonesia.
Proses dan cara tersebut tentu saja
selayaknya dilakukan secara sistematis dan
komprehensif  sehingga tujuan  dari
penguatan demokrasi Indonesia tersebut
dapat berhasil dengan baik sesuai yang
diharapkan bersama. Unsur-unsur dalam

penguatan sebagai satu kesatuan utuh dapat

divisualisasikan pada gambar di bawah ini:

Perbuatan

Gambar 1
Unsur-unsur penting dalam Penguatan

Ketiga unsur dalam penguatan
tersebut sudah barang tentu merupakan satu
kesatuan utuh (integral comprehensive)
yang harus dilakukan dengan baik dan
berkelanjutan. Dalam unsur yang pertama
yakni cara, terkait dengan berbagai reka
upaya yang dilakukan secara terus menerus
untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Sedangkan unsur kedua yakni proses,
mengandung makna  bahwa  dalam
melaksanakan berbagai cara atau upaya
tersebut dilakukan melalui serangkaian
proses atau tahapan, dimulai dari
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
untuk melihat derajat ketercapaian tujuan
penguatan tersebut. Selanjutnya unsur yang
terakhir yakni perbuatan, mengandung
makna bahwa dalam melaksanakan
berbagai cara yang telah ditentukan atau
disepakati sebelumnya, harus
dimanifestasikan dalam bentuk perbuatan
atau aksi nyata dalam berbagai aspek
kehidupan baik di lingkungan masyarakat,
bangsa, dan negara. Perbuatan tersebut baik
dilakukan oleh setiap individu warga negara
maupun oleh para penyelenggara negara
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Dengan adanya penguatan sistem
demokrasi Indonesia dimaksudkan untuk
mencapai  tujuan  yakni terwujudnya
Indonesia

kehidupan  ketatanegaraan

berdasarkan demokrasi Pancasila, dalam
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rangka mencapai tujuan pembangunan
nasional yakni masyarakat adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan UUD NRI
Tahun 1945.

3. Kualitas Demokrasi

Sebagai warga negara tentu kita
menginginkan sistem demokrasi Indonesia
memenuhi kualitas yang baik. Warjio
(2022) menegaskan bahwa demokrasi yang
berkualitas menjadi harapan banyak pihak.
Levine dan Molina (2007) sebagaimana
dikutip Warjio (2022) menegaskan bahwa
kualitas demokrasi dapat didefinisikan
dengan sejauhmana warga negara dapat
melakukan partisipasi yang terinformasi
dalam proses pemilihan umum yang bebas,
adil, dan
pengambilan keputusan kebijakan publik,

sering mempengaruhi
dan sejauhmana mereka yang membuat
keputusan bertanggungjawab dan responsif
terhadap kehendak populer.

Sementara itu, Morlino (2011)
menandaskan bahwa demokrasi yang
berkualitas adalah demokrasi yang baik,
yakni struktur kelembagaan yang stabil
yang mewujudkan  kebebasan  dan
kesetaraan warga negara melalui fungsi
lembaga dan mekanisme yang benar dan
sah.

Untuk melengkapi pandangan para
ahli terkait kualitas demokrasi, kiranya
layak kita cermati yang dikemukakan oleh

Schmitter (2004) yang memberikan 7

(tujuh) kriteria yakni: (1) kesepakatan
tentang rezim dan konstitusi diterapkan
secara efektif untuk semua kelompok dan
wilayah, (2) kondisi persaingan yang efektif
adalah sama untuk sebagian besar warga
negara dan kelompok, (3) kesetaraan
partisipatif yang efektif menghasilkan
kesetaraan pendapatan substantif yang lebih
besar bagi sebagian besar warga negara dan
kelompok, (4) jumlah pemilih berkurang
atau meningkat secara signifikan atau sama
di atas tiga pemilihan nasional berturut-
turut, (5) keanggotaan dalam asosiasi dan
gerakan meningkat dan memperluas
cakupannya untuk berbagai kepentingan,
(6) individu menunjukkan kecenderungan
meningkat untuk menganggap diri mereka
sebagai “berkeadilan politik”, dan (7)
kesetaraan gender meningkat. Jika ditelaah
secara mendalam, pandangan Schmitter
kriteria

tersebut menunjukkan bahwa

demokrasi yang berkualitas memiliki
cakupan yang luas, dimulai dari lingkup
individu, kelompok, komunitas, sampai
kepada lingkup bangsa dan negara dengan
penerapan konstitusi secara efektif.

Younis (dalam Campbell, Levinson,
(2012) dengan

pandangan Galston (2002) mengintrodusir

dan Hess mengutip
konsep Healthy Democracy yang ditandai
dengan tiga hal yakni: (1) informed, (2)
attentive, and (3) committed citizens. Ketiga
kriteria dari demokrasi yang sehat tersebut

menurut pandangan penulis merupakan hal
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yang sangat penting untuk dimiliki dan
diaktualisasikan secara konsisten oleh
seluruh elemen masyarakat, terlebih di era
digital saat ini dimana komunikasi dan
informasi berkembang sangat cepat dan
masif. Sangat dibutuhkan warga negara
yang memiliki wawasan yang luas (well
informed)

berpartisipasi untuk memecahkan masalah

terutama  dalam  rangka

yang dihadapi bersama. Sedangkan
attentive sangat dibutuhkan dalam rangka
mendorong warga negara yang penuh
perhatian terhadap berbagai permasalahan
yang  dihadapi  dalam  kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Hal ini dapat diaktualisasikan dalam bentuk
peduli (care) terhadap sesama anggota
masyarakat, antara lain dengan saling
membantu atau saling bekerjasama yang
didasari oleh kesadaran diri  (self
awareness) setiap warga negara. Sedangkan
committed dapat diaktualisasikan dalam
bentuk kemampuan untuk melaksanakan
berbagai peraturan yang berlaku dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara, dalam rangka mewujudkan
kehidupan masyarakat yang tertib dan
damai.

Untuk mengukur capaian demokrasi
berdasarkan pelaksanaan dan
perkembangan, maka terdapat tiga aspek
demokrasi yakni: (1) kebebasan sipil, (2)
hak-hak politik, dan (3) Ilembaga

demokrasi. Selanjutnya berapa skor Indeks

Demokrasi Indonesia (IDI) saat ini?
Menurut Kementerian Dalam Negeri
dengan merujuk pada indeks demokrasi
global yang dirilis oleh The Economist
Intellegence Unit padata tahun 2022 indeks
demokrasi Indonesia berada pada skor 6,71
yang berada pada peringkat 54 dari 167
negara. Skor tersebut sama dengan indeks
demokrasi di tahun 2021, namun
mengalami penurunan peringkat dari 52 ke
54. Berdasarka skor dan peringkat tersebut,
Indonesia termasuk dalam kategori negara
flawed democration atau demokrasi cacat,
yakni demokrasi yang belum sempurna.
Negara dengan demokrasi cacat berarti
telah menjalankan pemilihan umum secara
adil dan menghormati kebebasan sipil,
namun budaya politik dan partisipasi politik
masih harus diperbaiki lagi. Hal ini tentu
saja menjadi tanggungjawab semua elemen
masyarakat, bukan semata-mata
tanggungjawab pemerintah untuk
memperbaikinya. Kordinasi dan kolaborasi
antara pemerintah dengan seluruh elemen
masyarakat ~ menjadi  kunci  untuk
meningkatkan indeks demokrasi Indonesia
pada tahun 2024.

Berikut disajikan infografis Indeks
Demokrasi Indonesia dalam kurun waktu
2010-2021 menurut data yang dirilis oleh
The Economist Intelligence Unit (EIU)

sebagaimana dikutip oleh Kompas.id

(2022):
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Berdasarkan  grafik di  atas

menunjukkan bahwa indeks demokrasi
Indonesia mengalami pasang surut dalam
sepuluh tahun terakhir. Nilai tertinggi
pernah terjadi pada tahun 2015 dengan skor
7,03 yang berada pada peringkat 49.
Sedangkan nilai terendah terjadi pada tahun
2020 dengan skor 6,30. Hal ini menjadi
tantangan bagi seluruh elemen bangsa
bahwa upaya untuk meningkatkan indeks
membutuhkan

demokrasi Indonesia

kolaborasi atau sinergitas yang baik
diantara semua elemen bangsa, tidak hanya
mengandalkan dari pihak pemerintah saja.
Dua aspek yang dianggap masih
harus diperbaiki yakni terkait budaya
politik dan partisipasi politik, menjadi
tantangan yang tidak ringan untuk secara
terus menerus ditingkatkan secara bertahap

dengan berbagai upaya konstruktif dengan
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melibatkan partisipasi dari semua elemen

bangsa secara bertanggungjawab.

4. Pendidikan Demokrasi

Demokrasi tidak sebatas konsep
melainkan  sebagai  praksis, artinya
demokrasi mesti diwujudkan dalam sikap
dan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-
dimulai dari individu,

hari, keluarga,

masyarakat, dan negara. Inilah yang
disebut
yakni yang

diamalkan atau diaktualisasikan dalam

sesungguhnya sebagai  living

democracy, demokrasi
kehidupan nyata oleh setiap individu warga
negara secara sadar dan bertanggungjawab.
Mengingat betapa pentingnya demokrasi
tersebut dipraktekkan, maka diperlukan
upaya secara sistematis dan terencana yang
melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Dalam  konteks inilah, pendidikan
memegang peranan yang sangat signifikan.

Pendidikan demokrasi menurut
Winataputra dan Budimansyah (2012)
adalah upaya sistematis yang dilakukan
negara dan masyarakat untuk memfasilitasi
individu warga negara agar memahami,
menghayati, mengamalkan dan
mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai
demokrasi sesuai dengan status dan
perannya dalam masyarakat. Berdasarkan
pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa
pendidikan demokrasi memegang peranan
penting  dalam

rangka mewujudkan

kehidupan yang demokratis. Melalui
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pendidikan demokrasi, individu warga
negara diharapkan dapat berperan serta atau
berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat
dan negara sesuai dengan status dan
perannya masing-masing. Pemahaman dan
kesadaran warga negara terhadap nilai-nilai
demokrasi diharapkan meningkat melalui
pendidikan demokrasi secara berkelanjutan.
Pendidikan demokrasi berlangsung bukan
hanya melalui lembaga pendidikan formal,
melainkan ~ harus  berlangsung  pada
lingkungan keluarga dan masyarakat. Di
lingkungan pendidikan formal mulai dari
PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah,
hingga Pendidikan Tinggi. Melalui
pendidikan demokrasi secara formal,
konsep dan nilai demokrasi harus
ditanamkan tidak hanya dalam proses
pembelajaran melainkan di luar kegiatan
pembelajaran. Bahkan praktek pendidikan
yang demokratis seperti menghargai
pendapat siswa, menghormati guru,
menghargai sesama siswa, tidak melakukan
perundungan, dan  contoh lainnya,
merupakan aktualisasi dari pendidikan
demokrasi. Sementara dalam kegiatan
pembelajaran,  pendidikan  demokrasi
dilaksanakan dalam bentuk
mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi ke
dalam materi pembelajaran yang sesuai,
antara  lain  melalui

Pendidikan

pembelajaran
Pancasila dan
Kewarganegaraan, Pendidikan Agama,

Bahasa Indonesia, Sejarah, dan pelajaran

lainnya.  Pendidikan  demokrasi  di

lingkungan keluarga dapat
diimplementasikan dengan berbagai contoh
sikap dan perilaku, yaitu: (1) mengadakan
musyawarah keluarga, (2) anak berperilaku
santun kepada orangtua, (3) orangtua
menghargai hak-hak anak, (4) tidak saling
memaksaka kehendak, dan sebagainya.
Pendidikan demokrasi sejatinya
ditanamkan sedini mungkin di lingkungan
keluarga, melalui peran orang tua sebagai
role model dalam menanamkan nilai-nilai
demokrasi kepada anggota keluarga. Dalam
konteks ini, keteladanan orang tua sangat
penting untuk dimiliki oleh orang tua agar
anggota keluarga khususnya anak dapat
mencontoh sikap dan perilaku baik yang
dimiliki oleh orangtuanya. Hal ini tidak
lepas dari pengaruh negatif globalisasi
terutama dalam bidang teknologi informasi
dan komunikasi. Jika ketahanan keluarga
memadai, maka  pengaruh  negatif
globalisasi akan dapat ditangkal atau diatasi
dengan baik. Sebaliknya jika ketahanan
keluarganya lemah akibat tidak
ditanamkannya nilai-nilai demokrasi dalam
keluarga, maka kondisi kehidupan keluarga
sangat rentan mengalami
ketidakseimbangan  atau  disharmoni
diantara anggota keluarga, akibat dari
defisitnya sikap saling menghormati dan
menghargai sesama anggota keluarga.
Kehidupan  masyarakat  yang

demokratis sebagaimana menjadi harapan
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bersama, tentu akan sulit untuk diwujudkan
manakala setiap individu warga negara
tidak atau belum memiliki kesadaran dan
kapasitas  untuk = mengaktualisasikan
demokrasi dalam tindakan atau aksi nyata.
Sebaliknya, jika setiap individu warga
negara melaksanakan hak dan
kewajibannya dengan baik sebagaimana
dituangkan dalam konstitusi UUD NRI
Tahun 1945, maka kehidupan masyarakat
yang demokratis akan dapat direalisasikan

dengan baik.

Pembahasan
1. Urgensi Penguatan Sistem Demokrasi
Indonesia
Dalam perspektif historis,
demokrasi yang pernah diterapkan di
Indonesia terdiri atas 4 jenis sistem
demokrasi,  yakni (1)  Demokrasi
parlementer (1950-1959), (2) Demokrasi
Terpimpin (1959-1965), (3) Demokrasi
Pancasila pada masa Orde Baru (1966-
1998), dan (4) Demokrasi Pancasila pada
masa reformasi (1998-sekarang). Pasang
surut berlakunya sistem demokrasi di
Indonesia tentu tidak lepas dari faktor
sejarah atau peristiwa ketatanegaraan yang
terjadi pada saat itu. Keadaan demikian

tentu memberikan pengalaman atas masing-

masing sistem demokrasi tersebut, baik dari

aspek  kekuatannya maupun  aspek
kelemahannya. Sebagai contoh, pada saat
orde lama diterapkan sistem demokrasi
terpimpin dimana seluruh pengambilan
keputusan serta pemikiran berpusat pada
pemimpin negara dalam hal ini adalah
Presiden Sukarno. Pada masanya, sistem
demokrasi

terpimpin  itu  dipandang

memiliki kekuatan karena mendasarkan diri

pada kepemimpinan Sukarno sebagai
presiden. Meskipun faktanya terjadi
berbagai  penyimpangan pada  saat

penerapan sistem demokrasi terpimpin
tersebut terutama dengan sifat otoriter dan
kekuasaan yang tidak terbatas di tangan
Presiden. Hal inilah yang kemudian

menimbulkan berbagai peristiwa

ketatanegaraan yang justeru
mendegradasikan spirit dari nilai dan
prinsip dari demokrasi itu sendiri, sebagai
pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi
dimiliki oleh rakyat.
Sesungguhnya tekad yang
digaungkan oleh pemerintahan orde baru
dengan berupaya untuk mengamalkan
Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan
konsekuen dengan penerapan sistem
demokrasi Pancasila di era kepemimpinan
Presiden Soeharto dalam kurun waktu
kurang lebih 32 tahun cukup memberikan
implikasi positif bagi terwujudnya tatanan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara yang senantiasa dilandasi oleh
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nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara
dan ideologi nasional, serta UUD 1945
sebagai landasan konstitusional. Terlepas
dari adanya berbagai pencapaian pada saat
diterapkannya sistem demokrasi Pancasila
oleh pemerintah Orde Baru, namun tidak
bisa dipungkiri adanya benih-benih
penyakit KKN (Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme) yang terjadi dalam kurun waktu
pemerintahan Orde Baru tersebut, telah
menjadikan  pemerintah  Orde  Baru
kehilangan kepercayaan dari masyarakat
yang pada akhirnya menimbulkan degradasi
kewibawaan pemerintah, yang menandai
berakhirnya era orde baru dan dimulainya
orde reformasi pada tahun 1998.

Asa yang begitu besar muncul
manakala terjadi reformasi pada tahun 1998
untuk mewujudkan tatanan  kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
yang lebih demokratis sesuai dengan nilai-
nilai Pancasila. Betapa tidak, di era
reformasi tersebut terjadi berbagai peristiwa
ketatanegaraan yang cukup signifikan
antara  lain  dengan  dilakukannya
amandemen atau perubahan terhadap UUD
1945, dengan harapan pemerintahan lebih
mengakomodasi  berbagai  kepentingan
rakyat (populis) yang harus diproteksi atau
dijamin dalam konstitusi. Demokrasi
konstitusional —atau demokrasi yang
pelaksanaannya berdasarkan  konstitusi
yakni  dengan adanya  pembatasan

kekuasaan agar tidak terjadi kesewenang-

wenangan serta memberikan akses kepada
warga negara untuk mengambil bagian atau
berpartisipasi secara  bebas dan
bertanggungjawab  dalam  melaksakan
berbagai program pembangunan.

Era  reformasi yang  sudah
berlangsung hingga 25 tahun harus diakui
masih menyisakan banyak persoalan yang
harus direspon dan diatasi dengan berbagai
alternatif pemecahan masalah yang solutif.
Terlebih saat ini kita berada di era digital
dengan kemajuan teknologi informasi dan
komunikasi yang sangat pesat. Dalam TAP
MPR Nomor VI Tahun 2001 tentang Etika
Kehidupan Berbangsa, disebutkan adanya
tantangan internal dan tantangan eksternal
yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.
Tantangan internal antara lain meliputi: (1)
lemahnya penghayatan dan pengamalan
agama, (2) fanatisme kedaerahan, (3)
kurangnya penghargaan atas kemajemukan,
(4) kurangnya keteladanan pemimpin dan
tokoh bangsa, dan (5) tidak berjalannya
penegakan  hukum  secara  optimal.
Sementara itu, tantangan eksternal meliputi
Globalisasi dan kapitalisme dalam bentuk
menguatnya intensitas intervensi kekuatan
global dalam perumusan kebijakan
nasional.

Urgensi penguatan sistem
demokrasi Indonesia saat inipun tidak lepas
dari tantangan internal dan eksternal
tersebut, yang harus dihadapi dengan

berbagai upaya secara sistematis dan
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komprehensif dengan melibatkan berbagai
elemen masyarakat. Di luar tantangan yang
disebutkan itu, masih ada tantangan yang
tidak kalah beratnya untuk dihadapi
terutama berkenaan dengan implikasi
negatif dari kemajuan teknologi informasi
dan komunikasi, seperti (1) maraknya berita
bohong (hoax), (2) meluasnya ujaran
kebencian (hate speech), (3) pembunuhan
karakter (character assasination), (4)
perundungan (bullying), dan lainnya. Data
yang dirilis dari Kominfo (2023) terkait
temuan isu hoaks per kategori periode
Agustus 2018-31 Maret 2023, ditunjukkan
dalam tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah Kasus Hoaks Berdasarkan Kategori

No | Kategori Jumlah
Kasus

1 Kesehatan 2.256

2 Pemerintahan 2.075

3 Penipuan 1.823

4 Politik 1.355

5 Lain-lain 910

6 Internasional 657

7 Kejahatan 601

8 Kebencanaan 519

9 Pencemaran nama baik 470

10 Keagamaan 336

11 Mitos 226

12 Perdagangan 66

13 Pendidikan 63
Jumlah 11.357

Sumber : Tim AIS Kementerian Kominfo RI (2023)

Dari 13 kasus hoaks tersebut
terdapat hoaks kategori pemerintahan yang
menempati peringkat kedua berdasarkan
jumlah kasus yakni 2.027. Juga terdapat
hoaks dalam kategori politik sebanyak

1.355 kasus, yang menempati urutan ke

empat. Jumlah tersebut bukanlah angka

yang sedikit dan dipandang ringan,

melainkan jumlah yang relatif besar, yang

apabila tidak segera ditangani secara serius

dan segera, maka akan berimplikasi
terhadap stabilitas pemerintahan yang
berlangsung, yakni dapat mengancam
menurunnya kepercayaan (trust)

masyarakat terhadap legitimasi pemerintah
yang berkuasa.

Dalam konteks penguatan sistem
demokrasi  Indonesia, kasus  hoaks
khususnya dalam kategori pemerintahan
dan politik tentu saja sangat berimplikasi
negatif dalam rangka mewujudkan tatanan
kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara
yang demokratis. Betapa tidak, menurut
temuan tim AIS Kementerian Kominfo RI
(2023) menyebutkan bahwa dalam kasus
hoaks kategori pemerintahan terjadi dalam
bentuk pemalsuan akun pemerintah pusat
maupun daerah dan pemalsuan informasi

kebijakan pemerintah. Keadaan ini tentu

sangat kontraproduktif dengan upaya
mewujudkan pemerintahan yang
demokratis, karena dengan adanya

pemalsuan akun pemerintah dan pemalsuan
informasi akan

berakibat

kebijakan pemerintah

negatif  yakni  semakin

menurunnya  kepercayaan  masyarakat

terhadap pemerintah, dan

tidak

kebijakan
pemerintah diindahkan  oleh
masyarakat atau terjadi pembangkangan

(disobedience) yang dilakukan oleh warga
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masyarakat terhadap berbagai kebijakan

dan peraturan yang dikeluarkan oleh

pemerintah.

Perwujudan demokrasi Pancasila
dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara yang dilakukan
secara berkesinambungan akan
mendatangkan manfaat bagi kemajuan
bangsa. Terkait itu, diperlukan adanya
sejumlah syarat yang mesti dipenuhi
meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Upaya-upaya peningkatan kemampuan
ekonomi dan kesejahteraan sosial yang
dilakukan oleh negara, melalui tata
kelola penyelenggaraan negara yang
pro-rakyat dan  pro-kesejahteraan
sosial, dalam rangka memenuhi amanat
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 33 Ayat
(D).

b. Negara menjadi insitusi  yang

berwibawa  dalam  menjalankan

otonomi daerah, dan menjadi penguasa

tunggal atas wilayahnya, sehingga

kekuasaan untuk menerbitkan
peraturan hukum yang mengikat semua
warganya dapat dilaksanakan dengan
baik.

c. Negara selalu menjaga penghormatan
terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)
dan penegakan peraturan perundang-
undangan yang selalu diarahkan untuk

menciptakan keadilan sosial dan

kepastian hukum bagi warganya.

d. Masyarakat Indonesia menjadi
masyarakat terbuka (open society)
untuk perbaikan dan mau mengakui
ketidaksempurnaan dari suatu sistem.

(BPIP, 2022).

2. Faktor Determinan Penguatan Sistem
Demokrasi Indonesia
Penguatan  sistem  demokrasi
Indonesia akan berhasil dengan baik
manakala didukung oleh berbagai faktor
penentu (determinan  factors). Tanpa
adanya dukungan faktor-faktor tersebut
maka penguatan  sistem  demokrasi
Indonesia cenderung akan stagnan bahkan
mengalami kegagalan total. Tentu kondisi
ini tidak kita inginkan sama sekali.
Kegagalan penerapan sistem demokrasi
Indonesia tentu akan berdampak secara luas
dalam berbagai bidang atau aspek
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Kita harus belajar dari sejarah,
dimana sistem demokrasi yang pernah
diberlakukan dalam perjalanan sejarah
bangsa Indonesia tidak luput dari berbagai
kelemahan, sehingga tidak optimal dalam
mewujudkan tatanan kehidupan bangsa
Indonesia yang demokratis.
Dalam pandangan penulis,
sekurang-kurang  ada  lima  faktor
determinan dalam penguatan sistem
demokrasi  Indonesia, yaitu  politik,

ekonomi, sosial budaya, hukum, dan

keamanan. Dalam kenyataannya kelima
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faktor tersebut tentu saling terkait satu sama
lainnya atau bersifat simultan, sebagai
berikut:
2.1. Faktor Politik

Faktor politik dalam konteks penguatan
sistem demokrasi Indonesia antara lain
berkenaan  dengan  kemauan
will)  dan

(political action) dalam bentuk kebijakan

politik
(political tindakan  politik
politik yang mencerminkan nilai-nilai

demokrasi. Kemauan politik dalam
penguatan sistem demokrasi Indonesia
berkenaan dengan kehendak atau keinginan
dari para elit atau pemimpin baik di pusat
maupun di daerah dalam melaksanakan
berbagai kegiatan atau program untuk
mendukung penguatan sistem demokrasi
Indonesia. Kemauan politik tersebut sudah
barang tentu harus diikuti dengan adanya
tindakan atau aksi politik secara nyata
dalam bentuk kebijakan (policy) yang
bersifat populis atau berorientasi kepada
kepentingan masyarakat, bukan bersifat
elitis atau mementingkan segelintir orang
tertentu saja. Dalam kemauan politik itu
terkandung juga makna kesungguhan atau
keseriusan pemegang kekuasaan untuk
melaksanakan kewenangan yang
dimilikinya dalam bentuk kebijakan yang
propulis atau memperhatikan kepentingan
masyarakat. Keteladanan dari elit politik
baik di pemerintahan pusat maupun daerah,
untuk

merupakan hal yang urgent

direalisasikan dalam memperkuat sistem

demokrasi.

2.2. Faktor Ekonomi

Penguatan sistem demokrasi Indonesia
tidak akan lepas dari dukungan dana atau
finansial yang memadai. Tanpa dukungan
finansial yang memadai tersebut, sudah
barang tentu banyak kendala yang dihadapi
dalam pelaksanaannya. Bahwa faktor
ekonomi merupakan salah satu variabel
penting dalam stabilitas politik, diakui oleh
Sanit (1993) dengan mengemukakan bahwa
secara teoretis, stabilitas politik banyak
ditentukan oleh tiga variabel yang berkaitan
satu sama lain, yakni perkembangan
ekonomi yang memadai, perkembangan
perlembagaan baik struktur maupun proses
politik, dan partisipasi politik, sebagaimana
divisualisasikan pada gambar 2 di bawah

ini:

Pembangunan
Ekonomi

A X 4

Pelembagaan
Politik

Partisipasi
Politik

Gambar 2. Variabel Stabilitas Politik
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Lebih lanjut Sanit (1993) dengan
mengutip pandangan Lipset menegaskan
bahwa dalam mempelajari hubungan antara
perkembangan ekonomi dengan demokrasi,
negarawan dan peneliti politik barat datang
kepada kesimpulan bahwa masalah politik

yang penting pada masa ini bersumber dari

perkembangan  industri  yang  cepat.
Berdasarkan pendapat tersebut
menunjukkan bahwa kontribusi

pembangunan ekonomi dalam konteks
stabilitas politik salah satunya ditentukan
oleh faktor ekonomi yang ditandai dengan
perkembangan industri yang pesat. Oleh
karena itu, dalam memperkuat sistem
demokrasi Indonesia, dukungan
pembangunan ekonomi merupakan hal
yang sangat penting dan tak terbantahkan.
Oleh karena dalam konstitusi UUD NRI
Tahun 1945 pasal 33 ayat (1) ditegaskan
bahwa ‘“Perekonomian disusun sebagai
usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan.” Hal ini menunjukkan bahwa
dalam  pembangunan ekonomi, asas
kekeluargaan sebagai salah nilai penting
dalam sistem demokrasi sejatinya harus
dikembangkan dan diwujudkan dalam

bentuk kerjasama positif diantara semua

elemen masyarakat.

2.3. Faktor Sosial Budaya
Dalam faktor sosial budaya terdapat
dua aspek penting yang berkaitan erat

dengan  penguaan sistem  demokrasi

Indonesia yakni masalah budaya dan
masalah pendidikan. Tanpa menegasikan
dan mengecilkan peran aspek-aspek lainnya
seperti kesehatan, masalah budaya dan
pendidikan layak mendapatkan perhatian
secara sungguh-sungguh. Masalah budaya
sangat penting karena budaya merupakan
sesuatu yang melekat (inhern) dalam setiap
individu yang menentukan pembentukan
kepribadian ~ seseorang.

diintrodusir oleh Ralph Linton (1945) yakni

Istilah  yang

Basic  Personality Type atau tipe
kepribadian dasar mengandung makna
bahwa setiap masyarakat mempunyai tipe
kepribadiannya masing-masing. Atas dasar
itu, upaya penguatan sistem demokrasi
Indonesia terutama dalam konteks budaya,
harus diawali dengan pengembangan
budaya dalam bentuk sikap, nilai, norma,
kebiasaan, dan keyakinan yang diwujudkan
dalam berbagai aktivitas atau kegiatan
konstruktif —untuk membangun  dan
mengembangkan sistem demokrasi yang
lebih mapan (establish) atau demokrasi
yang sempurna (full democarcy), yang salah
satu indikatornya adalah budaya politik
masyarakat yang baik.

Aspek lain dalam bidang sosial
budaya yang tidak kalah pentingnya adalah
masalah pendidikan. Derajat pendidikan
masyarakat sangat menentukan
keberhasilan penguatan sistem demokrasi.
Tidak  terbantahkan  bahwa  untuk

meningkatkan partisipasi politik warga
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negara maka tingkat pendidikan warga
negara memiliki peran yang signifikan.
Dengan pendidikan yang memadai, maka
partisipasi politik warga negara dalam
mendukung sistem demokrasi Indonesia
dapat dikembangkan secara bertahap dan
berkelanjutan. ~ Sebaliknya,  manakala
pendidikan warga negara kurang memadai,
maka akan berimplikasi timbulnya berbagai
sikap dan perilaku warga negara yang
kontraproduktif dengan upaya penguatan
sistem demokrasi, antara lain antipati
terhadap pemerintah, tidak toleran terhadap
perbedaan, tidak peka terhadap masalah
masyarakat, tidak berkolaborasi dengan
sesama warga negara, kurang peduli
terhadap  keadaan  sesama  warga
masyarakat, dan lainnya. Oleh karena itu,
untuk meningkatkan derajat pendidikan
dewasa ini merupakan kebutuhan yang
mendesak dan harus dilakukan secara

sistematis dan terencana dengan baik.

2.4. Faktor Hukum

Hukum diadakan dalam rangka
mewujudkan kehidupan yang tertib dan
damai dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks
penguatan sistem demokrasi Indonesia,
penegakan hukum (law enforcement) yang
dilakukan secara sistematis merupakan hal
yang tidak bisa dipandang ringan. Hal ini
merupakan konsekuensi logis dari amanat

konstitusi UUD NRI Tahun 1945 terutama

pada Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan
bahwa “Negara Indonesia adalah negara
hukum.” Di samping penegakan hukum
yang harus mendapatkan perhatian dalam
penguatan sistem demokrasi Indonesia,
juga masalah kesadaran hukum warga
negara merupakan hal yang tidak bisa
eksistensi

dikesampingkan dan peran

sentralnya.  Sulit untuk mewujudkan

kehidupan  yang  demokratis  dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara, manakala kesadaran hukum
warga masyarakatnya tidak memadai. Oleh
karena itu pembinaan kesadaran hukum
masyarakat merupakan kebutuhan yang
tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam usaha
mewujudkan negara yang demokratis.
Fenomena di masyarakat yang terjadi saat
seperti pelanggaran hukum dalam berbagai
bentuk kasus, sesungguhnya bermuara pada
rendahnya atau kurang memadainya
kesadaran hukum masyarakat. Demikian
juga terkait dengan penegakan hukum yang
masih kurang optimal menyebabkan tatanan
kehidupan berbangsa dan bernegara belum
sesuai dengan etika dan prinsip negara
hukum yang demokratis. Oleh karena itu
amanat Tap MPR Nomor VI Tahun 2001
tentang Etika Kehidupan Berbangsa
terutama terkait dengan tantangan internal
yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara, salah satunya adalah masih
belum optimalnya penegakan hukum di
negara kita, patut

menjadi perhatian
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bersama. Keseriusan pemerintah dalam
penegakan  hukum  akan  semakin
meningkatkan  kepercaaan = masyarakat
kepada pemerintah, disamping akan
mewujudkan  kepastian  hukum  di
masyarakat, yang pada akhirnya akan
tercapai suasana kehidupan masyarakat

yang aman dan tertib.

2.5. Faktor Keamanan

Keamanan  berkenaan  dengan
kemampuan negara untuk menghadapi
berbagai ancaman yang berasal dari dalam,
untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa.
Keamanan yang kondusif dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara merupakan
kondisi yang harus dipenuhi dalam rangka
penguatan sistem demokrasi Indonesia.
Menurut BPIP Republik Indonesia (2022)
terkait dengan sasaran pembangunan
nasional dalam bidang pertahanan dan
keamanan yakni mewujudkan keamanan
nasional yang mampu menjaga kedaulatan
wilayah, menopang kemandirian ekonomi
dengan mengamankan sumber daya
maritim, dan mencerminkan kepribadian
Indonesia sebagai negara kepulauan dan
negara maritim.

Dengan kondisi keamanan negara
yang kondusif dengan peran serta
masyarakat melalui bela negara, akan
mendukung penguatan sistem demokrasi
Indonesia. ~ Sebaliknya  jika  kondisi

keamanan nasional dalam keadaan tidak

baik, maka akan menjadi ancaman bagi
kelangsungan hidup bangsa termasuk upaya
perwujudan kehidupan masyarakat yang
demokratis sulit untuk direalisasikan. Oleh
karena itu, semua warga negara berdasarkan
amanat konstitusi UUD NRI Tahun 1945
Pasal 27 Ayat (3) yakni: “Setiap warga
negara berhak dan wajib ikut serta dalam
upaya pembelaan negara,” memiliki
tanggungjawab untuk berperan serta dalam
upaya pembelaan negara sesuai dengan

status dan peran masing-masing.

3. Konstruksi Model Pendidikan
Demokrasi Untuk Penguatan Sistem
Demokrasi Indonesia
Sebagaimana  telah  dijelaskan
sebelumnya bahwa pendidikan demokrasi
memiliki peran penting dalam rangka
penguatan sistem demokrasi Indonesia.
Melalui pendidikan demokrasi diharapkan
warga negara memiliki kompetensi dalam
memahami, menyikapi, dan mengamalkan
nilai-nilai demokrasi dalam berbagai aspek
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara yang dilandasi oleh kesadaran
diri (self awareness) setiap warga negara.
Dalam pandangan penulis, diperlukan
konstruksi model pendidikan demokrasi
sebagai tipe ideal (ideal type) untuk
penguatan sistem demokrasi Indonesia,
sebagai  rujukan dalam  pendidikan

demokrasi Dengan adanya model
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pendidikan demokrasi tersebut diharapkan
konsep, nilai, dan prinsip demokrasi,
khususnya demokrasi Pancasila dapat

dikembangkan dengan baik, dalam
mendukung tujuan pembangunan nasional.
kontruksi  model

Adapun pendidikan

demokrasi  terdiri atas berbagai unsur
sebagai satu kesatuan utuh yang secara
fungsional mendukung penguatan sistem
demokrasi Indonesia. Unsur-unsur dapat
diuraikan sebagai berikut:
a. Landasan Filosofis

Pendidikan demokrasi secara filosofis
berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila
sebagai dasar negara dan ideologi nasional
bangsa Indonesia. Karena itu, konsepsi
demokrasi Pancasila merupakan demokrasi
khas bangsa Indonesia, karena bangsa
Indonesia memiliki dasar negara yakni
Oleh karena itu,

Pancasila. praksis

pendidikan demokrasi harus senantiasa
sejalan atau senafas dengan nilai-nilai
Pancasila. Jika dalam praksis pendidikan
demokrasi  tersebut bertolak belakang
dengan nilai-nilai Pancasila, maka sudah
barang tentu tidak boleh dilaksanakan atau
dilanjutkan, sampai dilakukan pelurusan
kembali agar sesuai dengan nilai-nilai
Pancasila.
b. Landasan Historis

Landasan historis pendidikan
demokrasi adalah perjuangan para pendiri
bangsa Indonesia yang menjadi sumber

inspirasi dan motivasi perjuangan di masa

sekarang dan yang akan datang, dimana
tantangan yang dihadapi semakin berat dan
kompleks. Para pendiri bangsa memili
modal moral (moral capital) secara politik
(Latif, 2014), yang harus diteladani oleh
seluruh komponen bangsa dewasa ini dan
yang akan datang. Adapun moral capital
tersebut bersumber dari empat hal pokok,
yaitu: (1) basis moralitas; menyangkut
nilai-nilai, tujuan, serta orientasi politik
yang menjadi komitmen, (2) tindakan
politik; menyangkut kinerja pemimpin
politik dalam menerjemahkan nilai-nilai
moralitasnya ke dalam ukuran-ukuran
perilaku,  kebijakan, dan keputusan
politiknya, (3) keteladanan, menyangkut
contoh perilaku moral yang konkret dan
efektif, yang menularkan kesan otentik dan
kepercayaan kepada komunitas politik, (4)
concencus building yakni kemampuan
seorang pemimpin mengkomunikasikan
gagasan serta nilai-nilai moralitas dalam
bentuk bahasa politik yang efektif, yang
mampu memperbuat  solidaritas  dan
moralitas masyarakat.

Atas dasar itu, maka perlu dicontoh dari
para pendahulu bangsa kita berupa
semangat asal kepemimpinan sebagai
berikut: (1) semangat “menuhan” yakni
Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
(2) semangat kekeluargaan, (3) semangat
keikhlasan dan ketulusan, (4) semangat
pengabdian dan tanggungjawab, (5)

semangat menghasilkan karya terbaik, (6)
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semangat keadilan dan kemanusiaan, dan

(7) semangat kejuangan.

c. Landasan Konstitusional
Pendidikan  demokrasi dalam

pelaksanaanya

konstitusi kita yakni UUD NRI Tahun

berdasarkan kepada

1945, terutama terkait dengan amanat
konstitusional yang berkenaan dengan
pendidikan (Pasal 31), pembelaan negara
(27 ayat 3), Kesamaan di depan hukum dan
pemerintahan (Pasal 27 ayat 1), jaminana
HAM (pasal 28). Pada dasarnya pendidikan
demokrasi diarahkan agar warga negara
memiliki kesadaran untuk melaksanakan
hak dan kewajiban sebagai warga negara
(rights and duties of citiznes) secara
bertanggungjawab.
d. Landasan Psikologis

Landasan psikologis dalam pelaksanaan
pendidikan demokrasi penting diterapkan
dengan  memperhatikan  karakteristik
peserta pendidikan demokrasi. Termasuk di
dalamnya adalah mempertimbangkan
keadaan dan kebutuhan peserta atau sasaran
pendidikan demokrasi. Hal ini sangat
penting untuk kelancaran dan keberhasilan
pendidikan demokrasi itu sendiri. Dengan
memperhatikan atau mempertimbangkan
kondisi psikologis tersebut, diharapkan
dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan
demokrasi  berlangsung secara dinamis
dinama peserta memiliki keinginan dan
motivasi belajar yang kuat dalam rangka

mencapai tujuan pendidikan demokrasi

tersebut. Dengan memperhatikan
karakteristik psikologis dalam pendidikan
demokrasi, diharapkan akan terwujud sosok
pribadi berkualitas sebagaimana yang
diharapkan. Murdoko (2006) mengatakan:
“kualitas pribadi seseorang diukur bukan
dari apa yang dikatakannya, tetapi dinilai
dari apa yang dilakukannya.” Selanjutnya la
mengemukakan empat unsur dalam kualitas
pribadi sebagaimana divisualisasikan dalam

gambar di bawah ini:

Kesadaran Pengaturan
diri diri

Pembiasaan
diri

Evaluasi diri

Gambar 3. Unsur Kualitas Pribadi
(Murdoko, 2006)

Kesadaran diri berkenaan dengan
kemauan atau kehendak dari dalam diri kita
untuk melakukan sesuatu. Sedangkan
pengaturan  diri  berkaitan  dengan
kemampuan kita menentukan diri kita
sebagai subyek dalam melakukan sesuatu.
Mengatur diri sangat penting sebelum
mengatur orang lain. Kita adalah subyek
bagi diri kita sendiri. Selanjutnya dalam
pembiasaan diri sesungguhnya bertumpu

pada kemampuan diri untuk menyesuaikan
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dengan perubahan. Penyesuaian tersebut
tidak hanya perilaku saja melainkan
penyesuaian dalam aspek mentalitas kita.
Unsur terakhir yakni evaluasi diri, yakni
aktivitas atau kegiatan untuk melihat
efektifias sikap dan tindakan yang kita
lakukan, apakah menghasilkan sesuatu
yang optimal sesuai yang diharapkan kita

maupun lingkungan masyarakat kita.

e. Landasan Pedagogis, Andragogis,

dan Heutagogis

Dalam pendidikan demokrasi , di
samping berdasarkan kepada landasan
pedagogis yakni membimbing peserta didik
sesuai dengan karakteristiknya masing-
masing ke arah proses pembelajaran untuk
mencapai tujuan pembelajaran yang telah
ditentukan atau disepakati bersama. Selain
menerapakan pedagogi, juga diterapkan
andragogi yang bertumpu pada upaya
pembelajaran  yang mengarah kepada
kemandirian belajar atau belajar dari
dirinya sendirinya (self help). Bahkan,
dalam merespon perkembangan kemajuan
jaman saat ini yang ditandai dengan
kemajuan  teknologi  informasi  dan
komunikasi, dalam pendidikan demokrasi
juga penting diterapkan  pendekatan
heutagogi yakni pembelajaran  yang
menekankan pada kemandirian belajar
melalui pembelajaran secara kritis dan

reflektif.

f. Sasaran dan Tujuan Pendidikan

Demokrasi

Adapun sasaran pendidikan demokrasi
adalah semua warga negara dengan ragam
status atau kedudukan masing-masing, baik
di  lingkungan sekolah, lingkungan
keluarga, maupun lingkungan masyarakat.
Sedangkan tujuan yang hendak dicapai
melalui pendidikan demokrasi adalah agar
setiap warga negara memiliki pengetahuan,
sikap, dan keterampilan yang sesuai dengan
nilai-nilai demokrasi untuk diaktualisasikan
dalam

kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan  bernegara  secara

bertanggungjawab.

g. Pendekatan dan Metode Pendidikan
Demokrasi
Dalam pendidikan demokrasi,

pendekatan pembelajaran yang diterapkan

adalah pembelajaran berpusat pada peserta
didik (student center) sesuai dengan potensi
dan karakteristik masing-masing.

Sedangkan metode yang

diimplementasikan adalah metode yang

berorientasi pada partisipasi aktif peserta
didik dalam pembelajaran pendidikan
demokrasi, dengan mendorong kemampuan
berfikir kritis, analitis, dan reflektif. Dalam
merespon kemajuan abad 21, maka metode
pembelajaran pendidikan demokrasi harus
merefleksikan paradigma pembelajaran
abad 21 dalam mengembangkan empat
kompetensi yakni berfikir kritis, kreatif,
Untuk

komunikasi dan  kolaborasi.
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mencapai kompetensi tersebut, salah satu
metode yang direkomendasikan adalah
model dialog kreatif (creative dialogue),
yang mana model ini menekankan kepada
proses dialog diantara berbagai aktor dalam
pembelajaran  demokrasi. Kemampuan
menyampaikan pendapat gagasan secara
kritis dan kreatif adalah hal yang hendak
dikembangkan dalam model dialog kreatif
tersebut.
h. Orientasi Pembelajaran

Agar pendidikan demokrasi berhasil
mencapai tujuan yang diinginkan, maka
dalam pembelajarannya lebih berorientasi
kepada real life atau kenyataan-kenyataan
kehidupan sebagai sumber pengalaman
belajar yang dialami langsung oleh peserta
didik. Dalam pendidikan dikenal konsep
hands on experiencies yakni pengalaman-
pengalaman langsung yang dimiliki oleh
peserta didik yang berasal dari kehidupan
sehari-hari. Diharapkan dengan
pembelajaran yang berorientasi pada real
life  tersebut peserta didik mampu
melakukan  refleksi  dalam  rangka
menemukan pengalaman-pengalaman
berharga sebagai sumber belajar (learning
resource) dalam pendidikan demokrasi.
Dalam kaitan ini, tidak berlebihan jika
dikatakan bahwa kenyataan kehidupan yang
ada di masyarakat merupakan laboratorium
untuk pembelajaran pendidikan demokrasi.

Dengan begitu, menjalankan demokrasi

(doring democracy) menjadi sesuatu yang

terus menerus dibiasakan oleh peserta didik,
yang pada akhirnya dapat membentuk
karakter demokratis secara mantap dan
berkesinambungan  dalam  kehidupan

sehari-hari.

i. Penerapan Pendekatan Penthahelix

Menyadari sepenuhnya bahwa
keberhasilan pendidikan demokrasi tidak
semata-mata ditentukan oleh salah pihak
saja, melainkan ditentukan semua pihak
yang Dberkolaborasi dalam pelaksanaan
pendidikan demokrasi. Karenanya, dalam
pendidikan  demokrasi menerapkan
pendekatan penthahelix, yang terdiri atas
lima unsur penting yang saling
berkolaborasi  secara sinergis dalam
mendukung  keberhasilan  pendidikan
demokrasi . Keenam unsur tersebut adalah:
(1) pemerintah, (2) akademisi, (3)
pengusaha, (4) komunitas, dan (5) media,
dimana  masing-masing  unsur-unsur
tersebut melaksanakan perannya masing-
masing secara optimal dan sinergis dalam
rangka mencapai tujuan bersama yang

disepakati.
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Gambar 4
Unsur-unsur dalam Penthahelix

Melalui kolaborasi secara sinergis
dari lima unsur dalam pentahelix tersebut,
diharapkan pendidikan demokrasi dapat
berlangsung dengan baik untuk mencapai

tujuan yang diharapkan bersama.

Kesimpulan

Merujuk pada pembahasan sebagaimana

diuraikan sebelumnya, dapat dikemukakan

beberapa hal pokok sebagai simpulan,
sebagai berikut:

1. Urgensi penguatan sistem demokrasi
Indonesia antara lain tidak lepas dari
aspek historis dimana dinamika
demokrasi yang pernah berlaku dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia sejak
Indonesia merdeka hingga saat ini
yakni era reformasi memberikan
pengalaman bagi setiap warga negara
dalam rangka mewujudkan tatanan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara yang demokratis. Pasang

surut demokrasi yang berlaku di

Indonesia ~ menunjukkan ~ bahwa
demokrasi masih terus berproses
mencari bentuk terbaik yang mendekati
tipe ideal (ideal type) yakni demokrasi
berdasarkan Pancasila sebagai dasar
negara dan ideologi bangsa. Hal lain
yang mendorong pentingnya penguatan
sistem demokrasi adalah tantangan
eksternal dan internal yang dihadapi
oleh bangsa Indonesia dalam rangka
memperkuat etika kehidupan
berbangsa. Tantangan tersebut perlu
direspon secara proporsional agar
bangsa Indonesia tetap eksis di tengah
persaingan global (global

competitiveness) yang semakin ketat.

. Dalam pendidikan demokrasi

berkelanjuan untuk penguatan sistem
demokrasi Indonesia, terdapat
beberapa faktor determinan atau
penentu, yang keberadaan mutlak
untuk diperhatikan atau
dipertimbangkan secara memadai.
Beberapa faktor determinan tersebut
meliputi: (1) faktor politik, (2) faktor
ekonomi, (2) faktor sosial budaya, (3)
faktor hukum, dan (5) faktor
keamanan. Faktor politik berkenaan
dengan pentingnya kemauan politik
(political will) dan tindakan politik
(political action) keteladanan dari elit
politik bagi masyarakat. Sementara itu,
faktor ekonomi berkenaan dengan

pembangunan ekonomi sebagai salah
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satu  variabel  penting  dalam
mendukung stabilitas politik, termasuk
dalam mewujudkan tatanan kehidupan
masyarakat yang demokratis. Dalam
faktor sosial budaya, terdapat dua
sektor penting untuk dipertimbangkan
yakni budaya politik dan pendidikan.
Keduanya sangat penting dalam rangka
mewujudkan kehidupan yang
demokratis, bahkan rendahnya budaya
politik dan partisipasi politik warga
masyarakat akan berdampak terhadap
capaian indeks demokrasi Indonesia.
Sementara itu, faktor hukum berkenaan
dengan penegakan hukum (law
enforcement) dan kesadaran hukum
warga masyarakat, yang sangat penting
dalam rangka mendukung penguatan
sistem demokrasi Indonesia.

pendidikan
demokrasi dalam  mendukung
penguatan sistem demokrasi Indonesia,
penting untuk dikembangkan sebagai
pola yang dapat dijadikan sebagai
pedoman atau rujukan dalam rangka
pelaksanaan pendidikan demokrasi.
Dalam konstruksi model pendidikan
demokrasi  tersebut terdiri atas
beberapa unsur atau aspek penting
yang satu sama lainnya berhubungan
secara fungsional, yaitu: (1) landasan
filosofis, (2) landasan konstitusional,

(3) landasan psikologis, (4) landasan
pedagogis, andragogis, dan heutagogi,

(5) sasaran dan tujuan, (6) pendekatan
dan metode, (7) orientasi pembelajaran,
(8) pendekatan pentahelix. Penerapan

atau  implementasi  aspek-aspek

tersebut secara baik dalam pendidikan
demokrasi , diharapkan akan dapat

berkontribusi  dalam  memperkuat

sistem demokrasi Indonesia.
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Abstract

This article discusses the importance of strengthening civic empowerment in the implementation of
democracy in Indonesia. Civic empowerment, which includes the knowledge, skills and capacity of
citizens to participate in political decision making, is a key element in maintaining the balance of power
between the government and the people. This article uses a literature review method that is relevant to
the main problem. The results of the study show that in the Indonesian context, efforts have been made
to strengthen civic empowerment through democratic education, transparency, participation in general
elections and the role of civil society. Despite the efforts made, there are still challenges that need to be
overcome, such as unequal access, corruption, gender inequality, and religious and ethnic issues. The
importance of strengthening civic empowerment and steps to overcome this challenge are emphasized
in this article to ensure that Indonesian democracy remains inclusive and strong.

Keywords: Civic empowerment, Democracy, Indonesia and Citizen Participation.

Abstrak

Artikel ini membahas pentingnya penguatan civic empowerment dalam pelaksanaan demokrasi di
Indonesia. Civic empowerment yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan kapasitas warga negara
untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik adalah elemen kunci dalam menjaga
keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan rakyat. Artikel ini menggunakan metode kajian literatur
yang relevan dengan masalah pokok. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam konteks Indonesia, upaya
telah dilakukan untuk memperkuat civic empowerment melalui pendidikan demokrasi, transparansi,
partisipasi dalam pemilihan umum dan peran masyarakat sipil. Meskipun upaya telah dilakukan, masih
ada tantangan yang perlu diatasi, seperti ketidaksetaraan akses, korupsi, ketidaksetaraan gender, dan isu
agama serta etnis. Pentingnya penguatan civic empowerment dan langkah-langkah untuk mengatasi
tantangan ini ditekankan dalam artikel ini untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia tetap inklusif
dan kuat.

Kata Kunci  : Civic Empowerment, Demokrasi, Indonesia dan Partisipasi Warga Negara.
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Pendahuluan

Demokrasi dengan prinsip utama
pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat,
telah menjadi pijakan pemerintahan
Indonesia sejak kemerdekaannya (Syofyan,
2022). Dalam esensi demokrasi, peran
rakyat adalah inti dari sistem ini. Santoso
(2023) keberhasilan suatu negara dalam
mewujudkan demokrasi yang kuat tidak
hanya  tergantung  pada  struktur
pemerintahan, tetapi juga pada partisipasi
aktif warga negara. Partisipasi ini, yang
sering disebut sebagai civic empowerment
adalah inti dari demokrasi yang
berkelanjutan dan inklusif (Heidyani, Dkk.
2022).

Civic  empowerment mencakup

pemberdayaan warga negara dengan

pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas

yang memungkinkan mereka untuk

berpartisipasi dalam pengambilan

keputusan politik dan sosial yang

memengaruhi mereka

(Khoiriyah,

kehidupan
2023). Ini  mencakup
pemahaman akan hak-hak dan tanggung
jawab  warga negara, keterampilan
berpartisipasi dalam pemilihan umum, serta
kapasitas untuk berkolaborasi dengan
pemerintah dalam merumuskan kebijakan
yang bermanfaat bagi masyarakat (Rahman,
2016 & Sudrajat, 2022).
Penguatan  civic  empowerment
adalah fondasi yang kuat bagi demokrasi

yang sehat (Sudrajat, 2022 & Ulum, 2020).

Melalui pemberdayaan warga negara,
pemerintah menjadi lebih bertanggung
jawab dan masyarakat lebih terlibat dalam
pengambilan keputusan (Wadu, 2019).
Artikel ini akan membahas pentingnya
dalam

penguatan civic empowerment

konteks  pelaksanaan  demokrasi  di
Indonesia dan upaya-upaya yang telah
diambil untuk mencapainya. Kami akan
menjelajahi berbagai inisiatif dan tantangan

yang telah muncul dalam

upaya
memperkuat civic empowerment, serta
menggambarkan pentingnya melanjutkan
langkah-langkah ini dalam mendukung
demokrasi Indonesia yang inklusif dan
berkelanjutan.

Fokus permasalahan yang akan
dibahas dalam tulisan ini meliputi: (1)
Apakah jaminan dan perlindungan atas hak

sudah

terselenggara dengan baik?; (2) Bagaimana

asasi manusia di Indonesia
kebebasan menyalurkan aspirasi? ; dan (3)
Bagaimana mekanisme pelibatan partisipasi
rakyat dalam pelaksanaan demokrasi dan

penyusunan kebijakan publik?.

Metode

Metode penelitian yang digunakan
dalam artikel dengan judul Penguatan Civic
empowerment dalam  Pelaksanaan
Demokrasi Indonesia menggunakan kajian
studi  literature  dengan  melakukan
penelaahan hasil-hasil penelitian yang

dimuat dari artikel ilmiah yang relevan
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dengan penelitian. Kajian studi literatur
adalah langkah awal yang penting untuk
memahami konsep civic empowerment
konteks demokrasi di Indonesi dan
tantangan yang dihadapi. Dalam studi
literatur, peneliti dapat mengevaluasi
penelitian terdahulu, analisis kebijakan dan
dokumen-dokumen relevan untuk
mendapatkan pemahaman yang mendalam

tentang topik ini.

Pembahasan

Pembahasan ini akan menguraikan
mengenai topik permasalahan mengenai
pelaksanaan jaminan dan perlindungan atas
hak asasi manusia di Indonesia, kebebasan
menyalurkan aspirasi dan mekanisme
pelibatan  partisipasi ~ rakyat  dalam
pelaksanaan demokrasi dan penyusunan

kebijakan publik.

Jaminan dan Perlindungan Atas Hak
Asasi Manusia di Indonesia

Kusmaryanto (2021) jaminan dan
perlindungan atas hak asasi manusia di
Indonesia memiliki sejumlah prestasi,
namun juga masih dihadapkan pada
berbagai tantangan. Berikut adalah
beberapa contoh yang mencerminkan
sejauh mana jaminan dan perlindungan hak
asasi manusia di Indonesia:

Parameter keunggulan yang telah
dimiliki oleh Indonesia dalam implementasi

hak asasi, dapat dikatakan cukup baik. Hal

ini dapat dilihat pada adanya Rencana Aksi
Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM),
Kominisi Nasional Hak Asasi Manusia
(Komnas HAM). Untuk lebih jelasnya akan
dideskripsikan sebagai berikut:

1) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi

Manusia (RANHAM)

Pemerintah Indonesia telah mengadopsi
RANHAM  sebagai panduan dalam
mempromosikan dan melindungi hak asasi
manusia di seluruh sektor. RANHAM
mencerminkan komitmen pemerintah untuk
memperkuat  perlindungan hak asasi
manusia.

2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

(Komnas HAM)

Komnas HAM  adalah  badan
independen  yang  berperan  dalam
memantau, melindungi, dan
mempromosikan hak asasi manusia di
Indonesia. Ini adalah langkah positif untuk
memastikan keberadaan lembaga yang
berdedikasi untuk hak asasi manusia.

3) Ratifikasi Konvensi Hak-hak Sipil dan

Politik (ICCPR)

Indonesia telah meratifikasi ICCPR,
yang merupakan instrumen internasional
tentang hak sipil dan politik. Ini
menunjukkan komitmen Indonesia untuk
mematuhi standar hak asasi manusia
internasional.

Namun, selain terdapat keunggulan

dalam implementasi hak asasi manusia bagi

Indonesia juga terdapat tantangan yang
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cukup besar bagi Indonesia (Situmorang,
2019).

diantaranya masih banyaknya pelanggaran

Salahsatu  tantangan tersebut
hak asasi manusia, implementasi yang tidak
konsisten, kekerasan terhadap juralis dan
aktivis serta masih maraknya kasus korupsi
di Indonesia. Untuk lebih jelasnya akan
dideskripsikan sebagai berikut:
1) Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Masih terdapat kasus pelanggaran hak
asasi manusia di Indonesia, terutama terkait
dengan konflik di beberapa wilayah, hak
masyarakat adat, dan hak perempuan.
Pelanggaran seperti pelarangan beragama
dan diskriminasi terhadap kelompok LGBT
juga masih ada.
2) Implementasi yang Tidak Konsisten

Implementasi perlindungan hak asasi
manusia di seluruh negeri masih tidak
konsisten, terutama di wilayah yang lebih
terpencil. Pelayanan kesehatan, pendidikan,
dan akses keadilan sering kali lebih sulit
diakses di daerah-daerah ini.
3) Kekerasan terhadap Jurnalis dan Aktivis

Terdapat kasus kekerasan dan ancaman
terhadap jurnalis, aktivis hak asasi manusia,
untuk

dan pengacara yang bekerja

melindungi hak asasi manusia. Ini
menciptakan ketidakpastian dan ketakutan
dalam melaksanakan pekerjaan mereka.
4) Korupsi

Korupsi tetap menjadi masalah serius di

Indonesia dan dapat menghambat upaya

untuk memastikan hak asasi manusia.

Penyalahgunaan kekuasaan dan sumber
daya secara tidak sah sering merugikan
warga negara.

Jadi, sementara Indonesia telah
mencapai  sejumlah kemajuan dalam
jaminan dan perlindungan hak asasi
manusia, masih ada tantangan yang harus
diatasi untuk memastikan perlindungan
yang lebih efektif dan komprehensif (Arifin
& Lestari, 2019). Evaluasi dan reformasi
terus-menerus diperlukan untuk
memperbaiki situasi hak asasi manusia di
Indonesia.

Analisis terhadap jaminan dan
perlindungan hak asasi manusia di
Indonesia merupakan hal yang kompleks
dan memerlukan pertimbangan banyak
aspek (Rahmanto, 2015). Berikut adalah

analisis umum, namun perlu diingat bahwa

hal ini sangat umum dan tidak
menggambarkan semua aspek dengan
detail:

a. Aspek Positif
a) Kerangka Hukum yang Kuat
Indonesia memiliki kerangka hukum
yang kuat dalam hal hak asasi manusia,
terutama di dalam Undang-Undang Dasar
1945, yang menyatakan komitmen terhadap
prinsip-prinsip hak asasi manusia.
b) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(Komnas HAM)
Komnas HAM adalah lembaga
independen yang memiliki peran penting

dalam pemantauan dan perlindungan hak
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asasi manusia di Indonesia. Mereka aktif
dalam menginvestigasi pelanggaran hak
asasi  manusia  dan  memberikan
rekomendasi kepada pemerintah.
c) Ratifikasi Konvensi Internasional
Indonesia telah meratifikasi sejumlah
konvensi hak asasi manusia internasional,
seperti Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik,
Konvensi Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya, dan Konvensi Hak Anak. Ini
menunjukkan komitmen Indonesia terhadap
standar internasional hak asasi manusia.
d) Peningkatan Kesadaran Masyarakat
Kesadaran tentang hak asasi manusia
telah meningkat di kalangan masyarakat
Indonesia, yang sering kali terlibat dalam
advokasi dan pengawasan hak asasi
manusia.
e) Pemilihan Umum yang Teratur
Indonesia secara rutin mengadakan
pemilihan umum, yang memungkinkan
warga negara untuk memilih perwakilan
mereka, menciptakan koneksi langsung

antara pemilih dan pemimpin mereka.

b. Tantangan dalam Situasi Hak Asasi
Manusia di Indonesia
a) Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Masih terdapat kasus-kasus
pelanggaran hak asasi manusia yang
kasus-kasus

signifikan, termasuk

pelanggaran hak minoritas, kebebasan

beragama, dan tindakan kekerasan oleh
aparat keamanan.
b) Korupsi dan Ketidaksetaraan

Korupsi dan ketidaksetaraan dalam
akses terhadap pelayanan publik sering kali
menjadi hambatan bagi pemenuhan hak
asasi manusia.
c) Ketidaksetaraan Gender

Meskipun ada perkembangan,
ketidaksetaraan gender masih menjadi
masalah yang signifikan dalam masyarakat
Indonesia, terutama dalam hal partisipasi
politik dan kekerasan terhadap perempuan.
d) Kebebasan Pers

Terdapat kekhawatiran tentang
pembatasan kebebasan pers dan kebebasan
berekspresi, yang dapat mempengaruhi hak
atas informasi dan kebebasan berpendapat.
e) Kekerasan Terhadap Minoritas

Kasus-kasus ~ kekerasan  terhadap
minoritas etnis dan agama masih menjadi
masalah serius yang perlu ditangani (Arifin
& Alkadri, 2018)

Citrawan (2017) situasi hak asasi
manusia di  Indonesia menunjukkan
perkembangan positif, termasuk kerangka
hukum yang kuat dan komitmen terhadap
prinsip-prinsip hak asasi manusia. Namun,
masih ada tantangan yang perlu diatasi,
termasuk pelanggaran hak asasi manusia,
ketidaksetaraan, korupsi, dan masalah
gender (Audina, 2022). Pemerintah dan
lembaga hak asasi manusia di Indonesia

harus terus bekerja sama untuk memastikan
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bahwa jaminan dan perlindungan hak asasi
manusia ditingkatkan untuk seluruh warga
negara. Hal ini akan memastikan bahwa
demokrasi Indonesia tetap inklusif dan hak
asasi manusia dihormati dengan baik.

Matriks hasil analisis terhadap
berbagai aspek jaminan dan perlindungan
hak asasi manusia di Indonesia.
Perkembangan positif, seperti kerangka
hukum yang kuat dan kesadaran
masyarakat, sejalan dengan tantangan,
seperti pelanggaran hak asasi manusia dan
ketidaksetaraan. Matriks ini memberikan
gambaran komprehensif tentang kondisi
hak asasi manusia di Indonesia.

Tabel 1

Gambaran Kondisi Hak Asasi Manusia di

Indonesia
No Aspek Evaluasi
1 | Kerangka Kuatnya
hukum kerangka hukum
dengan

konstitusi  dan
undang-undang
yang
mendukung hak
asasi manusia
Komnas HAM
memiliki peran
penting  dalam
pemantauan dan
perlindungan
hak asasi
manusia,
meskipun perlu
memperkuat
efektivitasnya
Indonesia telah
meratifikasi
berbagai
konvensi  hak

2 | Lembaga HAM

3 | Ratifikasi
konvensi
internasional

asasi  manusia
internasional,
menunjukkan
komitmen
terhadap
strandar global

Kesadaran
masyarakat

Kesadaran

masyarakat

tentang hak asai
manusia  telah
meningkat dan
mereka aktif
dalam advokasi
dan pemantauan

Pelanggaran
HM

Masih ada kasus
pelanggaran hak
asasi manusia,
terutama dalam
isu-isu  seperti
minoritas  dan
kebebasan

beragama

Korupsi dan
ketidaksetaraan

Korupsi dan
ketidak setaraan
dalam akses
terhadap layanan
public masih
menjadi
hambatan dalam
pemenuhan hak
asasi manusia

Ketidaksetaraan
gender

Meskipun ada
kemajuan,
ketidaksetaraan
gender  masih
menjadi
masalah,
terutama dalam
partispasi politik
dan  kekerasan
terhadap
perempuan

Kebebasan pers

Terdapat
kekhawatiran
tentang
pembatasan
kebebasan pers
dan berekspresi
yang dapat
mempengaruhi
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ha katas
informasi
Kasus-kasus
kekerasan
terhadap
minoritas  etnis
dan agama
masih menjadi
masalah  serius
yang perlu
ditangani.
Hidayat, 2016; Prasetyo, 2015 & Earlene,

2023.

9 | Kekerasan
terhadap
minoritas

Kebebasan ~ Menyalurkan  Aspirasi
Ditinjau dari Berbagai Aspek
Taufiqurrohman (2021)
menganalisis mengenai kebebasan
menyalurkan aspirasi di Indonesia adalah
hal yang kompleks dan memerlukan
pertimbangan banyak aspek. Berikut adalah
analisis umum, namuan perlu diingat bahwa
ini adalah gambaran umum dan tidak
mencakup semua aspek dengan rinci:
a. Kebebasan Menyalurkan Aspirasi di
Indonesia
1) Kebebasan Berpendapat. Indonesia
memiliki sejarah yang panjang
dalam  memastikan  kebebasan
berpendapat. Beberapa undang-
undang dan peraturan mendukung
hak warga negara untuk menyatakan
pendapat mereka tanpa rasa takut.
Namun, terdapat pembatasan yang
berkaitan dengan konten yang bisa

diungkapkan, terutama dalam hal

isu-isu sensitif seperti agama atau
suku.

2) Media Bebas. Indonesia memiliki
media yang relatif bebas, dan
keragaman media, termasuk media
cetak, online, dan penyiaran. Ini
memberikan platform bagi warga
negara untuk mengekspresikan
pendapat mereka dan memonitor
kinerja pemerintah.

3) Partisipasi dalam Pemilihan Umum.
Warga negara Indonesia memiliki
hak untuk memilih perwakilan
mereka dalam pemilihan umum
yang teratur. Hal ini memberikan
warga negara kesempatan untuk
memengaruhi pembuatan kebijakan
melalui pemilihan umum.

4) Peran Masyarakat Sipil yang Kuat.
Indonesia memiliki masyarakat sipil
yang aktif, termasuk organisasi-
organisasi non-pemerintah  dan
LSM, yang sering terlibat dalam
advokasi dan pengawasan terhadap
tindakan pemerintah. Mereka juga
berperan  dalam  memberikan

pelatihan dan informasi kepada
warga negara tentang hak-hak
mereka.

b. Tantangan dalam Kebebasan

Menyalurkan Aspirasi

1) Pembatasan Hukum. Meskipun ada

kebebasan berpendapat, terdapat
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undang-undang yang dapat

digunakan ~ untuk  membatasi
kebebasan berpendapat, terutama
dalam kasus penghinaan atau

penyebaran berita palsu.
2) Kekerasan  Terhadap  Aktivis.
Terdapat laporan tentang kekerasan
fisik dan ancaman terhadap aktivis
dan pengamat hak asasi manusia.

Hal ini dapat menciptakan atmosfer

ketakutan dan menghambat
kebebasan berpendapat.
3) Pembatasan Omnline. Meskipun

internet memberikan platform yang
luas untuk menyuarakan pendapat,
ada upaya untuk membatasi akses
ke situs web dan media sosial
tertentu.

4) Isu Agama dan Etnis. Isu-isu agama
dan etnis dapat menjadi sumber
konflik dan pembatasan kebebasan
berpendapat jika tidak ditangani
dengan bijaksana.

5) Ketidaksetaraan Gender. Peran

perempuan dalam proses politik

masih perlu ditingkatkan, dan ada
tantangan dalam hal kebebasan
berpendapat  bagi  perempuan,
terutama di daerah yang lebih
konservatif.
Menurut Melina (2018) Indonesia
memiliki  sejumlah  kebebasan dalam
menyalurkan aspirasi dan berpendapat.

Namun, masih ada tantangan yang perlu

diatasi, termasuk pembatasan hukum,
kekerasan terhadap aktivis, dan pembatasan
online. Penting untuk menjaga dan

memperkuat  kebebasan  berpendapat
sebagai prinsip dasar demokrasi, sambil
memastikan bahwa upaya dilakukan untuk
mengatasi

tantangan yang mungkin

menghambat kebebasan tersebut.
Kebebasan berpendapat dan menyalurkan
aspirasi adalah elemen kunci dalam
demokrasi yang sehat dan inklusif (Nuna,
Dkk., 2019).

Matriks di atas merangkum hasil
analisis berbagai aspek terkait kebebasan
menyalurkan  aspirasi di  Indonesia.
Meskipun ada banyak kebebasan, seperti
kebebasan berpendapat dan media yang
relatif bebas, juga ada tantangan, seperti
pembatasan hukum, kekerasan terhadap

aktivis, dan isu-isu agama dan etnis yang

mempengaruhi  kebebasan berpendapat.
Matriks  ini  memberikan  gambaran
komprehensif tentang kebebasan

menyalurkan aspirasi di Indonesia.

Tabel 2
Gambaran Kebebasan Menyalurkan
Aspirasi di Indonesia

Aspek \

\ No \ Evaluasi |
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Kebebasan
berpendapat

Terdapat
kebebasan
berpendapat
dalam
masayarakat
Indonesia
dengan undang-
undang

mereka
daring

secara

Kebebasan
media

Media di
Indonesia
relative  bebas,
memungkinkan
berbagai
pandangan dan

Pembatasan
hukum

Meskipun  ada
kebebasan
terdapat undang-
undang  yang
dapat digunakan
untuk
membatasi
kebebasan
berpendapat

Partisipasi
dalam pemilihan
umum

Pemilihan
umum
berkala
memberikan
warga  Negara
kesempatan
untuk  memilih
perwakilan
mereka

secara

Kekerasan
terhadap aktivis

Terdapat
laporan tentang
kekerasan fisik
dan  ancaman
terhadap aktivis
yang dapat
menciptakan
atmosfer
ketakutan

Peran
masyarakat sipil

Organisasi
masyarakat sipil
dan LSM aktif
dalam
memonitor
kinerja
pemerintah dan
advokasi isu-isu
masyarakat

Pembatasn
online

Upaya  untuk
membatasi akses
ke situs web dan
media sosial
tertentu telah
terjadi

Konsultasi
publik

Pemerintah
sering
mengadakan
konsultasi
public
melibatkan
warga  Negara
dalam
penyusunan
kebijakan

untuk

10

Isu agama dan
etnis

Isu-isu  agama
dan etnis
kadang-kadang
dapat menjadi
sumber konflik
dan pembatasan
kebebasan

berpendapat

Partisipasi
online

Internet dan
media sosial
memberikan
platform  bagi
warga Negara
untuk
menyuarakan
pendapat

11

Ketidaksetaraan
gender

Peran
perempuan
dalam  proses
politik  masih
perlu
ditingkatkan da
nada tantangan
dalam
kebebasan
berpendapat
bagi perempuan

(Saptohadi, 2011; Arsyad & Nadjib, 2011)
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Mekanisme Pelibatan Partisipasi Rakyat
dalam Pelaksanaan Demokrasi dan
Penyusunan Kebijakan Publik
Mekanisme pelibatan partisipasi
rakyat dalam pelaksanaan demokrasi dan
penyusunan kebijakan publik di Indonesia
adalah hal yang penting. Utomo (2003)
berikut adalah beberapa aspek yang perlu
dianalisis:
a. Pelaksanaan Demokrasi

1) Pemilihan Umum: Pemilihan umum
adalah salah satu mekanisme paling
mendasar dalam demokrasi
Indonesia. Warga negara memiliki
hak untuk memilih perwakilan
mereka dalam pemilihan umum
yang diadakan secara berkala. Ini
adalah sarana utama di mana rakyat
mengungkapkan preferensi politik
mereka dan terlibat dalam proses
demokratis.

2) Partai Politik: Partai  politik
memainkan peran penting dalam
mewakili  kepentingan ~ warga
negara. Mereka adalah wadah bagi
calon-calon politik untuk bersaing
dalam  pemilihan umum dan
menerapkan program-program
politik mereka.

3) Masyarakat  Sipil:  Organisasi
masyarakat sipil, LSM, dan aktivis
memiliki peran yang signifikan
dalam pemantauan kinerja

pemerintah dan advokasi isu-isu

4

masyarakat. Mereka memastikan
pemerintah bekerja sesuai dengan
kepentingan warga negara dan
memberikan  pelatthan  kepada
masyarakat ~ tentang  hak-hak
mereka.

Konsultasi  Publik: ~ Pemerintah
sering mengadakan  konsultasi
publik sebagai mekanisme untuk
melibatkan warga negara dalam
penyusunan kebijakan. Ini
menciptakan ~ kesempatan  bagi
masyarakat untuk memberikan
masukan langsung dalam

pengambilan keputusan.

b. Penyusunan Kebijakan Publik

1)

2)

Forum Publik: Forum-forum publik,
seperti  pertemuan  masyarakat,
diskusi ~ warga, dan  forum
partisipatif, memungkinkan warga
negara untuk berpartisipasi
langsung  dalam  perumusan
kebijakan. Ini menciptakan
kesempatan bagi masyarakat untuk
berbicara langsung tentang masalah
yang memengaruhi mereka.

Konsultasi Stakeholder: Pemerintah
sering melakukan konsultasi dengan
berbagai pihak terkait, termasuk
kelompok masyarakat, perusahaan,
dan LSM, untuk mendengarkan
pandangan dan masukan mereka

dalam proses penyusunan



3)

4)

c¢. Tantangan
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kebijakan. Hal ini memungkinkan
kebijakan yang lebih inklusif.

Partisipasi Omnline: Internet dan
media sosial memberikan platform
untuk

bagi  warga  negara

menyuarakan pendapat mereka dan

berpartisipasi dalam  diskusi
kebijakan secara daring. Ini
memudahkan  partisipasi ~ bagi

mereka yang tidak dapat hadir
dalam forum fisik.
Undang-Undang Kebebasan
Informasi: Pengesahan Undang-

Undang  Kebebasan  Informasi
memungkinkan warga negara untuk
mengakses data dan dokumen
pemerintah, yang merupakan alat
penting dalam pemantauan dan
partisipasi dalam proses kebijakan.

dalam Mekanisme

Pelibatan Partisipasi Rakyat:

1)

2)

Ketidaksetaraan Akses: Beberapa
kelompok masyarakat, terutama
yang berada di daerah terpencil atau
rentan, mungkin tidak memiliki
akses

sama  terhadap

yang
mekanisme partisipasi. Ini
menciptakan ketidaksetaraan dalam
pelibatan.

Korupsi dan Intimidasi: Korupsi dan
ancaman terhadap aktivis dan
pengamat politik masih merupakan
masalah  serius

yang  dapat

menghambat  partisipasi  aktif.
Intimidasi bisa menjadi kendala

serius dalam berpartisipasi.

3) Ketidaksetaraan Gender:
Keterlibatan  perempuan  dalam
proses  politik  masih  perlu
ditingkatkan,  terutama  dalam

tingkat perwakilan politik. Hal ini
menciptakan ketidaksetaraan dalam
pengambilan keputusan.

4) Isu Agama dan Etnis: Isu-isu agama
dan etnis dapat menjadi sumber
konflik dan pembatasan kebebasan
berpendapat jika tidak ditangani
dengan bijaksana.

Analisis memberikan gambaran

umum tentang mekanisme pelibatan

partisipasi rakyat di Indonesia. Meskipun

terdapat  banyak  mekanisme  yang
mendukung partisipasi, juga terdapat
tantangan yang perlu diatasi untuk

memastikan partisipasi yang lebih merata,
transparansi, dan adil dalam pelaksanaan
demokrasi dan penyusunan kebijakan
publik. Upaya harus terus dilakukan untuk
meminimalkan hambatan-hambatan ini dan
mempromosikan partisipasi aktif warga
Negara (Fitriyani, Dkk., 2023).

Indonesia telah menyusun berbagai
mekanisme yang melibatkan partisipasi
rakyat dalam pelaksanaan demokrasi dan
penyusunan kebijakan publik. Pemilihan
umum, peran partai politik, LSM, dan

masyarakat sipil semuanya merupakan cara
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di mana warga negara dapat berpartisipasi
dalam proses politik (Asshiddigie, 2006).
Selain itu, konsultasi publik, forum-forum
partisipatif, partisipasi online, dan Undang-
Undang Kebebasan Informasi telah
memperluas ruang bagi warga negara untuk
menyuarakan pendapat dan memengaruhi
kebijakan. Meskipun tantangan seperti
ketidaksetaraan akses, korupsi, dan isu-isu
agama dan etnis masih ada, upaya terus
dilakukan untuk memperkuat mekanisme
pelibatan dan memastikan kebebasan dan
partisipasi yang lebih luas. Mekanisme ini
adalah landasan bagi demokrasi yang
inklusif dan mewakili kepentingan seluruh
rakyat Indonesia.
Matriks ini merangkum hasil

analisis  berbagai aspek mekanisme

pelibatan  partisipasi  rakyat  dalam
pelaksanaan demokrasi dan penyusunan
kebijakan publik di Indonesia. Matriks ini
memberikan  gambaran  komprehensif
tentang sejauh mana warga negara dapat
berpartisipasi dalam proses politik dan
kebijakan di negara ini serta tantangan yang

perlu diatasi.

Tabel 3

Gambaran Partisipasi Warga Negara

dalam Proses Politik dan Kebijakan

No

Aspek

Evaluasi

1

Pelaksanaan
demokrasi

Pemilihan umum,
peran partai
politik, LSM dan
masyarakat  sipil
memberikan
warga Negara
berbagai
mekanisme untuk
berpartisipasi
dalam pelaksanaan
demokrasi

Pemilihan
umum

Pemilihan umum
merupakan  cara
utama warga
Negara untuk
memilih
perwakilan
mereka,
3menciptakan
koneksi langsung
antara pemilih dan
pemimpin mereka

Peran
politik

partai

Partai politik
memainkan peran
penting dalam
mewakili
kepentingan warga
Negara dan
memberikan
platform  untuk
partisipasi politik

Masyarakat
sipil dan LSM

Organisasi
masyarakat  sipil,
LSM dan aktivis
memiliki  peran
penting dalam
pemantauan
kinerja pemerintah
dan advokasi isu-
isu masyarakat

Konsultasi
public

Pemerinah sering
mengadaan

konsultasi public
untuk melibatkan
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warga Negara
dalam
penyususnan
kebijakan,
menciptakan
kesemapatan bagi
warga Negara
untuk
berpartisipasi

Penyusunan
kebijakan
public

Forum public,
konsultasi
stakeholder,
partisipasi online
dan undang-
iundang
kebebasan
informasi adalah
mekanisme yang
digunakan dalam
penyusunan
kebijakan public

Forum public

Forum-forum
public
memungkinkan
warga Negara
untuk
berpartisipasi
langsung  dalam
perumusan
kebijakan,
menciptakan
kesempatan  bagi
masyarakat untuk
berbicara lansgung
tentang masalah
yang
memengaruhi
mereka

Konsultasi
stakeholder

Konsultasi dengan
berbagai pihak
terkait, termasuk
kelompok
masyarakat,
perusahaan  dan
LSM, memastikan
bahwa  berbagai
prespektif
diperhitungkan
dalam penyusunan
kebijakan

9 | Partisipasi Internet dan media
online sosial
memungkinkan
partisipasi daring,
memberikan
kesempatan  bagi
warga Negara
yang tidak dapat
hadir dalam forum

fisik
10 | Undang- Pengesahan
undang undang-undang
kebebasan kebebasan
informasi infprmasi
memungkinkan
warga Negara

untuk mengkases
data dan dokumen
pemerintah,
memperkuat
pemantauan  dan
partisipasi dalam
proses kebijakan
11 | Tantangan Ketidaksetaraan
dalam akses, korupsi,
mekanisme ketidaksetaraan
pelibatan gender, isu-isu
agama dan etnis
merupakan
tantangan  dalam
mekanisme
pelibatan
partisipasi rakyat
(Iskandar, 2017; Nurhidayah, 2012)

Kesimpulan

Pelaksanaan jaminan dan
perlindungan atas Hak Asasi Manusia
(HAM) di Indonesia dapat diakatakan
cukup baik. Hal ini berdasarkan parameter
masih adanya rencana aksi nasional
mengenai Hak Asasi Manusia yang
diimplementasikan dalam Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 yang masih efektif
dalam penegakan HAM di Indonesia.
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Penegakkan HAM memang sulit, karena
dihadapkan dengan tantangan masih adanya
pelanggaran-pelanggaran HAM yang sulit
untuk diatasi dan dihadapkan pada

tantangan era perubahan sosial dan
teknologi yang semakin masif.

Kebebasan menyalurkan aspirasi
masyarakat dalam konteks pelaksanaan
demokrasi di Indonesia menjadi kunci
penting karena Indonesia memiliki sejarah
yang panjang dalam memastikan kebebasan
berpendapat. Beberapa undang-undang dan
peraturan mendukung hak warga negara
untuk menyatakan pendapat mereka tanpa
rasa takut. Namun, terdapat pembatasan
yang berkaitan dengan konten yang bisa
diungkapkan, terutama dalam hal isu-isu
sensitif seperti agama atau suku.

Analisis memberikan gambaran

umum tentang mekanisme pelibatan
partisipasi rakyat di Indonesia. Meskipun
terdapat

banyak  mekanisme  yang

mendukung partisipasi, juga terdapat

tantangan yang perlu diatasi untuk
memastikan partisipasi yang lebih merata,
transparansi, dan adil dalam pelaksanaan
demokrasi dan penyusunan kebijakan
publik. Upaya harus terus dilakukan untuk
meminimalkan hambatan-hambatan  ini
harus  mengoptimalkan  pemberdayaan
warga Negara (civic empowerment).
Indonesia telah menyusun berbagai
mekanisme yang melibatkan partisipasi

rakyat dalam pelaksanaan demokrasi dan

penyusunan kebijakan publik. Pemilihan
umum, peran partai politik, LSM, dan
masyarakat sipil semuanya merupakan cara
di mana warga negara dapat berpartisipasi
dalam proses politik. Penguatan civic
empowerment dalam konteks demokrasi
yang menjadi kunci adalah bagaimana
penguatan penegakkan Hak Asasi Manusia
(HAM) dan meminimalisasi terjadinya
pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)
sehingga kesejahteraan dan ketertiban
Negara akan tercapai dalam demokrasi

Pancasila.
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PELAKSANAAN DEMOKRASI PADA DUA NEGARA-BANGSA SERUMPUN DI ASIA
TENGGARA: PERBANDINGAN PEMILU D1 INDONESIA DAN PRU D1 MALAYSIA

Andi Suwirta & Didin Saripudin
Universitas Pendidikan Indonesia
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Abstract

Democracy is a system of state and government that is based on the aspirations and will of the common
people. Meanwhile, Indonesia and Malaysia are the same nation-states in the Southeast Asia region,
which have elements of similarities and differences at the same time, including in practicing democratic,
national and state life. This article, using a qualitative approach, historical methods and literature
studies, will reconstruct, narrate and compare the history of the implementation of PEMILU (General
Election) in Indonesia and PRU (General Election) in Malaysia. The results of the study show that
PEMILU in Indonesia could only be held after 10 years of Independence in 1945, namely 1955.
Meanwhile, the PRU in Malaysia was actually carried out 2 years before gaining independence in 1957,
namely 1955 too. Both the PEMILU in Indonesia and the PRU in Malaysia are merely tools and not the
goal of democracy. The goal of true democracy is the same as the goal of the nation and state, namely
the creation of citizens who are advanced, prosperous, just, safe, independent and secure according to
the values, personality and identity of the nation-state concerned. In this context, it is not very important
whether the implementation of democracy uses a proportional or district system, electing leaders
directly or indirectly, many or few political parties, and a Presidential or Ministerial system of
government, but what is more important is whether the implementation of democracy, including
PEMILU in Indonesia and PRU in Malaysia, are able to realize noble ideals and goals in national and
state life.

Keywords: Implementation of Democracy; Nation-State; General Election System; Indonesia and
Malaysia.

Abstrak

Demokrasi adalah sistem bernegara dan berpemerintahan yang berdasarkan kepada aspirasi dan
kemauan rakyat kebanyakan. Sementara itu, Indonesia dan Malaysia merupakan negara-bangsa
serumpun di kawasan Asia Tenggara, yang memiliki unsur-unsur kesamaan dan perbedaan sekaligus,
termasuk dalam mengamalkan kehidupan berdemokrasi, berbangsa, dan bernegara. Artikel ini, dengan
menggunakan pendekatan kualitatif, metode sejarah, dan studi literatur, mau merekonstruksi,
menarasikan dan membandingkan sejarah pelaksanaan PEMILU (Pemilihan Umum) di Indonesia dan
PRU (Pilihan Raya Umum) di Malaysia. Hasil kajian menunjukkan bahwa PEMILU di Indonesia baru
bisa dilaksanakan setelah 10 tahun Merdeka pada 1945, yakni tahun 1955. Manakala PRU di Malaysia,
justru dilaksanakan sebelum 2 tahun memperoleh kemerdekaan pada 1957, yakni tahun 1955 juga. Baik
PEMILU di Indonesia maupun PRU di Malaysia adalah sekedar alat dan bukan tujuan demokrasi.
Tujuan demokrasi yang sejati adalah sama dengan tujuan berbangsa dan bernegara, yakni terciptanya
warga negara yang maju, sejahtera, adil, makmur, aman, merdeka, dan selamat menurut acuan nilai,
kepribadian, dan jatidiri negara-bangsa berkenaan. Dalam konteks ini tidak terlalu penting apakah
pelaksanaan demokrasi itu menggunakan sistem proporsional atau distrik, memilih pemimpin langsung
atau tidak langsung, partai politik banyak atau sedikit, dan sistem pemerintahan Presidensil atau
Ministril, tapi yang lebih utama adalah apakah pelaksanaan demokrasi itu, termasuk PEMILU di
Indonesia dan PRU di Malaysia, mampu mewujudkan cita-cita dan tujuan luhur dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: Pelaksanaan Demokrasi; Negara-Bangsa; Sistem Pemilihan Umum; Indonesia dan
Malaysia.
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Pendahuluan

Demokrasi adalah sistem bernegara
dan berpemerintahan yang berdasarkan
kepada aspirasi dan kemauan rakyat
kebanyakan. Bahwa rakyat juga merupakan
sekumpulan individu manusia yang punya
hak, perasaan, logika-rasional, aspirasi,

cita-cita, dan harapan adalah realitas sosial-

politik yang tak terbantahkan. Sistem
demokrasi, dengan demikian, telah
mengubah sistem politik sebelumnya,

seperti theokrasi misalnya, dimana hanya
suara golongan elite yang diutamakan;
manakala suara golongan alit disenyapkan
dan/atau  dinegasikan. Dalam sistem
theokrasi, peranan golongan elite sangat
signifikan dengan mengklaim membawa
“suara Tuhan”; manakala dalam sistem
demokrasi, suara rakyat diutamakan, justru
sebagai “suara

Tuhan”. Istilah Vox Populi Vox Dei (Suara

pengejawantahan  dari

Rakyat adalah Suara Tuhan) adalah esensi,
ruh, dan semangat demokrasi hingga
sekarang (Noviati, 2013; Sizemore, 2017).
Salah satu cara dalam mengamalkan
sistem demokrasi adalah melalui PEMILU
(Pemilihan Umum). Baik untuk memilih
wakil-wakil rakyat, yang akan duduk di
Parlemen dan/atau memilih pemimpin
politik untuk mentadbir-urus
negara/pemerintahan, PEMILU merupakan
realisasi kehidupan demokrasi dewasa ini.
Tidak hanya dalam bentuk negara Republik,

bahkan dalam sistem negara Monarki

Konstitusional pun, PEMILU harus
dilaksanakan, dengan segala corak dan
karakteristiknya. Apapun bentuk dan sistem
bernegara/berpemerintahan, PEMILU
adalah sarana demokrasi untuk memilih dan
menentukan wakil-wakil rakyat dan/atau
pemimpin, yang membawa suara dan
publik

kesejahteraan, keadilan, keselamatan, dan

aspirasi untuk  kemajuan,
kemerdekaan pada sebuah negara-bangsa
(Noviati, 2013; Maharani et al., 2016).
Indonesia dan Malaysia adalah dua
negara-bangsa yang kerap dibilang
serumpun. Adalah menarik untuk dikaji dan
dibandingkan bahwa dua negara-bangsa ini
memiliki kesamaan dan perbedaan
sekaligus, termasuk dalam hal memahami
dan mengamalkan konsep PEMILU. Dari
bentuk negara dan sistem pemerintahan,
Indonesia adalah NKRI (Negara Kesatuan
Republik Indonesia); manakala Malaysia
adalah Negara Federasi dengan Monarki
Konstitusional (Kerajaan
Berperlembahaan). Di Indonesia, Presiden
adalah Kepala

Negara dan Kepala

Pemerintahan sekaligus; manakala di
Malaysia, YDPA (Yang Di-Pertuan Agong)
adalah Kepala Negara dan PM (Perdana
Menteri) merupakan Kepala Pemerintahan.
Dengan bentuk negara dan sistem
pemerintahan yang berbeda, maka amalan
demokrasinya pun — salah satunya melalui
PEMILU (Pemilihan Umum) di Indonesia

dan PRU (Pilihan Raya Umum) di Malaysia
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— akan ada  perbedaan-perbedaan,

disamping ada  juga  unsur-unsur
kesamaannya (Hara, 2015; Sunarso ef al.,
2020).

Artikel ini — dengan menggunakan
pendekatan kualitatif, metode sejarah, dan
studi literatur (Sjamsuddin, 2007; Zed,
2008; Fadli, 2021) — mau mengkaji,
menarasikan, dan membandingkan sejarah
pelaksanaan PEMILU di Indonesia dan
PRU di Malaysia, yang ternyata sama-sama
dimulai pada tahun 1955, sehingga
sekarang.  Rekonstruksi, narasi, dan
pembahasan akan difokuskan pada unsur-
unsur persamaan dan perbedaannya,
sehingga sampai pada suatu pemahaman
bahwa amalan demokrasi pada sebuah
negara-bangsa, salah satunya melalui
PEMILU, harus dilihat konteks historis,
sosial, politik, dan budayanya. Nilai-nilai
demokrasi Barat yang kononnya universal,
pada akhirnya, harus dimodifikasi, ditafsir
ulang, dan disesuaikan dengan nilai-nilai
sosial, budaya, dan politik dalam sejarah
kehidupan negara-bangsa tersebut di
seluruh dunia. Lagi pula, apakah PEMILU
di Indonesia maupun PRU di Malaysia
hanyalah alat, bukan tujuan dari demokrasi
itu sendiri. Apa yang penting dalam
mengamalkan demokrasi adalah mampu
mewujudkan cita-cita dan tujuan luhur

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pembahasan

Indonesia memproklamasikan
kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.
Setelah merdeka, masalah utamanya adalah
terkait citra Indonesia di mata negara-
negara Sekutu sebagai pemenang dalam PD
(Perang Dunia) II, 1939-1945. Dalam
pandangan pihak Belanda, yang bergabung
dengan kekuatan Sekutu, Indonesia adalah
negara “made in Japan”, bukan negara
demokrasi, melainkan fascis, konstitusinya
(UUD 1945) yang dibuat pada zaman akhir
pendudukan Jepang bersifat totaliter dengan
kekuasaan terpusat pada Presiden, tidak
adanya partai-partai politik, Presiden dan
Kabinet ~ Menterinya  adalah  para
Kolaborator Jepang, dan berbagai tuduhan
miring lainnya. Dan yang menarik bahwa
tindakan segera pemerintah Indonesia pada
bulan Oktober-November 1945 adalah
mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden
No.X untuk mendirikan partai-partai
politik, mengubah kedudukan dan fungsi
KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat)
dari badan eksekutif menjadi parlemen
sementara  (legislatif), dan akhirnya
mengubah sistem pemerintahan  dari
Presidentil ke Ministril, dengan Sutan
Syahrir, tokoh demokrasi yang tidak
berkolaborasi dengan Jepang, sebagai PM
(Perdana Menteri) pertama di Indonesia.
Pemerintah juga kemudian merancang
bahwa PEMILU (Pemilihan Umum) akan
dilaksanakan pada bulan Januari 1946. Tapi

karena kondisi sosial, politik, dan
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keamanan yang kacau-balau dalam suasana
Indonesia  (1945-1950),
PEMILU baru bisa dilaksanakan 10 tahun

revolusi maka
setelah Indonesia Merdeka, yakni pada
1955 (Feith, 1999; Kahin, 2013).

Malaysia  ketika kali
Merdeka pada 31 Agustus 1957 adalah

pertama

bernama Persekutuan Tanah Melayu.
Proses kemerdekaan Malaysia berlangsung
secara damai, tidak melalui jalan revolusi,
tetapi berunding dan berdiplomasi dengan
pihak Inggris. Bahkan ketika pihak Inggris
melakukan proses dekolonisasi di kawasan
Asia Tenggara pada 1960-an, digagas
besar” untuk

“rencana (great

plan)
menggabungkan dan memerdekakan Tanah
Melayu dengan Singapore di Selat Malaka,
Sabah, Sarawak, dan Brunei di Kalimantan
Utara. Proses perundingan  menuju
kemerdekaan pada 16 September 1963,
tenyata penuh dengan dinamika. Brunei
akhirnya enggan menyertai negara federasi
Malaysia, dengan berbagai alasan;
manakala Singapore hanya bertahan selama
2 tahun bersama Malaysia, karena pada
1965, “negara kota” ini dikeluarkan dari
Malaysia. Tapi apa yang menarik bahwa
PRU (Pilihan Raya Umum) pertama di
Malaysia justru dilaksanakan pada 1955,
dua tahun sebelum Persekutuan Tanah
Melayu mengisytiharkan ~kemerdekaan
pada 1957 (Andaya & Andaya, 1983;
Kasim & Ahmad, 2002). Jadi, jika

Indonesia melaksanakan PEMILU setelah

mencapai kemerdekaan; maka Malaysia
menyelenggarakan PRU justru sebelum
tercapai kemerdekaan.

Hasil PEMILU 1955 di Indonesia —
sebagaimana telah diprediksi oleh banyak
pengamat — adalah didominasi oleh partai-
partai politik yang mewakili 3 kekuatan
arus utama, yakni golongan Nasionalis,
Agama (Islam), dan Komunis. PNI (Partai
Nasional Indonesia), yang didirikan pada
1927 di Bandung,
golongan Nasionalis; MASYUMI (Majelis

adalah mewakili

Syuro Muslimin Indonesia), yang didirikan
pada 1943 pada zaman Jepang di Jakarta,
dan NU (Nahdlatul Ulama), yang didirkan
pada 1926 di Surabaya, adalah mewakili
golongan Agama (Islam); serta PKI (Partai
Komunis Indonesia), yang didirikan pada
1920 di Semarang, adalah mewakili
golongan Komunis. Empat besar partai
politik pemenang PEMILU 1955 tersebut
tidak memperoleh suara mayoritas, masing-
masing terbagi kursinya antara 20-30
persen di Parlemen. Karena itu dianjurkan
oleh Presiden, dalam rangka membentuk
kabinet pemerintahan, untuk melakukan
koalisi, atau dikenal dengan “Kabinet
Gotong-Royong yang Berkaki Empat”.
Namun kabinet tersebut tidak terwujud,
sehingga Presiden Soekarno mengakhiri
sistem demokrasi liberal (1950-1959),
dengan mendekritkan kembalinya UUD
1945,

(Undang-Undang  Dasar) serta

membangun sistem pemerintahan
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Demokrasi Terpimpin (1959-1968), tanpa
proses PEMILU (Feith, 1999; Anwar,
2006).

Malaysia adalah negara berbilang
kaum. Di semenanjung Tanah Melayu,
sebelum merdeka pada 1957, komposisi
penduduknya terdiri atas tiga kaum
dominan: Melayu, China, dan India. Ketika
Inggris mempersiapkan kemerdekaan bagi
Persekutuan Tanah Melayu setelah PD II
(1939-1945), dibentuk partai-partai politik
berbasiskan kaum tersebut, yakni: UMNO
(United Malays National Organization),
yang didirikan pada 1946, mewakili
kepentingan politik kaum Melayu; MCA
(Malayan  Chinese Association), yang
didirikan pada 1949, untuk kaum China;
dan MIC (Malayan Indian Congress), yang
didirikan pada 1946, untuk kaum India.
Pihak Inggris pula ingin agar ketiga partai
politik berbasis etnik tersebut bersatu dalam
Perikatan (Koalisi) dalam menghadapi
PRU 1955. Hasilnya memang luar biasa,
partai Perikatan memenangi kursi parlemen
90% atau mayoritas mutlak. Dalam PRU
1959 dan PRU 1964 pula, ketika negara
Federasi Malaysia didirikan pada 1963,

partai Perikatan di semenanjung Tanah

Partai-partai politik di Negeri Sarawak dan
Negeri Sabah, Malaysia, yang terkenal dan
besar, diantaranya, adalah: SUPP (Sarawak
United People Party), yang didirikan pada
1959; PANAS (Parti Negara Sarawak) pada
1960; SNAP (Sarawak National Party) pada
1961; dan PESAKA (Parti Pesaka Sarawak)

Melayu dan partai-partai politik di Sabah
dan Sarawak tetap berjaya dan memperoleh
suara dominan di Parlemen.' Baru dalam
PRU 1969, perolehan suara Partai
Perikatan mengalami penurunan dan
mampu dikalahkan oleh partai politik
oposisi di beberapa Negeri (Negara
Bagian), sehingga menimbulkan kerusuhan
kaum pada 13 Mei 1969. PRU di Malaysia,
sejak 1955 hingga 1969 adalah didominasi
oleh Partai Perikatan, yang mewakili
kepentingan politik kaum Melayu, China,
India, dan golongan bumiputra lainnya di
Sabah dan Sarawak (Andaya & Andaya,
1983; Kua, 2007).

Setelah tidak ada PEMILU di
Indonesia sejak 1955, pemerintah Orde
Baru dibawah kepemimpinan Presiden
Soeharto (1968-1998), baru melaksanakan
PEMILU kembali pada 1971. Dengan
hancurnya PKI pada 1965-1966 dan
ambruknya ideologi politik NASAKOM
(Nasionalis, Agama, Komunis), bersamaan
dengan jatuhnya Presiden Soekarno dari
kekuasaan pada 1968, maka muncul
kekuatan ideologi politik baru, yakni
NASABRI (Nasionalis, Agama, ABRI).
Dalam konteks ini, ABRI (Angkatan

pada 1962; serta PBS (Parti Bersatu Sabah),
yang didirikan pada 1985; USNO (United
Sabah National Organization) pada 2013; dan
WARISAN (Parti Warisan Sabah) pada 2016.
Selanjutnya lihat, misalnya, James Chin (1997);
Mohd Yusof Kasim & Azlan Ahmad (2002);
dan Sudarnoto Abdul Hakim (2015).
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Bersenjata Republik Indonesia) telah lama
melibatkan diri dalam masalah-masalah
sosial, politik, dan ekonomi, termasuk
mendirikan Sekber GOLKAR (Sekretariat
Bersama Golongan Karya) pada 1964.
Dalam PEMILU 1971, dengan demikian,
Sekber GOLKAR harus bertarung dengan 9
partai-partai politik lainnya;> dan berkat
bantuan dan dukungan dari pihak ABG
(tentara ABRI, pejabat Birokrasi, dan kader
GOLKAR dari

sendiri), serta

juga
pemerintah Orde Baru, kemenangan 60%
lebih suara diraih oleh Sekber GOLKAR.
Pemerintah Orde Baru, dengan demikian,
sudah memiliki dasar legitimasi kekuasaan
yang syah berdasarkan hasil PEMILU 1971
tersebut (Ricklefs, 1999; Suwirta, 2019).
Sering dikatakan bahwa kisah
PEMILU pada masa pemerintahan Orde
Baru (1968-1998) adalah pengamalan
prosedural,  bukan

PEMILU memang

demokrasi  yang

subtansial. Artinya,
dilaksanakan secara teratur, sesuai dengan
prosedur, tapi substansi dalam PEMILU

agar  dilaksanakan  secara LUBER

(Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) dan
JURDIL (Jujur, Adil), nampaknya masih
jauh panggang daripada api. Dengan

dukungan dari pemerintah, khususnya

’Kesembilan partai politik tersebut, sebagai
kontestan dalam PEMILU 1971, adalah:
PARMUSI (Partai Muslimin Indonesia), NU
(Nahdlatul Ulama), PSII (Partai Syarikat Islam
Indonesia), PERTI (Persatuan Tarbiyah
Islamiyah), PNI (Partai Nasional Indonesia),

Kementerian  Dalam  Negeri, yang
mengeluarkan azas “mono-loyalitas”, yakni
semua pegawai negeri harus loyal kepada
satu kekuatan politik yang didukung oleh
pemerintah, dan bertindak selaku KPU
(Komisi  Pemilihan maka
rangkaian PEMILU pada masa Orde Baru
(1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997),

semuanya dimenangkan oleh GOLKAR,

Umum),

dengan perolehan kursi mayoritas di
Parlemen antara 60-80% suara. Dengan
adanya penyederhanaan dan fusi dari partai-
partai politik pula sejak 1974, dimana
kekuatan politik di Indonesia hanya ada
tiga, PPP  (Partai

Pembangunan), GOLKAR, dan PDI (Partai

yakni Persatuan
Demokrasi Indonesia); ditambah dengan
diangkatnya ABRI,
Golongan, dan Daerah di DPR/MPR oleh

wakil-wakil  dari

Presiden, menjadikan PEMILU pada masa
pemerintahan Orde Baru benar-benar
menunjukkan mekanisme “prosedural”
yang sempurna, dan Presiden Soecharto,
sebagai Ketua Dewan Pembina GOLKAR,
terus-menerus  terpilih sebagai Kepala
Negara dan Kepala Pemerintahan di
Indonesia, hingga pengunduran dirinya
pada Mei 1998 (Liddle, 1992; Ricklefs,

1999; Suwirta, Mail & Tengah, 2023).

PK (Partai Katholik), PARKINDO (Partai
Kristen Indonesia), IPKI (Ikatan Pendukung
Kemerdekaan Indonesia), dan PM (Partai
Murba). Selanjutnya lihat, misalnya, R. William
Liddle (1992); M.C. Ricklefs (1999); dan Andi
Suwirta (2019).
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Sebagai negara-bangsa yang
kononnya serumpun, PRU di Malaysia
setelah peristiwa kerusuhan kaum pada
1969, nampaknya mencontohi PEMILU di
Indonesia pada masa pemerintahan Orde
Baru, yang selama 30 tahun berkuasa
menekankan pentingnya pembangunan
ekonomi. Pemerintah Malaysia juga
menerapkan  kebijakan atau  “Dasar
Ekonomi Baru”, dengan tujuan jangka
panjang agar kaum Melayu dan bumiputra
lainnya tidak tertinggal dalam bidang
perdagangan, perindustrian, dan bisnis
ekonomi lainnya dari kaum China dan India
di Malaysia. Begitu juga ketika GOLKAR
memenangi serangkaian PEMILU sejak
1971, Partai Perikatan (Koalisi) yang
dimotori oleh UMNO berusaha membentuk
BN (Barisan Nasional) untuk menghadapi
PRU pada 1974. Didalam BN, selain ada
UMNO, MCA, dan MIC, juga ditambah
dengan partai politik Islam  yang
berpengaruh  dan  sebelumnya selalu
menjadi pihak oposisi (pembangkang),
yakni PAS (Partai Al-Islam Se-Malaysia).
Walaupun PAS kemudian keluar dari BN,
tapi rangkaian PRU di Malaysia sejak 1974,
1978, 1982, 1986, 1990, 1995, 1999, dan
2004 selalu dimenangi oleh BN, dengan
perolehan suara mayoritas (lebih dari 60%)
di Parlemen Malaysia. PRU di Malaysia
memang seru, karena menggunakan sistem

distrik, bukan sistem proporsional seperti di

Indonesia (Kasim & Ahmad, 2002; Ahmad
& Sulaiman, 2008).

Dengan sistem distrik dalam PRU di
Malaysia, maka pertarungan kandidat/calon
dari partai-partai  politik benar-benar
mengamalkan Zero Sum Game, suatu
situasi politik di mana keuntungan yang
dimenangkan oleh salah satu pihak atas
kekalahan pihak lain. Dalam konteks ini,
hanya kandidat yang memperoleh kelebihan
suara yang bisa keluar sebagai pemenang
dan sebagai wakil rakyat yang syah dari
daerah tersebut. Karena itu, wakil-wakil
rakyat dari partai-partai politik yang
berkoalisi dalam BN harus benar-benar
“turun padang” (blusukan) hingga ke
daerah-daerah  terpencil yang akan
diwakilinya. Ketika berbicara di Parlemen,
wakil-wakil rakyat yang telah berjaya
dalam PRU itu benar-benar menyuarakan
aspirasi rakyat dari daerahnya. Perdebatan
di Parlemen Malaysia, dengan demikian,
lebih seru dan hidup daripada perdebatan
wakil-wakil rakyat dalam DPR/MPR di
Indonesia. Tradisi politik dalam sistem
demokrasi parlementer di Malaysia, dimana
seorang PM harus mempertanggung-
jawabkan kebijakan dan programnya di
hadapan Parlemen, benar-benar hidup dan
dinamis hingga sekarang. Namun, seiring
dengan munculnya gerakan Reformasi di
Indonesia  sejak 1998, pengaruhnya
dirasakan juga di Malaysia (Ahmad &
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Sulaiman, 2008; Hakim, 2015; Rofiqy,
2023).

Pemerintahan Orde Reformasi di
Indonesia  (sejak 1998 — sekarang)
mengalami perubahan-perubahan politik
dan kehidupan demokrasi bila
dibandingkan dengan pemerintahan orde-
orde  sebelumnya, termasuk dalam
melaksanakan PEMILU. Disadari bahwa
PEMILU pada masa Orde Baru itu hanya
prosedural  dan substansial,

termasuk tidak LUBER dan JURDIL, maka

kurang

pemerintah Orde Reformasi pada masa
Presiden B.J. (Bacharuddin Jusuf) Habibie
mengadakan PEMILU kembali pada 1999.
Partai-partai  politik peserta PEMILU
banyak sekali, hingga 48 buah, tapi tetap
dikategorikan kedalam 3 kekuatan arus
politik utama di Indonesia, sejak lahirnya
Orde Baru pada 1968 hingga sekarang,
yakni NASABRI atau NASASOS
(Nasionalisme, Sosialisme).?
Pemenang dalam PEMILU 1999 adalah

PDI-P

Agama,

(Partai Demokrasi Indonesia-

Perjuangan), yang lahir pada 1999 sebagai

3Partai-partai politik yang lahir kembali pada
masa Reformasi (1998 - sekarang) dan
kemudian menjadi partai politik yang besar dan
bertahan hingga sekarang, diantaranya, adalah:
PDI-P  (Partai  Demokrasi  Indonesia-
Perjuangan), Partai NASDEM (Nasionalis
Demokrat), dan Partai GOLKAR (Golongan
Karya) sebagai represenatasi kekuatan arus
utama politik dari golongan Nasionalis/Sosialis;
PKS (Partai Keadilan Sejahtera), PKB (Partai
Kebangkitan Bangsa), PAN (Partai Amanat
Nasional), PPP (Partai Persatuan
Pembangunan), dan PBB (Partai Bulan

metamorfosa dari PDI pada masa Orde
Baru. Menguasai parlemen dengan suara
yang tidak mayoritas, PDI-P sangat keras
menolak  pidato  pertanggung-jawaban
Presiden B.J. Habibie di MPR, dan
mengajukan

Ketua Umum PDI-P,

Megawati  Soekarnoputri,

sebagai Calon
Presiden wanita pertama di Indonesia. Tapi
dalam permainan politik di MPR, peluang
Megawati Soekarnoputri untuk menjadi
Presiden dijegal oleh kekuatan Islam Poros
Tengah, yang mengajukan Abdurahman
Wahid, alias Gus Dur, menjadi Calon
Presiden. Dalam proses pemungutan suara
di MPR, Gus Dur mengungguli Megawati
Soekarnoputri sebagai Presiden. Megawati
sendiri kemudian ditetapkan sebagai Wakil
Presiden (Agustina, Suwirta & Kamsori,
2015; Palenewen & Yanur, 2022).
Pemerintah Orde Reformasi dibawah
kepemimpinan Presiden Gus Dur (1999-
2001), nampaknya banyak menimbulkan
masalah dalam manajemen pemerintahan,
temasuk skandal BULOG (Badan Urusan
Logistik)-Gate dan Brunei-Gate, yang

Bintang) sebagai representasi kekuatan arus
utama politik dari golongan Agama (Islam);
serta Partai GERINDRA (Gerakan Indonesia
Raya), PD (Partai Demokrat), dan Partai
HANURA (Hati Nurani Rakyat) sebagai
kekuatan arus utama politik dari golongan
ABRI, karena didirikan dan dipimpin oleh
mantan perwira tinggi tantara Indonesia.
Selanjutnya lihat, misalnya, Aisah Putri
Budiatri ed. (2018); Dzikry Subhanie (2022);
dan Jovano D.O. Palenewen & Murniyati Yanur
(2022).
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terakhir ini merupakan bantuan ekonomi
dari Negara Brunei Darussalam yang tidak
jelas  pertanggung-jawabannya  oleh
Presiden. Sebagaimana dimaklumi bahwa
Gus Dur, ketika menjabat sebagai Presiden,
dalam kondisi buta matanya, sehingga tidak
bisa melihat, apalagi membaca. Gaya Gus
Dur dalam berpolitik juga terlalu liberal dan
memandang enteng semua persoalan,
dengan sering mengatakan: “Begitu saja
kok repot!”. Banyak anggota MPR/DPR
yang  tidak puas dengan  gaya
kepemimpinan Gus Dur, sehingga Presiden
dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) itu
dimakzulkan oleh Parlemen, dan Megawati
Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden
dinaikkan posisinya sebagai Presiden. Pada
masa pemerintahan Presiden Megawati
Soekarnoputri ini mulai muncul gagasan
tentang perlunya Presiden dan Wakil
Presiden dipilih langsung oleh rakyat,
bukan ditentukan oleh MPR yang sering
melakukan ~ manuver  politik  yang
bertentangan dengan kemauan dan aspirasi
rakyat Indonesia. Dengan PILPRES
(Pemilihan  Langsung Presiden) itu
diharapkan wujudnya pemerintahan yang
stabil dan merakyat, serta tidak mudah
dijatuhkan oleh parlemen di tengah jalan,
sebagaimana dialami oleh Presiden B.J.
Habibie (1998-1999) dan Presiden Gus Dur
(1999-2001). Megawati  Soekarnoputri
sendiri juga siap mencalonkan diri dalam

PILPRES yang diselenggarakan pada 2004

(Agustina, Suwirta & Kamsori, 2015;
Barton, 2020).

Sementara itu, PRU 1999 di Malaysia
juga terjadi dinamika politik yang keras.
Timbalan (Wakil) PM, Datuk Seri Anwar
Ibrahim, dipecat dan dipenjarakan, karena
ingin membawa gagasan dan gerakan
Reformasi di Malaysia sejak 1998.
Walaupun begitu, partai-partai politik yang
berkoalisi dalam BN, dengan dimotori oleh
UMNO, tetap menang dalam PRU 1999
tersebut. Dalam PRU 2004 pula terjadi
peristiwa politik yang mengejutkan, yakni
PM Tun Mahathir Mohamad menyatakan
mengundurkan  diri sebagai Presiden
UMNO dan PM Malaysia pada 2003,
setelah berkuasa sejak 1981, untuk
digantikan oleh Abdullah Ahmad Badawi
(Pak Lah). Kepemimpinan Pak Lah sendiri,
sebagai PM Malaysia, dinilai lamban dan
kurang responsif pada tantangan zaman,
sehingga menimbulkan kritikan keras dari
mantan PM Tun Mahathir Mohamad dan
ketidakpuasan rakyat Malaysia yang
berbilang kaum. Tidaklah mengherankan
jika dalam PRU 2008 terjadi “Tsunami
Politik” di Malaysia, dimana partai-partai
politik yang berkoalisi dalam BN hampir
dikalahkan oleh PH (Pakatan Harapan),
sebuah gabungan koalisi baru partai-partai
politik di Malaysia yang dimotori oleh PKR
(Partai Keadilan Rakyat), pimpinan Datuk
Seri Anwar Ibrahim (Chin & Huat, 2009;
Hakim, 2015).
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Tsunami politik yang melanda PRU
2008 di Malaysia itu memaksa Pak Lah
harus mengundurkan diri sebagai PM dan
digantikan oleh Datuk Seri Najib Razak
(2009-2018).
Datuk Seri Najib Razak dinilai cukup stabil

Masa pemerintahan PM

dan membawa kemajuan, walaupun
ditandai oleh banyak skandal politik dan
keuangan. Dalam PRU 2013 di Malaysia,
BN dibawah pimpinan UMNO memang
masih berjaya mempertahankan kekuasaan,
walaupun popularitasnya semakin menurun
di kalangan pemilih kaum Melayu sendiri.
Lebih-lebih dengan tereksposenya kasus-
kasus kontroversial, seperti: pembunuhan
Altantuya,  peragawati  cantik  dari
Mongolia, yang dinilai ada hubungan dekat
dan tidak resmi dengan PM; gaya hidup
mewah dan boros dari Datin Seri Rosmah
Mansor, istri PM; dan penyelewengan dana
IMDB  (One
Berhad) telah menjatuhkan PM Datuk Seri
Najib Razak, akibat kekalahan BN yang
dimotori oleh UMNO dalam PRU 2018 di
Malaysia. Pemenang dalam PRU 2018 itu

adalah PH yang dimotori oleh PKR,

Malaysia Development

pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang
masih dipenjara oleh rejim Tun Mahathir
Mohamad (1998-2003), Abdullah Badawi
(2003-2009), serta Datuk Seri Najib Razak
(2009-2018). Selama Datuk Seri Anwar
Ibrahim dalam penjara, maka PKR dan PH

dipimpin oleh Wan Azizah Wan Ismail, istri

Datuk Seri Anwar Ibrahim (Pong & Yee,
2018; Besar, 2019).

PILPRES di Indonesia pada 2004
ternyata dimenangkan oleh SBY (Susilo
Bambang Yudhoyono), mantan Menteri
Kabinet ~ Presiden

Kekalahan =~ Megawati
dalam PILPRES 2004

oleh

pada Megawati
Soekarnoputri.
Soekarnoputri
disebabkan banyak  faktor.
Kepemimpinannya yang dinilai lamban,
dengan sering menyatakan bahwa “diam
adalah emas” (silent is gold); kurang
berhasil mengatasi krisis ekonomi, bahkan
terindikasi kasus penjualan perusahaan
Indosat ke negara lain; serta usaha
memberantas korupsi yang setengah hati,
walaupun sudah didirikan KPK (Komisi
Pemberantasan Korupsi), menyebabkan
Megawati Soekarnoputri kalah popular
dibandingkan dengan SBY dalam PILPRES
2004. Kekalahan Megawati oleh SBY ini
menyebabkan hubungan keduanya menjadi
dingin, renggang, dan kurang mesra, hingga
sekarang (Agustina, Suwirta & Kamsori,
2015; 2018). Masa

pemerintahan SBY sebagai Presiden (2004-

Gumilang,

2009) telah membawa Indonesia kembali

stabil dan mengalami pertumbuhan

ekonomi yang positif. Presiden SBY dinilai
berhasil mengatasi krisis ekonomi, yang
melanda Indonesia sejak 1997, dan
membawa kemajuan dan kesejahteraan
yang berarti. Karena itu, dalam PILPRES
2009, SBY

terpilih  kembali sebagai
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Presiden Indonesia untuk periode kedua
hingga 2014 (Sugiono, 2009; Murtiana,
2017).

Dalam amandemen UUD 1945
dinyatakan bahwa masa jabatan Presiden
Indonesia adalah 5 tahun, dan boleh dipilih
kembali untuk periode 5 tahun berikutnya.
Dengan kata lain, jabatan Presiden
Indonesia adalah hanya 2 periode
maksimal, tidak boleh dilanjutkan setelah
dua kali terplih dalam PILPRES. Karena
itu, dalam PILPRES 2014 muncul tokoh
baru yang terpilih sebagai Presiden
Indonesia, yakni Joko Widodo. Tokoh yang
populer sejak menjabat sebagai Wali Kota
Solo di Jawa Tengah dan Gubernur DKI
(Daerah Khusus Ibukota) Jakarta ini,
diusung menjadi Presiden oleh gabungan
koalisi partai-partai politik yang dimotori
oleh  PDI-P, pimpinan  Megawati
Soekarnoputri. Joko Widodo dianggap
Presiden Indonesia yang suka blusukan
(turun kebawah untuk bertemu rakyat) dan
memiliki pencitraan politik yang baik.
Kehidupan ekonomi, khususnya
pembangunan infrastruktur, tetap berjalan
dengan lancar dan stabil, termasuk rencana
pemindahan dan pembangunan IKN (Ibu
Kota Nusantara) dari Jakarta di pulau Jawa
ke Kalimantan Timur. Karena itu, dalam
PILPRES 2019, Joko Widodo terpilih
kembali sebagai Presiden Indonesia untuk

periode kedua, hingga tahun 2024. Usaha

untuk memperpanjang jabatan Presiden

Joko Widodo hingga periode ke-3 dari para
pendukungnya, nampaknya mengalami
kegagalan, karena PILPRES selanjutnya
akan dilaksanakan pada Februari 2024,
tahun depan. Para Capres (Calon Presiden)
yang akan bertanding dalam PILPRES 2024
itu ternyata tetap berasal dari kekuatan
politik NASABRI, yakni Ganjar Pranowo,
yang mewakili golongan Nasionalis; Anies
Rasyid Baswedan, yang merupakan
representasi dari golongan Agama (Islam);
dan Prabowo Subianto, yang merupakan
sosok dari ABRI atau Tentara di Indoensia
(Zaman, 2020; Hardiyanto et al., 2022;
Suwirta & Saripudin, 2023).

PRU 2018 di Malaysia membawa
keganjilan dan ketidak-stabilan dalam
bidang politik dan pemerintahan. Pada
umumnya, partai-partai  koalisi yang
memenangi PRU di Malaysia, maka
Presiden Partai Politik yang memimpin
koalisi tersebut akan langsung menjadi PM.
Sebagaimana diketahui bahwa partai-partai
politik yang berkoalisi dalam PH dan
dimotori oleh PKR adalah pemenang dalam
PRU 2018 di Malaysia. Karena pendiri dan
tokoh terkenal PKR, yakni Datuk Seri
Anwar Ibrahim, masih didalam penjara,
maka PM Malaysia justru dijabat kembali
oleh Tun Mahathir Mohamad, mantan PM
Malaysia yang telah berkuasa sejak 1981-
2003. Istri Datuk Seri Anwar Ibrahim
sendiri, Wan Azizah Wan Ismail, yang

bertindak sebagai Presiden PKR, justru
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hanya menjadi Timbalan (Wakil) PM
Malaysia. Sejak PRU 2018 hingga PRU
2022 pula, telah terjadi pergantian PM yang
rata-rata berkuasa tidak lebih dari 2 tahun.
Sistem demokrasi parlementer dan model
pemerintahan Westminster di Malaysia,
dimana seorang PM harus mendapat
dukungan penuh dan bertanggung jawab
kepada parlemen, maka PM bisa jatuh
kapan saja kalau mendapat “mosi tidak
percaya” dari mayoritas anggota Parlemen.
Itulah yang terjadi pada Tun Mahathir
Mohamad, menjadi PM Malaysia hanya
selama 22 bulan dari 2018-2020; Tan Sri
Muhyiddin Yassin, yang menjadi PM
Malaysia dari 2020-2021; dan Datuk Seri
Ismail Sabri Yakob, yang menjadi PM
Malaysia dari 2021-2022. Pemerintahan
yang sering gonta-ganti PM ini, tentu saja,
berdampak pada kemajuan pembangunan
ekonomi dan kestabilan politik di Malaysia
(Fauzi, 2015; Mubarok, 2021; Hestyarini,
2022).

Dalam PRU 2022 di Malaysia,
kemenangan tetap diraih oleh partai-partai
politik yang berkoalisi dalam PH dan
dimotori oleh PKR,* dengan perolehan
suara yang tipis di Parlemen. Datuk Seri

Anwar Ibrahim sendiri sudah bebas dari

penjara dan mendapatkan pengampunan

*Partai-partai politik lainnya yang bergabung
dalam PH (Pakatan Harapan) di Malaysia,
selain PKR (Parti Keadilan Rakyat) sebagai
motornya, adalah: DAP (Democracy Action
Party), Parti AMANAH (Amanah Negara), dan

dari Raja-raja Melayu untuk merehabilitasi
reputasi dan citra politiknya. Tidak adanya
partai-partai politik yang mayoritas dalam
perolehan suara dalam PRU 2022 itu,
menyebabkan YDPA (Yang Di-Pertua

Agong) sebagai Kepala  Negara
memberikan  fitah  (perintah)  untuk
membentuk Kerajaan Perpaduan

(Pemerintahan Persatuan) diantara partai-
partai politik yang ada. Akhirnya, Datuk
Seri Anwar Ibrahim ditetapkan sebagai PM
X (Perdana Menteri 10) Malaysia, dan
berhasil membentuk Kerajaan Perpaduan
dan Malaysia MADANI dari November
2022 hingga sekarang. Kehidupan ekonomi
dan politik relatif stabil dan mengalami
kemajuan kembali di bawah kepemimpinan
PM X Malaysia, walaupun terus-menerus
mendapatkan kritikan yang keras dan seru
dari  partai-partai

politik  oposisi

(pembangkang) didalam
Malaysia (Haryanto, 2022; Saubani, 2022;

Putra, 2023).

parlemen

Kesimpulan

Dari narasi dan penjelasan di atas
kiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan,
sebagai berikut:

Indonesia dan Malaysia, sering

dikatakan,  merupakan  negara-bangsa

Parti BERSATU (Pribumi Bersatu Malaysia).
Selanjutnya lihat, misalnya, Arik Dwijayanto,
Yusmicha Ulya Afif & Khoirul Fathoni (2020);
dan Edwin Shri Bimo (2022).



Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia I 181

serumpun di kawasan Asia Tenggara, yang
memiliki  unsur-unsur  kesamaan dan
perbedaan sekaligus, termasuk dalam
mengamalkan kehidupan berdemokrasi,
berbangsa, dan bernegara. Kesamaan dalam
bidang bahasa, budaya, dan agama (Islam)
merupakan faktor perekat dalam membina
hubungan baik antara dua negara-bangsa
yang dinilai serumpun tadi. Sementara
proses sejarah perjuangan kemerdekaan,
bentuk negara, sistem pemerintahan, dan
pengamalan berdemokrasi pada dua negara-
bangsa tersebut, yakni Indonesia dan
Malaysia, ternyata memiliki perbedaan-
perbedaan yang signifikan. Indonesia
merdeka pada 17 Agustus 1945, misalnya,
dan perjuangan kemerdekaan dilakukan
secara revolusi. Sementara kemerdekaan
Malaysia terjadi dua kali, yakni pada 31
Agustus 1957 disebut sebagai “Hari
Kemerdekaan” atau “Hari Kebangsaan”
bagi Persekutuan Tanah Melayu; dan 16
September 1963 sebagai “Hari Malaysia”,
dengan proses kemerdekaan diperoleh
melalui jalan diplomasi. Indonesia memilih
bentuk negara Republik, dengan Presiden
sebagai Kepala Negara dan Kepala
Pemerintahan sekaligus. Sementara
Malaysia ~merupakan negara dengan
“Kerajaan Berperlembagaan” (Monarki
Konstitusional), dengan YDPA (Yang Di-
Pertuan Agong) sebagai Kepala Negara dan
PM (Perdana Menteri) sebagai Kepala

Pemerintahan.

PEMILU (Pemilihan Umum) di
Indonesia dan PRU (Pilihan Rakyat Umum)
di Malaysia adalah pengamalan dari sistem
demokrasi pada sebuah negara-bangsa.
PEMILU di Indonesia baru bisa
dilaksanakan setelah 10 tahun merdeka,
yakni pada 1955. Manakala PRU di
Malaysia, justru dilaksanakan sebelum 2
tahun memperoleh kemerdekaan, yakni
pada 1955 juga. PEMILU di Indonesia,
pada mulanya, adalah untuk memilih wakil-
wakil rakyat yang akan duduk di Parlemen,
yakni DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
Pusat, DPR Daerah Provinsi, dan DPR
Daerah Kota/Kabupaten di seluruh wilayah
Indonesia. DPR Pusat, ditambah utusan
Golongan dan utusan Daerah, akan menjadi
anggota MPR (Majelis Permusyawaratan
Rakyat), yang salah satu tugas utamanya
adalah memilih Presiden dan Wakil
Presiden. Setelah Orde Reformasi,
khususnya sejak 2004 hingga sekarang,
PEMILU di Indonesia adalah selain untuk
memilih wakil-wakil rakyat di Parlemen
dan perwakilan Daerah, juga untuk memilih
langsung Presiden dan Wakil Presiden.
Manakala PRU di Malaysia, dari dahulu
hingga sekarang, adalah untuk memilih
wakil-wakil rakyat yang duduk di Parlemen
tingkat Pusat, disebut Parlemen Federal
Malaysia, dan Parlemen Tingkat Negeri
(Negara Bagian), yang disebut ADUN (Ahli
Dewan Undangan Negeri). YDPA dipilih

secara bergilir diantara Raja-raja Melayu di
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Malaysia, setiap 5 tahun sekali; manakala
PM adalah pemenang partai politik yang
dominan dalam PRU di Malaysia.

PEMILU di Indonesia menggunakan
sistem proporsional, dimana partai-partai
politik yang ada terwakili berdasarkan
perolehan suara secara proporsional. Sistem
proporsional ini mencerminkan sifat
gotong-royong, dimana tidak ada partai
politik yang menang mutlak dan/atau kalah
sama sekali, tapi semuanya bisa terwakili
dalam Parlemen dengan pengambilan
keputusan diusahakan secara musyawarah
dan mufakat, serta menghindari
pemungutan suara (voting) sebisa mungkin.
Konsekuensi dari sistem proporsional
dalam PEMILU ini, biasanya anggota
Parlemen kurang dikenal oleh daerah yang
diwakili mereka dan kurang ngotot/gigih
dalam memperjuangkan aspirasi daerah
yang diwakilinya. Manakala PRU di
Malaysia menggunakan sistem distrik,
dimana partai-partai politik harus berjuang
keras dan mati-matian untuk memperoleh
suara rakyat dari daerah (distrik) yang
diwakili. Sistem distrik ini mencerminkan
sifat Zero Sum Game, dimana harus ada
partai politik yang menang mutlak atau
kalah sama sekali, agar bisa atau tidak bisa
duduk dalam Parlemen, yang mana
pengambilan keputusan di Parlemen juga
biasanya dilakukan dengan pemungutan

suara (voting). Konsekuensi dari sistem

distrik dalam PRU ini, biasanya anggota

Parlemen sangat dekat dan dikenal oleh
daerah yang diwakili, serta sangat

ngotot/gigih  dalam  memperjuangkan
aspirasi daerah yang diwakilinya.
Partai-partai politik yang ikut dalam
PEMILU di Indonesia, sejak 1955 hingga
1965, umumnya mewakili kekuatan arus
utama berdasarkan ideologi NASAKOM
(Nasionalis, Agama, dan Komunis). Sejak
1970-an  hingga
NASAKOM digantikan oleh NASABRI,
ABRI  (Angkatan

Indonesia) bisa dimaknai bahwa ada partai-

sekarang, ideologi

dimana Bersenjata
partai politik yang didirikan dan dipimpin
oleh tentara dan/atau mantan tentara di
Indonesia. Manakala, partai-partai politik
yang ikut dalam PRU di Malaysia, sejak
1955 hingga sekarang, umumnya, adalah
mewakili kepentingan politik perkauman,
seperti Melayu, China, dan India di
semenanjung  Tanah  Melayu, serta
golongan bumiputra di Negeri Sabah dan
Negeri Sarawak di Malaysia. Partai-partai
politik yang ada, bila tidak mampu
memperoleh suara mayoritas di Parlemen,
akan membuat koalisi (perikatan atau
pakatan) yang dipimpin oleh partai politik
dominan dan terkenal.

Presiden Indonesia, sejak merdeka
tahun 1945 hingga sekarang, apakah dipilih
oleh Parlemen atau dipilih langsung oleh
rakyat, adalah berasal dari golongan
Nasionalis, Agama (Islam), dan Tentara

Indonesia. Dalam konteks ini, Soekarno,
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B.J. Habibie, Megawati Soekarnoputri, dan
Joko Widodo adalah figur Presiden
Indonesia yang berasal dari golongan
Nasionalis; Gus Dur alias Abdurahman
Wahid adalah Presiden yang berasal dari
golongan Agama (Islam); serta Soeharto
dan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono)
adalah Presiden Indonesia yang berasal dari
golongan Tentara. Konstitusi UUD
(Undang-Undang Dasar) 1945 menyatakan
bahwa Presiden adalah orang Indonesia,
yang tidak membeda-bedakan tentang asal-
usul dan unsur SARA (Suku, Agama, Ras,
dan  Antargolongan). Tetapi karena
mayoritas penduduk Indonesia adalah
beragama Islam, maka Presiden Indonesia
umumnya adalah Muslim yang baik.
Manakala PM Malaysia harus berasal dari
kaum/golongan Melayu. Dalam
Perlembagaan (Konstitusi) Malaysia, yang
menganut konsep “Ketuanan Melayu”, jelas
mengutamakan kepemimpinan dari
kaum/bangsa Melayu dan menolak konsep
“Malaysia for Malaysians”, dimana artinya
juga bahwa tidak semua warga negara
memiliki hak yang sama untuk menjadi PM
Malaysia.

Baik PEMILU di Indonesia maupun
PRU di Malaysia adalah sekedar alat dan
bukan tujuan dalam berdemokrasi. Tujuan
demokrasi yang sejati adalah sama dengan
tujuan berbangsa dan bernegara, yakni
terciptanya warga negara yang maju,

sejahtera, adil, makmur, aman, merdeka,

dan selamat menurut acuan nilai,
kepribadian, dan jatidiri negara-bangsa
berkenaan. Dalam konteks ini tidak terlalu
penting apakah pelaksanaan demokrasi itu
menggunakan sistem proporsional atau
distrik, memilih pemimpin langsung atau
tidak langsung, partai politik banyak atau
sedikit, dan  sistem  pemerintahan
Presidensil atau Ministril, tapi yang lebih

utama  adalah  apakah

demokrasi itu, termasuk PEMILU di

pelaksanaan

Indonesia dan PRU di Malaysia, mampu
mewujudkan cita-cita dan tujuan luhur

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
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